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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepadaaffesus Kristus atas berkat
serta rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat etesaykan skripsi ini. Oleh karena
kuasa-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memhérsalah satu syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum Program KekhususamrAukentang Kegiatan Ekonomi
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keingimatuk mengetahui lebih mendalam
tentang acara perdata, terutama mengenai sitaganteélah memberikan inspirasi kepada
penulis untuk memilih judul : “Sita Jaminan terhpd&arang yang Dilelang (Studi Putusan
dengan No. Perkara 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR

Terselesaikannya skripsi ini, tidak lepas daritban, dukungan dan dorongan
semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, I[gehandak mengucapkan terima kasih
dan juga beberapa salam kepada:

1. Tak putus-putusnya, penulis ingin mengucapkan syldepadaTuhan Yesus
Kristus, karena atas setiap berkat-berkatnya pada akhirpgaulis dapat
menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwaatdmgmntuan-Nya, tulisan ini
akan sulit sekali diselesaikan, baik dari pencadata, masalah pengaturan waktu,
dan juga kondisi kesehatan.

2. Kepada orang tua saya, yakBapak danMama yang telah mendukung penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini. Walau hanya mealkay sudah sampai sejauh
mana, tetapi penulis merasa itu adalah suatu bemttikk menyadarkan penulis
segera menyelesaikan skripsinya. Begitu pula kepeaka Evelin danBang L eo,
walau tidak melakukan bantuan secara nyata kepayt tapi saya mengucapkan
terima kasih, dan semangat terus yah!

3. Kepada para pembimbing, yakibu Retno dan Mbak Amy yang telah bersedia
membimbing saya. Terima kasih banyak Ibu, Mbak atashingannya. Terutama
penulis berterima kasih sekali atas persetujuaangid/ang diberikan pada lbu dan
Mbak. Terima kasih Bu Retno pada saat penulis m@mersetujuan, lbu
memberikannya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 204lhu masih ada kekurangan
di penulisan. Begitu juga kepada Mbak Amy, dimamgaskaget pada saat meminta,
padahal waktu itu saya hanya iseng saja memintagimgat pada saat itu ada
Bapak Chudry. Pada akhirnya, saya hanya ingin neapkan terima kasih banyak
atas bantuannya selama ini Bu, Mbak. Selain ita jiidak lupa para tim penguiji,
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yakni Bang Ucok, Mbak Sony, danPak Arman. Terima kasih sekali karena sudah
mau menguji saya, dan saya tidak dibantai disaai@ata. Terutama saya berterima
kasih kepada Pak Arman atas setiap masukan yaregildiba, karena penulis
merasa masukan tersebut akan sangat berguna seédmliama pada saat
menghadapi dunia kerja.

4. Kepada Bapak uda Thomson atau lebih sering saya Gap Thomson. Terima
kasih Om, atas bantuannya dalam pencarian datatanea berkas-berkas yang
berhubungan dalam kasus, seperti putusan, pengumietaag, risalah lelang dan
berita acara sita. Selain itu juga terima kasils attiap info yang diberikan terkait
kasus, dimana info-info yang diberikan cukup mentbadalam penulisan ini.
Kemudian juga untukPak Toni yang juga membantu saya dalam memberikan
putusan yang hendak saya bahas, dan RafaSahat yang memberikan masukan
dalam saya mau melakukan penulisan. Saya juga er@erima kasih kepadaak
Roto, pada saat saya mengatarakn saya ke Mahkamah Agumgiga meminjam
sepatu kepada saya agar saya bisa masuk Mahkamadg,Algrima kasih banyak
Pak! Begitu juga kepadd bak Netty danMbak Berliana, terima kasih banyak atas
bantuannya, terutama tentang pulsa yang dibutupkanlis, haha. Kemudian juga
penulis mau berterima kasih kepdeak Agung selaku seketaris Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Il yangmbantu saya dalam
wawancara, dimana surat yang saya berikan sebenaaigh, tetapi Bapak tetap
mau membantu saya hingga akhirnya proses wawalet@racepat selesai. Begitu
juga kepadaBapak lIstina selaku kepala seksi Hukum dan Informasi Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakdht yang telah
memberikan waktu untuk diwawancara, dimana lewatvaveara tersebut semakin
mendukung beberapa data yang dibutuhkan oleh genuli

5. Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kaspadaPak Yoni dan Mbak
Hening atas bantuannya, yakni meage proposal saya. Penulis merasa tanpa acc
dari beliau maka skripsi akan susah untuk dilajuikl erima kasih juga atas setiap
masukan terhadap proposal saya, sebab lewat madeksebut penulisa jadi
semakin mengerti beberapa kekurangan dalam penulisauma terkait pokok
permasalahan yang belum memiliki unsur acaranya.

6. Kemudian kepada teman-teman penulis, yakni tentaatte yang senasib
sepenanggungan berada di PK 3, diantranya yandipeanu adalatAde, Alide,
Claudia, Qory, Omar, Sandoro, Fikri, Dimas, Syafan, Suneo, CP, Kefi, Ronald,
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Jomar, Rahe. Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas du&mndan
bantuannya. Selain itu penulis juga ingin menyakgraibeberapa pesan untuk
kalian. Untuk Ade, terima kasih sudah mau berjuédegsama, bahkan sampai
dituduh yang aneh-aneh hingga akhirnya harus sdgdfikasi bahwa hanya
kebetulan, haha, tetap semangat yah, walau baapsknigan, tapi saya yakin, Ade
pasti bisa, oh yah, salam buat Nober yah dan smadeasa anda, kenapa harus
disembunyikan? Haha. Untuk Alide dan Claudia, @k yah jadi orang, hahaha,
mungkin terkesan bapak-bapak sekali kalo saya nggnuitu, pokoknya terima
kasih yah untuk bantuan dan dukungannya selamé&katau soal makan-makan,
saya lihat dulu, karena banyak yang minta jugaahahlut atas kerja kerasnya,
padahal sudah lumayan lama mulainya tapi akhirogals mau selesai saja. Untuk
Qory, mungkin semestinya bukan saya yang bertekastn karena saya yang sering
memberikan bantuan, haha, tapi tetap saya ucamgkanat kasih atas bantuannya
selama ini dan mohon maaf kalau ada hal yang tliak saya bantu, seperti
masalah putusan. Untuk Omar, terima kasih sudahdvaak diskusi, walau lebih
banyak saya yang memberi masukan ketimbang and@h&atapi terima kasih,
terutama pada saat mau minta tanda tangan kep&d@Healry harus saya tunggu
beberapa lama, hahaha, Sukses yah Mar, semogasiSikapdapat bermanfaat,
terutama kepada orang-orang Budha yang kepentiggamerasa terganggu. Untuk
Sandoro, sukses Bos! Benar-benar salut sama amdanal dalam waktu beberapa
bulan skripsinya sudah jadi, dan bahkan skripsigydibuat tentang tanah Batak,
wah benar-benar cinta tanah air banget yah andhm, fj@ngan lupa digunakan itu
skipsi untuk orang-orang Batak supaya makin pintaha. Untuk Fikri, Dimas,
Syafan, terima kasih banyak yah, terutama lewsaktudisyang dilakukan, tetap
semangat yah! Semoga hasil Skripsinya bakal bergatizk hukum di Indonesia.
Untuk Suneo dan CP, sukses terus yah, penulis emstatah tidak pernah ketemu
lagi saya dengan kalian, saya berharap kalian B&cgsi saya dan pas liat kata
pengantar saya jadi lebih semangat bacanya ketgnibaBkripsi saya, haha. Untuk
Kefi, hampir terlupakan kalau kau juga di PK 3, &lad, saya ingatnya anda di PK 2,
tapi terima kasih yah atas bantuannya selama aluyt sama usahanya dalam
mencari judul dan kesabarannya, jangan terlalustg@th kef, haha. Untuk Ronald,
Jomar dan Rahel, tetap semangat yah, walau sagh slutbian dalam mengerjakan
Skripsi bukan berarti saya melupakan kalian, matalkup memperhatikan
perkembangan kalian (macam guru aja, haha). Tetaarsgat yah kawan dan saya
vi
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berharap kalian juga baca Skripsi ini, terutamddragata pengantar untuk semakin
terpacu lagi untuk mengerjakan Skripsi. Wah, titkalsa cukup banyak pesan yang
saya sampaikan bahkan saya merasa seperti oramg symtah tua saja, haha.

Terakhir, untuk semuanya, saya cuma ingin mengatSEMANGAT!

7. Kepada teman-teman penulis yang beda PK, sejBsitiek, Grace, Nardo,
Pampam, Alex, Leo, Erwin, Rio, Batara, Josye, Roni, Anov, Bayu, Bagus,
Niken, Muti, Wilda, Ayu, Lete, Margit, Yunda, Lady, Verdi, Rohli, Agung, Adi.
Semoga sukses yah kawan, tidak banyak yang bisassagpaikan kepada kalian.
Terima kasih atas bantuannya selama ini.

8. Untuk teman-teman Lobby, sepeRiatyan, Reza, Gigih, Om, Tantyo, IIman,
Limbong, I1bnu, Coach, Au, Try, Syahrir, Abi, Dody, Eki, Cesar, Sakti, Dody
09, Joshua 09, Sam 09, dan Yoga (Ratyan KW). Terima kasih atas bercandaannya
selama ini, terutama pada saat saya kalian menyimggguatu huruf yang sampai
sekarang saya masih sulit untuk mengucapkannyangggh saya harus mikir
kembali suatu kata yang tidak ada unsur huruf benseJangan keseringan
“download” yah! Kerjakan tugas-tugas kalian dengan benara,hlefsian kampus
harus bayar wi-fi mahal gara-gara kerjaan kaliangy&aabisinbandwith (haha,
padahal saya juga termasuk salah satunya). Khususk uRatyan, jangan
kebanyakan berkata tidak benar, kalau untuk yamglsikkenal sih gak masalah
karena sudah mengerti, untuk yang belum mengetamda, kasian tahu, apalagi
pada saat ngajarin, haha. Untuk Reza, jangan lapanmussion ja, haha. Untuk
Gigih, minta film tokusatsu yang baru doank! UniDkn, terima kasih pada saat
insiden TJP yang saya salah sebut anda berada, disitgga akhirnya menuai
banyak celotahan baru, haha. Untuk Tantyo, segarasditu maling jemuran yang
lagi kabur. Untuk liman, Limbong dan lbnu, masihirsg transaksi film sopan?
Haha. Untuk Au dan Coach, kayaknya koleksi filmidalok-ok, saya mau minta
doank. Untuk yang lain, karena saya sudah kehalaisaln semoga tetap sukses yah
dan jangan kebanyakan iseng, haha. Kemudian kharsalsanak 2009 dan 2010
yang masih kuliah, jangan lupa kuliah gara-gar&#kegan di Lobby, haha.

9. KepadaTeto, Adit, Madra, Yeski dan jugaAndreas. Sebenarnya saya bingung apa
jasa kalian selama saya mengerjakan skripsi ipi,@atah kenapa saya tetap ingin
mengucapkan terima kasih, haha. Terima kasih sudab dibina selama ini,
semoga tetap setia di dalam Tuhan yah! Buat Tetmoga kau tidak jadi maniak
yah, dan saya belum baca tulisan anda yang bawj-kayaknya menarik, kapan-
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kapan kasih ke saya yah! Oh yach, dijaga omongagahuhaha. Buat Adit, jangan
mau diperbudak yah (anda pasti mengerti maksud, $af#), trus jangan lupa
managem waktu yang benar, biarpun ada teman yamg fmantuan tapi tetap harus
berhikmat dalam menentukan pilihan. Buat Madraapetajin yah buat latihan
Mayornya, trus semoga sukses dalam mewujudkan nanmga, apalagi soal sekolah
musik (sepertinya menarik), dan juga jangan teriséing sama orang, haha. Buat
Yeski, dicarin sama anak 78, jadi jangan lupa keyaH, haha. Semoga sukses kau
Yes, jangan malas-malasan, apalagi balas SMS, liamasaya masih menunggu
permainansaxophoneanda. Kemudian, khusus untuk kalian berdua, sersaga
bisa nonton resital kalian nanti. Buat Andreasintar kasih yah, walau belum
sempat bicara lagi. Saya harap keinginan anda dapatjud, apalagi untuk soal
studi. Terakhir, tetap menjadi garam dant terangadyah!

10.KepadaKak Tiwi, PKK saya besertdomar, Yovin danJosye sebagai TKK saya.
Terima kasih yah kak untuk setiap pengajaran yai@sidh. Saya merasa
pertumbuhan Iman saya semakin meningkat selamaw&gu pada saat itu saya
sempat melawan, seperti contohnya tentang PMKJ yag akhirnya saya jadi
terjerumus di sana, haha. Untuk TKK saya, terimgtkgah, sayang memang saya
tidak bisa bicara banyak dengan kalian, apalagilaettidak KK lagi. Saya harap
kalian tetap setia di dalam Tuhan dan juga sagp sttia mendoakan kalian.

11.Kepada anak-anak Wadah Misi, yaldojor, Gabe, Qory, Anju, Andre, danDewi,
terima kasih banyak yah atas bantuannya selamteiotama lewat doa-doa kalian.
Saya harap kalian tetap setia di dalam Tuhan damtinya tetap mengerjakan
pelayannya masing-masing. Untuk Jojor, semoga apag ylidapat di WM tidak
disia-siakan begitu saja, terutama dari setiapkksiang diberikan, dimana saya
harap dari situ anda semakin dewasa dalam beakirbertindak, anda bukan anak
kecil lagi, jadi belajarlah untuk dewasa, cepatdéambat anda pasti akan mengerti
maksudnya. Untuk Gabe, terima kasih yah sudah mengamtar saya selama ini,
haha, maaf kalau menyusahkan, trus saya harap tetefa menjaga ketenangan
anda, sebab pada saat anda jadi ketua MTL, andd $ahk tenang dalam berpikir,
saya harap lepas dari situ ketenangannya tetagadijantuk Qory dan Anju, tidak
banyak yang bisa saya sampaikan karena kalian &#gadangn keliatan pada saat
rapat, haha, tapi tetap semangat yah, mengingankalkup sibuk. Untuk Andreas,
semoga tidak menyesal selama berada di WM, munglim kekecewaan, tapi

semoga hal itu tidak terulang lagi, apalagi terayainda malah melakukan
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kekecawaan yang sama juga, dan baik-baik yah sama lBaha. Untuk Dewi, tidak
disangka anda bisa membantu saya, yakni soal mekgsuastrak versi bahasa
inggris, hahaha, dan sama seperti Andre, semogh titenyesal selama berada di
WM. Kemudian, khusus untuk kalian berdua, semogauken yang saya berikan
kepada kalian tetap dikerjakan dengan baik, danomataaf jika ada hal yang tidak
bisa saya bantu, padahal kalian membutuhkan batgusebut. Untuk kalian semua,
semoga pada saat ketemu nanti kita tetap setiaaldimd Tuhan. Saya bangga
mengerjakan pelayanan bersama kalian.

12.Kepada kawan-kawan PMKJ, yakigjar, Hanna, Doka, Nico, Sabda danGori,
terima kasih yah untuk dukungannya selama ini. Mersebenarnya kalian tidak
membantu secara langsung, tapi hanya menanyakapsiSkaya saja, hingga
membuat saya malas menjawabnya, haha. Terima kasihatas pelayan kalian
selama ini di PMKJ, terutama pada saat kita shartignana sharing tersebut
semakin menguatkan saya. Semoga kalian tetapdsgéim pelayanan di PMKJ. Oh
yah, saya jadi teringat akan rekan PMKJ juga, y&amdang danArnel. Semoga
sukses yah nantinya, apalagi pada saat kalian, keéaya khusus untuk Sondang,
terima kasih atas chating di Facebook soal menamyakmana skripsinya, haha,
saya merasa anda terlalu bercanda pada saat ityalghkapan kita main Joker
Karo? Dan juga khusus untuk Arnel, tolong dijaggaganu itu, haha.

13. Terakhir, saya juga mau mengucapkan terima kagphade orang-orang yang tidak
saya ketahui namanya, namun penulis merasa sangaibantu sekali dalam
penulisan ini. Oh yah, kebetulan sekali untuk bagi®mendapatkan nomor 13, tapi
bagi saya ini bukanlah suatu kesialan, melainkdvekeitungan, haha. Pertama
untuk Bapak petugas di PDH, terima kasih banyak pak, terutama pada saat saya
hendak mencari Yurisprudensi, sebab saya sempaigodalam mencari, apalagi
kalau harus membuka tiap halaman, untungnya adakBggng membantu. Kedua
untuk para petugas Perpus FH, terima kasih banyak atas bantuan Bapak dan Ibu
selama ini. Penulis merasa terbantu sekali lewatulba kalian, apalagi masih
membolehkan saya masuk dan mengecek Skripsi, paskhai ketentuan yang ada
sudah tidak boleh lagi, terima kasih juga unpgkugas penjaga tas, sebab kalau
tidak dijaga, mungkin tas saya sudah hilang. Ketigauk Mbak penjaga
perpustakan Mahkamah Agung. Terima kasih mbak atas bantuannya, yakni pada
saat saya mencari Yurisprudensi, mbak memberikamgslang memberikan

kumpulan Yurisprudensi Perdata, yang mana sangahbaetu sekali dalam
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penulisan bab 3. Oh yah, terima kasih mbak atagklsan yang diberikan, dimana
saya sempat mengira bingkisan itu adalah paket lhaina. Keempat untukbu
Haji yang bekerja di bagian lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jakarta Ill. Terima kasih Bu atas bantuannya, yakni
memberikan surat edaran terkait kasus yang say@slmn juga mengenai prosedur
lelang. Terima kasih banyak yah bu. Kelima untlikak yang bekerja di bagian
Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Jakartalll, terima kasih banyak mbak atas beberapa info géregikan
terkait masalah lelang. Terakhir, kepameia pekerja di lantai 6 Rektorat, yakni

di Biro Hukum, terima kasih banyak yah, Pak, Bu, atas bantuasejama ini,
terutama pada saat saya hendak bimbingan dengaRdtno. Saya merasa tanpa
bantuan kalian mungkin saya akan sulit bimbingamgda Ibu. Terima kasih juga
tetap menjaga setiap dokumen yang saya berikard&dpa. Kepada Bapak dan Ibu
sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak ataidramya selama ini, dan saya
harap nantinya saya bisa tahu nama Bapak dan Kaliasg supaya kita bisa lebih

akrab lagi dalam menyapa, haha.

Penulis menyadari sepenuhnya, skripsi ini masihh jalari sempurna dikarenakan
keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Dengan kdedran hati, penulis membuka diri atas
segala kritikan dan saran yang bersifat membanguuakuskripsi ini. Semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wavd@sa pengetahuan penulis
sendiri dan pihak-pihak lain yang merasa perlu kinbengambil manfaatnya. Tuhan Yesus

memberkati!

Depok, 9 Juli 2011

Penulis
Ando
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TUGASAKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesiaa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oloando Kristi

NPM : 0706164031

Program Studi : llmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujukumemberikan kepada Univesitas
IndonesiaHak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya
ilmiah saya yang berjudul :

Sita Jaminan terhadap Barang yang Dilelang (Studi Putusan dengan No. Perkara
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Univeasi Indonesia berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuigkalan datadatabasg merawat,
dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetapcanéumkan nama saya sebagai
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ABSTRAK

Nama : Oloando Kristi
Program Studi: llmu Hukum
Judul . Sita Jaminan terhadap Barang yang Dilel@tgdi Putusan dengan No.

Perkara 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR

Sita jaminan merupakan suatu tindakan untuk manjg®laksanaan suatu putusan
dikemudian hari, atas barang-barang milik terguogéit yang bergerak maupun yang tidak
bergerak selama proses berperkara berlangsungitedehulu disita. Maksud dari barang
tersebut disita adalah agar tidak dialihkan kepzdak lain. Namun ada kalanya suatu sita
jaminan diletakkan pada barang yang dirasa kurapgttuntuk diletakkan hal tersebut.
Salah satunya adalah pada barang lelang, yakni padiasan dengan No. Perkara
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, dimana barang tersebdals dibeli dengan itikad baik oleh
pembeli yakni Tergugat Il atau PT Widya Raharja ibiea Selain itu pembelian tersebut
sudah dilakukan melalui proses lelang, yakni atasnmtaan Tergugat Il atau Dirjen
Kekayaan Negara Lain-lain kepada Tergugat IV atada® Urusan Piutang dan Lelang
Negara. Proses lelang yang dilakukan berdasarkeatupen perundang-undangan terkait
mengenai lelang, dimana dalam salah satu peratelamg yakni40/PMK.07/2006 tentang
Pelaksanaan Lelang, yakni pada pasal 3 disebutkawaPelelangan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapastadkan. Maka dalam hal ini
dikarenakan barang yang sudah dibeli tersebut tlatakkan sita jaminan, maka langkah
selanjutnya adalah dengan memberikan perlindungdunrh kepada pembeli tersebut,
yakni dalam rangka melindunginya terkait kepemilikerang.
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ABSTRACT

Name : Oloando Kristi
Studi Program : Law
Judul . Collateral Forclosure againts Goods beingctdned (Studies Case

Number 275/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR)

Collateral Forclosure is an action to ensure thplementation of a decision in the
future; over defendant's belongings either movaairmove during the litigation process
takes place first seized. The purpose of the gsed=d is not transferable to another party.
However, there are times when a sequestrationasegdl on the goods which are less
appropriate to put it. One is on an auction itemamely the decision to No. Case
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, where the goods had hmechased in good faith by the
buyer that is Defendant Il or PT Widya Dharma RghaBesides, the purchase has been
made through an auction process, ie, at the regii&stfendants 11l or the Director General
of State Assets to Other Defendants IV or the BureaAccounts Receivable and State
Auction. Auction process is conducted accordingetevant laws and regulations regarding
the auction, where in one of the auction rules MIXR7/2006 on Implementation of the
Auction, which is mentioned in article 3 that thecaons that have been implemented in
accordance with applicable regulations can notrmone. Therefore, in this case because
the goods which have been purchased, have beeedptatiateral forclosure, then the next
step is to give legal protection to the buyerjnegrder to protect the ownership of goods.
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BAB 1
PENDAHUL UAN
1.1 Latar Belakang

Manusia hidup secara bersama-sama, sehingga désaakén bahwa
manusia adalah mahkluk sosial. Biarpun manusianifgdup sendiri, tetapi
karena dirinya tidak sendiri sehingga pada akhirmganusia tetap ingin
berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Blangang banyak tersebut
berkumpul dan hidup secara bersama-sama, yangdétshal sebagai kehidupan
bermasyarakat.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap oratay andividu pada
dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda-bedararyang satu dengan yang
lainnya, dari kepentingan yang berbeda-beda itulnsuatu permasalahan.
Orang-orang mencoba mencari suatu penyelesaianpdanasalahan, sehingga
pada akhirnya permasalahan tersebut dapat tens@lesdan dengan harapan
tidak terulang kembali, maka dibuatlah suatu hukyamg mengatur agar
masyarakat tunduk dan patuh pada aturan tersedungga kepentingan anggota
masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi.

Tata hubungan yang diharapkan, dapat terciptaabiganorma-norma atau
kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati sebagdoman dalam mengatur
kehidupan bersama. Kaidah atau peraturan hukunt 8apapa peraturan hukum
materiil maupun hukum formil. Peraturan hukum madatenerupakan hal yang
termuat dalam suatu bentuk peraturan hukum yamtgitemaupun peraturan yang
tidak tertulis yang mengatur tentang hak dan kdwaajiseseorang, yaitu apa yang

semestinya dilakukan dan apa yang seharusnya gttlieyt.

! Sri Wardah dan Bambang Sutiyostykum Acara Perdata dan Perkembangannya di
Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hal 6
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Adanya ketentuan hukum materiil saja pada kenyatgarfelum dapat
memberikan jaminan dan perlindungan terhadap keygat masyarakat, karena
betapa pun baiknya hukum materiil, kalau hak-hakldavajiban yang ditentukan
di dalamnya tidak dapat dilaksanakan, maka hukuteniaidak dapat berakibat
apa-apa. Dalam pergaulan hidup sehari-hari terlgadata menjumpai suatu
keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhajkemnya atau bahkan
melanggar hak-hak pihak lain, sehingga ada pihalg yaerasa dirugikan dan
timbullah gangguan keseimbangan kepentingan di nualenasyarakat
Pelanggaran terhadap hukum perdata ini akan metkarbperkara perdata, yaitu
perkara dalam ruang lingkup hukum perdata.

Maka pada akhirnya untuk dapat memulihkan dan memdpenkan
hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggatgerlukanlah peran hukum
formil atau hukum acara. Hukum formil bertujuan wkt menegakkan,
mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum nildtéfiukum materiil tidak
mungkin berdiri sendiri dan terlepas dari hukunnfiby begitu pun sebaliknya,
hukum formil tidak mungkin berdiri sendiri lepasridaukum materiil. Jadi dapat
dikatakan bahwa hukum materiil dan hukum formiirgaimelengkapi satu sama
lain.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata ilforgaitu
kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengaia bagaimana
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pesidiagaimana yang diatur
dalam hukum perdata matetiikemudian untuk perkataan acara di sini, berarti
acara (proses) penyelesaian perkara perdata térbabwslah dilakukan oleh
lembaga peradilan, dengan melalui tahap-tahapnterteHukum acara perdata
adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya onangajukan perkara ke

pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terser&egentingannya

2 Sudikno Mertokusumdiukum Acara Perdata IndonesiéYogyakarta: Liberty, 2006),
hal 1

% Ibid, hal 2

* Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinkiiakum Acara Perdata: dalam
Teori dan Praktek(Bandung: Mandar Maju, 2005), hal 1.

®> Abdul Kadir MuhammadHukum Acara Perdata IndonesiaBdndung: Citra Aditya
Bakti, 1992), hal 16.
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mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindakati&p pihak-pihak yang
berperkara sekaligus memutus perkara tersebut deadd, bagaimana cara
melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya hanrtupgar hak dan
kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdataernikitu dapat berjalan
sebagaimana mestirfya

Hukum acara perdata meliputi tiga tahapan tindakgaifu tahap
pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksafd@adrap pendahuluan
merupakan persiapan menuju kepada penentuan atzksgeaan. Dalam tahap
penentuan diadakan pemeriksaan peristiva dan pdrabukekaligus sampai
kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksaizakkah pelaksanaan dari
pada putusdn

Hukum Acara Perdata Nasional hingga saat ini msiim diatur dalam
suatu undang-undang. Sehingga masih digunakandpebperaturan peninggalan
zaman Belanda sebagai acuan dalam beracara, ddpeitlerziene Indonesisch
Reglement, disingkat H.l.R, yang hanya berlaku kbusntuk daerah Jawa dan
Madura, sedangkan Rechtsreglement Buitengewestsingkbt R.Bg., berlaku
untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia. Selainjuga Burgerlijk Wetboek
vor Indonesia, disingkat B.W., dan sudah dibuageteahannya yang sekarang
dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perahsangkat KUHPer dalam
buku Ke-empat memuat pula peraturan-peraturan hudaara perdata.

Dalam hal seseorang mengajukan gugatan kepada gegrguelalui
pengadilan negeri, bukan saja ia mengharapkan ragarperoleh putusan yang
menguntungkan baginya, namun disamping itu pulaveagbutusan tersebut pada
akhirnya dapat dilaksanakan. Hukum acara perdat@mumgkinkan bagi orang
yang sudah dikalahkan atau keberatan terhadapgrupengadilan negeri untuk
naik banding, dan setelah itu bila salah satu pkeskbali merasa keberatan dapat
dilanjutkan lagi dengan mengajukan permohonan kaBasla azasnya putusan
yang tidak dilaksanakan hingga menunggu sampaipatlzssan dari Mahkamah
Agung mengakibatkan proses hukumnya dapat berja¢ghulan-bulan bahkan
bertahun-tahun. Apabila tidak dikenal adanya lemabasita jaminan, bagi

® Wardah Op. Cit.,hal 9.

" Mertokusumo@p. Cit, hal 5
3 UniversitasIndonesia
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penggugat yang telah dimenangkan perkaranya padengk merupakan pihak
yang “kalah”, karena selama proses berlangsungl&n tmengeluarkan banyak
biaya perkara, sedangkan apa yang ia tuju tidakdapatkan hasil, bahkan
sampai biaya perkara yang ia telah keluarkan selainaga tidak dapat digafiti
Hukum acara perdata mengenal adanya lembaga simiaga yang mencoba
mengurangi masalah tersebut.

Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjgmeiaksanaan suatu
putusan dikemudian hari, atas barang-barang neliguigat baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak selama proses berpethariangsung terlebih
dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwaadep barang-barang yang
sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbaiikatau dipindahtangankan
kepada orang lafn Dalam perundang-undangan ketentuan sita jaminan
diantaranya diatur dalam Pasal 227 HIR atau P&3aR2Bd°.

Sita Jaminan merupakan tindakan hukum yang diarpkihgadilan
mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahuitusan. Sebelum
pengadilan menyatakan pihak mana yang bersalahadsican putusan,
pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jamirterhadap harta yang
disengketakan untuk menjaga keutuhan hartanya, dagat dikatakan bahwa
tindakan penyitaan merupakan suatu tindakan hukang ysangat eksepsional.
Pengabulan sita jaminan, merupakan tindakan hukwengerualian, yang

penerapannya harus dilakukan pengadilan dengatassegidiimbangan yang hati-

8 SutantioOp. Cit, hal 97-98.
®Ibid, hal 98

19K, Wantjik SalehHukum Acara Perdata: RBG/HIRJakarta: Ghalia Indonesia, 1981),
hal 64. Jika ada persangkaan yang beralasan, babwang berhutang, sebelum dijatuhkan
putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengatafek belum dapat dijalankan, berdaya-
upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya lyangerak ataupun tidak bergerak,
dengan maksud menjauhkan barang itu dari pada frehatang, maka atas permintaan orang
yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri, (RaBa jika orang berhutang itu tinggal atau
diam di luar pegangamfagistraat di tempat kedudukan Pengadilan Negeri, ataupkan lietua
Pengadilan Negeri tidak ada di tempat yang tersé&butudian itu, bolehlahmagistraat di
tempat tinggal atas kediaman orang yang berhutangdapat memberi perintah supaya disita
barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaaselain dari pada itu kepada orang yang
meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghpddp persidangan Pengadilan Negeri yang
akan ditentukan, seboleh-bolehnya pada persidaygag pertama akan datang untuk menyebut
dan meneguhkan gugatan.
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hati sekalft’. Hal ini untuk menghindari dampak yang dapat mi@rgpara pihak
yang berperkara dan nantinya akan sukar untuk melogié&kannya kepada
keadaan semula.

Tujuan utama diberlakukannya sita jaminan adaladr agrgugat tidak
memindahkan atau membebankan hartanya kepada keligk. Inilah salah satu
tujuan sita jaminan. Menjaga keutuhan keberadaata harpekara atau harta
kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan pebetangsung sampai
perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukang yetap. Dengan
perintah penyitaan atas harta tergugat atau hartgksta, secara hukum telah
terjamin keutuhan keberadaan barang yang tfisita

Terhadap barang yang disita, berdasarkan PasaRBd atau Pasal 200
ayat (1) HIR, dimungkinkan bahwa barang yang distaebut dijual dengan cara
lelang melalui kantor lelang. Dalam Pasal 200 §/pHIR disebutkan bahwa:

"Penjualan barang yang disita dilakukan dengan hant kantor lelang,
atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan asetleh orang
yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yamkap dan dapat
melakukan penyitaan itu atau orang lain yang callap dapat dipercaya,
yang ditunjuk oleh Ketua untuk itu dan berdiam dmpat di mana
penjualan itu harus dilakukan atau di dekat tempat

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa dattio yang berarti
peningkatan harga secara bertahap. Para ahli mé&aemdi dalam literatur
Yunani bahwa lelang dikenal sejak 450 tahun sebéaseht’. Di Indonesia,
lelang secara resmi masuk dalam perundang-undasegak 1908, yaitu dengan
berlakunyavendu Reglementbl. 1908 No. 198 daviendu InstructigeStbl. 1908
No. 190. Peraturan-peraturan dasar lelang ini mbsitaku hingga saat ini dan

menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di kesldfi

' 'M. Yahya Harahap (a)Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoi
Beslag (Bandung: Pustaka, 1990), hal 5.

12 |bid, hal 8

13 F.X Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indristiani, Lelang: Teori dan
Praktek(Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuar2§®g), hal 3

% bid
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Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelgggdongkan sebagai
suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya lzerbedgan jual-beli pada
umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang rdiddlam undang-undang
tersendiri yang sifatnyhex Spesials. Kekhususan lelang ini tampak antara lain
pada sifatnya yang transparan/keterbukaan dengarbgreukan harga yang
kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskelakganaan lelang itu
dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejalesdrig yang mandif.

Secara garis besar, dasar hukum lelang dapatidilad@m dua bagian
yakni yang pertama ketentuan umum. Dikatakan ketentumum karena
peraturan perundang-undangnya tidak secara khusersgatur tentang tata
cara/prosedur lelang. Lalu yang kedua adalah keankhusus, yaitu peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengatangentra dan prosedur
lelang”.

Memang merupakan sesuatu yang wajar bahwa ba@amy disita akan
dijual dengan cara lelang sebagai ganti rugi texpgaihak yang dirugikan dalam
suatu kasus. Akan tetapi pada kenyataannya biaaesgadi bahwa barang yang
sudah di lelang dan dibeli oleh pihak pembeli tataydiletakkan sebuah sita
jaminan terhadap benda tersebut. Jadi dalam hdkifjadi kebalikannya. Pada
kenyataannya  hal tersebut memang terjadi pada Noerkam
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR. Para pihak dalam kaseisebut diantaranya
adalah Johnny Basuki sebagai Penggugat melawarLikindasi PT. Sejahtera
Bank Umum sebagai Tergugat |, PT Widya Raharja Dihasebagai Tergugat I,
Dirjen Kekayaan Negara Lain-lain sebagai Tergudatdan Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara sebagai Tergugat IV.

Berawal dari krisis moneter yang terjadi di Asielah mengakibat
sebanyak 85 (delapan puluh lima) Bank swasta nakitelah dirush'® oleh
nasabah — termasuk PT. Sejahtera Bank Umum (dalanddsi) — sehingga

' Ibid

'° Ibid

" Ibid, hal 8

18 Adanya penarikan dana perbankan secara besamhesdr Soedradjad Djiwandono,
Masih Bergulat Dengan Masalah BLBIttp://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar sakah

blbi.html, diakses pada hari selasa, 4 April 2011, pukul 11.45
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terjadi kesulitan likuiditas di PT. Sejahtera Bddknum (dalam likuidasi) yang
mengakibatkan PT. Sejahtera Bank Umum (dalam ldgijddilikuidasi oleh
Menteri Keuangan RI, dan izin usahanya dicabut ddamk Indonesia pada
tanggal 1 November 1997, dimana kemudian pada #ritfy November 1997
telah diadakan RUPS untuk membentuk Tim Likuiddsi $ejahtera Bank Umum
(dalam likuidasi) yang anggotanya ditetapkan olenkBIndonesia. Kemudian
diketahui bahwa Direktur Utama PT. Abad Andal Asmkni Johnny Basuki
selaku pemegang saham PT. Sejahtera Bank Umumm(déaidasi) memiliki
masalah dengan Tim Likuidasi, dimana Tim Likuiddsiah menyerahkan
beberapa asset PT. Sejahtera Bank Umum (dalamddg&yi kepada Dirjen
Kekayaan Negara Lain-lain. Sehingga pada akhirnygerD Kekayaan Negara
Lain-lain melalui Badan Urusan Piutang dan Lelangg&la menjual asset
tersebut kepada publik dan akhirnya penjualan betsdimenangkan oleh PT
Widya Raharja Dharnta
Permasalahannya ialah pihak PT Widya Raharja Dhaaaku pembeli
dengan itikad baik terhadap penjualan lelang tensebengalami kerugian karena
asset yang baru saja dibelinya ternyata harusallken sita jaminan oleh
pengadilan. Salah satu kerugiannya adalah PT WRBfaarja Dharma adalah
tidak bisa melakukan perbuatan hukum terhadap gaesgtsudah dibelinya.
Sebenarnya seorang pembeli lelang memang memerlukaatu
perlindungan terhadap peletakan sita jaminan. Bemerlindungan itu bisa
mengacu pada peraturan perundang-undangan di Isidongakni Pasal 575
KUHPerdata dikatakan bahwa:
“Tiap-tiap pemegang kedudukan berkuasa dengan dtikzaik atas
kebendaan itu, berhak memiliki segala hasil kebandyang telah
dinikmatinya sampai hari ia digugat di muka Hakikepada si pemilik ia
berwajib mengembalikan segala hasil yang dinikmatirsemenjak ia
digugat, namun setelah hasil itu dikurangi denga&agada biaya untuk
memperolehnya, ialah untuk penanaman, pembenihan pegagolahan

tanah. Selanjutnya ia berhak menuntut kembali setghya yang telah

19 Berdasarkan duduk perkara yang pengugat sampdilam gugatannya, dan tertuang
dalam putusan dengan No. perkara 275/Pdt.G/2009KNBAR.
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harus dikeluarkannya guna menyelamatkan dan memperlxedaan

kebendaan itu, sedangkan berhaklah pula ia akhirsgama ia belum

mendapat pergantian biaya-biaya dan pengeluarargpkraran tersebut

dalam pasal ini, tetap menguasai kebendaan yangnthmkembali itu.”

Dalam pasal tersebut, pembeli beritikad baik aletap dapat menguasai
benda itu, selama belum mendapatkan ganti kerugmaka dalam hal ini bisa
digunakan sebagai bentuk perlindungan kepada péenteetebut. Selain
KUHPerdata, juga untuk perlindungan bisa mengaculap& urispudensi.
Yurispudensi yang dimaksud adalah seperti dalanusaat Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 314 K/TUN/1996 tanggal 291 11998 diputus oleh
majelis hakim German Hoedianto, Ny. Emin AminahtofoSuprapto, dengan
kaidah hukum vyakni “pembeli lelang tanah eksekusngadilan yang
dilaksanakan oleh kantor lelang negara harus mendagrlindungan hukum,
karena itu penguasaan sertifikat atas tanah olemefetah Daerah adalah tidak
sah dan sertifikat hak miliknya harus dinyatakatabdemi hukum.?® Selain itu
juga terdapat Yurisprudensi yang hampir sama yd&tusan MA No. 4039
K/Pdt/2001, yang bunyi pertimbangannya sebagakberi

1. Bahwa hak tanggungan atas obyek sengketa ini @ilakukan sesuai
dengan prosedur yang ada, walaupun kemudian d#@pattiéan dengan
putusan pidana bahwa pihak yang menjaminkan (Tetgligidak berhak
untuk menjaminkan obyek sengketa tersebut ;

2. Bahwa oleh karena pelelangan terjadi sebelum adpny@san perkara
pidana, maka pelelangan atas obyek sengketa adalahdan dengan
demikian pembeli lelang harus dilindungi ;

3. Bahwa oleh karena pelelangan atas obyek sengkelahasbh, maka yang
harus bertanggungjawab atas kerugian yang dideleta para Penggugat
adalah Tergugat | (Leon Santiono). Sedangkan TUeugugat | dan Il
harus dilepaskan dari tanggungjawab atas tuntutagdrigat tersebut ;
Skripsi dengan judul “Sita Jaminan terhadap barganyy dilelang (studi

putusan dengan no. perkara 275/Pdt.G/2009/PN.JKR.BAIngin membahas

% Mahkamah Agung Republik Indonesia (¥urispudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia(Jakarta: Oktober 1998), hal.446
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mengenai perlindungan yang dapat diberikan kepad#dgpli lelang dengan itikad
baik, dimana barang yang dibelinya tersebut teldbtadkkan sita jaminan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa seorang pembelitikad baik pun

membutuhkan suatu perlindungan dengan mengacu pedduran perundang-
undangan yang ada di Indonesia. Selain itu jugandaskripsi ini juga ingin

dibahas mengenai persyaratan terhadap peletakafasiinan yang didasarkan
pada peraturan perundang-undangan yang ada dids@orHal ini dikarenakan
melihat faktor kehati-hatian dan dampaknya dalanmoiaskan peletakan sita
jaminan, maka dari hal itu pasti terdapat bebemgrayaratan untuk meletakkan
sita jaminan yang menunjukkan bahwa peletakan jat@nan ini tidak bisa

dilakukan dengan sembrono. Kemudian yang terakdwat penelitian ini akan

dibahas mengenai hambatan apa saja yang dialammi pgmbeli lelang yang

barang lelangnya telah diletakkan sita jaminan.aBahal ini terkait masalah
perbuatan hukum terhadap barang yang disita tersebu

1.2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskareraph hal yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian inlisdda
1. Bagaimanakah perlindungan yang seharusnya didégfaipembeli lelang
dengan itikad baik yang barangnya telah diletakksta jaminan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undaymann berlaku di
Indonesia?
2. Bagaimanakah persyaratan peletakan sita jaminanunerperaturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia?
3. Hambatan apa sajakah yang dialami pembeli lelamg yhjatuhkan sita
jaminan dalam putusan no. perkara 275/Pdt.G/2009F°NBAR.?

1.3. Tujuan Penédlitian
Suatu tujuan dicapai supaya penulisan ini lebibargdr dan dapat
mengenai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tuya@ng ingin dicapai dibagi

menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuarsib.
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Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapanhambah wawasan
dan pengetahuan baik kepada peneliti dan juga p=amlesvat studi kasus dari
kacamata hukum mengenai perkara yang berkaitanadesita jaminan dan juga
lelang.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penelitizadalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan yang seharusnya ditdaleh pembeli
lelang dengan itikad baik yang barangnya telahtaklean sita jaminan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undaymann berlaku di
Indonesia.

2. Untuk mengetahui persyaratan peletakan sita jammeanurut peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk hambatan yang diatemmbeli lelang
yang dijatuhkan sita jaminan dalam putusan no. gark
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.

1.4. Definisi Operasional
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan bebenaplah yang
merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkanarse&husus. Penjelasan
beberapa istilah tersebut diambil dari kamus daatpean perundang-undangan
yang berkaitan dengan penulisan dalam penelitian Baberapa istilah yang
dimaksud, antara lain:
1. Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayagogat secara paksa
berada ke dalam keadaan penjaghan
2. Jaminan adalah sebagai suatu tanggungan yang k@ibeoleh seorang
debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untotenjamin
kewajibannya dalam suatu perikatan
3. Sita Jaminan adalah upaya untuk menjamin pelakeasaatu putusan

hakim di kemudian hari atas barang-barang mililgugat baik benda

2L M. Yahya Harahap (b)Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadi{dakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 282

22 Mariam Darus Barulzaman\encari Sistem Hukum Benda Nasion&hlumni:
Bandung, 1983), hal 12
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bergerak maupun benda tetap selama proses perdaadsung terlebih
disita®.

4. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka undemgan cara
penawaran harga secara lisan dan atau tertuligunetaha pengumpulan
peminat atau calon pemb@li

5. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melalsan penjualan
secara lelarfg.

6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dayanakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyadalkam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam ranglemingkatkan taraf
hidup rakyat banyaR.

7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatahausecara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariamg ydalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pgariaz’

8. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seldvak dan kewajiban
bank sebagai pencabutan izin usaha dan pembubadan bukum bariR

9. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas metakulikuidasi bank
yang dicabut izin usaharya

10.Penggugat adalah orang atau badan hukum yang maedshaknya
dilanggar oleh pihak lain dan mengajukan gugataperegyadilar’

2 Muhammad Nasiiukum Acara PerdatgJakarta: Djambatan, 2005), hal 89

%4 Indonesia (a)Undang-undang tentang Penagihan Pajak Dengan Seaésa,UU No
19 Tahun 1997, LN No. 42, TLN No. 3686, Pasal dkanl4

% |bid, Pasal 1 angka 15

% |ndonesia (b),Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undsogior 7
Tahun 1992 Tentang Perbankam) No 10 Tahun 1998, LN No 182, TLN No 3790 Pdsahgka
2

%" bid, Pasal 1 angka 3

%8 Indonesia (c)Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Izin Us&tenbubaran dan
Likuidasi Bank PP No 25, LN No. 52, TLN No. 3831, Pasal 1 argka

#bid, Pasal 1 angka 5

%9 Muhammad NasiQp. Cit, hal 3
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11.Tergugat adalah pihak yang dihadirkan ke depamgigeangadilan karena
diangap telah melanggar hak pihak fain

1.5. Metode Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitigtalah metode
kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, adimpgenelitian ini mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundiagigngan dan keputusan
pengadilan serta norma-norma yang berlaku dalangikermasyarakat atau juga
menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan untuk tipe penelitian ini akan dilakudangan menggunakan
tipe penelitian preskriptif, dimana penelitian glikan untuk mendapatkan jalan
keluar terhadap masalah sita jaminan itu yakniipdwuhgan yang bisa diperoleh
oleh pihak yang telah membeli barang lelang derigead baik yang mengalami
kerugian berupa peletakan sita jaminan terhadapngaya berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bediakudonesia, kemudian
untuk mengetahui persyaratan peletakan sita jaminanurut peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan tegaaighir untuk mengetahui
bentuk-bentuk hambatan yang dialami pembeli lelgagg dijatuhkan sita
jaminan dalam putusan dengan no perkara 275/P@0G/2N.JKT.BAR.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisdddata sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersedvagai berikdt:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempukgleuatan

mengikat berupa peraturan perundang-undangan Is@one

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang artrinya dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganatisenahami,
dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antanaddalah teori
para sarjana, buku, penelusuran internet, artikelah, jurnal, tesis,

surat kabar, dan majalah.

* Ibid

% Lawrence M. FriedmanAmerican Law (New York: W.W. Norton and Co., 1984),
page 6.

% Soerjono Soekantd®engantar Penelitian Hukuncet. I1l, (Jakarta: Ul-Press, 1986),
hal.32.
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merkdoerpetunjuk
maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan dekumisalnya
ensiklopedia, atau kamus.

Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai istddkumen.
Penelitian akan menggunakan studi dokumen sebdgaipangumpulan data,
dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencata dekunder?. Studi
dokumen dilakukan dengan meneliti setiap dokumemgyaerkait seperti
peraturan perundang-undangan dan literatur bukig ytarkait dengan setiap
pokok permasalahan yang ada sehingga dapat dibokdlari hasil penelitian
studi dokumen tersebut bahwa masalah tersebut layak diteliti.

Metode analisis data yang digunakan adalah perameKkaialitatif. Pada
dasarnya, analisis data yang bersifat kualitatihgh@asilkan laporan penelitian
yang bersikap deskriptif-analitis, yaitu pengurasatara jelas studi kasus yang
akan diteliti dan dipelajari adalah objek penetitigang utuf®. Bahan penelitian
yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai derggmaturan perundang-
undangan yang berlaku terkait masalah sita jamidan lelang, yang akan
dikomparasikan dengan kenyataan yang ada padaeckrgit, dalam hal ini
perkara antara Johnny Basuki melawan Tim Likui€asi Sejahtera Bank Umum,
PT Widya Raharja Dharma, Dirjen Kekayaan Negaradan dan Badan Urusan

Piutang dan Lelang Negara.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Untukmmpermudah pembaca
dalam memahami penelitian ini, maka penulis akanjatb@rkan secara ringkas
mengenai sistematika penulisan dalama penelitisselvagai berikut:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Dalam ifmabenguraikan
tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujyemelitian, definisi

operasional, metode penelitian, serta sistemagkallsan.

% Sri Mamudii,et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukiakarta : Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6

% Ibid., hal 67
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Bab kedua berisi tentang Sita Jaminan dalam HuRwara Perdata di
Indonesia. Dalam bab ini pertama-tama akan diunaik@ngenai penyitaan itu
sendiri, baik dari pengertiannya, tujuan, prinsigupun jenis dari penyitaan.
Kemudian juga akan dibahas mengenai sita jaminang yéerdiri dari
pendahuluan, tata cara pengajuannya, objek sitangamn hal-hal yang harus
diperhatikan dalam sita jaminan dan akibat hukumgita jaminan.

Bab ketiga berisi tentang Pembeli Lelang yangtiked Baik. Dalam bab
ini menguraikan tentang tentang sejarah, dimanagerai sejarah lelang.
Selanjutnya akan dibahas mengenai dasar hukumglelaaik dari ketentuan
umum maupun dari ketentuan khususnya. Setelah @&ngenai pejabat lelang
negara yang terdiri dari fungsi, tujuan dan keweaandari pejabat lelang.
Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban penjualpganbeli lelang. Kemudian
mengenai administrasi lelang. Sesudah itu akanhd®amengenai pembeli
beritikad baik, yang terdiri dari pengertian itikaaik dan perlindungannya.

Bab keempat berisi tentang Analisa putusan
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR. Dalam bab ini mengfolarsk kepada
permasalahan dalam putusan 275/Pdt.G/2009/PN.JKH,.Bé&rutama mengenai
sita jaminan. Dalam bagian ini disertakan mengenaisi kasus dan juga analisa
putusan, terutama mengenai perlindungan kepada ederdiang, kemudian
persyaratan terhadap peletakan sita jaminan dag temakhir hambatan yang
dialami oleh pihak yang hartanya diletakkan sitaifan.

Bab kelima berisi tentang Penutup. Dalam bab ianguraikan tentang
jawaban dari pokok permasalahan. Dalam hal innii¢oba disimpulkan secara
ringkas dan padat mengenai jawaban dari pokok psafalaan berdasarkan
analisis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumdsa diakhiri dengan
memberikan saran yang kiranya dapat memberikanyarng baik dan berguna
bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya dakmambah pengetahuan
dan pemahaman terhadap berbagai kasus yang berki@tmyan Hukum Acara

Perdata di Indonesia.
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BAB 2
SITA JAMINAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Penyitaan
2.1.1 Pengertian Penyitaan

Penggugat memiliki harapan yang besar pada pupeageadilan agar hak
yang disengketakan memiliki kepastian dan padar@ayhi menjadi miliknya.
Harapan penggugat yang paling penting adalah bag@aragar putusan tersebut
dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Namun dalaakgmhaannya, eksekusi tidak
semudah yang dibayangkan. Kadang kala setelah pgapdbersusah payah
mengikuti tahap demi tahap dalam persidangan, laa yisengketakan sudah
tidak ada sehingga pelaksanaan eksekusi tidak ddpksanakah

Hal ini berarti perjuangan penggugat menjadi ssakdrena tidak dapat
memperoleh apa yang dituntut, dengan kata laingguegat hanya menang di atas
kertas putusan dan tidak dapat memperoleh hak s@lagna ini dia perjuangkan.
Untuk mengantisipasi hal ini, hukum acara perdaengenal adanya lembaga
sit?. Penyitaan dalam bahasa Belanda berasal dari‘ditaa atau ‘beslag. Sita
(beslag adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas bbadgerak ataupun
tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Pegaiguntuk diawasi atau
diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/Kemgan Penggugat tidak
menjadi hampa Selain itu, sita dapat diartikan sebagai penyitatas harta

! Badriyah Harun,Tata Cara Menghadapi Gugatar{Yogyakarta: Penerbit Pustaka
Yustisia, 2009), hal 67

2 |bid.

% Wildan Suyuthi,Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadil@lakarta: PT
Tatanusa, 2004), hal 20
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kekayaan seseorang yang biasanya untuk menjamihdialtau piutang-piutang
seseorany Kemudian dalam pengertian lain dijelaskan, batsia adalah
mengambil atau menahan barang-barang (harta kekajaa kekuasaan orang
lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dantperKetua Pengadilan atau
Ketua Majelis®

Lebih lanjut lagi di dalam buku hukum acara perdateangan M. Yahya
Harahap, beberapa pengertian yang terkandung dpkmyitaan diantaranya
adalah:

« Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat spestsa berada ke
dalam keadaan penjagaan,

» Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resrdasarkan perintah
pengadilan atau hakim,

» Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebuipé barang yang
disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akadikhn sebagai alat
pembayaran atas pelunasan utang debitur atau ##rgdgngan jalan
menjual lelang barang yang disita tersebut,

* Penetapan dan penjagaan barang yang disita, bsulaggelama proses
pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yamkgkoetan hukum
tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakanitaenyittf.

Penyitaan dalam Hukum Acara Perdata pada dasawclahatindakan
persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannyaspntpengadilan atas suatu
sengketa perdata. Kemudian, sesuai dengan keteRtasal 227 HIR maupun
Pasal 270 Rv, Penggugat dapat meminta agar diktalsita terhadap harta
kekayaan Tergugat. Atas permintaan itu, hakim diaewenang mengabulkan
pada tahal awal, sebelum dimulai proses pemerikpakok perkara. Dalam hal
yang demikian, sebelum pengadilan sendiri mengetduara jelas dan komplet

dasar-dasar alasan gugatan, pengadilan telah dektimenempatkan harta

“lzaac S. Leihitu dan Fatimah Achmautj dari Hukum Acara Perdat€et 2, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1985), hal 39.

® Ibid
® Harahap (b)Loc. Cit.
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kekayaan tergugat di bawah penjagaannya, seolahhalga itu diasingkan dari
penguasaan Tergugat sebagai pemilik. Sehingga taepapedulikan kebenaran
dalil gugatan yang diajukan Tergugat, hakim dajeatitidak memaksakan kepada
Tergugat akan kebenaran dalil Penggugat, sebellvenkean itu diuji dan dinilai
berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksétah. ini merupakan sifat
eksepsional tindakan penyitaan.

Undang-undang sebenarnya telah memberi wewenangd&epakim
dalam meletakkan sita sebagai tindakan eksepsional:

« Hakim dapat menghukum Tergugat berupa tindakan mpatkan harta
kekayaannya di bawah penjagaan, meskipun putustantgkesalahannya
belum dijatuhkan,

* Dengan demikian, sebelum putusan diambil dan dijatn, Tergugat telah
dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengkeia harta kekayaan
Tergugal.

Tindakan eksepsional penyitaan pada tahap prosefguhn lebih layak
dibanding dengan yang diletakkan pada tahap awakgrpemeriksaan. Penyitaan
yang diambil sesudah proses pemeriksaan perkaraldver dianggap lebih
objektif dan rasional, karena pengabulan sita ydigerikan telah memiliki
landasan pertimbangan yang lebih mentadai

Kemudian untuk barang yang telah dijatuhkan sitakanpihak Tergugat
tidak boleh melakukan perbuatan hukum, seperti @ériggnnya. Ada dua
macam akibat hukum yang timbul bila hal tersebudkdikan, pertama dalam
aspek pidana, maka hal tersebut akan dianggapredédkukan perbuatan pidana
penggelapan dengan hukuman minimal empat t&hwebih jelas lagi adalah
dalam Pasal 231 ayat (1) KUHP disebutkan bahwanbarapa dengan sengaja
menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentndang-undang atau yang

dititipkan atas perintah hakim, atau dengan memgetaahwa barang ditarik dari

" Ibid, hal 283
8 Ibid
® Ibid, hal 283-284

Y Harun,Op. Cit, hal 68
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situ, menyembunyikannya diancam dengan pidana @emaling lama empat
tahun. Kedua dalam aspek perdata, dimana seganm@engalihan barang yang
telah disita dinyatakan batal demi hukum, dengamikian jual beli yang

memperjualkan benda sita dianggap tidak pernaht.ada

2.1.2 Tujuan Penyitaan
Mengingat bahwa penyitaan merupakan tindakan y&sgpsional, oleh
karena itu dibalik hal tersebut pasti memiliki tafu tertentu, sehingga pada
akhirnya pun dapat dilakukan tindakan yang eksepsioAdapun tujuan dari
penyitaan itu sendiri diantaranya adalah sebag#ilie
* Menjaga barang yang disengketakan
Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harey&ek Tergugat tidak
dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beliuafgenghibahan dan
sebagainya, dan juga agar tidak dibebani dengama-smmyewa atau
diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya disiniukinmenjaga
keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugad tgtih seperti
semula, selama proses penyelesaian perkara berfapggar pada saat
putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dargang
disengketakan dapat diserahkan dengan sempurndéBeaggugdt
e Agar gugatan tidaklusoir
Selain untuk menjaga keutuhan barang, salah spiantalari sita jaminan
adalah agar gugatan Penggugat tidiaisoir atau tidak hampa pada saat
putusan dilaksanakan. Maksudnya disini adalah &pgterkara yang
disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumalad), harta yang
disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan huketap sehingga
apabila Tergugat tidak melaksanakan pemenuhan peamrara secara
sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang kakayaan Tergugat

dengan jalan menjual lelang barang yang disitaberts’.

Y Suyuthi,Loc. Cit.
2 Harahap (b)Op. Cit, hal 285

2 Ibid
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e Objek eksekusi sudah pasti
Pada saat permohonan sita diajukan, Penggugat haeoglaskan dan
menujukkan identitas barang yang hendak disita.jdl@skan letak, jenis,
ukuran dan batas-batasnya. Atas permohonan itgapédan melalui juru
sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitasarigprpada saat
penyitaan dilakukan. Bertitik tolak dari permohordan pelaksanaan sita,
sejak semula sudah diketahui dan pasti objek bayang disita. Lebih
lanjut, hal ini langsung memberi kepastian ataslolgksekusi, apabila
putusan telah berkekuatan hukum tétapepastian objek eksekusi atas
barang sitaan semakin sempurna sesuai dengan peanefygahkamah
Agung yang menyatakan kalau putusan telah berkakubtikum tetap

maka barang yang disita, demi hukum langsung mesij@deksekusF.

2.1.3 Prinsip-prinsip Penyitaan
Dalam melakukan penyitaan terdapat beberapa pripskok penyitaan
yang harus ditaati dalam proses berperkara. Beiikiuimerupakan beberapa
prinsip dalam penyitaan yang berlaku dalam hukuanaaperdata di Indonesia:
- Sitaberdasarkan permohonan
Menurut Pasal 226 dan 227 HIR atau Pasal 720 Rypumaberdasarkan
SEMA No. 5 tahun 1975, pengabulan dan perintah kpalsaan sita
bertitik tolak dari permintaan atau permohonan [Beggt. Perintah
penyitaan tidak dibenarkan berdasarkam-officio hakim®. Bentuk
permohonan sita terdiri dari dua bentuk, yakni blkrtsan dan bentuk
tertulis. Untuk lisan, undang-undang membenarkanmpbonan sita
secara lisan di depan persidangan. Apabila pernashaita diajukan
dengan lisan, permintaan itu dicatat dalam beritaraa sidang dan

berdasarkan permintaan itulah hakim mengeluarkaimtph sita apabila

% |bid, hal 286-287

> Mahkamah Agung Republik Indonesia (Blimpunan Tanya Jawab Rakerda MA RI
1987-1993(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1993),hal 177.

'8 Harahap (b)Op. Cit, hal 287-288
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permohonan dianggap mempunyai dasar alasan yangup'éuk
Permohonan sita lebih tepat secara tertulis, sdakm Pasal 227 ayat (1)
HIR menghendaki agar sita diajukan dalam bentukilisrberupa surat
permintaaf®. Mengenai surat permintaan ini sendiri bisa temdtri dua
macam. Pertama adalah dengan cara surat permintaesebut
digabungkan dengan surat gugatan, dimana permisitamicantumkan
pada bagian akhir uraian dalil dan peristiwa gugataehingga
penempatannya dalam gugatan dikemukakan sebeluitunpegugatan.
Kedua adalah dengan cara dibuat tersendiri, maksuddalah adanya
pemisahan antara permohonan sita dengan pengajgatag.
- Permohonan sita berdasarkan alasan
Penyitaan yang merupakan tindakan eksepsional haemar-benar
dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yanghkaaurut Pasal 227
HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintatn aitara lain
adalah:
1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
= mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkama h
kekayaannya, dan
= hal itu akan dilakukannya selama proses pemerikgsakara
berlangsung.
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata desmdsan secara
objektif:
= Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentarmgadangkah-
langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingk
hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,
= paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikabjeldif
tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghkéangtau
mengasingkan barang-barangnya guna menghindariajuga
3. Sedemikan rupa eratnya isi gugatan dengan penyite@arg apabila

penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelajpleata kekayaan,

" Ibid, hal 288
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mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Kalapolgbk gugatan
tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehinggpatgpenyitaan
diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada Baggt,
penyitaan tidak mempunyai dasar alasan yangkuat
- Permintaan sita dapat diajukan sepanjang pemeriksaan sidang
Sebagai pedoman, dapat diikuti penegasan Putushkaeh Agung No.
371 K/Pdt/198# yang mengatakan bahwa meskipun sita jaminan tidak
tercantum dalam gugatan maupun dalam petitum gougatan baru
digjukan belakangan dalam surat tersendiri, jaultela® gugatan
didaftarkan. Cara yang demikian tidak bertentandangan tata cara
beracara, karena undang-undang membolehkan pengajtaa jaminan
dapat dilakukan permintaannya sepanjang proses idpegan
berlangsung. Pengabulan sita dalam kasus yang tiseiper tidak
bertentangan dengaitira petitum partiunmyang digariskan Pasal 178 ayat
(3) HIR. Memperhatikan juga putusan di atas dihgan dengan
ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, dapat dikemuka@ran penerapan

pengajuan permintaan sita

¥ bid, hal 289

% Mahkamah Agung Republik Indonesia (¥urisprudensi Mahkamah Agung, Rd 1|
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1985), hal 232-23&ulis pada tanggal 15-8-1985, jo. PT
Jakarta No. 75/1983, 28-5-1983, jo. PN Jakartal28/1982, 7-8-1982. Dalam putusan tersebut
yang berperkara adalah Ny. Tati Suharti merupalanghon kasasi, dahulu tergugat | pada PN
dan Pembanding dalam PT melawan Pandapotan Hutgfilg merupakan termohon kasasi,
dahulu penggugat pada PN dan Terbanding dalam RTMdeh. Sarwani Nur yang merupakan
termohon kasasi, dahulu Tergugat Il pada PN danbBeding dalam PT. Perkaranya adalah
mengenai penjualan tanah, dimana pada tahun 1980gtg asli | dan Il telah menjual kepada
penggugat asli sebidang tanah yang mereka akugaebdliknya berikut bangunan rumah yang
ada diatasnya seharga Rp. 2.000.000,-, tapi watayganggugat asli telah membayar lunas
harganya, para tergugat asli telah melaporkanngadeeyang berwajib, namun para tergugat asli
tetap membangkang untuk mengosongkan tanah daufi@mgumah tersebut malah tergugat I
asli memberikan laporan kepada POM ABRI yang seakam untuk penosongan tersebut,
penggugat asli telah memperalat ABRI. Pengugatdadéim hal ini telah memohon sita jaminan
atas harta kekayaan para tergugat asli. Salahkeaeratan yang diajukan oleh pemohon kasasi
adalah terkait sita jaminan, dimana dikatakan balsita jaminan dalam perkara ini adalah
menyimpang dari prosedur karena hal itu tidak wga dalam petitum gugatan melainkan
dengan surat tertanggal 15 Juli 1982 jauh sesudghatgn diajukan. Majelis hakim dalam hal ini
berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapanatikan karena menurut Majelis hakim sita
jaminan dapat diminta sepanjang persidangan. Majekim dalam pengadilan kasasi adalah
Mohamad Yahya Adiwimarta SH sebagai Ketua Sidarahaf Hari Soemarno SH dan M. Yahya
Harahap SH sebagai hakim anggota.

2L Harahap (b)Qp. Cit, hal 292
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- Penggugat wajib menunjukkan barang objek sita

Hukum membebankan kewajiban kepada Penggugat umekyebut
secara jelas dan satu per satu barang objek yartakelisita. Permintaan
sita yang diajukan secara umum terhadap semua ssbagian harta
kekayaan tergugat, dianggap tidak memenuhi sy&eahingga dengan
demikian harus disebutkan secara rinci dan dissdut per satu mengenai
barang yang hendak disita. Selain itu juga harbsrdngi pula dengan
penyebutan indentitas barang secara lengkap, ntielipu

0 Jenis atau bentuk barang,

0 Letak dan batas-batasnya, serta ukurannya dendantkan, jika
tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomoriféet hak
yang tercantum di dalamnya,

o Nama pemiliknya,

0 Taksiran harganya,

o Jika mengenai rekening, disebut nomor rekeningpegailiknya,
dan bank tempat rekening berada maupun jumlahmys, d

o Jka saham, disebut nama pemegangnya, jumlahnya, da
tempatnya terdaftaf.

- Pengabulan berdasarkan pertimbangan objektif
Prinsip ini berkaitan dengan asas permohonan arig narus berdasarkan
alasan yang cukup dan objektif. Bertitik tolak daninsip tersebut, dalam
penetapan pengabulan sita, haruslah jelas dan gtefancantum
pertimbangan yang rasional dan objektif. Menurut Y¥&hya Harahap
dalam bukunya Hukum Acara Perdata, agar pertimbarmqmsnetapan
pengabulan sita dapat diutarakan berdasarkan fataa indikasi yang
lebih objektif dan rasional, pengadilan dapat mgmnémbeberapa cara
yaitu diantaranya melalui suatu proses pemerikgagadentil dan melalui
proses pemeriksaan pokok perkdraUntuk proses dengan sidang

insidentil, Penggugat dan Tergugat hadir dan daridiberi kesempatan

22 |pid, hal 291

2 |bid, hal 298
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berdasarkan asasidi alteram partenuntuk mengemukakan pendapat dan
tanggapan atas permintaan sita. Melalui prosedansi, hakim mencoba
menggali dan menemukan hal-hal yang bermakna sejaia urgensi
penyitaan itd". Kemudian untuk proses pemeriksaan pokok perkara
maksudnya adalah permintaan sita dibawa bersamaagad proses
pokok perkara. Jika memang ternyata pada prosesefara hakim
menemukan fakta yang memerlukan dijatuhkannya jait@nan, maka
hakim dapat mengabulkan sita ditengah proses pksaan.

e Larangan menyita milik pihak ketiga
Proses penyelesaian suatu perkara, tidak bolehnmbetian kerugian
kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihakach perkara. Prinsip
kontrak partai yang digariskan Pasal 1340 KUH Rergiang menegaskan
perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangbuoatnya, berlaku
juga dalam proses penyelesaian perkara. Jadi, dainini penyitaan
tidak bolen merugikan pihak ketiga atau pihak lgang tidak terlibat
dalam perkara yang bersangkufan

e Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai objektif dan proporsional
dengan jumlah tuntutan
Perihal mengenai jumlah nilai barang yang disitadapat mungkin
tidaklah boleh melebihi jumlah tuntutan yang dkajn oleh penggugat.
Penyitaan yang dilakukan secara ekstrem, yakni mpgai jumlah
gugatan, dianggap sebagai tindakamdue processatau tidak sesuai
dengan hukum acara dan dapat dikategorikan sebadakan sewenang-
wenand®. Penyitaan yang melampaui batas dari jumlah tantusering
terjadi dalam sengketa utang yang tidak dijamingdenbarang agunan
tertentu maupun dalam tuntutan ganti rugi berdasaskanprestasi atau
perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini hakim cantgmengabulkan
permohonan sita atas semua barang yang diajukagg&gat, meskipun

harga seluruh barang itu 10 atau 20 kali nilaiutart. Tindakan tersebut

2 | bid
%5 |bid, hal 299

28 |pid, hal 300
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sebenarnya sangat ceroboh dan tidak dibenarkanmhidanena tindakan
penyitaan yang jauh melampaui nilai tuntutan mekapahal yang
bertentangan dengan tujuan sita jaminan yaitu agautan Penggugat
dapat dipenuhi kelak apabila putusan telah berkeku&ukum tetap.
Apabila ternyata penyitaan terlanjur melampaui pimtuntutan, hakim
harus segera mengeluarkan penetapan pengangkataratas barang
selebihny®’.

* Mendahulukan penyitaan barang ber gerak
Permintaan sita jaminan atas harta kekayaan Tergsgagat erat
kaitannya dengan sengketa pembayaran pelunasannghuteang
berdasarkan perjanjian kredit dan tuntutan ganti rberdasarkan
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMHmiB&ran sita dapat
diajukan terhadap barang tertentu apabila barangeiah diikat sebagai
agunan atau terhadap sebagian atau seluruh haktyde Tergugat
berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, apabila tumtatak diikat dengan
agunan barang tertentu. Mengaju pada Pasal 227(By&tIR dan Pasal
720 Rv, maka permintaan dan pengabulan maupun Szelakn sita
jaminan atas tuntutan pembayaran utang atau gagij tunduk pada
prinsip yaitu yang pertama-tama disita adalah pksargerak, kemudian
apabila diperkirakan penyitaan terhadap barang ebekg belum
mencukupi jumlah tuntutan, baru boleh dilakukan ytean terhadap
barang tidak bergerak. Sehingga dengan demikiankymenyitaan tidak
boleh langsung diletakkan kepada barang tidak bakgeBarang tidak
bergerak baru boleh diletakkan sita jika memang darang bergerak
yang ada masih belum cukup dalam melunasi jumiatutarf®,

e Dilarang menyita barang tertentu
Salah satu prinsip yang penting diperhatikan, didadlam Pasal 197 ayat
(8) HIR atau Pasal 211 RBG. Ketentuan pasal inupegkan pengecualian
terhadap asas yang diatur Pasal 1131 KUHPerdatamDaasal tersebut
memuat pengecualian, berupa larangan meletakkantesihadap jenis

27 |bid, hal 303

2Ibid, hal 303-304
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barang tertentu. Tentang hal ini, dapat dikemukakaah satu putusan
MA yakni putusan dengan No. 1076 K/Pdt/1984, dipytada tanggal 10
Juli 1984 yang mengatakan, bahwa sesuai dengantkate Pasal 197
ayat (8), Pasal 211 RBG, PN dapat menyita semuta Hakayaan
tergugat, baik yang bergerak atau tidak bergerakanAtetapi, dalam
ketentuan pasal itu sendiri terdapat pengecuahén yneliputi hewan dan
perkakas yang sungguh-sungguh digunakan sebadapeaari nafkah
sehari-hari. Kemudian Subekti membuat suatu pealuésrhadap asas itu,
yaitu tidak hanya terbatas pada jenis hewan atewaka&s mata pencarian,
tetapi meliputi tempat tidur yang dipergunakan siuisin dan anak-anak
serta buku-buku ilmiah sampai batas tertehtMungkin dapat juga
diperluas sampai sejumlah uang, sehingga pelelangdradap harta
kekayaan Tergugat, menyisihkan sedikit uang yangatdanenopang
hidupnya untuk beberapa hari, sehingga penyitaanpéajualan lelang,
tidak menyengsarakan Tergugat dalam keadaan yarg g@an
menyedihkar?.

e Penjagaan sitatidak boleh diberikan kepada penggugat
Mengenai penjagaan barang sita berpedoman kepaelsikaen Pasal 197
ayat (9) HIR atau Pasal 212 RBG. Dalam ketentuesebeit, ditegakkan
prinsip, penjagaan barang sitaan tetap beradangjata Tergugat atau
tersita. Prinsip ini ditegaskan juga dalam SEMA Bdahun 1975, yang
melarang penyerahan barang yang disita kepada Bgatggtau permohon
sita. Pada huruf (g) SEMA tersebut ditegaskan badye#a barang-barang
yang disita tidak diserahkan kepada Penggugat peémuohon sita dan
tindakan hakim yang demikian akan menimbulkan kesaalah-olah
Penggugat sudah pasti akan dimenangkan dan sdalahpatusannya
uitvoerbaar bij voorraad(serta merta). Pada bagian akhir SEMA itu,
ditekankan peringatan kepada para hakim dan juta agar tidak

melanggar prinsip tersebut.

29 Subekti,Hukum Acara PerdatgJakarta: Bina Cipta, 1977), hal 55.

% Harahap (b)Op. Cit, hal 306
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e Kekuatan mengikat sita sgjak diumumkan
Pengumuman berita acara sita merupakan syaratlfonuk mendukung
keabsahan dan kekuatan mengikat sita kepada pétegak Selama belum
diumumkan, kebasahan dan kekuatan formilnya hangmagikat kepada
para pihak yang bersengketa saja, sedangkan pitagakbelum terikat
akan hal tersebut. Berarti selama penyitaan belimmwmkan, pihak
ketiga yang melakukan transaksi atas barang ifpatdailindungi sebagai
pembeli atau pemegang jaminan maupun penyewakaeritiaik®. Prinsip
ini ditegaskan dalam Pasal 199 ayat (1) HIR.
¢ Dilarang memindahkan atau membebani barang sitaan
Menurut Pasal 199 ayat (1) HIR, terhitung sejak pamberitahuan atau
pengumuman barang yang disita pada kantor pendafteng ditentukan
untuk itu, hukum melarang:
* Memindahkan barang sita kepada pihak orang lain.
Artinya tersita atau Tergugat dilarang menjual, giebahkan,
menukarkan atau menitipkan barang sita kepada daamg
* Membebani barang itu kepada orang lain.
Ini berarti melarang Tergugat untuk menjaminkaru ateengagunkan
barang sitaan, baik dalam bentuk agunan biasahatiaianggungan,
fidusia atau gadap@nd, dan
* Menyewakan barang sitaan kepada orang lain.
Demikian larangan yang melekat pada barang sitéenhjtung sejak
tanggal berita acara penyitaan diumumkan dengaan jahencatat
penyitaan di kantor yang berwenang sesuai dengemtkan Pasal 198
ayat (1) HIR.
e Larangan menyita milik negara
Dalam salah satu putusan MA terdapat penegasaradain:
- Pada prinsipnya barang-barang milik negara tidgkatdaikenakan
sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan bdramagg milik negara

dipakai dan diperuntukkan melaksanakan tugas keaaga

%1 bid, hal 311
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- Namun demikian, berdasarkan Pasal 66 f&ivemberi kemungkinan
menyita barang-barang milik negara atas izin MA,

- Akan tetapi, kebolehan itu mesti memperhatikan IFG&3#CW bahwa
terhadap barang-barang milik negara tertentu bai&ria sifatnya atau
karena tujuannya menurut undang-undang tidak likta,

- Sehubungan dengan itu, apabila hendak dilakukayitpan terhadap
barang-barang milik negara, harus lebih dahuldidlisgpakah barang
milik negara tersebut, termasuk barang yang mensifat dan

tujuannya barang yang dapat disita atau titlak

%2 St. 1925 No. 448, selanjutnya diubah dengan Ulufaamo. 2/1954 LN No. 6, dan
ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu UU No. luma 968 tentang Perbendaharaan Negara,
LN No. 53, TLN No. 2860.

3 Mahkamah Agung Republik Indonesia (¥)urisprudensi Indonesia, JJakarta: PT

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), hal 30-41. PutusaA Mo. 2539 K/Pdt/1985, diputus pada
tanggal 30-7-1985. Para pihak dalam perkara inlahd@&eorge Semuel Tjiptabudi sebagai
Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Terlawan | di tinBk&dan sebagai Terbanding di tingkat PT
melawan Pemerintah Daerah TK | Maluku sebagai Teond<asasi, dahulu sebagai Pelawan di
tingkat PN dan sebagai Pembanding di tingkat PT Disektur Utama PD Panca Karya sebagai
Turut Termohon Kasasi, dahulu sebgai Terlawan Itimijkat PN dan sebagai Terbanding di
tingkat PT. Duduk perkaranya adalah Pelawan sakefa¢ratan terhadap pelaksanaan eksekusi
putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 65/1979/Pdtfal. seperti yang dimaksud surat Ketua
Pengadilan Negeri Ambon No. 751/Pdt.PN AB/1979ategtal 30 November 1979 (dalam
perkara George Semuel Tjiptabudi/Terlawan | seb&giggugat melawan Perusahaan Daerah
Panca Karya cq Direktur PD Panca Karya sebagaiugetyy Salah satu alasannya adalah bahwa
berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1962 terRangsahaan Daerah Pasal 7 ayat 2a jo
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pdkeknerintah di Daerah Pasal 59 dan
penjelasannya maka seluruh harta kekayaan PD P&amg@ merupakan modal daerah yang
dipisahkan, sehingga pada hakekatnya pelaksanasekwet atas putusan Pengadilan Negeri
Ambon cq Pengadilan Tinggi Maluku tersebut di @tiksn merupakan eksekusi terhadap kekayaan
daerah, hal mana tidaklah wajar mengingat Peméridterah sebagai pemilik harta kekayaan itu
tidak pernah diikutsertakan di dalam dan selamaig@ngan perkara yang bersangkutan. Perihal
putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 65/1979/PdtfAdl. dalam tingkat pertama menolak
perlawanan terhadap pelawan, sedangkan dalam tibgkaling perlawanan pelawan dikabulkan
dan ditingkat kasasi perlawan dari pelawan diangiggk tepat dan tidak beralasan. Majelis
hakim dalam tingkat kasasi diantaranya adalah Bk®Soegianto SH sebagai Hakim Ketua dan
Mohamad Yahya Adiwimarta SH bersama M. Yahya HagyaB&l sebagai Hakim anggota.
Putusan tersebut cukup menarik, dimana diakhirgautuerdapat catatan/komentar dari Kusumah
Atmadja. Catatan tersebut salah satu nya adalalyenan barang-barang milik negara, dimana
pada prinsipya barang-barang milik negara tidalatidikenakan sita jaminan/sita eksekusi karena
barang-barang milik negara berada diluar perdagadga barang-barang tersebut dipakai untuk
melaksanakan tugas kenegaraannya. Selanjutnya ddaai 65 ICW menyatakan bahwa sitaan
atas barang-barang milik negara tidak diperkenarkecuali dengan izin Mahkamah Agung,
sedangkan dalam Pasal 66 ICW menyatakan bahwagsbsaang milik negara yang karena
sifathya atau karena tujuannya bersifat atau demgaang-undang/peraturan ditentukan sebagai
tidak dapat dikenakan sitaan, tidak disita. Jadiidahal penyitaan barang-barang milik negara,
harus diteliti dulu apakah barang milik negaraebtg termasuk barang yang dapat dikenakan
sitaan atau tidak menurut ICW.
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Penegasan larangan ini dinyatakan juga dalam PeddPedaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, bahite jaminan dan sita
eksekusi terhadap barang-barang milik negara digpkaecuali izin dari
MA setelah mendengar Jaksa Agung. Penegasan laramgdiambil dari
ketentuan Pasal 65 dan 66 IGW
e Terhadap barang yang disita dalam perkara perdata, dapat disita
dalam perkara pidana
Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) KB Aang berbunyi
bahwa benda yang berada dalam sitaan karena pgréatata atau pailit
dapat juga disita untuk kepentingan penyidikanupéurtan, dan mengadili
perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Byd&drarti sepanjang
barang yang disita dalam perkara perdata merupbieeng yang dapat
dikategorikan sebagai:
 Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yangukehtau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana athagai hasil
tindak pidana,
« Benda yang telah dipergunakan untuk menghalangiala
penyelidikan tindak pidana,
* Benda yang dipergunakan secara langsung untuk oielakindak
pidana atau untuk mempersiapkannya,
* Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan metakudindak
pidana,
* Benda lain yang mempunyai hubungan langsung detigdak
pidana yang dilakukan.
Undang-undang menetapkan bahwa penyitaan pidanailikienngensi
publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepergimgndividu dalam
bidang perdata. Karena itu, kepentingan Pengguegstgai pemohon dan
pemegang sitaevindicatoir, sita jaminan atau sita eksekusi, sita umum
dalam pailit harus dikesampingkan demi melindurgpdatingan umum,

dengan jalan menyita barang itu dalam perkara pidapabila barang

% Harahap (b)Op. Cit, hal 322
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yang bersangkutan memenuhi kategori yang dideskapsPasal 39 ayat
(1) KUHAP®,

2.1.4 Jenisjenis Penyitaan

Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suakudalam proses
berperkara di pengadilan. Adapun jenis-jenis siah:

- SitaJaminan (Conservatoir Beslag)
Conservatoirberasal dari katacbnserveren”yang berarti meyimpah
Sedangkan Sita Jamina@dnservatoir Beslagialah sita yang diletakkan
baik terhadap harta yang disengeketakan maupuadaphharta kekayaan
Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergdesk ganti rugi atau
hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jamkepada Penggugat,
terhadap harta yang disengketakan atau harta meligugat akibat ganti
rugi atau hutang piutang, agar tetap ada dan @.itu dimaksud untuk
memberikan jaminan kepada penggugat bahwa kelaktgugya “tidak
illusoir” atau “tidak hampa” pada saat putusan dieksekusi
(dilaksanakarf. Dasar hukum Sita JaminarCdnservatoir Beslag
terdapat pada Pasal 227 HIR atau Pasal 261 Rbg, yamyinya sebagai
berikut:
“Apabila ada alasan yang cukup untuk menyangka baseorang yang
berhutang yang terhadapnya belum lagi diperoletuskeputusan hukum
atas terhadapnya telah diucapkan suatu keputusimmhtetapi belum
dapat dijalankan, dan dia sedang berusaha mengkdan atau
menyingkirkan barang-barang bergerak atau baraag thergerak dengan
maksud menjauhkan barang-barang itu dari pihak gilenautangnya,
maka atas permohonan yang berkepentingan KetuaafitargNegeri atau
apabila yang berhutang bertempat tinggal atau &erdiiluar wilayah

PemerintahaMagistraatdari tempat kedudukan Pengadilan Negeri tidak

% |bid, hal 325

% R. Soepomo (a}{ukum Acara Perdata Pengadilan Negemét. 10, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1986), hal 124

37 Suyuthi,Loc. Cit.
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bertempat tinggal di tempat yang disebut belakanggnMagistraat di
daerah tempat tinggalnya barang tersebut disitayukumenjaga hak
Pemohon yang kepadanya selanjutnya diberitahukankuhadir di
persidangan Pengadilan Negeri pada tanggal danyhag ditentukan
untuk itu, seharusnya pada hari persidangan per@ngadilan yang akan

datang untuk memajukan dan membenarkan gugatannya.”

- SitaHak Milik (Revindicatoir Beslag)
Revindicatoir berasal dari kata révindeceren” yang artinya
mendapatkafl. Sedangkan sita hak milik memiliki arti bahwa sjtng
diajukan Penggugat terhadap Tergugat mengenai fisaang bergerak
berdasar alasan hak milik Penggugat yang sedanaddedi tangan
Tergugat. Benda tersebut dikuasai secara tidak asabh dengan cara
melawan hukum atau Tergugat berhak ataSnygita hak milik diatur
pada Pasal 226 HIR atau Pasal 260 ayat (1) R.Bg panyinya sebagai
berikut:
“Seorang pemilik barang bergerak dapat secara bgan secara tertulis
mengajukan permohonan kehadapan Ketua PengadilayeriNdalam
wilayah hukum tempat pemegang barang itu tinggal dterdiam, agar
barang tersebut disita dari pemegang itu.”
Jadi dalam hal ini yang dapat mengajukan standicatoir ialah setiap
pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasdi okang lain (Pasal
1751 dan 1977 ayat (2) KUHPerdata). Demikian pel@ap orang yang
mempunyai hak reklame, yaitu hak daripada hargaktidibayar, dapat
mengajukan permohonan sivindicatoir (Pasal 1145 KUHPerdata dan
Pasal 232 KUHDY¥. Tuntutanrevindicatoir ini dapat dilakukan langsung
terhadap orang yang menguasai barang sengketa na@nfs pembatalan
dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakykaleh orang tersebut
dengan pihak lain.

% R. SoepomaQp. Cit.hal 125
%9 Suyuthi,Op. Cit, hal 23

4% MertokusumoOp. Cit, hal 90-91
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- SitaHartaBersama (Marital Beslag)
Sita harta bersama ialah sita yang diletakkan h#ata bersama suami
isteri baik yang berada ditangan suami maupun Yyemgda ditangan istri
apabila terjadi sengketa perceraian, dimana siselet diletakkan selama
berlangsungnya gugatan perceraian tersdWatital Beslagtidak boleh
dijalankan secargpartia (sebagian-bagiannyd) Fungsi Sita Marital
adalah untuk melindungi hak pemohon selama penaakssengketa
perceraian di pangadilan berlangsung antara pemalzon lawannya,
dengan menyimpan atau membekukan barang-barang diaitg, agar
jangan sampai jatuh di tangan pihak ketfigddasar hukum dari sita
bersama adalah Pasal 823 Rv yang bunyinya sebagiaiit
“Bilamana si isteri masih dalam kedudukan sebagaanarsebut dalam
Pasal 190 BW, maka tindakan penyegelan bar&@ogservatoir Beslag
dari barang-barang bergerak milik bersama atau mdik si isteri dan
Conservatoir Beslaterhadap barang-barang tidak bergerak milik beasam
dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dpdlge pasal berikut
(BW. 251 RV.241, 652 V, 672 V, 675-3,720 V, 763 h824, 840).”
Selain itu juga mengenai dasar hukum terdapat fladam Pasal 24 ayat
(2) huruf ¢ PP No. 9 tahun 1975 yang bunyinya sailagyikut:
“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atauoperran Penggugat
atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hajdray perlu untuk
menjamin terpeliharanya barang-barang yang mehjakliibersama suami
isteri atau barang-barang yang menjadi hak suaanilzdrang-barang yang

menjadi hak isteri.”

- Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag)
Mengenai sita penyesuaian ataergelijkende beslagdak diatur dalam
HIR dan RBG, tetapi dalam Pasal 436 Rv. Pasal iengatur prinsip

saisie sur saisie ne vault:

41 Suyuthi,Op. Cit, hal 26

2 MertokusumoOp. Cit, hal 92
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« Sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada unyajrhanya
boleh diletakkan satu kali atas suatu barang yangaspada saat
yang bersamaan,

» Oleh karena itu, apabila pihak ketiga meminta ditetakkan atas
suatu barang debitur atau Tergugat, yang telahtalitan sita
sebelumnya, atas permintaan kreditor atau Penggpgahintaan
sita tersebut (yang belakangan) harus dinyatakdak tidapat
diterima atau ditolak dan sebagai gantinya hanymaddiletakkan
sita persamaan, yang dinyatakan dan dicatat dadaita [sita yang
menjelaskan, oleh karena atas barang yang dimiataetah lebih
dahulu disita atas permintaan orang lain maka yaagat
dikabulkan adalah sita penyesuaian.

Meskipun HIR dan RBG tidak mengatuergelijkende beslagasas ini
telah diakomodasi dalam praktik peradilan berdasarkprocess
doelmatigheid Demi kelancaran dan kepastian penegakan hukum
mengenai penyitaan, Pasal 436 Rv dianggap perhalidgn prinsip agar
tidak terjadi penyitaan yang tumpang tindih atasbg@ debitur yang sama
pada waktu yang bersamé&an

- SitaEksekus (Executoir Beslag)

Sita Eksekusi ialah sita yang diletakkan atau hgtsarang yang

tercantum dalam amar putusan yang telah mempurekaiakan hukum

yang tetap, dimana barang-barang tersebut tidaktdéipksekusi secara
langsung, tetapi harus melalui pelelarijarDasar hukum dari sita
eksekusi adalah Pasal 208 R.Bg yang bunyinya sebagkut:

“Apabila jangka waktu yang ditetapkan telah berakbhnpa memenuhi
keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak haditawgaun telah

dipanggil dengan sempurna, maka Ketua atau kepalaoRgpraja

(magistraaj yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah umgerkyita

sekian banyak barang-barang bergerak dan apabdadpdarang itu tidak

“3Harahap (hp. Cit.,hal 316

44 Suyuthi,Op. Cit, hal 28
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ada atau tidak cukup, sekian barang-barang tidagebek milik yang
dihukum yang dianggapnya cukup untuk dikabulkamndiiah ongkos-
ongkos pelaksanaan keputusan, dengan pengertianvabatalam
keresidenan-keresidenan Bengkulu, Sumatera BamaT dpanuli barang-
barang harta pusaka hanya dapat disita apabilandpdi@ang harta
pencaharian yang terdapat baik yang bergerak mayamotidak bergerak
tidak mencukupi untuk melunaskan jumlah-jumlah dbté (Pasal 197
HIR atau Pasal 444 Rv).”

Untuk sita eksekusi, apabila pada saat perkararnigsung tidak dilakukan
sita jaminan sebelumnya, maka eksekusi dimulai @emgenyita barang-
barang milik pihak yang dikalahkan sehubungan denpealaksanaan
putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan tersabhertupakansita

eksekutoridf.

2.2 Sita Jaminan
2.2.1. Pendahuluan mengenai Sita Jaminan

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan sedikij@nanpengertian sita
jaminan itu sendiri, dan dalam bagian ini inginetigkan lebih lanjut lagi
mengenai sita jaminan dan juga mengenai isti@nServatoir beslagke dalam
bahasa hukum yang lazim dipakai. Dalam literatigrditur dan praktik Hukum
Acara Perdata di Indonesia kadangkala tidak adar&gaman istilah yang baku
dalam bahasa hukum untukdhservatoir beslagke dalam bahasa Indonesia.

Banyak istilah dalam penyebutarcohservatoir beslag” diantaranya
adalah Sita Pendahuluan, Sita Persiapan, Sita $a&mag’ita Pengukuhan, Sita
Pengabdian dan Sita Jaminan. Melihat pada katayaatg lazim dipakai dan
dalam praktiknya juga, maka istilah yang digunakamtuk menyebutkan
“conservatoir beslag’adalah sita jaminan. Istilah ini dirasa tepat karsecara
harafiah maupun dari segi yuridis, lebih mendekaiakna ‘tonservatoir

beslag™®.

“> SutantioOp. Cit, hal 130.

“® Harahap (a)Op. Cit, hal 3
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Kemudian, untuk memperjelas pengertian dari sitainjan, kiranya perlu
dikemukakan unsur-unsur penting dalam Pasal 227 @yaHIR yaitu sebagai
berikut:

1. Harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugaurselpatusan
dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan gelagkan atau
melarikan barang-barangnya,

2. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaamgoyang
terkena sita, artinya bukan milik Penggugat,

3. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negarig
memeriksa perkara yang bersangkutan,

4. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis,

5. Sitaconservatoirdapat dilakukan atau diletakkan baik terhadaprizara
yang bergerak maupun yang tidak berg&tak

Mengingat sifatnya yang demikian, ketentuan P&2al ayat (1) HIR
sendiri mengupayakan adanya keseimbangan dalamap s@ristiva yang
demikian, antara kepentingan yang berbeda dangstdnk menarik, yaitu (1)
kepentingan perlindungan bagi Penggugat (dari kadacurang Tergugat) yang
dalam hal ini diwakili oleh dimungkinkannya dilalkark suatu penyitaan terhadap
barang Tergugat yang “dipersangkakan nakal” sebeddanya suatu putusan
yang tetap atas pokok perkara, dan (2) kepentipgaindungan bagi Tergugat
(dari tindakan semena-mena Penggugat) yang dal&mibdiwakili oleh syarat
bahwa penetapan hanya dapat dilakukan dalam halyadaersangkaan yang
beralasan. Penyelarasan tersebut merupakan bewtolkritk dari upaya para
penegak hukum untuk menyelaraskan nilai kepastiakurh dengan nilai
keadilarf®.

Secara yuridis, pengertian sita jaminan adalahysihg merupakan upaya
hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindalang mendahului
pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putdsali sita jaminan dapat

dilakukan:

4" Muhamaad Firdaus STinjauan Yuridis Sita Jaminan sebagai Perlindungdak
Kreditur dalam Proses Permohonan Pai({Bkripsi Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, @ep
2002), hal 42

“81bid, hal 42-43
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a. Sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara; atau
b. Pada saat proses pemeriksaan perkara sedang egatelum Majelis
Hakim (Pengadilan) menjatuhkan putu®an
Mengacu pada hal tersebut maka tindakan sita janmmerupakan upaya
hukum atau tindakan hukum “pengecualian”, karedaktiselalu suatu proses
pemeriksaan perkara harus diikuti dengan tindakén jaminan dan sebagai
upaya untuk menjamin hak-hak Penggugat, andaikatgatgn Penggugat
dikabulkan karena dimenangkan, maka akan lebihi pastwa putusannya itu
dapat dilaksanakan dan ia dapat menikmati kememnaygatersebut. Selain itu,
dikatakan pengecualian karena setiap gugatan @epeata umumnya tidak selalu
diikuti dengan tindakan khusus penyitaan, kectulgilau dianggap amat penting,
perlu ada jaminan. Lewat alasan yang eksepsionkdhit maka penerapannya
haruslah:

a. Secara bijaksana Majelis Hakim (Pengadilan mempbengkan
secara hati-hati diserta dasar alasan yang kuat dielukung pula oleh
fakta-fakta yang mendasar.

b. Kebijaksanaan mengabulkan sita jaminan, sejak serdidasarkan
oleh adanya bukti yang kuat tentang akan dikabul@angugatan
Penggugat.

Setelah dilakukan pembahasan mengenai sita jamgeanjutnya akan

dibahas mengenai status atau kedudukan dari siiaga, yakni:
* Sebagai upaya atau tindakan hukum pendahuluan,
* Sebagai upaya penjamin untuk menjamin haknya Pegaggjadi sita
jaminan semata-mata hanya sebagai “jaminan”,
» Hak milik atas barang sengketa tetap ada pada Gatgadi hak atas
barang sitaan itu tetap dimiliki Tergugat. Merupakaatu yang keliru
bila sita jaminan bersifat melepaskan hak milikgigyat atas barang

yang disita,

49 R. Soeparmono (b)Masalah Sita Jaminan (C.B) dalam Hukum Acara Pexdat
(Bandung: Mandar Maju, 2006), hal 40

*0 |pid, hal 41
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* Barang-barang yang disita tersebut dibekukan, dargupat
kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnjsmdarti,
bahwa ia hanya mempunyai kewenangan untuk menyirbpéaka,
artinya ia tidak diperkenankan menggadaikan, memutiebdengan
Hak Tanggungan, menjual atau memindah tangankaadikepihak
ketiga

 Sebagai upaya atau tindakan hukum insidentil, lkarelengan

tindakan sita tersebut berarti pengecualian daas d®eracara secara

umunt.

2.2.2 Tata cara Pengajuan Sita Jaminan
Untuk pengajuan sita jaminan pada praktik peradiedapat dua cara,
dimana pengajuan tersebut tidak jauh berbeda demglayang diutarakan dalam
prinsip penyitaan, yakni:
- Secara Lisan
Pada waktu mengajukan gugatan secara lisan ataai sEs1gan tenggang
waktu yang sudah ditentukan, yakni diajukan kepddgelis/Panitera dan
mencatatnya dalam Berita Acara Sidang/Surat kegerancatatan
permintaan oleh Penggugat atas sita jaminan. Pemaohsecara lisan
hanya berlaku bagi orang yang buta huruf namumgatarjadi dalam
praktik®?.
- Secara Tertuli$
* Permohonan diajukan dalam surat gugatan.
Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan seéedtdis dalam
surat gugatan. Jika permohonan sita jaminan diaatblersamaan dengan
gugatan, maka terdapat pedoman sistematis yakomdskan setelah
uraian perumusan posita dan setelah itu diperteigdam permintaan
pernyataan sah dan berharga dalam petitum gugatan.

* Permohonan diajukan secara terpisah dari pokokapeerk

*1 |bid, hal 15
*2 |bid, hal 34

*3 Harahap (a)Qp. Cit, hal 23-25
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Penggugat mengajukan permohonan sita dalam ben&rknoponan

tersendiri, yakni terpisah dari gugatan pokok pexrk@enggugat akan

memberikan Surat Permohonan Sita Jaminan, yangljkabulkan maka

Hakim Ketua membuat Penetapan yang memberi persughya disita

barang milik Tergugat, baik barang bergerak mauanang tidak

bergerak.

Kemudian menurut ketentuan Undang-undang, tetdgmengaturan
mengenai tenggang waktu dalam pengajuan permohsitanjaminan, yakni
berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal y81(H RBg. Dari ketentuan
ini, batas tenggang waktu pengajuan permohonan ja&menan oleh undang-
undang tidak dibatas secara ketat dalam jangkauwg&hg sudah pasti dan
tertentu. Pembatasan waktu disini bukan berdas#da p&uran hari atau bulan,
melainkan pada jalannya proses penyelesaian darutpsam perkara, yakni
selama perkara belum diputus atau selama putudam meemperoleh kekuatan
hukum yang tetaf.

Mengenai kalimat selama perkara belum diputus alama putusan
belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapatbewkan pengeritan
yang lain tentang kebolehan pengajuan permohoteasiinan, yakni:

- Dapat diajukan penggugat selama perkara masih dafaoses
pemeriksaan pengadilan negeri (pengadilan tingkaama)

- Atau selama perkara masih dalam tingkat proses fesaan pengadilan
tinggi (tingkat banding)

- Bahkan selama perkara masih dalam taraf prosesrisaen mahkamah
agung dalam tingkat kasasi

Sekarang jika masalah kebolehan pengajuan tersedoungkinkan dan
dibenarkan undang-undang dalam semua tingkat penadnulai dari tingkat
pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkanam@ masalah kebolehan
itu sendiri masih menimbulkan persoalan tentanggagmn permohonannya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perhatdikesecara pasti, instansi

% |bid, hal 26-27

%5 |bid, hal 28
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peradilan tingkat mana yang berwenang menerima dewmeriksa serta
memerintahkan permohonan sita jaminan.

Mengenai masalah tersebut, Mahkamah Agung dalanmunyak yang
berjudul himpunan tanya jawab tentang hukum perdatspendapat sebagai
berikut:

- Pada asasnya pengadilan tinggi tidak berwenang niesaglan memutus
permohonarctonservatoir beslag

- Hanya pengadilan negeri yang berwenang memeriksa rdamutus
permohonan conservatoir beslagyang diajukan pada waktu proses
pemeriksaan di pengadilan negeri

- Apabila conservatoir beslag dibutuhkan di tingkat banding,
permohonannya tetap diajukan ke pengadilan negé@arbke pengadilan
tinggi.

Sehingga dalam hal ini wewenang untuk melakukanjarminan adalah di
tangan Pengadilan Negeri. Jika pada tahap bandiegggugat/.Pembanding
membutuhkan peletakan sita jaminan, permohonaaktersetap diajukan kepada

Pengadilan Negeri.

2.2.3 Barang-barang yang dapat menjadi Objek Sita Jaminan
Mengenai barang-barang yang dapat dikenakan sitanga, Pasal 197
ayat (1) HIR menyebutkan bahwa:
“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu dan ydikglahkan belum
juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanglgihgan patut, tidak
datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatameraberi perintah
dengan surat, supaya disita sekalian banyak bataagng yang tidak
tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak culagkian barang tetap
kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasakup akan
pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keganuitu dan

ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalakkantusan itu.*®

*% Indonesia (d)Reglemen Indonesia yang diperbarui (Herzien InlahdRegelement)
diteriemahkan oleh R.Soesilo, (Bogor: Politeia, 39 Pasal 197 ayat (1).
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Bila melihat pasal di atas, maka barang yang ddis#a adalah barang-
barang milik debitur, baik yang bergerak maupungyttiak bergerak. Mengenai
barang tidak bergerak, Prof.Mr.W.M.Kleyn memberikdafinisi yaitu tanah
dengan segala sesuatu yang tumbuh di atasnya dala sesuatu yang dibangun
di atas tanah itu, serta hal-hal sebagai berikut:

- Semua barang-barang bergerak milik sendiri yangertlipan untuk
dipakai secara tetap oleh pemilik bagi barang tidetgerak, yang diberi
nama “benda bantuan”

- Semua yang menjadi satu secara alamiah atau dgerkyan tanah atau
gedung-gedung yang diberi nama “benda tambahan”

- Semua barang yang menurut pendapat umum dapatggdiansebagai
bagian dari barang tidak bergerak, misalnya pintnah®’

Sedangkan barang bergerak disebutkan oleh PidiKleyn adalah
semua barang di luar barang seperti yang terseédmasa.

Pembagian barang tidak bergerak dan barang laérgeenjadi penting
artinya dalam penyitaan, dengan adanya ketentusal R87 ayat (1) HIR yang
menegaskan bahwa dalam penyitaan haruslah didauldisita barang-barang
yang bergerak. Apabila barang-barang yang bergedak mencukupi, barulah
kemudian dapat disita barang tidak bergerak.

Barang bergerak disini yaitu barang yang tidakgéleung dengan tanah
atau dimaksudkan untuk tidak mengikuti tanah, sgkiam barang yang tidak
bergerak yaitu tanah dan segala sesuatu yang dibaticatasnya. Hal ini berarti
bahwa apabila tanah disita, maka penyitaan inipuglijuga tumbuh-tumbuhan
dan hasil-hasil tanaman serta bangunan yang addéasinya ikut disita. Begitu
juga jika ternak disita, maka anak-anak ternak yahg selama penyitaan yang
digolongkan melekat erat dan merupakan benda ugatag berhubungan dengan

benda pokok haruslah disita. Bahkan segala seyaa mempunyai harga dan

" W.M.Kleyn, Kompedium Hukum BelangdéJakarta: Yayasan Kerjasama lImu Hukum
Indonesia Belanda, 1978), hal 77.

%8 |bid
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merupakan kekayaan debitur seperti surat-suraabgahatau uang kontan, maka
hal tersebut dapat disita

Pada dasarnya sita jaminan dapat ditetapkan uméliputi semua barang
Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak lralgeMeskipun demikian,
terdapat beberapa pembatasan dan larangan yarigtegpaliperhatikan sebelum
Penggugat meminta ataupun sebelum Hakim yang kgkstam memberikan
penetapan sita jaminan atas suatu barang, dannhakan dibahas dibagian

selanjutnya.

2.2.4 Hal-hal yang harus diperhatkan dalam Sita Jaminan
Dalam melaksanakan sita jaminan, terdapat bebehabayang harus
diperhatikan baik dalam pelaksanaan maupun mengenabatasanya. Mengenai
pedoman pelaksanaan sita jaminan hampir sama dersgian eksekusi
sebagaimana terdapat dalam Pasal 197 HIR atau ZG&&BG, bedanya hanya
pada pejabat yang memerintahkan sita. Pada siekekisyang berwenang untuk
memerintahkan adalah Ketua Pengadilan Negeri, gkdanpada sita jaminan
yang berwenang adalah ketua sidang atau Ketua islgjekim yang menangani
perkara terseb®h Adapun tata cara pelaksanaan sita termasuk pejaray
diperkenankan melaksanakannya dilapangan adalalyaderikut:
» Berdasarkan perintah KetuaMajelis
Sebagai landasan utama pelaksanaan sita jaminhitaaparmohonan sita
jaminan dikabulkan majelis hakim adalah Ketua MsajeHakim
mengeluarkan surat perintah pelaksanaan sita, qeantah tersebut
berupa Surat Penetapdreschikking

* Panitera melaksanakan Sita Jaminan
Pejabat yang berfungsi untuk melaksanakan perip&tyitaan adalah

panitera Pengadilan Negeri. Dalam hal paniteraddanigan dapat diganti

* Firdaus Op. Cit, hal 54

% Arianto W. SoegijoAnalisis Hukum Kekuatan Mengikat Sita Jaminan Daléasus
Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dalam Status Dibel&tas Jaminan (Putusan Pengadilan Agama
Kelas IA Palembang No. 205/Pdt.G/1996/PA.P(@kripsi Fakultas Hukum Universitas, Depok,
2004), hal 46
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oleh pejabat atau pegawai lain berdasarkan penkemulgang dilakukan
oleh panitera yang bersangkutan. Tidak mutlak hgamsitera, bahkan
sekarang ini tugas melaksanakan penyitaan tersklakiukan oleh juru
sita yang secara khusus bertugas untuk itu beldasarsurat

pengangkatan.

» Pelaksanaan sita dilakukan di tempat
Pelaksanaan sita jaminan harus secara langsumgngat dimana barang
yang akan disita tersebut berada, bahkan bila gayang hendak disita
adalah barang tidak bergerak baik berupa tanah rteah, juru sita
melakukan pengukuran atas luasnya dan menentuké&as-lbatasnya

sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

e Juru sSitadibantu dua orang saksi
Dalam melakukan penyitaan, juru sita harus dibafgt dua orang saksi.
Saksi-saksi tersebut bisa pengawas Pengadilan Ngayer bersangkutan
atau orang lain, disebutkan dalam berita acararseedas nama dan
tempat tinggal serta pekerjaan para saksi, ber2Gigahun atau lebih,
warga negara Indonesia, cakap dalam hukum, bisa alkep

lingkungan/desa/warga tetapi tidak harus.

 Membuat berita Acara Sita
Berita acara sita adalah kewajiban yang harus shlaékan oleh juru sita,
sebab tanpa berita acara sita, secara formil @Enyitidak sah dan
dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuaukum. Dengan
kata lain keotentikan penyitaan didasarkan atagabsrara sita yang berisi
penyebutan secara rinci satu persatu barang yaitg,dlijelaskan secara
terang jenis dan ukurannya, pembuatan berita ait@ralihadapan pihak
tersita (tergugat yang kena sita), jika tidak héeirita acara diberitahukan
kepada tersita dan berita acara sita ditanda taoggnjuru sita dan kedua

orang sakst.

®. Harahap (a)Op. Cit, hal 46-49
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* Beberapatambahan pelaksanaan
Dalam perkembangannya, terdapat beberapa hal yaegambah
pelaksanaan dari sita jaminan, seperti dalam bukieRas“Teknik
Peradilan Perkara Perdata’yang menegaskan bahwa hendaknya sita itu
juga dicatat di buku khusus di Pengadilan NegeadapRegister Penyitaan
Barang Bergerak atau Register Penyitaan Barang Tse&suai bukiPola
BINDALMIN), register tersebut terbuka untuk umum. Sejak ditgl’
pendaftar sita jamina tersebut pada Kantor (BaBanjanahan itu, Tersita
dilarang menyewakan, mengalihkan atau menjaminkaany yang disita
itu. Semua tindakan Tersita yang dilakukan bertegda dengan larangan
itu, tidak dapat dipakai untuknfelawan penyitaan’itu, dan tindakan itu
adalah batal demi hukum”. Kemudian tambahan mengeeantah
kepada Tersita agar barang yang disita tetap diggdikuasai saja,

sekedar ditunjuk sebagai pengawas agar tidak hewafiada orang lain.

Sesuai dengan apa yang sebelumnya diutarakan, balaken hal
meletakkan sita jaminan, pada dasarnya terdapaterdyed sSyarat yang
membatasinya, dimana maksudnya disini terdapatraphdéambahan syarat yang
relevan dengan permasalahan sita jaminan. Syaratengacu kepada peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia dan pry#sig ada, diantaranya
adalah:

* Larangan menyita Hewan atau Perkakas yang dipergunakan sebagai
mata pencaharian sehari-hari

Berdasarkan Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal B¢ dsebutkan

bahwa:

“Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orarang berutang,

termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan astgurat yang

berharga uang dapat juga dilakukan atas barang hguod, yang ada di

tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankatas hewan dan

perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan meikjatapencaharian

orang yang terhukum itu.”
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Perlu diperhatikan bahwa hewan dan perkakas yanwpkdiud disini
adalah yang sungguh-sungguh digunakan sebagaipafatari nafkah
sehari-hari. Hewan yang dimaksud disini seumpanm atau kerbau
untuk melakukan kerja di sawah/ladang, kuda unteikdb Bagi hewan
langka dan dilindungi dan tanpa mempunyai surat tiak termasuk di
sini, sebab beraspek pidana (pelanggaran).
* Larangan menyita milik negara

Dalam salah satu putusan MA terdapat penegasaradain:

- Pada prinsipnya barang-barang milik negara tidadatldikenakan
sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan bdvamagng milik
negara dipakai dan diperuntukkan melaksanakan keyssgaraan,

- Namun demikian, berdasarkan Pasal 66 f€Wmnemberi
kemungkinan menyita barang-barang milik negaraiatasviA,

- Akan tetapi, kebolehan itu mesti memperhatikan P&§abahwa
terhadap barang-barang milik negara tertentu barkra sifatnya
atau karena tujuannya menurut undang-undang tidksk lalisita,

- Sehubungan dengan itu, apabila hendak dilakukanyitpen
terhadap barang-barang milik negara, harus lebhuldaditeliti
apakah barang milik negara tersebut, termasuk Qargang

menurut sifat dan tujuannya barang yang dapaidisitu tidaf.

Penegasan larang ini dinyatakan juga dalam Ped&uakaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan, Buku I1l, bahwa sitanijsan dan sita

eksekusi terhadap barang-barang milik negara didpkeecuali izin dari

62 5t. 1925 No. 448, selanjutnya diubah dengan UlWiamMNo. 2/1954 LN No. 6, dan
ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu UU No.luia 968 tentang Perbendaharaan Negara,
LN No. 53, TLN No. 2860.

83 Mahkamah Agung Republik Indonesia (dyc. Cit.Lihat catatan kaki pada Nomor 69,
mengenai Putusan MA No. 2539 K/Pdt/1985. Pada ipsiasbarang-barang milik negara tidak
dapat dikenakan sita jaminan/sita eksekusi karearang-barang milik negara berada diluar
perdagangan dan barang-barang tersebut dipakd orélaksanakan tugas kenegaraannya. Selain
itu dalam hal penyitaan barang-barang milik negaaays diteliti dulu apakah barang milik negara
tersebut termasuk barang yang dapat dikenakamsitaa tidak menurut ICW.
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MA setelah mendengar Jaksa Agung. Penegasan laramgdiambil dari

ketentuan Pasal 65 dan 66 IEW

Kemudian seiring perkembangan waktu, terdapat pévan pengaturan

mengenai perbendaharaan negara, yakni dengan alkahnya Undang-

undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaanrdjesgdah satunya

pengaturan mengenai barang-barang yang tidak dhgiga oleh pihak

mana pun, yakni dalam Pasal 50 dikatakan bahwa:

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terdjad

a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baakg berada pada
instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepadgreddaerah;

c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang bergéda instansi
Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya ikmil
negara/daerah;

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh nedderah yang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintattan

« Larangan menyita milik pihak ketiga

Proses penyelesaian suatu perkara, tidak bolehnmbetkan kerugian

kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihalkath perkara. Prinsip
kontrak partai yang digariskan Pasal 1340 KUH Rerglang menegaskan
perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangbuoatnya, berlaku

juga dalam proses penyelesaian perkara. Sehinda dhal ini penyitaan

tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lgang tidak terlibat

dalam perkara yang bersangkifan

% Harahap (b)Op. Cit, hal 322

% Indonesia (e)Undang-undang tentang Perbendaharaan Negasal No 1 Tahun
2004, LN No. 5, TLN No. 4355, Pasal 50

% Harahap (b)Op. Cit, hal 299
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e Larangan menyita barang yang sudah diletakkan sita jaminan

Pada prinsipnya barang yang telah diletakkan sitaijan tidak boleh
disita lagi untuk kedua kalinya dan seterusnya.daanmempedomani
pada sita eksekutorial, maka untuk sita jaminaik barang tidak tetap
maupun tetap, hanya satu kali saja dapat disiteusila hanya dapat
melakukan “Sita Perbandingan” atau “Sita Persamaderigan jalan
membandingkan atau mempersamakan dalam Berita /ARitmalaminan
yang pertama/terdahulu dengan barang-barang yandaadjurusita hanya
menyita barang-barang lain yang belum disita. Leladimjut lagi,

Mahkamah agung dalam “Buku Tanya Jawab” menjelaslaawa “sita

jaminan atas barang yang sudah lebih dahulu dijeanipada pihak lain,
baik secara fidusia maupun secara hipotik (hakgangan), harus ditolak,
apabila terdapat suatu barang sengketa lebih dabikitakkan sita
jaminan, maka Pengadilan Negeri dapat melakukaatazatdalam bentuk
berita acara Sita jaminan bahwa barang-barang bigrseelah

dikenakan/diletakkan sita jaminan dan tidak dapaitad untuk ke dua

kalinya®”.

e Barang yang disita dalam perkara perdata, dapat disita dalam

perkarapidana

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHA&hg/berbunyi bahwa
benda yang berada dalam sitaan karena perkaratpextda pailit dapat
juga disita untuk kepentingan penyidikan, penumutdan mengadili
perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Byd&drarti sepanjang
barang yang disita dalam perkara perdata merupbieang yang dapat
dikategorikan sebagai:

« Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yamgubehtau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana athagai hasil
tindak pidana,

« Benda yang telah dipergunakan untuk menghalangwiala

penyelidikan tindak pidana,

" R. Soeparmono (bPp. Cit, hal 40
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* Benda yang dipergunakan secara langsung untuk oielakindak
pidana atau untuk mempersiapkannya,
* Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan metakuindak
pidana,
* Benda lain yang mempunyai hubungan langsung detigdak
pidana yang dilakukan.
Undang-undang menetapkan bahwa penyitaan pidanailikienngensi
publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepergimgndividu dalam
bidang perdata. Karena itu, kepentingan pengguezgai pemohon dan
pemegang sita jaminan harus dikesampingkan demiinduelgi
kepentingan umum, dengan jalan menyita barang é&land perkara
pidana, apabila barang yang bersangkutan memenategdri yang
dideskripsikan Pasal 39 ayat (1) KUHEP

2.2.5 Akibat hukum dari Sita Jaminan
Kekuatan mengikat dari suatu sita jaminan yangkddaakan tentunya
membawa akibat hukum bagi pihak yang terkena aitarnan tersebut. Akibat
hukum tersebut merujuk pada Pasal 197 HIR dan R88aHIR atau Pasal 214-
215 RBg. Adapun akibat hukum yang dapat dikemukaisto:
* Pemindahan atau pembebanan batal demi hukum

Bentuk akibat hukum yang pertama ialah berwujudalbdemi hukum.

Apabila sita jaminan telah sah, maka terhitungksgaggal keabsahannya

telah mengikat kepada pihak Tergugat maupun pihelig& berupa

larangan untuk:

- Memindahkan kepada pihak ketiga (menjual, menghiahatau
menukarkan);

- Membebankannya kepada pihak ketiga berupa mengagusécara
biasa, membebani dengan hak tanggungan, menggadaikau
mempersewakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan diatas mengakibatiadakan

pemindahan atau pembebanan yang dilakukan antdak prergugat

® Harahap (b)Op. Cit, hal 325
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dengan orang lain (pihak ketiga), menjadi batal idemkum. Akan tetapi
sebaliknya, jika barang atau tanah yang disita rbeldidaftarkan
(diumumkan) di kantor pencatatan yang berwenangkuibt, maka tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak merakakibat hukum
bagi para pihak yang berperkara terutama pihalg&eengan demikian
maka batal demi hukum tidak hanya jual beli/peminashahaknya saja,
tapi termasuk tindak lanjut yang mengikuti pelanmggapemindahan atau
pembebanan. Sebagai contoh, apabila tergugat nhéapeh yang telah
disita, maka jual beli tersebut termasuk Akta PRR&jabat Pembuat Akta
Tanah) dan sertifikathnya menjadi batal demi hukws®hingga secara
yuridis sertifikat yang timbul dari pelanggaran pefan tersebut tidak
berkekuatan hukufi

* Mempunyai kekuatan sita eksekuskgekutorial beslgg

Akibat hukum yang lainnya adalah dengan sendirigy@ jaminan

menjelma menjadi sita eksekusitorial. Artinya baraita jaminan sudah
dengan sendirinya menurut hukum dieksekusi memengigatan

penggugat apabila gugatan dikabulkan dan putusatetgla memperoleh
kekuatan hukum tetap. Jadi akibat hukum yang teiliag dalam makna
sita jaminan dengan sendirinya menjadi sita eksekasupakan kekuatan
hukum memaksa kepada pihak Tergugat untuk tundukanei eksekusi
atas barang yang berada di bawah sita jaminanelfeagn sita jaminan
menjadi sita eksekusi sangat memberi keuntunganadeeppihak

Penggugat, yaitu selain gugatannya terjamin sejlaksdnakan perintah
pensitaan, sekaligus juga memperpendek proses spela&n eksekusi.
Sekiranya sita jaminan tidak ada lebih dahulu, maktuk pelaksanaan
eksekusi setelah putusan memperoleh kekuatan hutatap, harus
melalui proses pelaksanaan sita eksekusi lebih ldabaru kemudian

eksekusi putusah

% Harahap (a)Op. Cit, hal 91-92

0 Ibid, hal 92-93
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BAB 3
PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK

3.1 Tinjauan Umum mengenai L elang
3.1.1 Sgarah Lelang

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa datitio yang berarti
peningkatan harga secara bertahap. Para ahli mé&aemdi dalam literatur
Yunani bahwa lelang dikenal sejak 450 tahun sebeéMameht. Beberapa jenis
lelang yang populer pada saat itu antara lain adalang karya seni, tembakau,
kuda, budak, dan sebagainya. Kemudian Belanda jugagenal lelang dengan
nama Lelang BelandaD(tch Auction yang merupakan sistem harga menurun
dimana pejabat lelang menentukan harga permulaamusnbatasi harga pada
saat menurun sampai dia menemukan penawar denggan ktzusu$§ Sistem ini
menghasilkan harga yang lebih baik bagi penjualddmar keputusan yang
bergantung pada keadaan pasar. Dalam lelang Belae@bat lelang memulai
dengan menyebutkan harga yang cukup tinggi sehitigglk ada penawar yang
mau membeli unit itu dengan harga itu pula. Harga kemudian secara
berangsur-angsur menjadi rendah sampai seorangvpemaenerima penawaran

dengan harga tersebut.

! Ngadijarno,Op. Cit, hal 3

2 Brian W Harvey, Franklin MeiseRAuctions Law and PracticéLondon: Butterworth &

Co, 1985), page 4. Dalam sejarah, lelang Belaniéudian dengan memakai pembakaran lilin
dengan panjang tertentu, menggunakan gelas pasifjan dinding. Penjualan dari sebuah tanah
milik estate di Inggris tahun 1932 diterangkan deam: setelah satu inchi lilin menyala, dan
penawaran berlanjut sampai lilin itu padam, akhar(gan jadi tertinggi) penawar sebelum kedipan
terakhir. Seorang pejabat lelang yang cakap bisagomgrol waktu secara efektif, sehingga dapat
menjaga timbulnya kemungkinan penawar-penawamtggiiyang membuat penawaran mereka
setelah lilin habis. Ini mungkin sekarang dianggapagai suatu metode kuNomor Samuel Pepys,
dalam diarinya tanggal 3 September 1662, menghiltaumdengan batasan metode ‘lilin’ untuk
penawaran. Dia menyatakan: setelah makan malami @remu dan menjual the Weymonth
Successe dan Fellowship Hulkes, dimana senangahélfyaimana orang-orang yang terbelakang
itu pertama sekali menawar, ketika lilinnya matghimana mereka menangis dan bertengkar
setelah yang menawar terbanyak pertama. Ternyatayag& yang suksi memegang apinya sampai
pengamatan asap yang turun, dimana lilin itu dikasikan habis.
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Lelang jenis lainnya yang kuno yaitu Lelang InggfEnglish Auctioh
Dalam lelang Inggris (terbuka dengan harga tingggjabat lelang memulai
dengan menyebutkan harga rendah dan kemudian Iserasggsur menaikkan
harganya. Masing-masing penawar mengindikasikawaalengan menggunakan
isyarat tangan, dengan mengangkat kartu yang sdidaimori, beberapa banyak
unit yang akan dibelinya pada hargd.itu

Herodotus menulis bahwa lelang mulai ada kira-kalaun 500 SM di
Babylon, ketika diadakan penjualan wanita yang ny@asiap kawin yang
diadakan sekali setahun. Lelang ini bisa jadi bakdengan cara yang terbalik,
wanita-wanita yang tidak menarik ditandai, dan empeli menukarnya dengan
uang kepada si penjdal

Selanjutnya di Roma ditemukan lelang yang menyaroara lelang yang
terkenal pada saat ini. Lelang yang dimaksud diukamkepada publik oleh
Herald (catatan). Penjual di atrium pelelangan (gedlelang) menawarkan
bidang-bidang tanah untuk dijual dan mengisyaratkamga yang dipesan.
Akhirnya sebidang tanah itu akan dijual pada pemayzang berhasil. Lelang
diadakan di bawah sistem penawaran dengan harggi,tisebagaimana kata
“lelang” dihubungkan dengan akar kata lataujeré dan “auctum’ yang berarti
naik atau tinggi

Penjualan lelang di Roma meliputi empat bagian:

- The dominusatau orang-orang yang berkepentingan atas proysant
dijual;

- The argentariugaitu orang yang mengatur penjualan dan dalamrbpbhe
kasus orang tersebut membiayainya;

- The praecoyaitu orang yang bertugas mengiklankan penjualan d

melelang bidang-bidang tanah; dan

® Purnama Tioria SianturRPerlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan
Tidak Begerak Melalui LelangBandung: Mandar Maju, 2008), hal 44

* Harvey,Op. Cit, hal 3

5 Ibid.
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- The emptoryaitu pembeli yang penawarannya berhasil. Sejauh i
hubungan antara bagian-bagian ini dapat disamadagath hukum Inggris

sekarang ini, khususnya hukum perantarafagen

Di Inggris ditemukan catatan sejarah lelang, Chaterang pejabat lelang
menemukan penjualan gambar (lukisan) dan alatpalabot dilakukan oleh para
pengusaha di restoranoffee housge rumah umum sebagaimana terungkap dari
sebuah katalog bulan Februari 1689/90 yang berkedeagan penjualan lukisan
melalui lelang di‘Barbados Coffee HouseTerungkap dalam katalog tersebut
adanya syarat-syarat penjual@ofditions of Sale yaitu bahwa tidak ada orang-
orang yang akan diakui penawarannya, atas lukisameka sendiri, dan
seterusnya. Ditemukan katalog lain yang bertanggaha berkenaan dengan
barang yang terbuka untuk dijual, oleMineing berhubungan dengan metode
penjualan lelang Belanda

Lelang tanah yang pertama dilakukan di Inggrisa-kira tahun 1739,
ketika sebuah iklan penjualan estate bangkrut didoo Evening Post, dilelang
sebuah rumah di Paddington. Jika hal ini merupa&kamg tanah yang pertama,
maka pejabat lelang yang pertama adalah Christofloek dari Great Pizza,
Covent Garden. Mendekati tahun 1740, dia mengildantangkaian estate yang
akan dijual di Whitsun Monday at Three di sore thari

Pertengahan abad ke 18, dua rumah lelang terballortton dimulai.
Sotheby berdiri sekitar tahun 1730-an, lelang ya@gama diadakan tahun 1744.
Pendirinya adalah Samuel Baker, seorang penjual dak penerbit. Pada tahun
1880, pada kematian Baker keponakan laki-lakinyan J8otheby dimasukkan ke
perkongsian. Antara tahun 1861 dan 1924 perusabhaxiperluas di bawah
naungan Sotheby, Wilkmison dan Hodge, kemudian ateg§otheby dan Co dan
kemudian, dari tahun 1975, Sotheby Parke Bernet GanPada abad ke 19

® |bid, hal 4
" Sianturi,Op. Cit, hal 45

8 bid.
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berbagai jenis barang dijual seperti buku-bukuiskak, barang-barang perhiasan,
koin-koin, minuman anggur, dan alat perabot

Rumabh lelang lainnya yaitu, Christie, Manson dapodé Ltd, pendirinya
adalah James Christie (1730-1803), seorang yarkglengsaan Skotlandia yang
mendirikan rumah lelang di Pall Mall pada tahun @ 7@hristie’s Great Rooms
telah menjadi rumah lelang yang modern di Londangymengkhususkan diri
pada pelelangan barang seni. Tempat pertemuarugia ¢liperuntukkan bagi
pelukis-pelukis seperti Gainsborough dan Reyr8ids

Syarat-syarat Penjualaiiie Conditions of Salanerupakan ciri penting
dari lelang. Syarat-syarat penjuaan yang khas pbdd ke-18 meliputi lima poin,
yakni:

a. Pembeli adalah penawar tertinggi, yang mana saimegnpertahankan
penawaran.

b. Jumlah angka (harga) dari penawar lainnya mungkertkan dengan
ditentukannya referensi pada hitungan minimum.

c. Ada jaminan sebagai kondisi/syarat dari barangHzara

d. Para pembeli diharapkan memberi nama mereka darbostrdeposit jika
diminta.

e. Barang-barangnya harus jelas dengan periode y#emfukari™.

Mengenai sejarah lelang di Indonesia berawal pa@sanpenjajahan
Belanda, yakni pada masa pembedaan golongan pdndddowia Belanda
menurut Pasal 163 ayat (1) “Indisiche Stactsregglits) sebagai berikut:

* Golongan Eropa
e Golongan Timur Asing
» Golongan Bumiputera

Kemudian dari pembagian golongan tersebut berlaktdakum Perdata
yang berbeda-beda. Bagi golongan Eropa berlaku rhugardata dan hukum
dagang yang berlaku di Negara Belanda. Bagi goloigaur Asing berlaku bab-
bab tertentu hukum perdata dan hukum dagang yangkbebagi golongan

® Ibid, hal 45-46
91bid, hal 46

1 Harvey,Loc. Cit.
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Eropa. Sedangkan bagi penduduk asli (golongan Buter@) berlaku hukum
adat. Sesuai dengan asas konkordasi maka berbdgagbhukum perdata yang
diberlakukan bagi penduduk Eropa dan Timur Asimgdieut antara lain mengatur
tentang lelang. Hindia Belanda adalah negara jaj@ealangkan jabatan pejabat
pemerintahan dan perusahaan-perusahaan Belandadia Belanda dijabat oleh
orang-orang Belanda. Bila terjadi mutasi perpind&natasi pejabat Belanda
tersebut timbul masalah mengenai penjualan bararaph dari para pejabat
Belanda yang mutasi tersebiut

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, padanya suatu
lembaga lelang. Akhirnya pemerintah Hindia Belahdgpikir untuk menciptakan
lembaga lelang tersebut. Maka pada tahun 1908t&drt8taatblad1908 Nomor
189 tentang/endu Reglemenyang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1508
dan hingga saat ini masih sebagai peraturan tertyang mengatur pokok-pokok
lelang berdasarkan Pasal Il Aturan Peralihan Undendng Dasar 1945.
Sebenarnya sebelum tahun 1908, Pemerintah Hindidan@® telah
mempraktekkan pelelangan berdasarkan hukum yantakberdimana dari
peraturan yang ada pada saat itu mewajibkan lempagadilan menggunakan
cara lelang dalam pelaksanaan eksekusi putusaragiéng yang berkekuatan
hukum tetap. Ada beberapa peraturan-peraturan g@@ngan yang memuat
ketentuan dasar hukum lelang yang kemudian sebdmgaar telah ditampung
dalamVendu Reglementliantaranya adalah:

« Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPerd&argelijk
Wetboek voor Indonesatau B.W.), Stb. 1847 Nomor 23;
 Reglemen Acara Perdat&dglement op de Rechtsvoderiaigiu R.V.),
Stb. 1847 Nomor 52 jo Stb. 1849 Nomor 63;

12 NgadijarnoOp. Cit, hal 2

3 Rochmat Soemitrd?eraturan dan Instruksi Lelangdisi kedua, (Bandung: Penerbit
PT. Eresco, 1987), hal 149. Peraturan Lelang daindengan undang-undang/ordonansi, tetapi
pada tahun 1908 belum dibentuklksraad maka tidak mungkin dibuat ordonasi, yang mungkin
dibuat hanya suatu reglement yang hampir sama dekgaordening yaitu peraturan yang
mengatur pinsip-prinsip dan pokok-pokakolksraadyaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat,
tapi tidak penuh mewakili rakyat, karena anggotadiyanjuk dan tidak dipilih. Peraturan yang
dibuat olehvolksraad denganGubernur Generaberbentuk ordonansi yang dianggap sederajat
dengan undang-undang.
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* Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau RiBt(Herziene Indonesisch
Reglemenatau H.I.R) Stb. 1884 Nomor 57 jo. Stb. 1926 Nod@fs;

* Undang-undang Perbendaharaan Indonebidofesische Comtabilities
Wetatau ICW) Stb. 1864 Nomor 106 jo. Stb. 1925 No#AuS;

» Peraturan Kepalilitan Faillisement Verordeningatau F.V) Stb. 1905
Nomor 217 jo. Stb. 1906 Nomor 384

Sejarah lelang di Indonesia selanjutnya dapatatildari sejarah lembaga
yang melaksanakan lelang, sebagai berikut:

1. Tahun 1995, tugas pelayanan lelang dilakukan uslant dibawah
Departemen Keuangan, dengan struktur organisastindkat pusat
bernama Inspeksi Urusan Lelang dan tingkat daetaiKéntor Lelang
Negeri dan Pegawai organik Departemen Keuangan, (darPejabat
Lelang /endumeestgrKelas Il yang pada mulanya dijabat rangkap oleh
Notaris/PPAT, Pejabat Pemda Tingkat Il (Bupati, M&h, dan para
Pejabat Struktural Pemda lainnya). Selain Kantolarig Negeri dan
Pejabat Lelang Kelas Il, jasa lelang diberikan jugéeh Balai
Lelang/Komisioner Lelang Negara. Balai Lelang ifkedbla oleh swasta
dan berkedudukan di kota-kota besar tertentu ddriedia seperti Jakarta,
Bandung, Ujung Pandang, Surabaya, Medan dan selyagdiembaga
komisioner lelang ini secara alamiah berangsurantjsak aktif lagi,
karena adanya Keputusan Menteri Keuangan No.DIl5.B1/16-2
tanggal 2 Mei 1972 tentang Penghapusan Lembaga dfamer Lelang
Negara di Indonesia.

2. Tahun 1960, unit lelang berada dibawah Direktoetdéral Pajak, di
tingkat pusat bernama Dinas Inspeksi Lelang setingiselon 11l dan
ditingkat daerah Kantor Lelang Negeri Kelas | (sghkat eselon V),
sehingga diseluruh Indonesia terdapat 12 (dua beé{asmtor Lelang
Negara Kelas | dan satu orang Pejabat Lelang Kelasg berkedudukan
di Daerah Tingkat Il. Tahun 1970, penyebutan Karitetang Negeri

14 Bachtiar Sibarani, Masalah Hukum Privatisasi Lelang.Jurnal Keadilan, (Jakarta:
Volume 4, Nomor 1 Tahun 2005/2006), hal 20
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diubah menjadi Kantor Lelang Negara. Tahun 1976emiuk unit lelang
di tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pagstingkat eselon IV/a
dengan nama Seksi Pembinaan Lelang pada Bidangk PHEfak
Langsung. Di tingkat pusat unit Lelang disebut $ikektorat Lelang
dengan kedudukan eselon IlI.

3. Tahun 1990, berdasarkan Keputusan Menteri Keuandda.
428/KMK.01/1990 tanggal 4 April 1990, unit lelangipithdahkan
tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak kepBddan Urusan
Piutang Negara (BUPN). Tujuan pemindahan unit pleersebut adalah
untuk lebih mengoptimalkan pelayanan jasa lelang da&emberikan
kesempatan kepada Direktorat Jenderal Pajak untwdbih |
mengkonsentrasikan diri pada tugas pokoknya.

4. Tahun 1991, berdasarkan Keputusan Presiden Nomaar®fgal 1 Juni
1991, BUPN diubah menjadi Badan Urusan Piutang lddang Negara
(BUPLN) dengan status unit lelang tingkat pusat jadineselon 1l dari
tingkat Sub Direktorat Lelang menjadi Biro Lelang@déra. Pada tingkat
Kantor Wilayah, dari eselon IV menjadi eselon Ildedangkan untuk
kantor operasional dibentuk di 27 kota propinsiseiuruh Indonesia
(termasuk Propinsi Timor Timur) dengan status Ap@selon 1ll) dan tipe
B (eselon V).

5. Tahun 1996, berdasarkan Keputusan Menteri Keuandda.
47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 tentang B&dtang, telah
diberikan  kesempatan kepada masyarakat pengusahauk un
menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang penjbalamg secara lelang
melalui pendirian balai lelang.

6. Tahun 2001, berdasarkan Keputusan Presiden NomofaBdin 2001,
BUPLN telah diubah menjadi Direktorat Jenderal &gt dan Lelang
Negara (DJPLN), yang kemudian diatur lebih lanjitathm Keputusan
Menteri Keuangan No. 445/KMK.01/2001 tanggal 23i »001, unit
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Kantor Lelang Negara (KLN) digabungkan oleh satit arganisasi yaitu
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPZLN)

3.1.2 Pengertian Lelang
Vendu Reglementang masih berlaku saat ini sebagai dasar huklande
mengartikan Penjualan umum dalam bahasa aslinytar(@®) yakni sebagai
berikut:
“Openbare verkoopingen verstaan veilingen en verkgen van zaken,
walke in het openbaar bij opbod, afslag of inschnig worden met de
veiling of berkooping in kennis gesteloe, dan vl die veilingen of
verkoopingen toegelaten personen gelegnheid womliewen om te

bieden, te mijnen of in te scrijvef.

Terdapat beberapa terjemahan mengenai pengertiajuaian Umum,
yang pertama dalam buku Himpunan Peraturan Perghgasiangan Republik
Indonesia. Dikatakan bahwa Penjualan umum adaléapgan atau penjualan
barang-barang yang dilakukan kepada umum dengaga hpenawaran yang
meningkat atau menurun dengan pemasukan harga daarpul tertutup, atau
kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnigaritdhu mengenai
pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan unikikt serta, dan diberi
kesempatan untuk menawar harga, menyetujui hargey yhtawarkan atau
memasukkan harga dalam sampul terttituperjemahan yang kedua dari Buku
Himpunan Surat Edaran dan Surat Keputusan mendelaaig terbitan Ditjen
Pajak Departemen Keuangan dan Buku Peraturan dawuksi Lelang. Dalam
buku tersebut dikatakan bahwa Penjualan di mukanuradalah Pelelangan dan
penjualan barang yang diadakan di muka umum depgaawaran harga yang
makin meningkat, dengan persetujuan harga yangmmalenurun atau dengan

pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yangdailg atau sebelumnya

15 5. Mantayborbir, Iman JauhaHukum Lelang Negara di Indonesi@akarta: Penerbit
Pustaka Bangsa Press, 2003), hal 11

'8 Indonesia(f) Engelbrecht(Jakarta: PT Ichtiar Baru - Van Hoeve,1992), g 9

" Indonesia(g)Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik hedia, (Jakarta:
PT Ichtiar Baru - Van Hoeve,1998al 931
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sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjuksgmpatan yang diberikan
kepada orang-orang yang berlelang atau yang membalk menawar harga,
menyetujui harga atau mendaftarkan.

Berdasarkan pengertian ini dapat ditafsirkan bapesmgertianopenbare
verkoopingeradalah pelelang damer) penjualan barang yang diadakan di muka
umum. Kata “dan” €n) disini menunjukkan bahwa yang pertama-tama dinndks
Vendu Reglementsebagai lelang adalah pelelangan, kemudian baru
diklasifikasikan lagi dengan penjualan barang (nmguusecara khusus baraff)

Kemudian, Peraturan teknis yang utama mengenakgsetaan lelang
yang saat ini berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keiaam Nomor 40/PMK.07/2006
tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanamgedalam Pasal 1 angka 1
disebutkan bahwa lelang adalah penjualan barang tgathuka untuk umum baik
secara langsung maupun melalui media elektronilgalercara penawaran harga
secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengsaha mengumpulkan
peminat. Berdasarkan pengertian tersebut, Kanttangemembatasi pengertian
lelang hanya pada penjualan dimuka umum sajafigai termasuk lelang tender
atau lelang pemborongan pekerjaan.

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-undang gelinektorat
Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum -—eftaelat Jenderal
Departemen Keuangan adalah sebagai berikut:

Pengertian lelang adalah cara penjualan barang yategbuka untuk

umum dengan penawaran secara kompetisi yang didahdéngan

pengumuman lelang dan atau upaya mengumpulkan pernsur-unsur
yang terkandung dalam pengertian lelang adalah:

e Cara penjualan barang;

» Terbuka untuk umum;

* Penawaran dilakukan secara kompetisi;

* Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumppi@inat;

'8 NgadijarnoOp. Cit, hal 21
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» Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unswseteut diatas
harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabkzrig".

Kemudian menurut Henry Campbell Black dalam Bla@kvLDictionary
Seven Edition, lelang ataauction adalaha sale of property to the highest
bidder®. Mengacu pada pengertian tersebut, maka lelangadaiatu penjualan
barang dengan pembeli yang membeli dengan hargjaggir Selain itu juga
terdapat dua bentuk pengertian tambahan mengéaag)ey/aitu:

* Auction without reserve is an auction in which fneperty will be sold to
the highest bidder, no minimum price will limit didg, the owner may not
withdraw property after the first bid is receiveatie owner may not reject
any bids, and the owner may not nullify the biddiggoutbidding all other
bidders™.

* Auction with reserve is an auction in which the gedy will not be sold

unless the highest bid exceeds a minimum fice

Dari pengertian tersebut, maka lelang terdapathshmuk, yang pertama
adalah lelang dengan tidak memakai harga minimaljuiga terdapat pengaturan
tambahan bahwa pemilik tidak bisa menarik tawarargdn yang pertama kali
ditawarkan, kemudian pemilik tidak boleh menolawadean yang diajukan, dan
juga tidak boleh meniadakan penawaran dengan carsgatahkan penawaran
para penawar. Kemudian yang kedua adalah lelangrdirbarang yang dilelang

baru terjual jika harga yang ditawarkan melebilrghaninimal yang diajukan.

Y Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Lelang Dirtktlenderal Piutang dan
Lelang Negara Biro Hukum Sekertariat Jenderal Depzn KeuanganReformasi Undang-
undang Lelang di Indonesiadisampaikan pada Sosialisasi RUU Lelang, MedameSember
2004, hal 15.

% Henry Campbell BlackBlack’s Law Dictionary with PronunciationsSeven Edition,
(St Paul, Minn: West Publishing Co. 1999), page 125

“bid, page 125-126

2 |bid, page 126
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3.1.3Risalah Lelang

Risalah lelang merupakan bagian yang terpentingalahl suatu
pelelangan. Dalam Pasal 88ndu Reglemenlikatakan bahwa dari tiap penjualan
dimuka umum oleh juru lelang atau kuasanya, seldaien penjualan, untuk tiap
hari pelelangan atau penjualan dibuat berita aeasandirf’. Berita acara lelang
tersebut mencatat segala peristiwa yang terjadi padjualan lelarfg

Mengenai berita acara tersendiri itu sekarang dikdangan nama risalah
lelang. Risalah Lelang merupakan suatu akta otedtikana berdasarkan pada
Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Keuangan NontPMK.07/2006
dinyatakan bahwa “Risalah Lelang adalah Berita Agaglaksanaan lelang yang
dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan aktdiktéan mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna bagi para pihak”. Mengekt otentik itu sendiri,
menurut Pasal 1868 KUHPerdata yang dikatakan seb&tgaotentik adalah:

» Akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditarapkeh undang-
undang, dalam hal ini Risalah Lelang memang dibbatdasarkan
Peraturan Lelang yang berlaku yaitu Vendu Reglentamt Peraturan
Pelaksana lainnya.

* Dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umurg parkuasa untuk
itu. Lelang harus dilaksanakan dihadapan Pejadangesehingga Risalah
Lelang tersebut ditanda-tangani dihadapan Pejadrad perwenang untuk
itu yaitu Pejabat Lelang

« Ditempat Akta dimana akta tersebut dibuat, untukaRih Lelang dibuat
oleh Pejabat Lelang dimana Lelang tersebut dileszam

Makna dari mempunyai kekuatan pembuktian yang semapadalah akta
otentik dianggap sah dan benar tanpa perlu menkauktatau menyelidiki
keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut. Apadkta otentik diajukan
sebagai alat bukti di depan hakim kemudian pihakala membantah akta

tersebut, maka pihak pembantah yang harus melakukembuktian

8 Indonesia(h),Himpunan Surat-surat Edaran dan Surat-surat Kepatu Mengenai
Lelang menurut kelompok masalgbakarta: Direktorat Pajak Tidak Langsung, 19%8),14

24 M. Yahya Harahap (c)Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata
(Jakarta: Gramedia, 1994), hal 187.
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kebenarannya. Dasar hukum yang menyatakan bahaatstitik merupakan alat
bukti yang sempurna adalah Pasal 1870 KUAPPasal 285 RBG, dan Pasal 165
HIR®,

Isi daripada risalah lelang diatur dalam PasaV&ndu Reglementang
diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Peraturan Menteeuangan Nomor
40/PMK.07/2006, dimana mengatur setiap pelaksatelang dibuatlah risalah
lelang oleh pejabat lelang, yang diberi nomor uersendiri. adapun Risalah
Lelang terdiri dari:

1. Bagian kepala;

2. Bagian badan; dan

3. Bagian kaki.

Selanjutnya pada Pasal 54, 55, dan 56 PeraturateN&euangan Nomor
40/PMK.07/2006 mengatur lebih detail lagi mengdmagian kepala, badan dan
kaki sebagai berikut:

a. Bagian Kepala yang sekurang-kurangnya berisi:

» Hari, tanggal dan jam lelang ditulis dengan huiar dngka;

» Nama lengkap, tempat tinggal/domisili, dan nomor tdangal Surat
keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang;

* Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/donpsitjual,

* Nomor/tanggal surat permohonan lelang;

* Tempat pelaksanaan lelang;

 Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tetrsklelang;

 Dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bekgdyarupa
rumah atau tanah dan bangunan harus disebutkars $tak tanah

atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kelileani surat

% Bagi para pihak yang berkepentingan beserta gdravarisnya ataupun bagi orang-
orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu atkfatik memberikan suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

% Surat (akte) yang sah, ialah suatu surat yangtaliaé demikian oleh atau di hadapan
pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, mejktiyang cukup bagi kedua belah
pihak dan ahli warnsya dan sekalian orang yang amatdhak daripadanya, tentang segala hal
yang disebut di dalam surat itu dan juga tentangyyeda dalam surat itu sebagai pemberitahuan
saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang ditadmukan itu berhubungan langsung dengan
perihal pada surat (akta) itu
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keterangan tanah dari kantor pertanahan dan kegenalain yang
membebani tanah tersebut;

» Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus dtkah jumlah,
dan jenis/spesifikasi;

* Metode/cara pengumuman lelang yang telah dilaksanakeh
Penjual; dan

» Syarat-syarat umum lelang.

b. Bagian badan Risalah Lelang memuat sekurang-kuyangn

* Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;

* Nama barang yang dilelang;

* Nama pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai peratzelinama
sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain;

» Bank kreditor sebagai pembeli untuk orang atau dakum atau
badan usaha yang akan ditunjuk namanya (dalamaiml kreditor
sebagai pembeli lelang);

» Harga lelang dengan angka dan huruf; dan

» Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditadéertai
dengan nilai, nama dan alamat peserta lelang yamgawar tinggi.

c. Bagian kaki Risalah Lelang memuat sekurang-kuraagny
 Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengagkardan
huruf;

* Jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengagka dan
huruf;

* Jumlah nilai barang-barang yang ditahan denganaadgk huruf;

» Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pRdsalah
Lelang dengan angka dan huruf;

* Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambabargtan
dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubaditais
dengan angka dan huruf; dan

 Tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa pemja@m hal

lelang barang bergerak; atau

13 Universitas I ndonesia

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



« Tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa penjgih
pembeli/kuasa pembeli lelang dalam hal lelang karéidak
bergerak.

Kemudian dalam Pasal 46endu Reglememnlikatakan bahwa Juru Lelang
bertanggung jawab atas kerugian-kerugian, yanguiirdari tidak menaati pasal
37, 38 dan 39, sehingga dalam hal ini suatu risalah lelang béeaar
dipertanggungjawabkan oleh Juru Lelang terkaitysindan hal tersebut dapat
dikatakan suatu jaminan kepada pihak pembeli danjupk yang hendak
melakukan pelelangan.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) PamatMienteri Keuangan
Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanadang disebutkan bahwa:

(1) Jika terdapat hal-hal penting yang diketahuitet#h penutupan

Risalah Lelang, Pejabat Lelang harus membuat memndstl-hal tersebut

pada bagian bawah setelah Kaki Minuta Risalah Lglalan membubuhi

tanggal dan tanda tangan.

(2) Hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada é&pmeliputi:

a. Adanya atau tidak adanya bantahan atas pembayblia@ga lelang;

b. Adanya Pembeli wanprestasi;

c. Adanya Pembeli sebagaimana dimaksud dalam R&sayat (35

d. Adanya pemberian duplikat Kutipan Risalah Lelaetyagai pengganti

asli Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak;

e. Adanya pemberian Grosse Risalah Lelang atasip&en Pembeli;

f. Adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkaugan hakim yang

sudah berkekuatan hukum tetap; atau

g. Hal-hal lain yang akan ditetapkan kemudian diarektur Jenderal.

27 |bid, hal 16

%8 Indonesia (i),Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksa Lelang
PMK Nomor 40/PMK.07/2006, Pasal 48 ayat (3). Sequagjtidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perbankan dan pegan&ank sebagai kreditor dapat membeli
agunannya melalui lelang, dengan ketentuan menyiaerpaurat Pernyataan bahwa Pembelian
tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan gitkirkemudian dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun.
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Mengenai Grosse Risalah lelang, berdasarkan Pamadkia 29 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang HatunPelaksanaan
Lelang, Grosse Risalah lelang adalah Salinan amli Risalah Lelang yang
berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Ydaba Esa". Mengenai
“Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Hsaarti Grosse atau
akta tersebut memiliki suatu kekuatan eskudiebih lanjut lagi dalam Pasal 62
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/20060s& Risalah Lelang
yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhafeamgy Maha Esa", dapat
diberikan atas permintaan Pembeli. Dalam hal inattekepala/irah-irah tersebut
tidaklah wajib harus dibuat, melainkan suatu hakgydiberikan kepada pembeli
lelang untuk meminta pejabat lelang untuk mencak&mkepala/irah-irah
tersebut, dimana dengan adanya kepala/irah-irabeliat memberikan suatu
kekuatan eksekusi dalam risalah leffng

Selanjutnya mengenai pembatalan Risalah Lelang, bgéngacu kepada
pasal tersebut maka risalah lelang dapat dibatatheh putusan hakim yang
sudah berkekuatan hukum tetap. Maka dalam hal ilai fernyata terdapat
persengketaan terkait masalah lelang, maka hakipatdaembatalkan lelang
tersebut dengan putusan yang dikeluarkannya. Kemutligas Pejabat Lelang

adalah mencatatnya dalam penutup Risalah Lelang.

3.1.4 Pgjabat Lelang
Berdasarkan Pasal 3 ayat ((gndu Reglemeniuru lelang dibedakan
dalam dua kelas. Gubernur Jenderal (sekarang Mdféeilangan) menentukan

orang-orang dari golongan jabatan mana termasukingiasasing tingkat.

29 Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Perdata Umum dan Perdata KhusBaku II, Edisi 2007 (Jakarta: Mahkamah Agung
RI, 2008)hal 88-89. Berdasarkan pedoman Mahkamah Agungasljan bahwa Grosse adalah
salinan pertama dan akta otentik, dan karena salistama dan alas pengakuan hutang yang
dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekuskansalinan pertama ini harus ada kepala/
irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkietuhanan Yang Maha Esa”. Dari
pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kepaffisgh untuk menunjukkan adanya kekuatan
eksekusi daripada Grosse atau akta.

%9 Mengenai irah-irah itu sendiri, pada prakteknygaki berpengaruh kepada kepemilikan
dari barang yang dibeli oleh pembeli lelang, tetiipiintakan untuk urusan ke pengadilan, seperti
pengosongan tempat dengan meminta bantuan kepagdadian
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Berangkat dari ketentuan tersebut, maka dalam Hagahdu InstructiePejabat
Lelang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Pejabat Lelang Kelas | (PL 1)
» Pegawai Negeri Sipil yang diangkat khusus sebagjab@t Lelang
* Penerima Uang Kas Negara yang ditugaskan sebagsha®d elang
(telah dihapus pada tahun 1930)
2. Pejabat Lelang Kelas Il (PL II)
 Pegawai Negeri selain Pejabat Lelang Kelas | yaiigerd tugas
tambahan sebagai Pejabat Lelang.
» Orang-orang yang khusus/bukan PNS diangkat sePaggibat Lelang.
Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangalomor
119/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentangh@e Lelang Kelas II,
terdapat perubahan pengertian mengenai Pejabatd,sjaitu:
1. Pejabat Lelang Kelas | (PL 1)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal &gt dan Lelang
Negara (DJPLN) yang diberi wewenang oleh Menterudtegan untuk
melaksanakan penjualan barang secara lelang.
2. Pejabat Lelang Kelas Il (PL II)
Orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Kgaa untuk
melaksanakan penjualan barang secara lelang atasolpenan Balai
Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang bertteklan di Kantor
Pejabat Lelang Kelas Il, yang terdiri dari:
* Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang dselenggarakan
oleh BPPK,
* Notaris, atau
* Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN diutanakang

pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I.

Pejabat Lelang dalam menjalankan tugas dan ifoymsmemiliki
beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada dirifhjak dan Kewajiban
tersebut diatur dalam Bab V Kep. Menkeu No. 305/KBIK2002, sebagaimana
diubah dengan Kep. Menkeu No. 451/KMK 01/2002 jceepK DJPLN No.
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36/PL/2002. Pasal 17 Kep. Menkeu tersebut mendatkrPejabat Lelang baik
Kelas | dan Kelas II, yakni sebagai berikut:

a.
b.

Meminta kelengkapan berkas persyaratan lelang;

Menolak melaksanakan lelang karena tidak yakin debenaran formal
berkas persyaratan lelang;

Melihat barang yang akan dilelang;

Meminta bantuan aparat keamanan apabila diperluam;

Memberikan kuasa kepada pihak lain dalam hal teki@kbsongan khusus
bagi Pejabat Lelang Kelas 1l yang berkedudukanattkr Pejabat Lelang
Kelas II.

Selanjutnya, mengenai kewajiban Pejabat lelangddikan untuk Pejabat

Lelang Kelas | dan Kelas Il. Untuk Pejabat kelaseingenai kewajibannya diatur

dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan NomorMK/R7/2006 Tentang

Pejabat Lelang Kelas | sebagai berikut:

* Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihakndmenjaga
kepentingan pihak yang terkait;

» Meneliti dokumen persyaratan lelang;

* Membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum Letiamglai;

» Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dihadapseria lelang
sebelum lelang dimulai, kecuali dalam lelang yarigkdkan melalui
media elektronik;

* Memimpin pelaksanaan lelang;

* Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya;

e Membuat Salinan dan Kutipan Risalah Lelang kemudian
menyerahkannya kepada yang berhak;

 Meminta dari Pembeli bukti Pelunasan Harga Leldden Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan pungutanqamtain yang
diatur sesuai peraturan perundang-undangan danithkeabsahannya

* Membuat administrasi pelaksanaan lelang;

* Memberikan pelayanan jasa lelang sesuai dengatupangperundang-

undangan lelang; dan
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* Mematuhi peraturan perundang-undangan lelang

Berikutnya, mengenai Kewajiban Pejabat Lelangakell diatur dalam
Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PNW/R005 tentang Pejabat
lelang Kelas Il sebagai berikut:

* Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihalndmenjaga

kepentingan pihak yang terkait;

* Mengadakan perikatan perdata dengan Balai Lelanghgemai
pelaksanaan lelang dan honorarium;

» Meneliti dokumen persyaratan lelang;

* Membuat bagian kepala Risalah Lelang sebelum ledanglai;

* Membacakan bagian kepala Risalah Lelang dihadapaerfa lelang
sebelum lelang dimulai, kecuali dalam lelang yaiigkdkan melalui
media elektronik;

* Memimpin pelaksanaan lelang;

* Membuat Minuta Risalah Lelang dan menyimpannya;

» Membuat Salinan dan Kutipan Risalah Lelang kemudian
menyerahkannya kepada balai Lelang;

» Menyetorkan bagian perurugi kepada superintenden;

* Meminta dari Balai Lelang bukti pelunasan Hargaabel Bea Lelang,
Pajak Penghasilan final atas pengalihan hak atashtadan/atau
bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ataguiam dan
pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai peratupsarundang-
undangan dan meneliti keabsahannya,;

* Membuat administrasi perkantoran dan pelaporarkpataan lelang;

* Memberikan pelayanan jasa lelang sesuai dengatupemgperundang-
undangan lelang yang berlaku, dan

* Mematuhi peraturan perundang-undangan lelang.

Mengacu pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan oNom
40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelangebdtkan bahwa

KP2LN/Kantor Pejabat Lelang Kelas Il tidak bolehrmakk permohonan lelang
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yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen peragalgiang sudah lengkap
dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek deldadi dalam hal ini baik
Pejabat Kelas | maupun Pejabat Kelas Il tidak dipkethkan menolak suatu
permohonan lelang, dengan catatan bahwa dokumemn ipanjadi syarat lelang
telah lengkap. Penolakan disini bisa dimungkinka@la memang si Pemohon
Lelang ternyata belum mempunyai dokumen yang lgmgkiimana nantinya
Pejabat Lelang akan menyuruh kepada Pemohon Lelahgk melengkapinya
terlebih dahuld

3.1.5 Penjual dan Pembeli L elang
Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri ngana Nomor
40/PMK.07/2006 Penjual adalah perorangan, badamrhlusaha atau instansi
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan patganjian berwenang
untuk menjual barang secara leladgdi dalam hal ini orang atau badan hukum
dapat menjadi penjual lelang selama tidak bertga@andengan peraturan
perundang-undangan. Contohnya adalah anak keeik fmsa menjadi penjual
lelang karena berdasarkan KUHPerdata orang yangggiép cakap adalah
berumur 21 tahun atau sudah kawin.
Beberapa hak penjual lelang selama proses lelam@gnigeng (baik
sebelum maupun sesudah lelang) sebagai berikut:
1. Menentukan cara penawaran lelang (dengan penavemgsung secara
lisan, atau tertulis).
2. Menetapkan besarnya uang jaminan bagi pesertagledasuai dengan
ketentuan.
3. Menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan gienilyang dapat
dipertanggungjawabkan.
4. Menetapkan syarat-syarat lelang tambahan jika alkeasperlu, seperti:
a. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelelpgjusn pelaksanaan

lelang @anwidjzing;

%! pada prakteknya, Pejabat Lelang akan mengecekaskeiengkapan dokumen yang
diperlukan di dalam lelang, dan untuk tiap dokuntersebut berbeda pada tiap bentuk lelang.
Pejabat Lelang berhak menolak bila memang dokuraesetbut belum lengkap. Pejabat lelang
disini sebenarnya hampir sama dengan seorang Bloti@liam menjalankan tugasnya. Pada
umumnya, Pejabat Lelang disini bertanggung jaweiatap kelengkapan Dokumen tersebut.
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b. Jangka waktu bagi calon Pembeli untuk melihanetiti secara fisik
barang yang akan dilelang;
c. Jangka waktu pembayaran Harga Lelang;
d. Jangka waktu pengambilan/penyerahan barangPaetbeli.

5. Menambah pengumuman lelang dengan menggunakan raeutiga.

6. Menerima hasil bersih lelang (pokok lelang).

7. Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang diluarayali kerja
KP2LN/Pejabat Lelang Kelas II.

8. Menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelangureturkan diri.

9. Meminta Salinan Risalah Lelang berikut bukti-bukérkait dan/atau
Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhannya.

10. Mengusulkan pemandu lelangf¢laghe)

11.Meminta pembatalan lelang sepanjang tidak bertgatandengan
pertauran peundang-undangan yang berfaku.

Selain hak, seorang penjual lelang pun juga menkigvajiban terkait
masalah lelang, kewajibannya diantaranya adalah:

1. Mengajukan permohonan/permintaan lelang ke KPKLN/Relas I
setempat.

2. Melengkapi syarat-syarat/dokumen-dokumen yang fiken.

3. Menguasai secara fisik barang bergerak yang alaefawmy, jika barang
bergerak yang dilelang.

4. Mengadakan pengumuman lelang di surat kabar hageempat dan atau
media cetak/elektronik lainnya atau melalui selabamdangan.

5. Memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kdp@mi kepada
Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerjpehem pelaksanaan
lelang.

6. Membayar biaya pengurusan Surat Keterangan Tankh)(8an Bea
Lelang Penjual.

7. Menyerahkan barang dan dokumennya kepada pemegiang.|

8. Menandatangani Risalah Lelang dalam hal lelangngatidak bergerak.

%2 NgadijarnoOp. Cit, hal 95
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9. Membayar Pajak Penghasilan Final atas Pengalihak ddas Tanah
dan/atau Bangunan (Pajak Penghasilan Pasal 25hjargabarang yang
dilelang berupa tanah/tanah dan bangunan dengantiah sebagai
berikut :
a. Dalam hal barang tersebut milik perorangan maRa hanya akan
dikenakan apabila hasil lelangnya pada saat itujuléaeh Rp.
60.000.000,00 atau lebih.
b. Dalam hal barang tersebut milik badan maka PiRbBndkan tanpa
memperhatikan jumlah hasil lelang (tanpa batasapd dasar hukumnya
adalah PP No. 48 Tahun 1994 jo No.79 Tahun 1999.

10. Mentaati tata tertib leland.

Selain itu, terdapat juga beberapa tambahan pemagatarkait mengenai
Syarat-syarat dari Penjual yang diatur dalam Kep. B5/PL/2002 tanggal 27
September 2002 yang isinya menegaskan lebih |&yuat Edaran Ditjen Pajak
No. SE- 13/PJ.34/1980 tanggal 19 April 1980 yangranlain menyatakan:

“Dengan ini ditegaskan bahwa syarat-syarat lelangnhahan dari
penjual tersebut hanya dimuat dalam Risalah Lelgkg penjual betul-
betul mensyaratkan secara tertulis kepada Kantolahng Dalam hal
penjual tidak mengajukan syarat-syarat dimaksudalfa Lelang tidak
perlu mencantumkan dalam Risalah Lelang, cukup &#angncantumkan
klausul umum yang telah dibakukan.

Sebaliknya, jika penjual mengajukan syarat-syahatsks, maka syarat-
syarat tersebut harus dicantumkan dalam Risalaambeldengan ketentuan:

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umumgghaisalnya:

a. Pembayaran uang hasil lelang secara kredit,akeada ijin dari

Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara;

b. Memperjanjikan pengembalian uang hasil lelangbdp jadwal

pembongkaran barang yang dilelang tidak dipenwgti pembeli;

c. Apabila tidak mengikutanwijzing (penjelasan atas barang-barang yang

dilelang) tidak boleh ikut lelang;

3 |bid, hal 95-96
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d. Jangka waktu penyetoran uang jaminan ditetapkdalu lama dari
waktu pelaksanaan lelang;
e. Syarat-syarat lain yang bertentangan dengaatsyanum lelang.

2. Tidak berakibat merugikan/mengurangi hak-hak Negara

3. Memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjiangséibana dimaksud
dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

4. Disampaikan secara tertulis pada saat permohoftanrgle

5. Diumumkan pada pengumuman lelang.

Mengenai pertanggungjawaban, seorang Pemohon/Penjedang
berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan eMeReuangan Nomor
40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelasghditkan bahwa:

(1) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terbpdkeabsahan barang
dokumen persyaratan lelang dan penggunaan Jasaagedéeh Balai Lelang.

(2) Penjual bertanggungjawab atas tuntutan gantjirterhadap kerugian yang
timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen peasga lelang dan

penggunanan Jasa Lelang oleh Balai Lelang.

Jadi, pertanggung jawaban dari seorang Pemohomniddmglang adalah
terkait dengan barang, dokumen dan juga penggudasa Lelang oleh Balai
lelang. Jika ternyata Pemohon/Penjual Lelang meang maka
pertanggungjawabannya adalah sampai pada tuntatain migi yang diajukan
oleh pihak yang terkait, dalam hal ini misalnya BelnLelang.

Berikutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peratdemeri Keuangan
Nomor 40/PMK.07/2006, Pembeli atau Pemenang Leladglah orang atau
badan yang mengajukan penawaran tertinggi yandikhsasebagai pemenang
lelang oleh Pejabat Lelang. Jadi, seseorang b&atadian sebagai pembeli lelang
jika pihak tersebut telah memenangkan pelalangaelat. Pihak yang turut serta
dalam lelang disebut sebagai peserta lelang. Padarmya setiap orang dapat
menjadi peserta. Namun demikian terdapat pula ¢mmarpeserta lelang sebagai
pembeli lelang, yaitu bagi:
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* Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Jueudain Notaris tidak
boleh atas dasar penyerahan menjadi pokok perkaig sedang ditangani
oleh Pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya mereiaakukan
pekerjaan atas ancaman kebatalan serta penggamgiabiaya dan bunga
(Pasal 1468 KUH Perdata).

* Pegawai yang memangku suatu jabatan umum dengamancyang sama
tidak diperbolehkan membeli untuk dirinya senditauauntuk orang lain
barang-barang yang dijual oleh atau dihadapan raefkedar mengenai
benda bergerak, jika dianggap perlu untuk kepeatingnum, pemerintah
berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebuladamgan tersebut
di muka. Demikian pula dalam hal-hal luar biasdage hanya untuk
kepentingan para penjual, Pemerintah boleh menjbekepada pegawai
dimaksud untuk membeli barang tidak bergerak yaingalddi hadapan
mereka (Pasal 1469 KUH Perdata).

» Para petugas Ditjen Pajak, Pejabat Lelang serta 3ita dilarang
melibatkan diri dalam pembelian barang sitaan ydifgpl secara lelang
sebagai alat-alat lanjut penagihan pajak (SE. DN®. SE-37/PJ/1978
tanggal 10 Mei 1978).

» Pejabat Lelang tidak dibenarkan membeli barangktidargerak pada
lelang yang dipimpinnya (Pasal ¥@ndu Instructig

* Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu Lelang, HakimsalaRanitera, Juru
Sita, Pengacara/ Advokat, Notaris, PPAT, PeniRegawai DJPLN.,
Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Kantor PejabangeKelas Il yang
terkait langsung dengan proses lelang dilarang adenjpembeli.
Kemudian dalam ayat (2) wuntuk lelang eksekusi pihak
tereksekusi/debitor/tergugat/terpidana yang terétaitgan lelang dilarang
menjadi Pembeli. (Pasal 49 PMK Nomor 40/PMK.07/2006

Walaupun di dalam Pasal 1468 dan 1469 KUH Perdaak disebutkan
bahwa Pejabat Penjual (orang yang ditunjuk sebkgasa dan penjual untuk
mewakili penjual di dalam lelang) tidak dilarangtwkhmembeli di dalam lelang,

namun untuk menjaga keobyektifan pelaksanaan lelsglgngga persaingan di
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dalam lelang dapat terpelihara sebaik mungkin m&pala BUPLN dengan

Surat edaran No. SE-42/PN/1992 tanggal 1 Desen@®® telah meminta kepada
Kantor Lelang Negara agar dalam rangka menjaga lgtang, melarang Pejabat
Penjual untuk menjadi pembeli lelang di dalam Iglarang dilaksanakan. Hal
yang sama diberlakukan juga pada Pejabat Lelang lyarsangkutan.

Mengingat pembeli lelang juga termasuk sebagairfgedelang, maka
dalam hal ini hak dan kewajiban peserta lelangalerljuga terhadap pembeli
lelang. Jadi beberapa hak peserta atau pembeiglelalam proses lelang adalah
sebagai berikut:

1. Melihat dokumen-dokumen tentang kepemilikan bardag meminta

keterangan/penjelasan tambahan sebelum pelakskheam

2. Melihat/meneliti secara fisik barang yang akanldilg.

3. Meminta Petikan Risalah Lelang dalam hal yang Iogjsatan menjadi

pemenang lelang.

4. Meminta kembali uang jaminan lelang/kelebihan uangnan.

5. Mendapatkan barang dan bukti pelunasan serta dokdaleumennya

apabila ditunjuk sebagai pemenang lel&hg.

Kemudian, kewajiban dari peserta atau pembeli ¢eladalah sebagai
berikut:

1. Menyetor uang jaminan lelang kepada KPKLN/PL Kelaspabila
disyaratkan untuk itu.

2. Hadir dalam pelaksanaan lelang/kuasanya.

3. Mengisi surat penawaran di atas meterai denganf lyang jelas dan
tidak ada coretan (dalam hal penawaran lelang a¢eatutup/tertulis).

4. Membayar pokok lelang, bea lelang dan uang miskoas tunai dalam
hal menjadi pemenang lelang.

5. Mentaati tata tertib pelaksanaan leldng.

3 |bid, hal 96-97

% |bid, hal 97
24 Universitas I ndonesia

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



3.1.6 Prosedur Lelang
Adapun prosedur lelang merupakan rangkaian ptabyzerbuatan yang
dilakukan sebelum lelang dilaksanakan atau disdbafjan prosedur persiapan
lelang/pra lelang, setelah itu lanjut ke tahap niglalilaksanakan dan terakhir
adalah setelah lelang dilaksanakan atau pascaldfaosedur pelaksanaan lelang
dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
1. Tahap pra lelang/persiapan lelang

Persiapan lelang menyangkut mulai dari permohoe#and, penentuan

tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelanglakpanaan

pengumuman, melakukan permintaan Surat Keteranganahl dan
penyetoran uang jaminan. Pada tahap persiapamjdiaithal yang harus
dilakukan adalah sebagai berikut:

* Menerima surat permohonan lelang dan meneliti garaebut berikut
lampiran-lampiran yang mendukung (sesuai Pasal \Z€ndu
Reglement

 Kepala Kantor/pejabat lelang memeriksa kelengkamkumen
persyaratan lelang serta meneliti legalitas subyjakipun objek lelang.
Jika dokumen persyaratan formal belum terpenuhjaba¢ lelang
wajib melengkapi meminta kekurangan berkas. Jik&uoh@n
persyaratan yang ada ternyata masih diragukan kedremya, pejabat
lelang harus menyelesaikannya terlebih dahulu. dikaggap perlu,
pejabat lelang dapat terlebih dahulu meninjau olgking.

+ Kepala kantor/pejabat lelang menetapkan jadwahtgllaerupa hari,
tanggal dan pukul serta tempat lelang yang ditujlkepada penjual.

e Penjual mengumumkan lelang.

* Kepala Kantor Lelang memberitahukan kepada pengbangunan
akan adanya rencana pelaksanaan lelang.

« Kepala Kantor Lelang memintakan Surat Keterangarafi&e Kantor
Pertanahan setempat
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Peserta lelang menyetorkan uang jaminan (jika dyagatkan) ke
rekening Kantor Lelang atau langsung ke Kantor hglasesuai

pengumumai?.

2. Tahap pelaksanaan lelang

Tahap pelaksanaan lelang menyangkut penentuan tgedelang,

penyerahan nilai limit, pelaksanaan penawaran dglalan penunjukan

pembeli. Pada tahap pelaksanaan lelang, hal-haj yanus dilakukan
adalah sebagai berikut:

* Pejabat lelang mengecek peserta lelang/kuasanyiadikennya dan
keabsahan sebagai peserta lelang dengan buk@setang jaminan.

* Pejabat lelang memimpin lelang dengan memulai peatakepala
Risalah Lelang. Pembacaan tersebut diikuti dengaryat jawab
tentang pelaksanaan lelang antara peserta lel@pahat penjual dan
pejabat lelang. Pertanyaan yang mengenai bararayvahj oleh
penjual, sedang pertanyaan yang mengenai pembaysureat-surat
penting dan lain-lainnya dijawab oleh pejabat Iglan

* Peserta lelang mengajukan penawaran lelang, ydaku&an setelah
pejabat lelang membacakan kepada risalah lelang.

e Cara penawaran.

0 Penawaran lisan dilakukan dengan cara:
» Pejabat lelang menawarkan barang mulai dari nifat.|
* Melaksanakan penawaran dengan harga naik-naik denga
kelipatan kenaikan ditetapkan oleh pejabat lelang
* Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melainmplai
limit ditetapkan sebagai pembeli oleh pejabat lglan
o Penawaran tertulis dilakukan dengan cara:
* Formulir penawaran lelang yang disediakan oleh #&ant
Lelang, dibagikan kepada peserta lelang.
» Setelah pejabat lelang membacakan kepala risalahgle

peserta lelang diberi kesempatan untuk mengisi dan

% Sianturj Op. Cit, hal 82
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mengajukan penawaran tertulis kepada pejabat ledargai
waktu yang telah ditentukan

» Pejabat lelang menerima amplop yang berisi nitaitlidari
pejabat penjual dan menunjukkan amplop tersebuadeep
peserta lelang. Penyerahan harga limit dari pejpbajual
kepada pejabat lelang dalam amplop tertutup. Hatidiak
berlaku, jika nilai limit telah diketahui lebih dall.

* Pejabat lelang membuka surat penawaran bersama-sama
dengan pejabat penjual.

* Pejabat lelang dan pejabat penjual membubuhkanf para
masing-masing pada surat penawaran yang disaksilem
peserta lelang dan penawaran tersebut dicatat ddidtar
rekapitulasi penawaran lelang.

« Jika penawaran belum mencapai nilai limit, makargl
dilanjutkan dengan cara penawaran lisan dengare heail-
naik. Jika tidak ada penawar yang bersedia menaikka
penawaran secara lisan naik-naik, maka lelang thkga
ditahan dan barang tidak terjual.

» Jika terdapat dua atau lebih penawaran tertinggg ysama
dan telah mencapai nilai limit, maka untuk meneatuk
pemenang lelang, para penawar yang mengajukan pesiaw
tertinggi yang sama tersebut dilakukan penawaranbla#
secara lisan untuk menaikkan penawaran lisannysnggg
terdapat satu orang saja penawar tertinggi. Pensastarggi
tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang/pemddalg).

Setelah proses penawaran lelang selesai, risaliaingl ditutup dengan
ditandatangi oleh pejabat lelang dan pejabat pénjpalam hal
barang yang dilelang barang tetap, maka pembeliut tur
menandatangani risalah lelang, tetapi untuk babemgerak, pembeli

tidak perlu menandatangi risalah leldhg

%7 bid, hal 83
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3. Tahap pasca lelang atau setelah lelang dilaksanakan

Pasca lelang menyangkut masalah pembayaran hdaga,|lepenyetoran

hasil lelang dan pembuatan risalah lelang. Padaptaklaksanaan lelang,

hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut

* Pembayaran harga lelang.
Waktu pembayaran menurut ketentuan adalah 3 x 2¥ gatelah
lelang. Bea lelang pembeli dipungut sesuai Pemati®amerintah
Nomor 44 tahun 2003 dan uang miskin berdasarkaal R&Vendu
Reglement Atas pembayaran tersebut, pembeli lelang berkasar
bukti pelunasan yang diterbitkan kantor lelang nmanidokumen
kepemilikan barang yang dibelinya ke penjual.

» Penyetoran hasil lelang.
Pejabat lelang setelah menerima hasil lelang mk&akypenyetoran
hasil lelang kepada yang berhak. Bea Lelang, Uarskim Pajak
Penghasilan disetor ke Kas Negara, sedang haayayldikurang Bea
Lelang penjual disetor kepada penjual.

* Pembuatan risalah lelang.
Pejabat lelang membuat risalah lelang berupa msalinan, petikan
dan grosse risalah lelang. Pejabat lelang memberetikan lelang
kepada pembeli lelang beserta kuitansi lelangk&etrisalah lelang
khusus barang tetap diberikan kepada pembeli, atetpembeli
menunjukkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atesh dan
Bangunan

* Pengembalian uang jaminan peseta lelang yang miggiang.
Uang jaminan lelang dari peserta yang tidak ditkkngebagai
pemenang/pembeli lelang, harus dikembalikan kepetgetor yang
bersangkutan selambat-lambatnya satu hari sejakngkapinya
persyaratan permintaan pengembalian uang jaminan peserta
lelang>®

Berikut ini akan diperlihatkan skema mengenaispdur lelang yang

secara umum dilakukan oleh Kantor Lelang:

%8 |bid, hal 84
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PROSEDUR LELANG

Pemohon L elang/ Kepala KPKNL Seks Pelayanan Lelang/ Calon Pembeli Lelang Bendahara Penerima
Penjual Lelang Pegjabat Lelang

Mengajukan surat Menerima, Menerima dan
permohonan lelang meneliti dan menganalisa Setor Uang Verifikasi Setoran

disertai »  mendisposisi > kelengkapan Jaminan Uang Jaminan
kelengkapan Surat dokumen persyaratan
lelang
dokumen lelang Permohonan -
yY l

tidak

Surat Permintaan
lengkap

Kelengkapan
Dokumen

Dokumen
Lengkap
atau tidak

Surat Penetapan | lengkap ‘
Hari dan Tanggal |~

Lelanc

menghadiri pelaksanaan
lelang

A 4
Pengumuman Lelang

Pelaksanaan Lelang

A 4

Tidak ditetapkan sebagai
pemenang lelang

Pengembalian uang
jaminan sesuai bukti sektof
jaminan

Pemenang

\4

lelang

Ditetapkan
sebagai pemenang lelang

Pelunasan Harga Lelang
sesuai Rincian Hasil
Lelanc
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3.2 Pembeli dengan Itikad Baik

3.2.1 Pengertian Itikad Baik

Perihal mengenai Itikad Baik terdapat di dalam Klgkfta, yakni dalam
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakandaBuatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”. Namun mengenagpsdian dari itikad baik itu
sendiri dalam KUHPerdata tidak diatur. Mengenai hml terdapat beberapa
pendapat ahli hukum yang mencoba mengartikan itileakl sebagai berikut:

* Subekti berpendapat bahwa, maksud kalimat (dalasalP=838 ayat (3)
KUHPerdata) ini, bahwa cara menjalankan suatu pjgja tidak boleh
bertentangan dengan kepatutan dan keatilan

* Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Aklad Budi Cahyono
berpendapat bahwa itikad baik dalam perjanjian memngkepada
kepatutan dan keadildh Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang
diutarakan oleh Subekti.

* Djaja S. Meliala berpendapat bahwa itikad ba& doeder trouy dapat
diartikan sebagai jujur atau kejujufanJadi pendapat ini menekankan
pada adanya kejujuran dari para pihak

e Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja memberikan pepdt bahwa
rumusan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mekabearti pada
kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakatliskztujui oleh para
pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap pésjanparus dihormati
sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihagResgatjian ditutufy.
Dengan demikian pendapat ini mengartikan bahwaadtikaik adalah
suatu perjanjian yang harus dihormati pelaksanaanny

e Salim H.S. berpendapat bahwa asas itikad baik ra&arp asas bahwa

para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur hanedaksanakan substansi

%9 Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdateet. XXXI, (jakarta: Intermasa, 2003), hal. 139.

0 Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Aklad Budi CahyonoHukum
Perdata (Suatu Pengantat(Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal 147.

“l Djaja S. Meliala,Masalah lItikad Baik dalam KUH PerdatgBandung: Binacipta,
1987), hal 1.

42 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan yang Lahir dari Perjanjian(Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006), hal 79.
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kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yeggh atau
kemauan baik dari para pihak. Jadi dapat dikatasaimwa pendapat
tersebut mengartikan itikad baik ialah kepercaya@u keyakinan yang
teguh atau kemauan dari para pitiak
Beragamnya pendapat mengenai makna itikad baikmenunjukkan
bahwa makna itikad baik masih abstrak dan tidakpemtegertian itikad baik yang
diterima secara umum. Namun apabila dicoba diramg#ari beberapa pendapat
di atas, maka dapat ditarik suatu pengertia bahiadibaik adalah penghormatan
terhadap pelaksanaan prestasi yang telah dipégangdengan melaksanakannya
dengan jujur dan tidak bertentangan dengan kepatdéan keadilan dengan
didasari kemauan baik dari para pihak.
Menurut Ridwan Khairandy, fungsi itikad baik dalgerjanjian ada tiga,
yaitu:
1. Untuk menafsirkan perjanjian
Maksudnya adalah penafsiran dalam perjanjian tidakya didasarkan
kepada apa yang secara jelas diperjanjikan ataadeepehendak para
pihak, tetapi juga harus memperhatikan itikad baik
2. Menambah suatu kewajiban dalam perjanjian
Maksudnya adalah berdasarkan itikad baik, hakinmrdgberkara tertentu
dapat menambabh isi perjanjian atau bahkan ketemin@ang-undang
3. Membatas dan meniadakan kewajiban dalam perjanjian
Maksudnya adalah manakala hakim dalam suatu perker@ntu
menemukan isi kontrak yang bersangkutan sangaertiartgan dengan
keadilan atau kepatutan, ia dapat mengurangi asdakam meniadakan
suatu kewajiban dalam perjanjf4n
Asas itikad baik dapat dibagi menjadi dua macantuya
1. Itikad baik nisbi, merupakan dimensi subjektif dekad baik yang
berarti itikad baik mengarah kepada kejujuran. Baitgkad baik yang

43 Salim H.S.,Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Konte Il, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005hal 11.

“ Ridwan Khairandy,ltikad Baik dalam Kebebsan Berkontraklakarta: Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indon28@8), hal 348.
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nisbi ini yang diperhatikan adalah sikap dan tingkeku yang nyata
dari subjek; dan
2. ltikad baik mutlak, merupakan dimensi objektif ddikad baik, yang
memaknai itikad baik sebagai kerasionalan dan kégrat atau
kepatutan atau keadilan. Dalam itikad baik yanglakutni dibuat
ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (peaididak memihak)
menurut norma-norma yang objektif
Asas itikad baik merupakan pengecualian dari kebsbasan berkontrak,
maksudnya meskipun berdasarkan Pasal 1338 ayd{UHPerdata ditentukan
bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan kongpak saja asal tidak
melanggar ketentuan undang-undang yang bersifat aks&an dengan adanya
Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan pembatasain kebebasan
berkontrak, dimana perjanjian itu harus tetap dikan dengan itikad baik dan
pengertian dengan itikad baik salah satunya ad&tgfatutan dan keadilan.
Dengan demikian batas dari kebebasan berkontralabadetentuan Undang-
undang yang bersifat memaksa, kepatutan dan keadila
Itikad baik sebagai asas yang penting dalam meja telah diterapkan
oleh para hakim untuk memutuskan berbagai sengketah satu contoh klasik
adalah kasus Sarong Arrest, dimana arrest ini barkalengan turunnya nilai
uang Jerman setelah Perang Dunia |. Kasus posisn&arrest yakni pada tahun
1918 suatu firma Belanda memesan kepada pengusatman] sejumlah sarung
dengan harga sebesar f100.000,-. Karena keadaarmaksamnsementara, penjual
dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesasetelah keadaan
memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan pretgtapi sejak diadakan
perjanjian keadaan sudah banyak berubah dan pebgi@edia memenuhi
pesanan tetapi dengan harga yang lebih tingginkaagpabila harga tetap sama,
dia akan menderita kerugian, yang berdasarkarditieak antara para pihak tidak
dapat dituntut darinya. Pembelaan yang penjualasjitas dasar Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata dikesampingkan oleh Hoge Raad dalasst tersebut. Menurut
putusan Hoge Raad tidak mungkin satu pihak dartusparikatan atas dasar
perubahan keadaan bagaimana pun sifatnya, bermpktbkan pada itikad baik

> Salim,Op. Cit, hal 11.
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untuk mengingkari janjinya yang secara jelas diakath Hoge Raad masih
memberi harapan tentang hal ini dengan memfornk@asimengubah inti
perjanjian atau mengesampingkan secara keselurdh#nsan Hoge Raad ini
selalu berpatokan pada saat dibuatnya kontrak péeh pihak. Apabila pihak
pemesan Sarong sebanyak yang dipesan maka pemjuel melaksanakan isi
perjanjian tersebut karena didasarkan bahwa p&jamarus melaksanakan isi
perjanjian tersebut karena didasarkan bahwa p&fjahgrus dilaksanakan dengan
itikad baik®.

Asas itikad baik ini kemudian terjabarkan dalaslagan asas hukum
perikatan nasional yang berhasil dirumuskan dalakakarya Hukum Perikatan
yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukumoms Departemen
Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggaD&8ember 1985, yang
terdiri dari:

1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiag yang akan

mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap presag diadakan di

antara mereka di belakang hari.

2. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum maksudnya adalah bahwa shbiekn yang

mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hakkdamjiban yang

sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakanastiu sama lain,
walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, saydan ras.
3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendala kediah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur nugygs kekuatan
untuk menuntu prestasi dan jika diperlukan dapabhuntit pelunasan
prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelmgwrestasi melalui
kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kdveaji untuk
melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum

“®bid, hal 11-12.
51 Universitas I ndonesia

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandungastem hukum.
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnyajapjian, yaitu
sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas Moral
Asas moral terikat dalam perikatan wajar, yaitutsyserbuatan sukarela
dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginyakumenggugat
prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalasmakwarnemingyaitu
seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela [{moyang
bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk mekaru dan
menyelesaikan perbuatannya. Salah satu yang mewbariotivasi pada
yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itlafaddidasarkan
pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hathimya.

6. Asas Kepatutan
Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPeis#s ini berkaitan
dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanframatu perjanjian tidak
hanya mengikat untuk apa yang secara tegas daktan tetapi juga hal-
hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas Perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa aamtebitur dan
kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yanglypemendapat
perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pidekitur berada pada

pihak yang lemaH.

3.2.2 Perlindungan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik
Terakit mengenai perlindungan, dalam peraturan yaeggatur tentang
lelang salah satu bentuk perlindungan yang diberigdalah dalam Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006atem Pelaksanaan Lelang,
disebutkan bahwd&elelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengamtian

yang berlaku tidak dapat dibatalkdfetentuan tersebut dapat dikatakan adalah
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sebuah bentuk perlindungan yang diberikan oleh étarelang terhadap Pembeli
Lelang, dimana selama pelaksanaannya sudah dilaledsuai dengan ketentuan
yang berlaku, maka pelelangan tersebut tetaplaigdap sah. Selain itu mengacu
juga kepada keberlakuan Risalah Lelang yang disamalengan Akta Otentik

juga bisa dikategorikan sebagai bentuk perlindunggpada pembeli lelang itu

sendiri yakni adanya jaminan dari keabsahaan pejafaitu.

Selain dari peraturan perundang-undangan mengktang, perihal
perlindungan terhadap pembeli lelang yang beritikaik salah satunya bisa
mengacu kepada peraturan lain, seperti KUHPerdzatuk perlindungan itu
sendiri diantaranya mengacu pada buku kedua mengebandaan dan juga
buku ketiga, bab ke lima mengenai jual beli. Mermgenengacu kepada masalah
jual beli dikarenakan untuk lelang pada dasarnyagaeu juga pada bentuk jual
beli. Salah satu bentuk perlindungannya adalahgselbarikut:

* Pasal 575 KUHPerdata

Dalam pasal tersebut dikatakan bahttiap-tiap pemegang kedudukan

berkuasa dengan itikad baik atas kebendaan ituhdememiliki segala

hasil kebendaan yang telah dinikmatinya sampai fadigugat di muka

Hakim. Kepada si pemilik ia berwajib mengembalilssgala hasil yang

dinikmatinya semenjak ia digugat, namun setelahil haas dikurangi

dengan segala biaya untuk memperolehnya, ialah kumgenanaman,
pembenihan dan pengolahan tanah. Selanjutnya ishdsermenuntut
kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkannguna
menyelamatkan dan memperbaiki keadaan kebendaansé@dangkan
berhaklah pula ia akhirnya, selama ia belum mendggagantian biaya-
biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dalansapani, tetap
menguasai kebendaan yang diminta kembali itdddi, dalam pasal
tersebut, seorang pembeli yang beritikad baik da&tap dapat menguasai
benda itu, selama belum mendapatkan penggantias laigya dan
pengeluaran yang dikeluarkan olehnya, maka daldnmihaisa digunakan

sebagai bentuk perlindungan kepada pembeli tersebut

« Pasal 1471 KUHPerdata
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Dalam pasal tersebut disebutkan bahwaal*beli barang orang lain
adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk gangan biaya,
kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah getahui bahwa barang
itu kepunyaan orang lain Jadi, berdasarkan hal diatas, seorang pembeli
lelang dapat memperoleh perlindungan berupa gantigian jika ternyata
pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebuahahalilik orang lain.

» Pasal 1491 KUHPerdata
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwp@&nanggungan yangnenjadi
kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalatulirmenjamin dua hal,
yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secanaradan tenteram;
kedua terhadap adanya cacat-cacat barang terselamg ytersembunyi,
atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alagsnk pembatalan
pembeliannya’.Hal yang penting terkait perlindungan kepada peémbe
lelang adalah mengenai jaminan terhadap pengudsaata yang dijual
secara aman dan tenteram, sehingga dari hal téisstmang pembeli akan
merasa lebih terlindungi dengan adanya suatu jandaa penjual bahwa
barang yang dijualnya tersebut akan dapat langsliggnakan atau
dipakai pada saat itu juga. Selain itu dari pasatapat diketahui bahwa
adanya tanggung jawab dari seorang penjual kepadaglinya.

» Pasal 1492 KUHPerdata
Dalam pasal tersebut disebutkan bahweeskipun pada waktu penjualan
dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungam@amun si penjual
adalah demi hukum diwajibkan menanggung si pentbdiadap suatu
penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebdggmda yang
dijual kepada seorang pihak ke tiga, atau terhadmgian-beban yang
menurut keterangan seorang pihak ke tiga dimili&iayas benda tersebut
dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian kdikan”. Pasal
berikut dapat dikatakan suatu kelanjutan dari pasdklumnya, dimana
dalam hal ini ditekankan kembali jaminan atau pedngan yang
diberikan oleh penjual kepada pembeli terkait darghak ketiga.

« Pasal 1494 KUHPerdata
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Dalam pasal tersebut disebutkan bahwaeskipun telah diperjanjikan
bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapamun ia tetap
bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibati deesuatu
perbuatan yang dilakukan olehnya; segala perjanjj@amg bertentangan
dengan ini adalah batal”.Dalam hal ini kembali ditekankan mengenai
tanggung jawab seorang penjual, dimana jika memaegouatan
penjualan yang dilakukannya menimbulkan suatu rahsalseperti
menjual barang milik orang lain atau barang sitaanpka penjual
diharuskan mempertanggung jawabkan perbuatannyaddan bahkan
perjanjian dapat dibatalkan. Jadi dalam hal iniad@kategorikan sebagai
sebuah perlindungan kepada pembeli.

» Pasal 1496 KUHPerdata
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwika dijanjikan penanggungan,
atau jika tentang itu tiada perjanjian suatu apaaka si pembeli berhak,
dalam halnya suatu penghukuman untuk menyerahkaanfayang
dibelinya kepada seorang lain, menuntut kembali gigpenjual:
le. Pengembalian uang harga pembelian;
2e. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan merahkan hasil-hasil
itu kepada si pemilik yang melakukan penuntutarygehan;
3e. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatgmembeli untuk
ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarka@eh si penggugat
asal;
4e. Penggantian biaya, kerugian dan bunga, besditya perkara
mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedagléh tibayar oleh si
pembeli.”
Pasal berikut ini dapat dikatakan sebagai suatu yzeilg didapat oleh
seorang pembeli atas hukuman yang diderita oletbpkratas perbuatan
yang dilakukan oleh penjual, dan untuk hal ini ptar tidak diperjanjikan

sebelumnya, hak-hak tersebut tetap dapat dimintakdnpembeli.

+ Pasal 1499 KUHPerdata
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Dalam pasal tersebut disebutkan bahwai ‘penjual diwajibkan
mengembalikan kepada si pembeli, atau menyuruh endogjikan oleh
orang yang memajukan tuntutan penyerahan barangalaeapa yang
telah dikeluarkan oleh si pembeli untuk pembetudan perbaikan yang
perlu pada barangnya. Jika si penjual dengan itikaguk telah menjual
barang milik orang lain, maka ia diwajibkan mengetikan kepada si
pembeli segala biaya yang telah dikeluarkan, bahkaya biaya yang
dikeluarkan untuk barangnya, semata-mata untuk ipsdm atau
kesenangan” Pasal ini juga kembali menekankan mengenai pé&egan
biaya yang harus diberikan oleh penjual yang l@cktiburuk atas segala
biaya yang dikeluarkan oleh pembeli terkait bargaigg dibelinya.

» Pasal 1516 KUHPerdata
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwjgka“ si pembeli, dalam
penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukamg perdasarkan
hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembatabgnya, atau jika si
pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untukhiaevatir bahwa ia
akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapatangguhkan
pembayaran harga pembelian, hingga si penjual tetabnghentikan
gangguan tersebut, kecuali jika si penjual menmliemberikan jaminan,
atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli djiskan membayar
biarpun segala gangguan’Mengacu pada pasal tersebut, seorang pembeli
yang merasa tidak aman, seperti takut barangnyan aksita oleh
pengadilan, maka pembeli berdasarkan pasal inida@ga menangguhkan
pembayarannya dengan alasan tersebut atau biga rretebayar jika
penjual memberikan jaminan barangnya akan tetap dadi dalam hal ini
pembeli lewat pasal ini diberikan suatu perlindungebaik dari

penangguhan pembayaran maupun jaminan dari sigdenju

Selain berdasarkan undang-undang, mengenai pentjadu kepada
pembeli lelang yang beritikad baik dapat juga mengkepada Yursiprudensi
yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Yurisprudeinsi bisa digunakan

sebagai bahan acuan kepada pihak pembeli yangkadrivaik dalam meminta
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perlindungan terkait masalah yang dihadapinya, g&ga yurisprudensi yang
menyatakan siapa yang merupakan pembeli beritikakl RYurisprudensi yang
diambil ini tidak hanya mengenai pembeli lelang ydreritikad baik saja, tetapi
juga mengenai pembeli beritikad baik, sehingga reecanum. Hal ini karena
yurisprudensi tersebut dirasa dapat digunakan sela@gan. Yurisprudensi yang
dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

e Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 323/KIBB8, yang
menyatakan bahwa suatu lelang yang telah dilaksanaksuai dengan
ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh gdertddang yang
beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapdatilkan dan kepada
pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajibed perlindungan

hukunt’®;

“8 Mahkamah Agung Republik Indonesia (fYurisprudensi Indonesja(Jakarta:
Mahkamah Agung- Republik Indonesia, 1969), hal 72T- Putusan tersebut diputus pada tanggal
23 April 1969. Para pihaknya adalah S. Oemar Oeakb&aloewel sebagai penggugat untuk
kasasi, dahulu adalah penggugat dan terbandingwaal Said bin Mohamad Baloewel, Gubernur
Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya qq kepagian Idzin Perusahaan, Kementerian
Kehakiman qq Pengadilan Negeri Istimewa Djakartaldementerian Pertanahan R.l sebagai para
tergugat dalam kasasi, dahulu adalah tergugat @amb@anding. Majelis hakimnya adalah Prof
Subekit S.H. sebagai Hakim Ketua dan Indroharta 8a# Sardjono S.H. sebagai hakim anggota.
Pokok perkaranya adalah berdasarkan putusan Pégatkgeri Djakarta tanggal 5 November
1958 No. 983/1965 G. yang dinyatakan dapat dijaarkbih dahulu persil No. 16005 dengan 2
buah bangunan rumah diatasnya milik penggugatelal dilelang untuk umum dan telah dibeli
sendiri oleh tergugat asli | bahwa terhadap pelail rumah tersebut sebelumnya penggugat asli
telah memperoleh izin dari tergugat asli Il untukndirikan Losmen Pisangan dan kemudian
tergugat asli 1l berdasarkan risalah lelang ters@lga telah mendapat izin dari tergugat asli Il
untuk mengusahakan Losmen diatas persil yang sdemgan tidak ada perintah pengosongan
untuk izin penggugat asli. Mengenai keberatan ydiaggkan oleh penggugat, Mahkamah Agung
menemukan 4 point, diantaranya adalah bahwa tergidglam kasasi l/tergugat asal | tidak
mematuhi putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Btahk Agung tersebut diatas, karena ia
tidak mau menyerahkan persil dan bangunan diatad fig, malahan ia membalik nama persil itu
atas namanya pula, sehingga ada 2 izin losmen partgntangan satu sama lain, dan bahwa
semua perbuatan hukum (pelanggaran, pembalikan parsé dan losmen) yang didasarkan atas
suatu perbuatan hukum (putusan pengadilan Negeri988/1965 G.) yang dibatalkan oleh
putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tetselrus dianggap tidak sah. Mengenai
keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapatebébiberatan ini tidak dapat dibenarkan,
karena putusan Pengadilan Negeri tentemgcutie bij voorraadsudah dilaksanakan dengan
lelang, pada pelelangan mana kebetulan tergugamd&hsasi l/tergugat asal | yang menjadi
pembeli sehingga dari segi hukum tergugat dalaragid&ergugat asal | harus dilindungi, sedang
untuk mengembalikan pada keadaan semula cararfadahgan penututan terhadap tanah-tanah
yang diserahkan oledxecutantanah sengketa sebagai jaminan pada waktu ia whijot lelaang
(yang mohon pelaksanaan putusan).
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e Yurisprudensi Mahkmah Agung tanggal 28 April 1976onhbr
821/K/Sip/1974 pembelian di muka umum melalui Kartelang adalah
pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi unglamdang’

e Yurisprudnesi Mahkamah Agung No. 1816 K/PDT/ 19&hggal 22
Oktober 1992 menyatakan bahwa pembeli tidak dapkbalifikasi

sebagai yang beritikad baik karena pembelian diakudengan ceroboh

49 http://www.ma-ri.go.id/Html/Basis%20Data/hukum%22éqeta.htm, diakses pada hari
kamis, 19 Mei 2011, pukul 21.16. Para pihak dalarkgra ini adalah Hasan d/h Tjiu You Thong
sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/ Terlmamtétawan H. Umar bin Soleh sebagai
Termohon Kasasi, dahulu Tergugat I/Pembanding. Remlkara ini, pertimbangan Pengadilan
Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung adalah bafivealawan-tergugat I/pembanding
membeli toko tersebut di muka umum dengan peraamakéantor Lelang Negara atas dasar
kekuatan putusan Pengadilan Negeri Palembang thB@gnuari 1972 No. 127/1971 P.N. Plg.
maka ia adalah pembeli dengan itikad balk. Majefikim dalam perkara ini adalah Indroharto
S.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsuddin Abubakét. 8an D.H. Lumbanradja S.H. sebagai
Hakim Anggota.

0 Mahkamah Agung Republik Indonesia (¥yrisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia: Perdata Umum 1980-2Q0@akarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2009), hal 60-63ara
pihak dalam putusan tersebut adalah Lucky Iwantbaga Pemohon Kasasi, dahulu
Penggugat/Pembanding melawan A. Tohir Bin Rahmamaddr Bin Jabar, Ngindep Binti Jabar,
Tjik Yun Binti Zein, A. Syukur Bin Manan, Umar BiManan, Romlah Binti Matjik, Ahmad
Riduan Bin Wnacik, Safik Bin Wancik, Rosidah Biniiancik, Linda Binti Wancik, Rusminah
Binti Wancik, Mala Wancik, Yuli Binti Wancik, Sedapinti M. Adil selaku ahli warus almarhum
Utih Binti Baba dan Pemerintah RI c.q. Menteri dalaegeri c.q. Gubernur KDH Tingkat |
Sumatera Selatan c.q. Walikota Madya KDH TingkaPdlembang c.q. Kepala Kantor Agraria
Kotamadya Palembang sebagai Termohon Kasasi, dahefgugat |, Il/Terbanding. Pokok
perkaranya adalah Penggugat asli pada tanggal t2r8leer 1974 telah membeli sebidang tanah
berikut rumah dan berdasarkan jual beli dan pelpdsak tersebut, Penggugat asli telah
mendaftarkan hak tersebut ke Kantor Pendaftarasht&odya/KDH Tingkat Il Palembang, dan
kemudian telah diperoleh dengan resmi dan sahfi8attHak Milik No. 169 tanggal 24 April
1976 Gs. 1217 luas 118°M Bahwa secara tiba-tiba atas permohonan dariugetgAsli | pada
tanggal 26 Februari 1977 telah diterbitkan SK MemndaNo. 550/Dja/1986 tertanggal 13
September 1986 dan membatalkan Sertifikat Hak MNk&. 169/18 Ilir milik Penggugat.
Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalamdvi kasasinya salah satunya adalah
bahwa pengadilan tinggi telah salah atau keliru ereggkan hukum sebab pembelian tanah yang
dilakukan oleh Penggugat-asal adalah sudah tepabel@ar menurut hukum karena dilakukan di
hadapan Notaris/PPAT, tetapi oleh karena sekaenggdgat asal menguasai tanah tersebut secara
tanpa hak dan melawan hukum, maka Tergugat Asalskdr digugat oleh Penggugat asal
sedangkan penjual yaitu Mohamad Ali bin Nurdin ¢aAbdul Hamid, tidak perlu digugat karena
tidak ada permasalahan dengan penjual tanah térdéhlokamah agung dalam hal ini sependapat
dengan pertimbangan pengadilan negeri yang mergratpkmbeli tidak dapat dikualifikasikan
sebagai pembeli yang beritikad baik atas alasaa padt pembelian Penggugat sama sekali tidak
secara cermat meneliti dan menyelidiki hak darustpara penjual atas tanah terperkara, berarti
pembelian dilakukan dengan ceroboh sehingga dajpginidbahwa pembelian dilaksanakan
dengan itikad buruk; oleh karena itu Penggugatktigiantas dilindungi dalam transaksi jual beli
tersebut. Majelis hakmi yang memutus perkara tetsatdalah Ny. H Siti Rosma Achmad, SH
sebagai ketua sidan, M. Yahya Harahap SH, dan KidaarSoemarno SH sebagai hakim-hakim
anggota.
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e Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 188&m Putusan
MA No. 1230 K/SIP/1980 yang menyatakan bahwa pemigahg
beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hdkum

*1 |bid, hal 467-473. Para pihak dalam putusan tersetaitladReksoatmodjo dan Ny.
Tien Reksoatmodjo sebagai Penggugat-penggugat ukagasi, dahulu tergugat | dan
II/Pembanding melawan Ny. Yulia Sukarlien Soesdasgbagai Tergugat dalam kasasi, dahulu
Penggugat/Terbanding dan Prayitno Darmono sebagait tergugat dalam kasasi, dahulu
Tergugat llI/Turut Terbanding. Pokok perkaranyalaldgenggugat asli telah membeli sebidang
tanah pekarangan beserta bangunan rumah yangkedittasnya dengan luas 47G Myang
terletak di Desa Nagelang, tanah tersebut adal@htgayasan ¢ No. 139, persil No. 47 dengan
batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugataah Texrsebut ternyata adalah milik Tergugat
asli | yang dikuasakan pada Tergugat-asli Ill untmenjualkannya, dan jual beli dengan
Penggugat-asli telah dilaksanakan di depan PPA% pmabgal 14 Maret 1975 dengan disaksikan
oleh para saksi, tetapi sesudah terjadi jual befsetout, Tergugat-tergugat tidak bersedia
menyerahkan pekarangan dengan rumah tersebut keadgugat-asli, bahkan sampai sekarang
telah dikuasai oleh Tergugat asli | dan Il. Bebarkeberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk
kasasi dalam memori kasasinya yakni:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusanglgé tmenguatkan putusan
Pengadilan Negeri Magelang dengan menambah perigababahwa Penggugat-asal
harus dilindungi karena mempunyai itikad baik dal@@taksanaan jual-beli tanah dan
rumah sengketa, maka terhadap pertimbangan Peagddiiggi tersebu, terugat-asal
| dan Il tidak dapat menyetujuinya karena istildkeid baik dalam perkara penjualan
tanah harus ditinjau secara arti kata dan secammgang-undangan karena itikad baik
dalam jual beli tanah harus ada 2 syarat yang tdipenuhi, yaitu ratio dari orang
yang melakukan jual beli dan harga pembelian sefergan harga umum (keadilan).
Jadi seharusnya penggugat-asal sebelum melaku&khgliitu hendaknya berusaha
untuk menemui pemilik yang berhak dari tanah rursahgketa dan harganya tidak
sesuai dengan harga yang umum, sedangkan halshgldemikian tidak terlaksana
dalam jual beli tanah rumah sengketa dalam peiikgra

2. Bahwa melakukan jual beli sesuai dengan PP 10/1@Bklah otomatis beritikad
baik, karena Negara Republik Indonesia di dalamarmdAgraria menganutegatieve-
stelse] maka belum tentu seorang yang memiliki akta tapatarti secara mutlak
memilik tanah tersebut dan juga PP 10/1961 lebilrupskan suatu tindakan
administrasi, maka oleh karena itu dalam kasus$emnggugat-asal adalah beritikad
buruk

3. Bahwa dalam jual beli yang beritikad baik, makakeperlindungan hukum adalah
disahkannya jual beli tersebut, maka d sini adaa2am perlindungan hukum, yaitu
jual beli disahkan atau uang pembeliannya dikerkballagi;

4. Bahwa dalam jual beli yang didalilkan dalam guga&®amggugat-asal, Tergugat asal |
tidak pernah menerima uang dari hasil penjualamhtarumah terperkara, dengan
demikian dalam hal ini terdapat itikad buruk dagrgugat-tergugat dalam kasasi,
maka sewajibnya tidaklah para Tergugat dalam kasssidapatkan pelindungan
hukum.

Mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung tidak mereerk@beratan tersebut dengan
alasanjudex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula hal ini phd&ikatnya adalah
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifaighargaan tentang suatu kenyataan, hal
mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerikdatam tingkat kasasi, karena pemeriksaan
dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidaksdnakan atau ada kesalahan dalam
pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dBksal 18 UU Mahkamah Agung
Indonesia (UU 1/1950). Majelis hakim yang memutdalah Busthanul Arifin SH sebagai Ketua
Sidang, dan Hj. Martina Notowidagdo SH dan Ismah&rdjo SH sebagai hakim anggota.
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e Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA N®3%
K/Pdt/2001, yang bunyi pertimbangannya sebagakberi

1. Bahwa hak tanggungan atas obyek sengketa ini @lakukan
sesuai dengan prosedur yang ada, walaupun kemuthpat
dibuktikan dengan putusan pidana bahwa pihak yaggaminkan
(Tergugat 1) tidak berhak untuk menjaminkan obyehgketa
tersebut;

2. Bahwa oleh karena pelelangan terjadi sebelum adauoyasan
perkara pidana, maka pelelangan atas obyek sengHatah sah
dan dengan demikian pembeli lelang harus dilindungi

3. Bahwa oleh karena pelelangan atas obyek sengketahadah,
maka yang harus bertanggungjawab atas kerugian galggita
oleh para Penggugat adalah Tergugat | (Leon Samtion
Sedangkan Turut Tergugat | dan Il harus dilepaskkami
tanggungjawab atas tuntutan Penggugat tersebut

e Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nal4 3
K/TUN/1996 tanggal 29 Juli 1998 dengan kaidah hulgakini “pembeli

2 http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d6®aicth 1dedf0e5a5f8b 7940795,

diakses pada hari kamis, 19 Mei 2011, pukul 20%¢#a pihak dalam perkara tersebut adalah Ny.
Jd. Roemani Soekarman, Musa Effendu, Ny. Rahaygeniy. Murtiningsih sebagai para
Pemohon Kasasi, dahulu para Penggugat/para Terfgamdélawan Leon Santiono, PT Bank
Central Asia Malang dan Drs. Frans Sudarma selpagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan
para Turut Tergugat/para Pembanding. Pokok periaradalah Penggugat memiliki sebidang
tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan MeyjT. Haryono XI, No. 353, Kelurahan
Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kodya Malang, yangasgitnya disebut rumah sengketa.
Rumah sengketa tersebut ternyata telah digelapkaim Bergugat dengan menggunakan akta
nomor 44, 45, 46, 47 yang kesemuanya dibuat padggéh 21 Agustus 1989 dihadapan Notaris
Suhardiman, SH. dan kemudian oleh Tergugat dijaamrktas hutangnya kepada Turut Tergugat
I. Bahwa karena Tergugat wanprestasi, maka olatutTlergugat | rumah sengketa tersebut
dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Malang dengaret@pan No. 54/Eks/1994/PN. Malang, dan
selanjutnya dijual melalui pelelangan dan dibediboTurut Tergugat Il. Perbuatan Tergugat yang
menggelapkan rumah sengketa telah terbukti berstahelah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan
Negeri Malang dengan putusan No. 1109/Pid.B/1998/Midlang. Dalam hal ini Mahkamah
Agung setuju dengan pertimbangan Pengadilan négigiang kepemilikan obyek sengketa yaitu
merupakan milik dari Penggugat, tetapi mengenati demugian yang dijatuhkan kepada Turut
Tergugat | dan Il menurut Mahkamah Agung hal itlaki sesuai, dan mengenai pertimbangannya
sesuai dengan yang diutarakan diatas, yakni hafjgtultkan kepada Tergugat saja. Dalam
putusan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa rumatksendikembalikan kepada yang paling
berhak menurut hukum yakni para Penggugat ataw@atgTurut Tergugat | dan Turut Tergugat
Il memberikan ganti rugi sebagai konpensasi sebBgar1.032.000.000. Majelis hakim yang
memutus perkara ini adalah Bagir Mana sebagai Kdajalis, H. Dirwoto, SH dan Dr. Harifin A.
Tumpa, SH., MH. sebagai Hakim Anggota.
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lelang tanah eksekusi pengadilan yang dilaksanakeim kantor lelang
negara harus mendapat perlindungan hukum, karengpenhguasaan
sertifikat atas tanah oleh Pemerintah Daerah adalak sah dan sertifikat
hak miliknya harus dinyatakan batal demi hukuth.”

* Yurisprudnesi Mahkamah Agung: 3201 K/Pdt/1991 tahgg80 Januari
1996, yang menyatakan Pembeli yang beritikad barksdilindungi dan
jual beli yang dilakukan dengan hanya pura-purafgpma) saja hanya
mengikat terhadap yang membuat perjanjian dan tidakgikat sama

sekali kepada Pihak ketiga yang membeli dengaadtbaik”.

*3 Mahkamah Agung-Republik Indonesia (@). Cit, hal 446-447Para pihaknya adalah
Oei Ng Tiong Kheng sebagai Pemohon kasasi, dahehgdtigat/Pembanding melawan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Duduk perkargakni Kantor pertanahan Kabupaten
Nganjuk menolak permohonan pembeli tanah yang idibelalui lelang eksekusi Pengadilan
Negeri, yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang dengksan bahwa surat permohonan tidak
disertai Sertifikat Hak Milik tanah No. 816/Kaumatas nama pemilik lama, pada waktu sebelum
dan saat pelelangan ternyata sertifikat tanah ye@ngangkutan dipegang pihak ke 1l Pemda Kab.
Tk. I NGANJUK yang telah membeli tanah tersebuti geemiliknya. Pertimbangan hukum yang
diutarakan Mahkamah Agung adalah pembeli tanah luigklang eksekusi pengadilan yang
dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus metdpgerlindungan hukum, meskipun pada
saat lelang berlangsung sertifikat tanah yang dli felang tersebut di kuasai oleh pihak ketiga
(PEMDA), dan Sertifikat tanah No. 816/Kauman yaitigudsai oleh PEMDA Kabupaten Tingkat
Il Nganjuk tersebut harus dibatalkan dan selanmtdgngan menggunakan Risalah Lelang yang
dianggap sebagai “surat ROYA”, maka kantor pertanalajib menerbitkan Sertifikat Hak Milik
yang baru atas nama pembeli lelang tersebut.

* Mahkamah Agung Republik Indonesia (Wjurisprudensi Mahkamah Agung,RI
(Jakarta: Mahkamah Agung- Republik Indonesia, 1986l 26-32. Para pihak dalam putusan
tersebut adalah Fransiskus Xaverius Soeharno seBagaohon Kasasi, dahulu Penggugat dan
Terbanding, melawan Ibrahim dan Soelaiman sebaggmdhon Kasasi, dahulu Tergugat I, Il dan
Pembanding. Majelis hakimnya adalah H. Iman Ani$, IS5.B. Mahardika SH, dan R.L. Tobing,
SH. Duduk perkaranya adalah bahwa Penggugat dah tmembeli sebidang tanah beserta
bangunan rumah dari Tergugat |I. Bahwa sejak teryadjual beli tersebut tergugat asli | tidak
pernah mengosongkan dan menyerahkan tanah senigabt@n sekarang tanah sengketa, bahkan
sekarang ditempati tergugat asli 1l tanpa seijinggrigat asli. Dalam pengadilan negeri Surabaya
berpendapat mengenai bukti P.l. biarpun hanya praosaja, menurut pengadilan persetujuan
dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat | dimukariéodd atas memenuhi persyaratan ketentuan
Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdatgeanahakibat persetujuan yaitu berlaku
sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergagatidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karenanalasg oleh Undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu. Pada pengadilan Negeri Surabaya, peragglajam hal dikabulkan sebagai gugatannya,
sedangkan pada saat Pengadilan Tinggi Surabayasgputpengadilan negeri dibatalkan dan
menolak gugatan Penggugat atau Terbanding untukusslya. Pada tingkat Mahkmah Agung,
salah satu alasan Kasasi Pemohon kasasi yakni babmahon kasasi adalah pembeli beritikad
baik yang seharusnya dilindungi dan juga diajukaktibbaru. Berdasarkan alasan tersebut,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasadi diapaarkan dan pembeli beritikad baik
harus dilindungi (patut memperoleh perlindunganumlk sehingga pada tingkat Kasasi, putusan
pengadilan Tinggi Surabaya dibatalkan dan mengabulkigatan penggugat untuk sebagaian.
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e Yurisprudnesi Mahkamah Agung No. 252 K/Pdt/2002gtmt 11 Juni
2004, yang menyatakan bahwa pemenang lelang dikaratdidak
beritikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukika pemenang
lelang ternyata adalah kreditor sendiri yang memtbeshgan harga jauh
lebih rendah dari agunah

> Mahkamah Agung Republik Indonesia (§)p. Cit, hal 990-1002. Para pihaknya
adalah IR. Kartomo Brotoatmodjo, M.Sc. yang digasigh ahli warisnya yakni Ny. Juhana,
Komaruddin Brotoatmodjo, Taufik Hidayat BrotoatmodfSiti Nooraini Williamson, Muhamad
Seisar Reza sebagai para Pemohon Kasasi |, dahtduRenggugat/Para Terbanding, dan IR.
Theodorus Tedja Lawu sebagai Pemohon Kasasi ILldafergugat I/Turut Terbanding melawan
Ny. Mulyani Sjafei, SH sebagai Termohon Kasasidhulu Tergugat IlI/Turut Terbanding, PT
Alam Sari Lestari sebagai Termohon Kasasi Il, dahteérgugat Ill/Pembanding, PT Bank Bali
sebagai Termohon Kasasi Ill, dahulu Tergugat IV/Pamling, Notaris/PPAT Dr. Widjodjo
Wilami, SH sebagai Termohon Kasasi IV, dahulu Tgegu//Turut Terbanding, Kantor Lelang
Negara Kotamadya Bogor sebagai Termohon KasasiaWuld Tergugat VI/Turut Terbanding,
dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bsglmagai Termohon Kasasi VI, dahulu
Tergugat VII/Turut Terbanding. Pokok perkaranyalald@enggugat asli adalah pemilik sebidang
tanah dan bangunan yang menjadi objek sengkettfikéérHGB No. 106, di Desa Bantarjati,
Kecamatan Bogor Utara, Kotamdaya Bogor. Istri Peggy asli dalam menjalankan usahanya,
berencana meminjam uang sebesar Rp 1.500.000.0@ akan digunakan untuk keperluan
pengurusan surat-surat sebidang tanah negara, aih@rtersebut disambut baik dan disepakati
oleh Tergugat asli | untuk meminjamkan uang tersellamudian Penggugat Asli bersama istri
Penggugat asli dan Tergugat asli | bersama-samatmdap Tergugat Asli Il untuk membuat
surat utang dengan jaminan No. 142 dan surat KNasd43 tertanggal 17 September 1993, dan
juga Penggugat Asli diminta Tergugat Asli | danuhHtuk menandatangani Akta Jual beli yang
masih kosong (blangko). Kemudian setelah akta-g#ttsebut dibuat oleh Tergugat asli 1l, maka
Penggugat Asli menyerahkan (sebagai titipan) $atiHGB No. 106 atas nama Penggugat untuk
disimpan Tergugat Asli Il (Notaris yang membuatakBahwa Penggugat Asli baru mendapatkan
uang sebesar Rp 560.000.000, dan setelah itu Tardgli lalai dan tidak pernah menyerahkan
sisa uang dan juga ternyata blangko yang sebelurkogang telah diisi oleh Tergugat asli I.
Kemudian Tergugat asli | dan Tergugat asli Il jugpambuat Akta No. 25/Bgr/Utara/ll/JB/1995
yang merupakan akta palsu. Bahwa Penggugat asirssd®betulan pada tahun 1997 telah
menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Bogorg ditujukan/dialamatkan kepada
Tergugat asli | d/a Jin. Cermai No. 18, dan jugaayap eksekusi dan pengosongan yang
dimohonkan Tergugat asli V ditujukan terhadap olgk&ekusi tanah dan bangunan yang terletak
di Jin. Ceremai No. 18 Bogor yang secde fact@an de jure milik sah dari Penggugat asli.
Kemudian mengenai tanah tersebut ternyata dilakugalelangan oleh Tergugat Asli VI
sebagaimana termuat dalam Risalah Lelang No. 29%/1998 tanggal 7 Oktober 1997. Salah
satu keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi atlalaia pengadilan tinggi bandung di dalam
pertimbangan putusannya pada halam 7 tersebut ssakrapkan atau melanggar hukum yang
berlaku, telah lalai memenuhi syarat-syarat yangajilbkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putysag bersangkutan, selain itu Tergugat I,
II, V, VI dan VIl tidak dapat dikualifikasikan sebai pembeli yang beritikad baik karena
pembelian, ia sama sekali tidak meneliti hak stpars penjual atas tanah perkara, karena itu tidak
pantas dilindungi dalam transaksi itu (YurisprudeNs. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 oktober
1992). Mahkamah Agung dalam hal ini menerima keaheratersebut, dan salah satu
pertimbangannya adalah bahwa mengenai adanya pegériang atas objek sengketa ternyata
adalah kreditor sendiri (Tergugat 1) dengan nilaljyang jauh lebih rendah dari nilai agunan
menunjukan bahwa pembeli lelang (pemenang lelaagjikad tidak baik, oleh karenanya tidak
dilindungi hukum. Majelis hakim yang memeriksa ek adalah Prf. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH sebagai ketua sidang, Ny. Chairani \Wani, SH dan Prof. Dr. Valerine
J.L.K.S.H.MA sebagai hakim-hakim anggota.
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BAB 4
ANALISA PUTUSAN 275/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR

4.1. Posisi Kasus

Pada putusan No. 275/PD.G/2009/PN.JKT.BAR, paraakpildalam
putusan tersebut diantaranya adalah Johnny Basigus Direktur Utama dari
PT. Abad Andal Sari, yang dalam hal ini juga selpkmegang saham dari PT.
Sejahtera Bank Umum (dalam likuidasi) sebagai Pegaig melawan Tim
Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum sebagai Tergug®T Widya Raharja
Dharma sebagai Tergugat Il, Dirjen Kekayaan Negaia-lain sebagai Tergugat
[l dan Badan Urusan Piutang dan Lelang NegaragsebBergugat IV. Adapun
posisi kasusnya adalah berawal dari krisis mongdeg terjadi di Asia telah
mengakibat sebanyak 85 (delapan puluh lima) Bardstnnasional telah dish®
oleh nasabah — termasuk PT. Sejahtera Bank Umulanidé&uidasi) — sehingga
terjadi kesulitan likuiditas di PT. Sejahtera Bddiknum (dalam likuidasi) yang
mengakibatkan PT. Sejahtera Bank Umum (dalam lagi)ddilikuidasi oleh
Menteri Keuangan RI, dan izin usahanya dicabut ddamk Indonesia pada
tanggal 1 November 1997, dimana kemudian pada #&ritfy November 1997
telah diadakan RUPS untuk membentuk Tim Likuiddsi $ejahtera Bank Umum
(dalam likuidasi) yang anggotanya ditetapkan olenkBIndonesia. Kemudian
diketahui bahwa Direktur Utama PT. Abad Andal Asmkni Johnny Basuki
selaku pemegang saham PT. Sejahtera Bank Umunm(dédaidasi) memiliki
masalah dengan Tim Likuidasi, dimana Tim Likuidasiah menyerahkan
beberapa asset PT. Sejahtera Bank Umum (dalamddigli kepada Dirjen

Kekayaan Negara Lain-lain, sehingga pada akhirnygem Kekayaan Negara

! Adanya penarikan dana perbankan secara besamhgsdr Soedradjad Djiwandono,
Masih Bergulat Dengan Masalah BLBI,
http://www.pacific.net.id/pakar/sj/masih_sekitar sakah_blbi.htm| diakses pada hari selasa, 4
April 2011, pukul 11.45.
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Lain-lain melalui Badan Urusan Piutang dan Lelangg&fa menjual asset
tersebut kepada publik dan akhirnya penjualan betsdimenangkan oleh PT
Widya Raharja Dharma. Beberapa perbuatan melaw&onihwang dilakukan
oleh Tergugat | menurut gugatan Penggugat antara la
1. Berdasarkan PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencahitat/saha,
Pembubaran dan Likuidasi Bank, terutama Pasal & (@yaPasal 12
ayat (1), Pasal 19, dimana pasal tersebut mengatiang waktu
dalam proses likuidasi. Pelanggaran yang dilakukengugat | adalah
Rapat Umum Pemegang Saham baru dilakukan pada aaragg
November 2008, padahal seharusnya jangka waktu rkaganya
telah habis pada tanggal 24 Mei 2003. Melalui tikagtatersebut, para
pemegang saham (termasuk Penggugat) telah memuotushkiuk
menolak pertanggungjawaban dari Tergugat |. Seb#mabahan,
pihak Penggadilan juga menolak pemohonan dari Batgumengenai
pengesahan kinerja mereka dan juga dalam laporan Bkdan
Pemeriksa Keuangan No. 01/X11/02/2006 tertangg#&le6ruari 2006
mengenai “Pengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bhrdonesia
(BLBI) yang pada intinya mengatakan bahwa kebemadaa likuidasi
PT. SBU (DL) setelah 24 Mei 2003 tidak sesuai dengetentuan,
sehingga dalam hal ini Tergugat | sudah melanggkntm.

2. Perbuatan melanggar hukum lainnya adalah Tergugateldh
menyerahkan kepada Tergugat Il seluruh asset dengara
melakukan serah terima asset-asset PT. Sejahtera Baum (DL)
kepada Bank Indonesia melalui Departemen KeuandafT ékgugat
[Il) pada tanggal 8 Maret 2007 tanpa mendapatkasepguan terlebih
dahulu dari pemilik yaitu Penggugat, dimana tindakamacam itu
mestinya harus mendapat persetujuan terlebih datiatu pemilik,
yaitu Penggugat. Adapun asset Penggugat adalath Tmabangunan
kantor yang terletak di JI. K.H. Wahid Hasyim N&. &akarta dan juga
Tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jl.girBendera 1V No.
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15 Jakarta Barat (tanah tersebut telah dijual dkefgugat 11l kepada
Tergugat Il melalui Tergugat V).

Melalui alasan-alasan tersebut, penggugat pun ntamgugatannya
dikabulkan, diantaranya adalah menyatakan sah ddratga Sita Jaminan yang
telah ditelakkan terhadap asset-asset milik Persggmgembatalkan/menyatakan
batal demi hukum baik penyerahan asset-asset degugat | kepada Tergugat Il
maupun penjualan asset dari Tergugat 11l kepadgubat 11 melalui Tergugat IV,
dan asset-asset tersebut nantinya dikembalikandeelpanggugat dalam keadaan
baik.

Para Tergugat dalam hal ini juga memberikan jawdbdamadap gugatan
tersebut. Berikut jawaban yang diberikan oleh ngsiasing Tergugat:

- Tergugat |

Bahwa penyerahan asset-asset tersebut didasarkda& parmintaan

dan/atau perintah dari Bank Indonesia melalui syeatkepada Forum

Komunikasi Tim Likuidasi BDL No. 8/2063/DPIP/ladmfnggal 29

Desember 2006 perihal Serah Terima Asset Bank Dhlkuidasi kepada

Departemen Keuangan RI yang pada intinya antanante@minta kepada

Forum Komunikasi Tim Likuidasi BDL termasuk Tergtigh untuk

menyerahkan seluruh asset Bank Dalam Likuidasi yalgm dicairkan

kepada Pemerintah sebagai pembayaran untuk mewggukamwajiban

Bank dalam Likuidasi kepada Pemerintah. Maka ddiafrini seharusnya

pihak Bank Indonesia juga ditarik sebagai pihakaaaperkara ini untuk

memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai apg@ taah

dilakukan oleh Tergugat | dalam penyerahan asset-d3T. SBU (DL)

kepada Tergugat Ill. Kemudian penyebab pelaksafidRS PT. SBU

pada akhir likuidasi baru dapat dilaksanakan olergiigat | pada tanggal

26 November 2008 karena adanya surat Bank Indongsiag

memerintahkan Tim Likuidasi untuk menunda RUPS sangengan

diselesaikannya proses penyerahan asset kepadatédepa Keuangan

sebagaimana disebutkan dalam surat Bank Indonestanggal 28

Desember 2006 No. 8/2062/DPIP/ladmP. Tindakan etsepun

didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum gadasarkan pada
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Pasal 19 ayat (1) dan 2 PP 25/1999 jo. Pasal 3§ Byhuruf a SK Dir Bl
No. 32/53. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya nalakan RUPS PT.
SBU (DL) pada proses akhir likuidasi tersebut, Tegag | telah
melaksanakan semua prosedur yang ditentukan meketarituan hukum
yang berlaku antara lain dengan telah melakukanapggilan kepada
seluruh pemegang saham PT. SBU (DL) melalui duatsabar harian
nasional yaitu pada harian Media Indonesia daraharerbit tanggal 27
Oktober 2008 sebagaimana yang disyaratkan pad& Fasagat (1) huruf
b sampai dengan e SK Dir Bl No. 32. Selanjutnyageeai Resume Hasil
Pemeriksaan BPK tidaklah disebutkan bahwa Tergugatelakukan
perbuatan melawan hukum, melainkan disitu diselublehwa pemegang
saham telah menyulitkan pengelola yaitu Tim LiksidBergugat | dalam
melakukan tugasnya. Kemudian mengenai penyeralsst kespada pihak
pemerintah atau Tergugat Il untuk memenuhi tugaesgdgat | dalam
melakukan pelunasan pembayaran kewajiban PT. SBLU) #{2pada
Pemerintah gg. Bank Indonesia yang didasarkan pemfantah Bank
Indonesia selaku pengawas Tergugat | dan juga tlenpen pada Pasal 10
Jo. 17 PP No. 25/1999 dan Pasal 25 SK Dir Bl Né632

- Tergugat ||
Bahwa Penggugat dalam hal ini tidaklah memip&isona standi karena
Penggugat bukanlah orang/pihak yang berhak dan nneyap kekuatan
hukum untuk menggugat, dimana yang digugat diglalah PT. Sejahtera
Bank Umum sehingga yang berhak adalah direksi PSelat, bukanlah
direksi PT. Abad Andal Sari. Bahwa penetapan s#migan yang
dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuannihw@ang berlaku
dimana dalam Yurisprudensi MA tahun 1975, pada garuperkara No.
476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 menyatakahwa Sita
Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang nplikak ketiga.
Tergugat Il dalam hal ini memiliki tanah dan bangam tersebut melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jak#rtdimana

sebelumnya telah dilakukan Pengumuman Lelang g9 Augustus
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2008 oleh Tergugat Il dan telah membayar lunagdnéelang sebesar Rp.
3.743.100.000,- sebelum lewat batas waktu pembayasbagaimana
Kwitansi Nomor: KW-20/040/2008. Tergugat Il sebagambeli beritikad
baik haruslah dilindungi sesuai dengan prinsip Inukyang berlaku
sebagaimana diatur dalam Pasal 548 KUHPerdatgudany urisprudnesi
Mahkamah Agung tahun 1999, prinsip hukum bahwa éimgang
beritikad baik harus dilindungi dan patut mendagatkperlindungan
hukum juga menjadi dasar pertimbangan Majelis Haliankmah Agung
dalam putusan perkara No. 3201 K/Pdt/1991 tang@alahuari 1996.
Selanjutnya Penggugat dalam hal ini tidak dapat buktikan sebagai
pemilik atas tanah dan bangungan yang dimaksudgédkksanaan lelang

tersebut juga sudah sesuai dengan proses hukunbgaag

- Tergugat 11
Jawaban Tergugat Ill adalah Departemen Keuangakewajiban untuk
bertindak melakukan Penyelamatan Keuangan Negakaittedengan
pemberian dana talangan kepada PT. Sejahtera BankimU(Dalam
Likuidasi). Kemudian Tergugat Il juga menyinggungengenai
kekurangan pihak, yakni seharusnya Bank Indonetaaldsebagai pihak
dalam perkara ini. Selain itu, Tergugat Il dalaaw@abannya memberikan
pandangan bahwa berdasarkan PP No. 25 Tahun 188bZ4abahwa Tim
Likuidasi dapat mengajukan gugatan kepada anggweksd anggota
dewan komisaris dan atau pemegang saham dalamrdeh perseroan
tersebut turut serta menjadi penyebab kegagalak b#ew penyebab
kesulitan keuangan yang dihadapi bank dan merekanggung jawab
penuh secara pribadi dan turut serta memenuhi Keavapank terhadap
nasabah dan kreditur lainnya. Tergugat Il jugapbedapat bahwa
Penggugat terlalu mengaburkan dan menghilangkda fang sebenarnya
dan juga seharusnya Penggugat sudah dari dulu jo&agaupaya hukum
apabila memang Tim Likuidasi melakukan pelanggar@elanjutnya
sebenarnya keberadaan Tim Likuidasi dan selurutiakiannya dalam

rangka pelaksanaan likuidasi tetap berada dalanggeeasan Bank
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Indonesia dan tetap sah sesuai ketentuan. Mengele@ngan asset-asset
tersebut, hal itu dilakukan berdasarkan Pasal &2 @y PP No. 25 Tahun
1999 yang menyatakan bahwa dalam hal likuidasi bag&k dapat
diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana yangkdud dalam ayat

(1), penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukanara lelang.

- Tergugat IV
Mengenai pelelangan yang batal demi hukum, berkasajawaban
Tergugat IV hal tersebut adalah keliru karena szElakan penjualan
melalui lelang oleh Tergugat IV telah sesuai dengessedur dan telah
disertai dengan surat-surat dan dokumen yang g@etkan, sehingga
Tergugat IV harus melaksanakan lelang tersebutg yhidasarkan pada
Vendureglement Pasal 7 yang menyatakan bahwa Jaland tidak
berwenang menolak permintaan akan perantaraanya gatakan
penjualan dalam daerahnya. Pelaksanaan lelang gdagukan oleh
Tergugat IV telah dilaksanakan sesuai dengan keaentang berlaku,
sehingga perbuatan tersebut adalah sah menurutrhalen tidak bisa
dibatalkan, dan hal ini juga sesuai dengan keteniwsku || Mahkmah
Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Ad@asniBengadilan
yang menyatakan bahwa suatu pelelangan yang té&ksahakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalka

Setelah itu dilanjutkan dengan proses replik-dyptlkmana Penggugat
mengajukan replik  tertanggal 18 Oktober 2009 daergidgat LI,V
mengajukan duplik tertanggal 2 Desember 2009. Reyajgdan para Tergugat
mengajukan bukti-bukti surat, dan sebagai tambaRanggugat mengajukan
saksi-saksi yakni Toni Suherman selaku Direktur r@genal PT Bank Umum
Sejahtera, yang juga sebagai Tim Likuidasi. Sakéard hal ini hanya bekerja
sebagai Tim Likudasi hanya selama 1 tahun dan Sialed diberitahu mengenai
pemberhentiannya, selain itu yang saksi ketahuilahdaelama ini belum
dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham hingga tah@3. 2Bemudian

2 Mahkamah Agung Republik Indonesia @p. Cit., hal 100
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diadakan rapat luar biasa yang dihadiri tim likgidaleh para pemegang saham
mayoritas tanpa kehadiran tim likuidasi yang igpat@ya adalah menyatakan
bahwa  tim likuidasi tidak  benar  dalam memutuskan n da
mempertanggungjawabkannya, kemudian rapat selgmjuyrang isinya juga
serupa yakni keputusan tim likuidasi ditolak oletnfeégang saham karena ada
beberapa alasan dan adanya penyimpangan-penyinmpalagatim lalu tidak
diterima oleh pemegang saham. Selain itu yang datahui adalah penyerahan
asset kepada Departemen Keuangan dilakukan pada @008, padahal tim
likuidasi sudah diberhentikan pada tahun 2003. Peiaya kesaksiannya
mendukung Penggugat bahwa Tim Likuidasi dalam hakegala tindakannya
ditolak oleh RUPS. Saksi kedua yang diajukan olefiggugat adalah Magdalena,
yang pernah menjadi anggota tim likuidasi di Bar#telia dan masa jabatannya
hanyalah 5 tahun, dan dalam hal ini saksi menyathkAwa penjualan asset-asset
tersebut harus diketahui oleh para pemegang saleaomak barang yang tidak
bergerak. Selain itu mengenai laporan sesuai pamgal saksi seharusnya
diberikan tiap bulan pada saat RUPS. Jadi disiksismmemberikan kesaksian
didasarkan pada pengalamannya dalam mengurus d#uidyang ingin
membandingkan kinerja Tergugat | dengan Saksi Magda Para Tergugat
dalam hal ini tidak mengajukan saksi sama sekarakhir, para pihak

mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal I@V2&10.

Pertimbangan hakim dalam hal dibagi menjadi du&niydalam ekspsi
dan dalam pokok perkara. Pertimbangannya adalagaeberikut:
- Dalam Eksepsi
Mengenai kurangnya para pihak, hakim menolak eksépssebut
dikarenakan pada Pasal 9 PP No. 25 tahun 1999s# Phayat (1) Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/i&hwa kapasitas
Bank Indonesia adalah sebagai pengawas atas pedaksgpembubaran
badan hukum dan likuidasi bank. Penggabungan guggdag tidak
dibenarkan menurut prinsip hukum acara yang berlakajelis hakim
berpendapat bahwa antara Tergugat | dengan Tergudm Tergugat Il
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serta Tergugat IV terdapat hubungan hukum yangdenatkait mengkait,
sehingga oleh karenanya dalil eksepsi tersebustditolak.

- Dalam Pokok Perkara

Pada intinya, majelis hakim melihat terdapat 2 fogermasalahan dalam

dalil gugatan Penggugat yakni:

1. Apakah dengan berakhir waktu RUPS PT. Sejahter& Bamum (DL)
yang harus dilaksanakan oleh Tergugat | yaitu tahgg Mei 2003
adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

2. Apakah penyerahan asset-asset PT. Sejahtera BankmU(DL)
kepada Bank Indonesia melalui Departemen KeuanghntaRa
mendapat persetujuan dari pemilik adalah merupagarbuatan

melawan hukum?

Mengenai permasalahan pertama, berdasarkan PP SNdalun 1999,
Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum dibentuk laeatkan prosedur
dan ketentuan perundangan-undangan yang berlakiekddnmenjalankan
tugas-tugasnya sesuai dengan prosedur, dan dalami fiam Likuidasi

diwajibkan menyusun Neraca Akhir yang harus disettgriebih dahulu

oleh Bank Indonesia dan selanjutnya dapat dipeigamaebagai bahan
pertanggung jawaban dalam RUPS sesuai dengan kateRtsal 35 Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DI®elanjutnya

berdasarkan Pasal 19 PP No. 25 tahun 1999 dikatsdana RUPS pada
akhir likuidasi dilaksanakan setelah Neraca Akhkuidasi yang disusun
oleh Tim Likuidasi dilaporkan dan mendapat persetnj dari Bank

Indonesia, dan pada Pasal 12 ayat (2) PP No. 25 t4899 dikatakan
bahwa jangka waktu pelaksanaan Likuidasi tidak akubarus dilakukan
dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi, tindakan Terguggng terlambat
dalam melaksanakan RUPS bukan merupakan perbuatawam hukum.

Selanjutnya mengenai permasalahan yang kedua, daekda Pasal 35
ayat (2) huruf a PP No. 25 tahun 1999 dikatakarwbalvewenang Tim

Likuidasi adalah melakukan perundingan dan tindak@nnya dalam
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rangka penjualan harta kekayaan dan penagihandeglzara debitur dan
melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban dkepé&editur.
Kemudian Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak Norofdnggal 22
Februari 1999 yang dibuat dihadapan Mudofir Hati, Sotaris di Jakarta
bahwa Bank Indonesia sebagai hak tagih atas pemdmakambali dana
talangan yang dikenal dengan fasilitas Bantuanititas Bank Indonesia.
Melalui pertimbangan tersebut maka penyerahan &B&&ejahtera Bank
telah dilaksanakan oleh Tergugat | telah sesuajaleketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai sita jaminan, dimana sebelumnya telahagikan sita jaminan
atas tanah dan bangunan sesuai dengan berita Sitardaminan No.
477/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 16 Juni 2009 darita acara Sita
Jaminan No. 010/2010.Del/PN.JKT.PST. Jo No.275/ REDT2009
/IPN.JKT.BAR, tanggal 21 April 2010, maka sita jaamn tersebut
dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

Maka, isi putusan tersebut pada intinya adalah ta&raalil-dalil eksepsi
Tergugat LILII, IV, untuk selebihnya, menolak gatan Penggugat untuk
seluruhnya dan menyatakan sita jaminan yang dikugebelumnya

dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

4.2. Analisa Putusan

4.2.1. Analisa Perlindungan kepada pembeli lelang dalam putusan
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR

Mengenai perlindungan kepada pembeli lelang dapidtatd melalui
peraturan perundang-undangan yang ada, sepertmdad@aam Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/200Gate;n Pelaksanaan
Lelang, disebutkan bahwa Pelelangan yang telaksditeakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan. itaen tersebut dapat
dikatakan adalah sebuah bentuk perlindungan yabgridan oleh Kantor
Lelang terhadap Pembeli Lelang, dimana selama gat@annya sudah
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlakuanpakelangan tersebut

tetaplah dianggap sah. Selain itu mengacu jugadeepaberlakuan Risalah
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Lelang yang disamakan dengan Akta Otentik juga Oikategorikan sebagai
bentuk perlindungan kepada pembeli lelang itu seydkni adanya jaminan
dari keabsahaan pelelangan itu. Terkait dengan latasklam Putusan No.
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, untuk mendapatkan pedigan itu juga harus
memenuhi hal yang diatur, seperti pernyataan yarepyatakan bahwa
pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan keteryiarag berlaku tidak
dapat dibatalkan, sehingga dalam hal ini harushatili dulu apakah
pelaksanaannya sudah tepat.

Mengenai pelaksanaan lelang, lelang tersebut mieesdddam Lelang Non
Eksekusi Wajib. Hal ini didasarkan pada Surat BEd&amor: SE-09/KN/2010
tentang Lelang Aset Tetap dan Barang Jaminan DiaAlthi (BJDA) Eks
Bank Dalam Likuidasi (BDL). Beberapa hal yang hatiperhatikan adalah:

- Pemohon lelang adalah Direktur Kekayaan Negara-la&m a.n. Direktur
Jenderal. Mengenai hal ini, berdasarkan RisalabrigeNomor. 040/2008,
pemohon adalah Soepomo-NIP 060057208, Direktur ya@ka Negara
Lain-lain, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor51$9/KN/2008
tanggal 13 Augustus 2008, dan dalam hal ini untwftaksanakan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nom@&i7/KN/2008
tanggal 12 Augustus 2008. Permintaan disini addlegktur, tetapi yang
melaksanakan adalah Tri Intiaswati dan Anton Listgaselaku Kepala
Sub Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain | yangtihdek atas nama
Direktur Kekayaan Negara Lain-lain berdasarkan Stitgas Nomor :
ST-40/KN.4/2008 tanggal 5 Agustus 2008. Jadi pa#nsebut telah

terpenuhi.

- Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kelstehgenai hal ini, yang
menjadi pejabat lelangnya adalah Iraningsih — NIP0143628 selaku
Pejabat Lelang kelas | yang diangkat berdasarkarat Skieputusan
Menteri Keuangan Nomor : 04/KM.09/UP.11/2006 tandgaMaret 2006
dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 0206MUP.11/2007
tanggal 02 Maret 2007 yang berkedudukan di Kansbeydnan Kekayaan
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Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta Ill. Jadi poinrsébut telah

terpenuhi.

- Pengumuman Lelang mengikuti tata cara pengumumkamgedalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006atem Petunjuk
Pelaksanaan Lelang. Sesuai Pasal 24 ayat (1) hudisebutkan bahwa
Pengumuman Lelang untuk Lelang Non Eksekusi dilakuklengan
ketentuan sebagai berikut barang tidak bergerakukian 1 (satu) kali
melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) bakielum pelaksanaan
lelang;. Dalam hal ini pihak Direktur Jenderal Kgkan Negara dan Lain-
lain mengumumkannya dalam salah satu surat kalsaon@d pada tanggal
19 Augustus 2008 dan juga di pengumuman tersebpulbikasikan di
kantor Lelang Negara, yakni Kantor Pelayanan Ke&ayllegara dan
Lelang (KPKNL) Jakarta Ill, dimana hal ini dianggapudah untuk
dibaca. Mengenai isinya, Pasal 20 ayat (1) menkabuharus memuat
identitas penjual, hari, tanggal, waktu dan tempekaksanaan lelang
dilaksanakan, jenis dan jumlah barang, lokasis ltanah, jenis hak atas
tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus usawkng tidak
bergerak berupa tanah dan/bangunan, jumlah, daigpesifikasi, khusus
untuk barang bergerak, jangka waktu melihat baggary akan dilelang,
Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaragkgawaktu cara dan
tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adddgag Jaminan
Penawaran Lelang, jangka waktu pembayaran Hargangeldan Harga
Limit, sepanjang hal itu diharuskan dalam peratyrarundang-undangan
atau atas kehendak Penjual/Pemilik Barang. Dalaninhgpengumuman
tersebut sudah memuat hal itu, dimana dicantumkgekdelang, waktu
dan tempat lelang dan syarat-syarat lelang yargsdakan dengan pasal

tersebut. Jadi untuk poin tersebut telah terpenuhi.

- Harga Limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan badicantumkan dalam
Pengumuman Lelang. Mengenai hal ini, sesuai derfgamgumuman

Lelang yang dikeluarkan oleh Departemen KeuanggruBlik Indonesia

102 Universitas I ndonesia

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah dican&umttarga limit yakni
sebesar Rp. 3.743.100.000,00 untuk objek pertaman dp.
27.434.900.000,00 untuk objek kedua. Jadi untukn persebut telah

terpenuhi.

- Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum yakhnan/fotokopi
Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual, dbfieang yang akan
dilelang, dan syarat lelang tambahan dari Penjealiik Barang (apabila
ada). Mengenai Surat Keputusan Penunjukan Pejabgud?, Iraningsih
selaku pejabat lelang disini telah ditugaskan umhétaksanakan lelang
tersebut berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KP&arta Il Nomor :
ST-209/WKN.07/KP.03/2008 tanggal 19 Agustus 2008&mudian
mengenai barang yang akan dilelang telah dicantomkaik di
Pengumuman Lelang maupun di Risalah Lelang, dangemsn syarat
tambahan telah dimuat oleh Pemohon dalam Pengumyakam masalah
perwakilan, jika pembeli tidak dapat hadir harugakilkan oleh kuasanya
yang disertai dengan surat kuasa dari notaris, Be@mupenyetoran uang
jaminan harus disebutkan objek yang ditawar daaktidisa dialihkan
untuk objek yang lain dengan alasan apapun, daakher penawaran
lelang dilakukan secara tertulis bermaterai cukepgan amplop tertutup
dan diserahkan pada saat pelaksanaan lelang. dadi poin tersebut

telah terpenuhi.

- Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusukuden khusus itu
adalah fotokopi bukti kepemilikan tanah, dalam vl yakni Surat
Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan Kotamadyarth Barat
Nomor : 1386/09-03/2008 tanggal 19 Juni 2008 yargenangkan tanah
dan juga pemiliknya yakni Perseroan terbatas “PTalfera Bank
Umum.”. selanjutnya dokumen pelepasan hak atashtdnaék notariil
maupun dari pemegang hak kepada BDL dan akta kuasgial dari tim
likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan, dalam halterdapat dalam
No. 8/2063/DPIP/ladmP tanggal 29 Desember 2006 yaegerangkan
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mengenai penyerahan asset-asset tersebut. Kenbdiamen Pelepasan
Hak atas Tanah baik Notariil maupun di bawah tardgnpemegang hak
kepada BDL, dalam kasus Tergugat IV membuktikandgagan Akta

Kuasa Menjual No. 054, 055, 056, 057, tertangga@eptember 2007,
dibuat dihadapan Notaris Vera Dewi Rochyati, SH.nMISelanjutnya
Berita Acara Serah Terima aset BDL dari Tim Lik@widkepada Menteri
Keuangan, dalam kasus dibuktikan Tergugat |, Teaglly dan Tergugat
IV dengan bukti surat berupa Berita Acara Serahimi@rAsset PT.

Sejahtera Bank Umum dari Tim Likuidasi PT. SejetBank Umum

kepada Departemen Keuangan tertanggal 8 Maret @@a7juga Berita
Acara Serah terima antara Tim Likuidasi PT. Seja@htBank Umum

dengan Direktur Kekayaan Negara lain-lain tertah@®ei 2009. Jadi

untuk poin tersebut telah terpenuhi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pelelangan terselishsmnemenuhi aturan
yang ada dan sudah sepantasnya pembeli, dalammib@ll'i Widya Raharja
Dharma memperoleh perlindungan hukum, sesuai deRgaal 3 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Psslakan Lelang.
Selanjutnya, PT. Widya Raharja Dharma memang bgeanbeli tanah
tersebut, sesuai dengan Risalah Lelang Nomor: 088/2anggal 27 Agustus
2008, dan juga pembeli memiliki Risalah Lelang dbrg, sehingga
perlindungannya semakin bertambah dikarenakan dktisékelang tersebut
merupakan Akta Otentik, yang merupakan alat bu&tigysempurna. Dalam
putusan, pertimbangan Tergugat IV mengenai leladglah pelaksanaan
penjualan melalui lelang oleh Tergugat IV telahusgéslengan prosedur dan
telah disertai dengan surat-surat dan dokumen ggreysyaratkan, sehingga
Tergugat IV harus melaksanakan lelang tersebuty ylislasarkan paddendu
Reglement Pasal 7 yang menyatakan bahwa Juru Lelang tidakweang
menolak permintaan akan perantaraanya mengadakafjualz dalam
daerahnya. Kemudian pelaksanaan lelang yang didakukkeh Tergugat IV
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yatekbesehingga perbuatan

tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak bisstalkan, dan hal ini juga

104 Universitas I ndonesia

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkmah Agung ment®edoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yaegyatakan bahwa
suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuajadeketentuan yang
berlaku tidak dapat dibatalkan. Pada dasarnya ladp&aksanaan lelang
tersebut tidak bisa dibatalkan begitu saja, dengstatan prosedur tersebut
sudah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. L@ekmksanaan lelang
yang tidak bisa dibatalkan begitu saja dapat meikdeperlindungan kepada
pembeli, dalam hal ini adalah jaminan jual belsédut tidak dapat dibatalkan
begitu saja.

Berikutnya, Tergugat Il juga membahas mengendinoemgan hukum
terkait pembelian tersebut. Tergugat Il dalam jeaveitya mengatakan bahwa
Tergugat Il sebagai pembeli yang beritikad baikubkh dilindungi sesuai
dengan prinsip hukum yang berlaku sebagaimana rdddlam Pasal 548
KUHPerdata yang menyatakamiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad
baik, memberi kepada s yang memangkunya hak-hak atas kebendaan yang
dikuasai sebagai berikut:

- Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka

Hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan;

- Bahwa ia karena daluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan
itu;

- Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di
muka Hakim, berhak menikmati segala hasilnya;

- Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya bilamana diganggu
dalam memangkunya ataupun dipulihkan kembali dalam itu bilamana

kehilangan kedudukannya.”

Selanjutnya, pertimbangan yang diajukan oleh Teaguli adalah
Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1996, putusakapa No. 3201
K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, dimana prifsigumnya adalah
pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dantupamendapatkan
perlindungan hukum. Mengenai itikad baik itu, pediperhatikan bahwa

makna itikad baik adalah penghormatan terhadapkgmi@an prestasi
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yang telah diperjanjikan dengan melaksanakannygatejujur dan tidak
bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dengasad kemauan
baik dari para pihak, dan dalam kasus, Tergugatudiah melaksanakan
hal tersebut, yakni dengan membayar kewajiban dglembelian dan
juga telah dijamin oleh pihak penjual dengan dokoiiekumen yang
mendukung bahwa barang tersebut memang berhak dijtiait. Biarpun
dalam hal ini penjual, yakni Direktur kekayaan megalan lain-lain
melakukan penjualan dengan itikad buruk, PT Widysaina Raharja
sebagai pembeli tetap dilindungi dan mendapatkamap&an biaya,
sesuai dengan Pasal 1499 KUHPerdata dan mengingatgasal-pasal
dalam KUHPerdata yang sudah dijelaskan sebelumnyaikub
Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai bengfdrensi pemilik

barang untuk meminta perlindungan hukum kepadalimj@kim..

4.2.2. Analisa persyaratan pemberlakukan sita jaminan di dalam putusan
275/Pdt.G/2009/PN.JK T.BAR

Mengenai persyaratan pemberlakuan sita jaminannmd&asus, harus
diperhatikan dalam teori dengan praktek yang ad&atpsudah sesuai. Perihal
pengajuan sita jaminan terdapat dua cara, yakaradisan dan secara tertulis,
dan khusus secara tertulis dibagi lagi menjadi yhlai diajukan dalam surat
gugatan dan diajukan secara terpisah dari pokokapeer Dalam hal ini,
berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 2754”2D09/PN.JKT.BAR.,
sita jaminan yang dinyatakan sah pada tanggal 312009, sedangkan
gugatan diajukan pada tanggal 20 Mei 2009. Jathndahal ini dapat
dikatakan bahwa pengajuan sita jaminan diajukamraebersamaan dalam
surat gugatan, dimana terlihat dari tanggal padeygean dan pengesahan,
dan juga terlihat dalam gugatan yang memohon umghjatuhkan sita
jaminan pada asset milik Penggugat. Perihal bayamg disita jaminankan,
dalam kasus yang disita adalah tanah dan bangusap termasuk kedalam
barang tidak bergerak, dan barang tersebut adaikk BT Widya Raharja
Dharma selaku Tergugat Il, sehingga dijatuhkan S#&ainan. Mengingat

pernyataan Sita Jaminan adalah sita yang diletakk#nterhadap harta yang
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disengeketakan maupun terhadap harta kekayaan gegrgiang bergerak
maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atawangutpiutang, yang
bertujuan untuk memberi jaminan kepada Pengguegabadap harta yang
disengketakan atau harta milik Tergugat akibatigagi atau hutang piutang,
agar tetap ada dan utuh, sehingga sudah sewagitalgakan sita jaminan.
Syarat selanjutnya adalah mengenai pelaksanaaBayerapa hal yang
harus diperhatikan adalah perintah Ketua Majebsitera yang melaksanakan
Sita Jaminan, Pelaksanaan sita dilakukan di tendpat, Sita dibantu oleh dua
orang saksi dan membuat acara sita. Perintah Kégjelis ini adalah dalam
bentuk penetapan, dalam hal ini terkait kasus ydiagalisa, sita jaminan
dilakukan memang berdasarkan penetapan yakni Rametslajelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 2409 Nomor
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, dimana dijelaskan bahwsia penetapan itu
adalah untuk melaksanakan Sita Jaminan terhadap @am bangunan kantor
yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan TiBegdera IV No. 15 Jakarta
Barat. Selanjutnya mengenai Panitera yang melakaar@ita Jaminan, dalam
hal ini sebenarnya bisa digantikan oleh Juru Sitamemang pada prakteknya
lebih sering dikerjakan oleh Juru Sita. Dalam kasimng melakukan sita
adalah Juru Sita yakni Bayu Sundaru sebagai Juai Fngadilan Negeri
Jakarta Barat, yang melakukan tugasnya atas peridéan ditunjuk oleh
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasafkaat Perintah Tugas
tertanggal 25 Agustus 2009 Nomor : 121/PAN/VIII/200Mengenai
pelaksanaan ditempat, sesuai dengan kasus, pedaksasudah dilakukan
ditempat, dimana Juru Sita menjelaskan batas-loltaganah tersebut, yakni
sebelah utara Bangunan No. 17, sebelah selatanuBangNo. 340, sebelah
barat tembok bangunan dan sebelah timur Jin. TBerglera IV dan sebagai
tambahan, tanah dan bangunan tersebut dalam ke&dsang. Kemudian
mengenai Juru Sita dibantu oleh dua orang saksi, Sa disini telah disertai
oleh dua orang saksi yakni Iwan Kusuma dan Tarmwydjiig merupakan
Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana saisemani Juru Sita
dalam melakukan sita jaminan. Selanjutnya mengeeaibuatan berita acara

sita sesuai dengan kasus sudah dibuat, yakni Becéea Sita Jaminan Nomor
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: 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR., dimana dalam berdara tersebut dijelaskan
juru sita, saksi, barang yang akan disita, pihalgydiajak bicara (dalam hal ini
tidak ada), penjelasan kondisi barang dan teraktdalah tanda tangan para
pihak yakni Juru Sita, Saksi-saksi, Kepala Keluraltlan Kepala Kantor
Pertanahan. Jadi dalam hal ini mengenai syaratkgmtaan sudah sesuai
dengan ketentuan yang ada mengenai Sita Jaminan.

Perihal syarat tambahan seperti objek barang yatak tboleh disita,
dalam hal ini harta tersebut tidak memenuhi ketmtiersebut. Seperti
mengenai larangan menyita hewan atau perkakas gigeggunakan sebagai
mata pencaharian sehari-hari, dalam hal ini dikeitan harta tersebut adalah
tanah dan bangunan, sehingga tidak masuk kedalaaifikasi tersebut.
Selanjutnya mengenai milik negara, dalam hal inekadan bangunan yang
ada di Jalan Tiang Bendera IV No. 15 Jakarta Bad@tmasih dimiliki oleh
Direktur Kekayaan Negara dan Lain-Lain, maka tidaga diletakkan sita
jaminan karena milik negara, tetapi dikarenakanabBudialihkan atau lebih
tepatnya telah dijual kepada pihak PT Widya DhaRaharja, maka dalam hal
ini sudah bukan menjadi milik negara lagi, melamksudah milik badan
hukum. Jadi dalam hal ini tidak masuk kedalam fikalsi harta milik negara.
Mengenai larangan menyita milik pihak ketiga jugdak termasuk karena
harta itu adalah milik Tergugat Il, begitu jugaaiagan menyita barang yang
sudah diletakkan sita jaminan dikarenakan dalanugaut tidak ditemukan
fakta bahwa barang itu adalah telah diletakkanjaranan.

Mengenai penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilegeri Jakarta
Barat sepertinya masih belum tepat. Mengingat gringengabulan sita
jaminan berdasarkan pertimbangan objektif. Primsifperkaitan dengan asas
permohonan sita yang harus berdasarkan alasan gaag dan objektif.
Bertitik tolak dari prinsip tersebut, dalam penetapengabulan sita, haruslah
jelas dan terang tercantum pertimbangan yang ralsaian objektif. Menurut
M. Yahya Harahap suatu pertimbangan penetapan pelage sita dapat
diutarakan berdasarkan fakta atau indikasi yangh lebjektif dan rasional,
pengadilan dapat menempuh beberapa cara yaituachays melalui suatu
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proses pemeriksaan insidentil dan melalui prosesepigsaan pokok perkata
Untuk proses dengan sidang insidentil, penggugatteiligugat hadir dan dari
situ diberi kesempatan berdasarkan asasli alteram partem untuk
mengemukakan pendapat dan tanggapan atas permsitaaielalui proses
insidentil, hakim mencoba menggali dan menemukdrh&layang bermakna
sejauh mana urgensi penyitaan®itiKemudian untuk proses pemeriksaan
pokok perkara maksudnya adalah permintaan sitamdidzersamaan dengan
proses pokok perkara. Jika memang ternyata padseproerperkara hakim
menemukan fakta yang memerlukan dijatuhkannyajaitanan, maka hakim
dapat mengabulkan sita ditengah proses pemeriksaan.

Terkait kasus, ada baiknya pengeluaran penetapadipertimbangkan
terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sebenarnyaekéipgan Penggugat
terkesan aneh, seperti hak Penggugat terhadap danadangunan tersebut dan
juga terutama mengenai hak kepemilikan Penggugataréh dalam kasus
surat-surat kepemilikan dimiliki oleh pihak Tim luidasi. Selain itu
mengingat bahwa pelelangan tidak akan terjadi kslaat-surat yang
dibutuhkan tidak ada, terutama bukti kepemilikamdiJdalam hal ini
seharusnya benar-benar dipertimbangkan, terutataampiemang benar harta
tersebut adalah milik orang yang menggugat. Meragingga di dalam PP No.
25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Perduldan Likuidasi
Bank bahwa sebenarnya yang lebih banyak berwenal@mdmasalah asset
bank adalah pihak Bank Indonesia, terutama terkagisalah penjualan
assetnya. Kemudian, sebenarnya Tim Likuidasi PTJahf&ra Bank Umum
telah menjalankan tugasnya dengan benar karenatkatedalam pasal 12 PP
No. 25 Tahun 1999 sebenarnya tidak mutlak dalangkm@nwvaktu 5 tahun,
karena pada ayat 2 dikatakan bahwa jika tidak mlemsumaka haruslah
dilakukan proses lelang. Jadi dalam hal ini tindey@ sudah tepat. Selain itu,
biarpun pihak Penggugat dimenangkan sehingga tdaatbangunan tersebut
menjadi miliknya, dalam Pasal 24 ayat 1 PP No. aBuh 1999 mengatakan

bahwa dalam hal harta kekayaan bank dalam likuitidak cukup untuk

% HarahapQp. Cit., hal 298

*1bid
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memenuhi  seluruh kewajiban bank dalam likuidasi sdbut maka
kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direkan danggota dewan
komisaris serta pemegang saham yang turut sert@digrenyebab kesulitan
keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi paby&egagalan bank.
Jadi dalam hal ini pada akhirnya harta tersebuh akkembalikan lagi untuk
membayar setiap dana talangan yang sudah dibemlam pihak Bank
Indonesia dalam menghadapi masalah likuidasi tatseb

Kemudian dalam putusan terdapat pertimbangan yaerark terkait sita
jaminan. Hal itu adalah mengenai proses mediasabDlaukum mediasi adalah
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentangeBur Mediasi di
Pengadilan. Dalam Pasal 13 mengatur tentang tatiegptproses mediasi,
dimana dikatakan bahwa Mediasi paling lama berlamgsi0 (empat puluh)
hari kerja sejak mediator dipilih para pihak at@urguk ketua majelis hakim.
Jika para pihak sepakat memperpanjang mediasi, fagkka waktu paling
lama yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak méisgemhpat puluh) hari kerja
berakhir. Jangka waktu proses mediasi tidak tern&sudalam jangka waktu
pemeriksaan perkara.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pit&igath bantuan
mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakgbng dicapai dan
ditandatangani kedua pihak dan mediator, dengdabtkrdahulu diperiksa
materi kesepakatan perdamaiannya oleh mediatork umtenghindari ada
kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atag tidak dapat
dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baikraPgihak kemudian
memberitahukan kepada hakim kesepakatan perdamattnhari sidang yang
telah ditentukan, dimana hakim dapat mengukuhkars®emgai sebuah akta
perdamaian. Jika tidak dikehendaki dikukuhkan dalea®buah akta
perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuasulda pencabutan
gugatan dan atau klausula yang menyatakan pemdaradelesai.

Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, mediatajib menyatakan
secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagalddzeritahukan kepada
hakim, lalu kemudian hakim melanjutkan pemeriksparkara sesuai dengan

ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Pada tiap @hapmeriksaan perkara,
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hakim tetap berwenang untuk mendorong perdamaiargghi sebelum
pengucapan putusan, paling lama 14 (empat belaskdrga sejak para pihak
menyampaikan keinginan untuk berdamai kepada hakim.

Terkait masalah proses mediasi dan kesepakatan ryaumgkin terjadi,
sebenarnya hal ini bisa digunakan sebagai pertigdbadalam meletakkan sita
jaminan. Maksudnya adalah pada saat proses matliakukan ada baiknya
proses hukum seperti peletakan sita jaminan ditabdebih dahulu, sampai
dengan kesepakatan mediasi sudah terbentuk, bai&i daaupun tidak. Hal ini
karena bila terjadi kesepakatan damai dan ternytia jaminan telah
diletakkan, nantinya akan memakan proses yang lamuk mengurus masalah
sita jaminan tersebut atau dengan kata lain sep@thbuang-buang proses
yang ada. Sebenarnya jika mengacu pada PERMA Nahfin 2008 memang
tidak ada pengaturan khusus mengenai hal terséfait,ini sebenarnya
tergantung pada keputusan Majelis Hakim, apakah ak@anunda proses sita
jaminan atau tidak, akan tetapi akan lebih bai& pkoses sita jaminan ditunda
terlebih dahulu baru sampai kesepakatan mengerdamaian telah keluar.

Selanjutnya dalam kasus, Tergugat Il mengajukatinpleangan tersebut
dalam jawaban. Dikatakan bahwa Surat Edaran Mahkahgang RI No. 1
Tahun 2008 mensyaratkan bahwa setiap perkara, usebeliperiksa di
Pengadilan Negeri wajib melalui tahap Mediasi selat@ (empat puluh) hari
oleh seorang Hakim Mediator. Konsekwensi hukum &EMA ini adalah
bahwa tanggungjawab hukum selama tenggang waksepidediasi terhadap
perkara yang sedang diproses, sepenuhnya berada Hakim Mediator.
Majelis Hakim perkara tidak dapat melakukan tingekiaukum apapun
terhadap perkara yang sedang dalam proses MeBgsiva Mediasi Pertama
terhadap perkaraquo baru dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2009 dan
Mediasi hari berakhir pada tanggal 24 Agustus 2@8@8jngga Penetapan Sita
Jaminan No. 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR yang dikédaartanggal 26 Juni
2009 jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaedrkdhah Agung tersebut
karena penetapan dikeluarkan sebelum proses Mesk#ssai dilaksanakan.
Sebenarnya, jika memperhatikan pada berita ada;goginetapan tersebut baru

disahkan pada tanggal 31 Juli 2009, sehingga sebgnaersinggungan
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dengan pelaksanaan Mediasi. Jadi dalam hal innhsebga bisa saja penetapan
itu dipertanyakan, tetapi karena belum ada pengatya, sehingga untuk hal
tersebut sifatnya adalah tergantung pada pertingdrmamtpkim, apakah akan
memutus atau tidak terkait masalah tersebut. Sdlayg, jika dikaitkan
dengan pengaturan yang ada, sebenarnya apa ydagpkan oleh Tergugat Il
dirasa kurang tepat, seperti mengenai SEMA. Sehgaayang tepat adalah
PERMA, bukanlah SEMA No. 1 Tahun 2008, karena SERErebut mengatur
mengenai Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidehutanan.
Selanjutnya mengenai tanggal pengeluaran penetdpanproses mediasi
sebenarnya juga kurang tepat, karena penetapagafashgngan proses mediasi
tidak bersingungan sama sekali, dimana penetag@iudrkan sebelum proses
mediasi. Terkait penundaan yang mungkin dilakukasapsaat proses mediasi,
akan lebih tepat bila pada saat proses mediagiderpenetapan sita jaminan
telah dikeluarkan pada saat itu juga. Jika penetaeasebut dikeluarkan
sebelum proses mediasi maka sebenarnya tidak &dadgan sama sekali. jadi,
baik peraturan maupun alasan yang dikeluarkan d&rgugat Il sebenarnya
kurang tepat dikeluarkan, tetapi sebenarnya akak $ekali pertimbangan
tersebut jika dikeluarkan pada saat yang tepat.

Pada intinya suatu proses sita jaminan selain hanesnperhatikan
peraturan hukum yang terkait, tetapi ada baiknym jmemperhatikan pada
praktek yang ada. Contohnya adalah mengenai pextigan yang objektif
ataupun terkait mediasi. Hal ini guna menciptakaos@s sita jaminan yang
lebih baik, bukan malah menimbulkan permasalaharu lalam proses

berperkara.

4.2.3. Analisa hambatan yang dialami orang yang hartanya di letakkan
sitajaminan dalam putusan 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR

Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pysaig hartanya
diletakkan sita jaminan, dalam hal ini ialah Terguly, diantaranya adalah:

A. Pemindahan atau pembebanan batal demi hukum
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Hambatan yang dialami pertama ialah pihak yangahge diletakkan sita
jaminan, maka terhitung sejak tanggal keabsahartelgh mengikat
kepada pihak Tergugat maupun pihak ketiga berupadan untuk:

- Memindahkan kepada pihak ketiga (menjual, menghimahatau
menukarkan);

- Membebankannya kepada pihak ketiga berupa mengagusé&cara
biasa, membebani dengan hak tanggungan, menggadaikau
mempersewakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan diatas mengakibatkadakan

pemindahan atau pembebanan yang dilakukan antdrak piergugat

dengan orang lain (pihak ketiga), menjadi batal idbokum® Terkait

kasus, hambatan pihak Tergugat Il yang hartanysdattikan sita jaminan
adalah tidak bisa melakukan pemindahan ataupun gaanian terhadap
harta tersebut. Jadi Tergugat Il mendapat pembatashadap harta yang

akan digunakannya.

B. Mempunyai kekuatan sita eksekusisekutorial beslag)

Hambatan lainnya adalah dengan sendirinya sita ngamimenjelma
menjadi sita eksekusitorial. Artinya barang sitanijgan sudah dengan
sendirinya menurut hukum dieksekusi memenuhi gumga@anggugat
apabila gugatan dikabulkan dan putusannya telahpeesieh kekuatan
hukum tetap. Terkait kasus, hambatan yang dialaenguigat Il semakin
meningkat, dimana sudah tidak bisa melakukan peshignd maupun
pembebanan, harta tersebut nantinya kemungkinam @kaksekusi jika
memang harta tersebut adalah milik Penggugat. dathm hal ini

sebenarnya Tergugat Il mendapatkan pembatasan t¢enakdap harta
tersebut.

C. Kesusahan menggunakan barang
Terkait masalah sita eksekusi yang akan terjadiateap harta tersebut,
terdapat tambahan hambatan yang dialami oleh TatgligHambatan

® Harahap (a)Qp. Cit., hal 91-92
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tersebut adalah Tergugat Il jadi sulit untu mereso\gedung tersebut.
Dalam hal ini Tergugat Il sebenarnya setelah meirtieelang tersebut
ingin menghancurkan gedung yang ada di Jalan Tesmglera IV No. 15
Jakarta Barat dan dirubah menjadi gedung yang etapi dikarenakan
telah diletakkan sita jaminan menyebabkan Tergudatagu untuk

merenovasi atau merubah bentuk gedung, jika teangatah yang dibel
tersebut memang milik Penggugat dan Tergugat Iltimgam harus

mengembalikan tanah dan bangunan tersebut daladisk@®mula. Jadi
disini menimbulkan keraguan kepada Tergugat Il kintnerenovasi

gedung tersebut.

Pada intinya, hambatan yang dialami oleh Tergubatalam putusan
tersebut adalah terkait penguasaan barang, dimaglains tidak bisa
dipindahtangankan, Tergugat Il juga tidak bisa hgtan apa-apa terhadap tanah
dan bangunan. Walaupun pada putusan sudah menyatiékgaminan tidak sah,
tetapi dikarenakan putusan tersebut belum berkekubtikum tetap, sehingga
masih ada kemungkinan putusan tersebut berubah gmatabanding, kasasi,

maupun pada saat peninjauan kembali.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Kessmpulan

Berbicara mengenai sita jaminan, memang merupakan sesuatu yang wajar
bahwa barang yang disita akan dijual dengan cara lelang sebagal ganti rugi
terhadap pihak yang dirugikan dalam suatu kasus. Akan tetapi pada kenyataannya
bisa sgja terjadi bahwa barang yang sudah di lelang dan dibeli oleh pihak pembeli
ternyata diletakkan sebuah sita jaminan terhadap benda tersebut. Jadi dalam hal
ini terjadi kebalikannya. Pada kenyataannya hal tersebut memang terjadi pada No.
perkara 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan terkait pokok permasalahan

yang dibahas melalui penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Sebenarnya seorang pembeli lelang memang memerlukan suatu
perlindungan terhadap peletakan sita jaminan, dan perlindungan itu
sendiri dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang ada.
Adapun bentuk perlindungannya adalah seperti dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan
Lelang, yakni dalam Pasal 3 dikatakan bahwa Pelelangan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat
dibatalkan. Terkait dengan masalah daam Putusan No.
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, untuk mendapatkan perlindungan itu
juga harus memenuhi hal yang diatur, sehingga dalam hal ini harus
dilihat dulu apakah pelaksanaannya sudah tepat. Mengenai
pelaksanaan lelang, lelang tersebut masuk kedalam Lelang Non
Eksekusi Wagjib, ha ini didasarkan pada Surat Edaran Nomor: SE-
09/KN/2010 tentang Lelang Aset Tetap dan Barang Jaminan Diambil
Alih (BJDA) Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Setelah dilakukan
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kesesuaian, pada akhirnya pelelangan tersebut sudah memenuhi aturan
yang ada dan sudah sepantasnya pembeli dalam hal ini PT. Widya
Raharja Dharma memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya, PT.
Widya Raharja Dharma memang benar pembeli tanah tersebut, sesuai
dengan Risalah Lelang Nomor: 040/2008 tanggal 27 Agustus 2008,
sehingga perlindungannya semakin bertambah dikarenakan Risalah
Lelang tersebut merupakan Akta Otentik, yang merupakan aat bukti
yang sempurna. Selain dari sisi pembeli, dalam hal ini penjua juga
dapat memberikan bebergpa adasan yang dapat melindungi
kepentingan pembeli beritikad baik. Pemaparan yang disampaikan
Tergugat |V bahwa lelang yang dilakukan telah sesuai dengan
prosedur dan telah disertai dengan surat-surat dan dokumen yang
dipersyaratkan, sehingga Tergugat |V harus melaksanakan lelang
tersebut, yang didasarkan pada Vendu Reglement Pasal 7. Kemudian
pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat IV telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga
perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak bisa
dibatalkan. Pada dasarnya pelaksanaan lelang tersebut tidak bisa
dibatalkan begitu sga dengan catatan prosedur tersebut sudah
dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Lewat pelaksanaan lelang
yang tidak bisa dibatalkan begitu sgja dapat memberikan perlindungan
kepada pembeli, dalam hal ini adalah jaminan jual beli tersebut tidak
dapat dibatalkan begitu sgja. Kemudian, mengenai itikad baik itu, perlu
diperhatikan bahwa makna itikad baik adalah penghormatan terhadap
pelaksanaan  prestass yang telah  diperjanjikan  dengan
melaksanakannya dengan jujur dan tidak bertentangan dengan
kepatutan dan keadilan dengan didasari kemauan baik dari para pihak,
dan dalam kasus, Tergugat Il sudah melaksanakan hal tersebut, yakni
dengan membayar kewagjiban dalam pembelian dan juga telah dijamin
oleh pihak penjua dengan dokumen-dokumen yang mendukung
bahwa barang tersebut memang berhak untuk dijual. Biarpun dalam
hal ini penjual, yakni Direktur kekayaan negara dan lain-lain
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melakukan penjualan dengan itikad buruk, PT Widya Dharma Raharja
sebagal pembeli tetap dilindungi dan mendapatkan pergantian biaya,
sesuai dengan Pasal 1499 KUHPerdata dan pasal-pasal dalam
KUHPerdata yang sudah dijelaskan sebelumnya berikut Y urisprudensi
yang dapat digunakan sebaga bentuk referensi pemilik barang untuk
meminta perlindungan hukum kepada majelis hakim.

2. Periha persyaratan pemberlakuan sita jaminan, dalam kasus sudah
memenuhi ketentuan yang ada, tapi dalam hal ini sebenarnya masih
terdapat kekurangan. Mengingat prinsip pengabulan sita jaminan
berdasarkan pertimbangan objektif. Hal ini dikarenakan sebenarnya
kepentingan Penggugat terkesan aneh, seperti hak Penggugat terhadap
tanah dan bangunan tersebut dan juga terutama mengenai hak
kepemilikan Penggugat, dimana dalam kasus surat-surat kepemilikan
dimiliki oleh pihak Tim Likuidasi. Selain itu pelelangan sebenarnya
tidak akan terjadi bila surat-surat yang dibutuhkan tidak ada, terutama
bukti kepemilikan. Jadi dalam ha ini seharusnya benar-benar
dipertimbangkan, terutama jika memang benar harta tersebut adalah
milik orang yang menggugat. Mengingat juga di dalam PP No. 25
Tahun 1999 tentang Pencabutan 1zin Usaha, Pembubaran dan
Likuidas Bank bahwa sebenarnya yang lebih banyak berwenang
dalam masalah asset bank adalah pihak Bank Indonesia, terutama
terkait masalah penjualan assetnya.

3. Selanjutnya beberapa hambatan yang dialami pihak Tergugat Il yang
hartanya diletakkan sita jaminan adalah tidak bisa melakukan
pemindahan ataupun pembebanan terhadap harta tersebut, kemudian
Tergugat |1 mendapatkan pembatasan gerak terhadap harta tersebut.
dan terakhir hambatannya adalah menimbulkan keraguan kepada
Tergugat 11 untuk merenovasi gedung tersebut. Pada intinya hambatan
yang dialami oleh Tergugat |1 dalam putusan tersebut adalah terkait
penguasaan barang, dimana selain tidak bisa dipindahtangankan,
Tergugat Il juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tanah dan

bangunan. Walaupun pada putusan sudah menyatakan sita jaminan
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tidak sah, tetapi dikarenakan putusan tersebut belum berkekuatan
hukum tetap, sehingga masih ada kemungkinan putusan tersebut
berubah pada saat banding, kasasi, maupun pada saat peninjauan
kembali.

5.2 Saran
Adapun beberapa saran yang dapat digjukan terkait dengan kasus yang
dianalisayakni sebagai berikut:

1. Dilakukan suatu perubahan terhadap undang-undang lelang yang ada
selama ini. Dalam hal ini Vendu Reglement yang mengatur tentang
lelang ada baiknya diubah dengan undang-undang baru yang salah satu
isinya mengatur bahwa pembeli lelang adalah beritikad baik karenanya
dilindungi oleh hukum, sehingga hukum positif mengenai lelang dapat
menjamin asas sekaligus tujuan hukum berupa kepastian hukum,
mengingat lelang masih terbuka terhadap gugatan. Jika memang suatu
perubahan undang-undang akan sulit atau memakan waktu lama,
mungkin bisa dengan cara membuat peraturan terkait yang intinya
mengatur mengena pembeli lelang yang beritikad baik, yakni seperti
dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.

2. Periha pemberlakuan suatu sita jaminan, ada baiknya dilakukan dengan
pertimbangan yang objektif. Maksudnya adalah agar tidak
menimbulkan suatu permasalahan baru dengan diletakkannya sita
jaminan terhadap suatu harta. Selain itu, adanya kemungkinan orang
yang mengagukan sita jaminan tidak sepenuhnya berhak atas harta
tersebut, sehingga pertimbangan objektif ini lewat pemeriksaan
dokumen yang menunjukkan bahwa orang yang mengajuka sita
memang memiliki hak atas harta yang disita itu. Pertimbangan yang
objektif ini juga nantinya akan memberikan suatu kepastian baik kepada
orang yang mengajukan sita jaminan maupun kepada orang yang

hartanya diletakkan sita jaminan.
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PUTUSAN
No : 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara
perdata pada Peradilan tingkat pertama tela menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara

JOHNNY BASUKI, Direktur Utama dari PT, ABAD ANDAL ASRI, dalam
hal ini selaku pemegang saham dari PT. SEJAHTERA
BANK UMUM (dalam likuidasiberalamat di Jalan KH
Wahid Hasyim No..65 Jakarta Pusat Dalam hal ini
diwakil oelh kuasanya 1. H. INDRA SANUN LIBIS. SH.
2. DR. TOMMY SIHOTANG. SH.LLM. 3. TAUFAN
NALENDRA.P.SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor
Pengacara INDRA SANUN LUBIS. SH & ASSOCIATES
beralamat di Ji, Brawijaya Raya No: 25 F{et_tay'crran Baru.
Jakarta Selatan, be;rdas:arkan' sural kuasa khusus

e tertanggal 20 Mei 2008,  selanjutnya
g disebut.................... .PENGGUGAT:
oy MELAWAN
L., 1iTIM UKUIDASL PT. SEJAHTERA BANK UMUM', ‘datiitlu beralamat
\1 di JIl. KH. WAHID HASIM No. 65 dJakarta. Pusat dan
. S sekarang  tidak  diketahui  lagl  alamatnya
keberagaannya, selanutnya i
disebut.....c.i oo .. TERGUGAT T

2.PT. WIDYA RAHARJA DHARMA beralamat di JI. Tiang Bendera 1li
No. 28382 Jakarta, Barat, selanjutnya  disebut
e TERGUGAT 12

3.DIRJEN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq DIRJEN KEKAYAAN
NEGARA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA, beralamat di JI. Lapangan Banteng Timur
No. 2-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut.........
TERGUGAT Iil

Hal d dari 78 Put. Hal Nomor : 2735/ Padi/Gra000/PN Jit. Bar ‘,
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4.BADAN URUSAN PIUTANG dan LELANG NEGARA, beralamat di J1.
Prapatan No, 10. Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
... TERGUGAT IV:

Pengadilan Negeri tersebut:
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan:
Telah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak;
Telah menelitl surat-surat bukti para pihak:
* TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat fugatannya tertanggal 20
Mel 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Jakarta Barat
pada fanggal 26 Mei 2009 dengan  register perkara  No.
275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR | telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yaitu PT, ABAD ANDAL ASRI adalah para pemegang

saham di PT. SEJAHTERA BANK UMUM (DL}, yang didirikan berdasarkan

e : Akta Pendirlan Perusahaan No. 47 tanggal 08 Nopember 1952 dihadapan
Notaris Maester Raden Soedja, Notaris di Bandung.

Terlampir (Bukti P-1)

|- - Bahwa sesual dengan namanya PT. SEJAHTERA BANK UMUM (DL)

SR bergerak dibidang rerbankan dan termasuk Bank yang cukup sehat-
berdasarkan  Neraca terskhir  sebelum dilikuidasi-dan  mendapat
penghargaan dari Departemen Keuangan Ri.

(Terlampir Bukti P-11 dan P-Jil)

2. Bahwa karena krisis moneter yang terjadi di Asia telah mengakibatkan
sebanyak 85 Bank swasta nasional telah di-rush oleh nasabah -termasuk
PT. SEJAHTERA BAMK UMUM (DL} —sehingga terjadi kesulitan likuiditas di
PT. SEJAHTERA BANK UMUM {DL) yang mengakibatkan PT.SEJAHTERA
BANK UMUM (DL) dilikuidasi oleh Menteri Keuangan RI (Tergugat I}, dan
izin usahnya dicabut oleh Bank Indanesia pada tanggal 1 Nopember 1997,
dimana kemudian pada tanggal 24 Nopember 1997 telah diadakan RUPS
untuk membentuk Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM (DOL)
(Tergugat 1) yang anggotanya diletapkan oleh Bank Indonesia,

{Terlampir Bukti P-I\V).

Hal 2.davi 78 Put, Hal Nowmor 2 FRPAVGA006/ PN S Dar.
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3. Bahwa ketentuan mengenal Likuidasi Bank terakhir diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indenesia Momer 25 Tahun 1939 Tentang Pencabutan
Izin Usaha,Pembubaran dan Likuidas] Bank.

Bahwa beberapa ketentuan dalam PP No. 25 Tahun 1938 tersebut yang
berkaitan dengan gugatan ini adalah mengenai hal-hal sebagai berikut -

Pasal 5 Ayat (1) ;

(1) Direksi Bank yang dicabut jzin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan
hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam
wakiu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 12 Ayat (1) :

(1} Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima} tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim
Likuidasi.

Pasal 19

(1) Dalam hal Tim Likuidasi berdasarkan Pasal § Ayat (1), Tim Likuidasi
wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna-dilaporkan kepada Bank
Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham,

(Terlampir copy Peraturan Panverintah Rl No. 25 Tahun 1999)

4. Bahwa sesuai dengan bunyi dari Pasal 19 Ayat (1) tergebut di atas, maka
Tim Likuidasi (Tergugat |} wajib menyusun NAL (Neraca Akhir Likuidasi)
untuk dirapcﬁrkan ke Bank Indonesia dan Tim Likuidasi wajib membuat
pertanggungjawaban kepada para pemegang saham melalui RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham).

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT, SEJAHTERA BANK
UMUM (DL) ternyata baru diadakan oleh Tergugat | pada tanggal 26
Nopember 2008 guna menyampaikan laporan pertanggungiawaban Tim
Likuidasi, sehingga dengan demikian jangka waktu masa kerja. Tim Likuidasi
ini telah habis waktu yaitu tanggal 24 Mei 2003, dan hal ini adalah perbuatan
melanggar hukum pertama yang dilakukan oleh Tim Likuidasi (Tergugat 1)
yang sangat merugikan Penggugat, sebagaimana akan diterangkan lehih
lanjut dalam gugatan.

Hal 3.dari 78, Put. Hal Nomor : 275/ Pat/GL2000/PN Jit. Bar.
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5. Bahwa perlu diketahui, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
yang diselenggarakan secara terlambat oleh Tergugat | tersebut, para
pemegang saham (Penggugat), setelah mempelajari kinerja dari Tergugat |
yang tidak bisa mempertanggungjawabkan masalah pelaksanaan likuidasi
termasuk penarikan dan penggunaan dana talangan, telah memutuskan
untuk menolak pertanggungjawaban dari Tergugat I,

{Terlampir Bukti P-V):

6. Bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menclak
pertanggungjawaban dari Tergugat |, maka Tergugat | telah berusaha untuk
mendapatkan pengesahan atas kinerja mereka melalui Pengadilan, dimana
pengadilan sendiri telah menolak permohonan dari Tergugat | tersebut.

(Terlampir Bukti P-V1);

7. Bahwa di dalam laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)} MNo.
01/X11/02/2006 tertanggal 6 Februari 2006 mencenal "Pengembalian Dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BELBY)" dapat diketahui beberana hal
sebagai berikut

- Tidak ada pihak yang efoktif menjadi pengawas regulator BDL dalam
melakukan fungsinya bailc itu Bank Indonesia (B} maugun Departemen
Keuvangan (DepKeu).

- Tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinerja
Tim Likuidasf selama periade kerarva.

- Keberadaan Tim Likuidasi PT, SBU (DL) seielah 24 Mei 2003 tidak
sesuai dengan ketentuan,

Bahwa hal tersebut sudah jelas, bahwa Tergugat | sudah melanggar hukum
karena seperti yang disebutkan di dalam Laporan Badan Pemeriksaan
Keuangan keberadaan dan kinerja dari Tergugat | tidak sesuai dengan
ketentuan.

(Terlampir Bukti P-V11);
8. Bahwa setelah Penggugat menolak pertanggungjawaban dari Tergugat |
dan pada saat Tergugat | secara hukum sudah berakhir masa kerjanya,

ternyata Tergugat | telah melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya,
yaitu

Hal 4 dori 78.Put. Hal Nomor :275/Pat/G/2000/PN. Jkt. Bar.
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- Tergugat | telah menyerahkan kepada Tergugat Il seluruh asset dengan
cara melakukan serah terima asset-asset PT. SEJAHTERA BANK
UMUM (DL) kepada Bank Indonesia melalui Deparfemen Keuangan RJ
(Tergugat Ill} pada tanggal 8 Maret 2007 tanpa mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari pemilik yaitu Penggugat, dimana
tindakan semacam itu mestinya harus merdapat persetujuan terlebih
dahulu dari pemilik, yaitu Penggugat,

(Terlampir Bukti P-VIII):

Adapun asset-asset milik Penggugat yang diserahkan secara melanggar
hukum oleh Tergugat | kepada Tergugat 11| tersebut antara (ain adalah :

4. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di JI. K.H. Wahid Hasyim No.
B85 Jakarta Pusat,

b. Tanah dan bangunan kantar yang terletak di JI. Tiang Bendera IV No. 15
Jakarta Barat.

- Tergugat (Il juga telah menjual asset Penggugat pada Tergugat 1| -
melalui Tergugat IV — berupa asset tanah dan bangunan yang berdiri di
atasnya yang terletak di J, Tiang Bendera |V Neo. 15 Jakarta Barat, dan
penjualan itupun tanpa seizin dari pemilik, yaitu Penggugat.

VEELY L (TerempicRud P-IX}:

R | LR

vewet 8. Bahwa dengan demikian menjadi jelas, bahwa Tergugat | telah melakukan
‘perbuatan melanggar  hukum  yaity menyerahkan asset-asset milik
Penggugat pada Tergugat Il dan kemudian Tergugat Hil inznjuainya pada
Tergugat I {malalul Tergugat IV}, padahal masa kerja Tergugat | sudah
berakhir dan penyerahan sera penfualan asset-asset it dirakukén tanpa
seizin dari Pemilik yaitu Penggugat yang secara hukum harus memberikan
izin terlebih dahuly kepada Tergugat | sebelum melakukan tindakan
pelepasan hak atas asset milik Penggugat kepada pihak lain.

10.Bahwa Penggugat sampal dengan hari inl masih berkantor di gedung
miliknya sendiri yang terletal di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65 Jakarta
Pusat tersebut, adalah untuk mengurusi asset-asset dari para pemegang
saham/PT. SBU (DL) vang masih berserakan dimana-mana dan tidak diurus
oleh Tim Likuidasi (Tergugat 1),

11.Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum dar] Fanggugt maka
Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat

Hal 5.dari 78 Put Hal Nomaor 1275/ Py GAA00% PN Ikt Bar.
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adalah pemilik yang sah dan satu-satunya darl assel-asset sebagaimana
diterangkar berikut ini :

a. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di JI. K.H. Wahid Hasyim No.
G5 Jakarta Pusat.

b. Tanah dan bangunan karitor yang terletak di JI. Tiang Bendera [V No. 15
Jakarta Barat,

12.Bahwa oleh karena itu, Penggugat mchon agar Majelis Hakim menghukum
para Tergugat atau pihak mananun vang mendapatkan hak dard mereka
atas asset-asset itu untuk menyerahkan kembali asset-asset milik
Penggugat tersebut dalam keadaan baik, pada saat putusan dibacakan,
yaitu asset-asset yang terdir dari ;

a. Tanah dan bangunan kantor vang terletak di JI. KH. Wahid Hasyim No.
G5 Jakarta Pusat,

b. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di JI, Tiang Bendera |V Nao. 15
Jakarta Barat,

Bahwa jika para Tergugat |alai menyerahkan asset-asset dimaksud,
Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk
membayar denda Keterlambatan penyerahan asset sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan
dibacakan oleh Majelis Hakim,

13, Bahwa karena penyerahan asset-asset dari Tergugat | kepada Tergugat 11
dan penjualan dari Tergugat [I| kepada Tergugat Il (melalui Tergugat [\
dilakukan secara melanggar hukum, maka Penggugat mohon agar Majelis
Hakim membatalkan/menyatakan batal demi Nukurn penyerahan asset-
asset dari Tergugat 1 kepada Tergugat I berupa :

a. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di JI. K.H. Wahid Hasyim MNa.
65 Jakarta Pusat.

b. Tanah dan bangunan kantor yang terletak di JI. Tiang Bendera IV No. 15
Jakarta Barat,

Serta membatalkan/menyatakan batal demi hukurm penjualan asset dari
Tergugat lll kepada Tergugat || (melalui Tergugat IV) berupa :

Gedung Kantor yang terletak di Jalan Tiang Bendera Bendera No. 15

Jakarta Barat,
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i4.Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat

dari tindakan — tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat |

serta para Tergugat lainnya, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim

menjatuhkan sita jaminan terhadap asset-asset milik darl Penggugat, antara

lain ;

a. Gedung kantor yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim Mo. 65 Jakarta
Pusat.

b. Gedung kantor yang terletak di Ji. Tiang Bendera No. 15 Jakarta Barat.

15.Bahwa oleh karena itu pula. mohon agar Majelis Hakim menyatakan para

Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyatakan
pula bahwa semua tindakannya yang menyerahkan/menjual asset milik
Penggugat fanpa seizin dari Penggugat, adalah tindakan yang melanggar
hukum dan batal demi hukum,

168.Bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka rmohon

agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-
biaya vangtimbul dari perkara inj,

‘. 17.Bahwa oleh Karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan fakta

serta didasarkan pada bukii-bukti yang otentik menurut hukum, maka
Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan datam perkara
a quo dapat dilaksanakan terlebih dahuly meskipun ada verzet, banding
maupun kasasi (uitveerbaar bij vaarraady,

Maka, berdasarkan alasan-aiasan yang dikemukakan tersebut diatas,
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus
perkara a quo sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya,

2 Men:,ratakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar
hukum yang merugikan Penggugat.

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan
terhadap asset-asset milik Penggugat yaitu :

a.  Gedung kantor kantor yang terletak di JI. K.H. Wahid Hasyim No. 65
Jakarta Pusat.

b. Gedung kantor yang terletak di JI Tiang Bendera No. 15 Jakarta
Barat.

Hal. 7. davi 78, Put, Hal Nomor =2 T3P GL200% PN St Bar.

Oloando Kristi, FH Ul, 2011

f



4. Menyalakan bahwa Penggugat adalah pemiik yang sah dan satu-
satunya dari asset-assel yang terletak di -

a.  Gedung kantor yang terletak di JI. K.H. Wahid Hazvim MNo. 85
Jakarta Pusat,

b. Gedung kantor yang terletak di JI. Tiang Bendera No. 15 Jakarta
Barat,

3. Membatalkan/menyatakan batal demi hukum penyerahan asset-asset
dari Tergugat | kepada Tergugat Il berupa ;

a.  Gedung kantor yang terletak di JI. K.H. Wahid Hasyim No. 65
Jakarta Pusat,

b. Gedung kantor vang tetletak di Ji. Tiang Bendera No. 15 Jakarta
Barat.

6. Membatalkan/menyatakan batal demi Rulum penjualan asset dari
Tergugat Il kepada Tergugat il (melalui Tergugat IV) berupa :

Gedung kantor yang terletak di Jalan Tiang Bendera Mo, 15 Jakarta
Barat.

7. Menghukum para Tergugat atau pihak manapun yang mendapatkan hak
darl mereka atas asset-asset itu untuk menyerahkan kembali asset-asset
millk Penggugat tersebut dalam keadaan beik, pada saat putusan
dibacakan, yaitu asset-asset yang terdiri darf -

a. Gedung kantor yang terletak di J. K.H. Wahid Hasyim No, 65
Jakarta Pusat,

b. Cedung kantor yang terletak di Jl. Tiang Bendera No. 15 Jakarta
Barat.

Menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan
penyerahan asset sebesar Rp. 10.000.000,- {(sepuluh juta rupiah) per
hari, terhitung sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, jika lalai
menyerahkan asset-asset dimaksu.

8. Menyatakan putusan perkara a guo dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biava perkara.
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Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
fex aequo el bono). dan Perggugat telah mengajukan perbaikan Gugatan
tertanggal 28 Agustus 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Megeri
Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2010

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan untuk

Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama H. Indra Sahnun Lubis,

SH. Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM. Taufan Nalendra P, SH , sedangkan

Tergugat | hadir kuasanya bernama Alfonso Napitupulu, SH. Punama

Napitupulu,SH Advokat pada Kantor Advokat ALFONSO NAPITUPULU, SH

& ASSOCIATES , beralamat Kempleks Ruku Mangga Dua Blok E2 No, 3. JI,

Ateri Mangga Dua. Jakarta 10730 berdasarkan  surat kuasa khusus

tertanggal1s Juli 2009", sedangkan Tergugat Il hadir kuasanya bernama

Thomas E Tampubolon, SH.Mh Advckat pada Kantor Hukum THOMAS

TAMPUBOLON & PARTMERS beralamat Gedung Selmis Kav.$8&5 JI. Asem

Barls Raya 52 Jakarta Selatan 12830 i berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 16 Juni 2009 , sedangkan Tergugat lil hadir kuasanya bernama

450 b Pangihutan Slagian, SH Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum [ll, beralamat

Gedung Departemen Keuangan. Lantai 3, JI. Dr. Wahidin No 1 Jakarta

S psat berdasdliian sunf kises khusus e, SKU-122/MK.6/2008 tertanggal 19

Juni 2009 | sedangkan Tergugat IV hadir kuasanya bernama Lukman, SH |

berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-150/MK.6/2009 tertariggal 17 Jul
2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal. 11 PERMA MNo. 1
fahun 2008 tentang prosedure mediasi di Pengadilan , maka Ketua majelis
Hakim telah menetapkan Sdr, MADE SUWEDA, SH.MH, sebagai Hakim
Mediator dalam tersabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dan laporan Hakim
Mediator tanggal 12 Agustus 2009 bahwa proses mediasi tidak berhasil f gagal
didamaikan selanjutnya menyerahkan perkara kepada Majelis Hakim untuk
proses litigasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim berupaya untuk
mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu surat gugatan
dan perbaikan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2009 dibacaksan dan atas
pertanyaan Ketua Majelis kepada Penggugat menyatakan tetap pada dalil
gugatannya |
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Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat T
mengajukan jawaban teriulis tertanggal 30 September 2009 yang pada

pokoknya sebagai berikut ;
|. EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenzai Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap
{Exceptio Plurium Litis Consortium)

KEHARUSAN UNTUK MENARIK BANK INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU
FIHAK DALAM PERKARA

A. Berkaitan Dengan Penyerahan Asset Kepada Departermnen Keuangan RI

1.1. Bahwa sesual dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 25
tahun 1988 tentang Pencabutan |zin Usaha,Pembubaran dan Likuidas]
Bank ("PP 25/1998") jo. Pasal 19 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Ne, 32/53KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum ("SK Dir Bl No, 32/537)
disebutkan bahwa Pengawasan atas Pelaksanaan peinbubarab badan
hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana
antara lain berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 PP 25/1990

- "Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan
likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia®

Pasal 19 ayat 1 SK Dir Bl

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pembubaran badan hukum Bank dan Likuidasi Bank.”

1.2, Bahwa terbukti dalam salah satu Petitum gugatan yang diajukannya
(vide butir § halaman 8 surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei
2009), Penggugat telah meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

"Membatalkan/menyatakan batal demi hukum penyerahan asset-asset
dari Tergugat | kepada Tergugat Il berupa :

a. Gedung kantor :,ra'ng terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 65
Jakarta Pusat,

b, Gedung kantor vang terletak di Jalan Tiang Bendera Mo, 15
Jakarta."

!
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1.3. Bahwa terbukti penyerahan asset-asset PT. Sejahtera Bank Unium
(Dalam Likuidasi) disingkat PT. SBU (DL) dari Tergugat | kepada
Tergugat IIl sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat
gugatannya tersebut dilakukan berdasarkar Berita Acara Serat Tarima
Asset PT. Sejahtera Bank Umum (DL} antara Tim Likuidasi PT.
Sejahtera Bank Umum (DL} dengan Departemen Keuangan Republik
Indonesia tertanggal 8 Maret 2007 ("BAST") yang ditandatangan| oleh
Tergugat | dan Tergugat 1ii sebagai pihak dan Menteri Keuangan dan

Deputi Gubernur Bank indenesia sebagai pihak yang mengetahui (Bukti
T,

1.4, Bahwa asset-asset yang dicerahkan oleh Tergugat | kepada Tergugat 1|
berdasarkan Berita Acara Serah Terima Asset tertanggal 8 Maret 2007
tersebut adalah asset-asset atas nama PT. Sejahtera Bank Umum (DL}
yang belum dijual danfatau dicairkan oleh Tergugat | untuk mengurangi
pembayaran kewajiban PT. SEU (DL} kepada Pemerintah.

1.5, Bahwa penyerahan assetasset PT, Sejahtera Bank Umum (DL) yang
belum dicairkan danfatay dijual oleh Tergugat | kepada Tergugat 1|
termasulk gedung yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 85 dan
di Jalan Tiang Bendera No. 15 Jakarta Barat sebagaimana dimaksud
Penggugat dilakukan oieh Tergugat | berdasarkan permintaan dan/atau
perintah dari Bank Indonesla melalui suratnya kepada Forum
Komunikasi Tim Likuidasi BDL No. 8/2063/DPIRYladmpP tanggal 29
Desember 2005 perihal Serah Terima Asset Bank Dalam Likuidasi
kepada Departeman KReuangan RI (Bukti T1-2) yang pada intinya antara
lain meminta kepada Forum Komunikasi Tim Likuidasi BDL termasuk
Tergugat | untuk menyerahkan seluruh asset Bank Dalam Likuidasi
yang belum dicairkan kepada Pernerintal sebagai pembayaran untuk
mengurangi kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada Pemerintah,

1.6, Bahwa oleh karena tindakan Tergugat | untuk menyerahkan asset-asset
PT. Sejahtera Bank Umum (DL) yang belum dicairkan danfatau dijual
termasuk gedung-gedung sebagaimana dimaksud Penggugat adalah
berdasarkan perintah dan/atau permintaan dari Bank Indonesia
sebagaimana disebut dalam suratnya No. 8/2063/DPIP/ladmP tanggal
29 Desember 2006, maka sudah seharusnya sesuai dengan prinsip
hukum yang berlaku, Penggugat dalam gugatan yang diajukannya ini
khususnya berkaitan dengan salah satu Petitumnya yang memintakan
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agar Pengadilan mambatalkan dan menyatakan batal dem| hukum
penyerahan asset-asset dari Tergugat | kepada Tergugat Il turut atay
ikut  menarik seluruh pihak-pihak yang terkait dengan penyerahan
asset-asset tersehyf sebagai pihak dalam perkara Ini termasuk Bank
Indonesia sebagai pihak yang terbukti telah memberikan perintah
kepada Tergugat | untul melakulan penyerahan asset-asset tersebut
kepada Tergugat Il Dimana dengan ditarknya Bak Indanesia selaku
pihak yang memberi perintah langsung atas penyerahan assat-asget
tersebut dan juga turut menandatangani Berita Acara serah terima
asset-asset tersebut, maka dalam memutus perkara ini Majelis Hakim
akan dapat memperoich informasi yang lebih lengkap dan sempurna
guna dijadikan sebagai bahan atau pertimbangan untuk memberikan
Putusan dalam perkara inj khususnya berkaitan dengan hal tersebut. Di
samping itu sebagal pengawas atas proses pelaksanaan likuidasi
sesuaj dengan ketentuan yang berlaku, maka tentunya sengat relevan
dan adil menurut hukum apablla Bank Indonesia ditarik sebagal pihak
dalam perkara ini untuk memberikan gambaran yang sebenarnya
mengenal tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat | dalam
penyerahan asset-asset PT.SBU(DL) kepada Tergugat HI,

B. Sehubungan Dengan Pelaksanaan RUPS Pada Akhir Likuidasi

= .1.?_ Bahwa dalam posita gugatannya, salah satu perbuatan melawan hukum
; yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan cleh Tergugat | adalah tidakan
Tergugat | yang barnu melaksanakan RUPS akhir likuidas pada tanggal 26
Nopember 2008 yang menurut Penggugat dilakukan jauh setelah

berakhirnya masa tuga Tim Likuidasi.

1.8. Bahwa terbukti salah saty penyebab pelaksanaan RUPS PT. SBU pada
akhir [ikuidasi baru dapat dilaksanakan oleh Tergugat | pada tanggal 26
Nopember 2008 yaitu setelah selesainya proses penyerahan aszel-asset
bank dalam likuidasi kepadé Departemen Keuangan adalah dikarenakan
adanya surat Bank Indoresia yang memerintahkan Tim Likuidasi untuk
menunda RUPS sampai dengan diselesaikannya proses penyerahan
asset kepada Departemen Keuangan sebagaimana disebutkan dalam
surat  Bank Indonesia tertanggal 28 Desember 2008 No.
B/2062/DPIP/ladmP  (Bukti TI-3) yang sefengkapnya berbunyi sebagai
berikut ;
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"Namun demikian mengingat upaya penyelesaian asset dan kewajiban
Bank Dalam Likuidasi saat ini dalam proses penyusunan Berila Acara
Serah Terima (BAST) dengan pihak Pemerintah/Depkeu, maka RUPS PT,
Sejahtera Bank Umum (DL)bary  dapat dilaksanakan setelah ada
pemberitahuan lebih lanjut dari kami."

1.9, Bahwa oleh karena salah saty perbuatan melawan hulum yang digugat
oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terjadi akibat adanya perintah
dan/atau permintaan dari Bank Indonesia, maka sesuai prinsip hukum
acara yang berlaku dan demi rass keadilan; Penggugat seharusnya jkut
menarik Bank Indcneia sebagai salah satu pihak dalam perkara ini,

2. EKSEPSI MENGENAI TELAH TERJADINYA  PENGGABUNGAN
(KUMULASI) GUGATAN YANG TIDAK DIBENARKAN MENURUT PRINSIP
HUKUM ACARA YANG BERLAKU

Bahwa dalam gugatn yang diajukannya Penggugat terbukti telah melakukan
Kumulasi {Penggabungan) gugatan dari beberapa perbuatan melawan hukum
yang tidak dibenarkan menurut prinsip _hukum acara yang berlaku sebagai
berikut :

Penggugat Telah Melakukan Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan)
Yang Tidak Diperkenankan Menurut Prinsin Hukum Acara Yang Berlaku

¥ : 2.1, Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat judul surat gugatannya,
gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum terhadap Tergugat |, Tergugat I, Tergugat il dan Tergugat IV,

2.2, Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penégugat lebih
lanjut telah dijelaskan olch dalam posita gugatannya sebagai berikut :

a. Pada butir 4 halaman 3 surat gugatahnya, Penggugat telah menjadikan
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. SBU {DL)
yang ‘dilaksanakan oleh Tergugat | pada fanggal 26 Mopember 2008
yaitu jauh setelah jangka waktu masa kerja Tim Likuidasi habiz tanggal
24 Mei 2003 sebagai dasar untuk menyatakan teriadinya perbuatan
melawan hukum aleh Tim Likuidasi ergugat |I;

b. Pada butir 7 halaman 4 surat gugatannya, Penggugat telah menjadikan
adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mo, 01/X11/02/20086
tanggal 6, Februari 20068 mengenai "Pengembalian Dana Bantuan
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Likuidasi Bank Indonesia (BLBI)"vang menurut Pen'ggugat antara lain
menyatakan ;

- Tidak ada pihak yang efektif menjadi pengawas dan regulator BOL
dalam melakukan fungsinya baik itu Bank [ndonesia makpun
Departemen Keluangan (DepKeu);

— Tidak ada pengawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan
kinerja Tim Likuidasi selama periode kKerjanya;

= Keberadaan Tim Likuidasi PT. SBU (DL) setelah 24 Mei 2003 tidak
sesuai dengan ketentuary

Sebagal dasar untuk menyatakan bahwa Tergugal | telah melakukan
perbuatan melawan hukum;

c. Pada butir 8 dan 4 halarman 4 dan 5 surat gugatannya, Penggugat talah
menjadiklan-tind.:akan penyerahan asset-asset FT. SEU {OL) yang belum
dicairkan/dijual termasuk gedung di Jalan Wahid Hasyim Mo, 165 Jakarta
dan di Jalan Tiang Bendera No. 15 Jakarta Barat Tergugat |l sesuai

dengan perintah danfatau permintaan Bank Indonesia berdasarkan
._ BAST (vide Bukti TI-1} yang kemudian dijual oleh Tergugat Il kepada
0N Tergugat |l melalui Tergugat IV sebagal dasar menyatakan telah
2 terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat || dan
51 : Tergugat IV,

d. Bahwa dari uraian pada butir a, b dan c tersebun diatas terbukti
FPenggugat telah menggabungkan beberapa perbuatan melawan hukum
dalam salu gugatan dimana dalil yang disebutkan oleh Penggugat
sebagal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat | dan
para Tergugat lainnya merupakan tindakan Yang berbeda dan dilakukan
oieh subyek hukum yang berbeda pula sebagai berikut

- Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat berkaitan
dengan pelaksanaan RUPS PT. SBU (DL) dan perbuatan melawan
hukum sehubungan dengan adanya laporan darl BPK sebagaimana
dimaksud pada butir 4 halaman 3 dan butir 7 halaman 4 posita
gugatan Penggugat dilakukan oleh Tergugat | sebagai subyek
hukumnya:

— Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat berkaitan
dengan penyerahan dan penjualan asset PT. Sejahtera Bank Umum
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(BL) yang belum dicaitkan atau dijual termasuk gedung di Jalan
Wahid Hasyim dan Jalan Tiang Bendera sebagaimana dimaksud
pada butir 8 dan © halaman 4 dan 5 posita gugatan Penggugat
dilakukan oleh Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat Il dan Tergugat [V
sebagai subyek hukumnya.

& Bahwa penggabungan atau kumulas; gugatn sebagaimana yang
dilakukan oleh Penggugat dimana subyek hukum (para Tergugat) tidak
saling mempunyal hubungan hukum antara satu dengan yang lain yaitu
dimana Tergugat | tidak mempunyal hubungan hukum dengan Tergugat
Il dan Tergugat Il juga tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat |
maupun dengan tindakan-tindakan Tergugat | berkaitan dengan
pelaksanaan RUPS maupun hasil temuan dalam pemeriksaan BPK
terbukti tidak dibenarkan menurut hukum  acara yang berlaku
sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dan
pendapat dari beberapa ahli hukum sebagai berikut ;

— Yuwisprudensi Mahkamah Agung RI No. 343 K/Sinr1975 yang pada
intinya inenyatakan bahwa oleh karena Tergugat | sampal dengan
Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan ¥ang lain, maka
mereka tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan
seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpiszh sehingga
gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

— Sesual pula dengan pendapat My. Retnowulan Sutarito, SH dan
Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata
dalam teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju Bandung, halaman
489 vang pada intinya menyatakan penggabungan gugatn hanya
dapat dilakukan dalam batas-batas yang tertentu yaitu apabila pihak
Fenggugat atay para Penggugat dan Tergugat atau para Tergugat
itu-itu juga crangnya. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat
hal tersebut terbukti tidak terpenuhi karena subyek hukum/Tergugat
dalam perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelaksanaan
RUPS PT. SBU (DL) dan adanya hasil temuan pemeriksaan BPK
yaitu hanya Tergugat | tidak eama atau berbeda dengan subyek
hukumi{Tergugat dalam perbuatan melawan hukum penjualan asset
PT. SBU (DL) yaitu Tergugat |, Tergugat Il, Tergugat 11| dan Tergugat
I,
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23. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sesual cengan prinsin
hukum acara perdata ¥ang berlaky sudah seharusnya Majelis Hakim
menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atay setidak-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima.

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR {(OBSCUUR
LIBELS)

Bahwa gugatan Penggugat Yang telah melakukan kumulasi gugatan dengan
menggabungkan beberapa perbuatan melawan hukum dalam saty gugatan
telah mengakibatkan gugatan yang diajukan cleh Penggugat menjadi kabur
atau tidak jelas (Obscuur Libels) sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakta
sebagai berikut -

3.1, Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukannya,
Penggugat terbukli telah menarik Tergugat |, Tergugat ||, Tergugat 11|
dan Tergugat |\ sebagai para Tergugat dalam perkara inj,

3.2. Bahwa pada butir 2 Petitum gugatannya, Penggugat telah meminta agar
Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan para Tergugat telah
T melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat,

3.3. Bahwa. sebagai dasar untuk mendukung permintaan pada butir 2
Pefitum gugtannya, Penggugat dalam posita gugatannya telah
menyebutkan beberapa tindakan yang menurut Penggugat merupakan
perbuatan inerawan hukum. yang merugikan Penggugat antera lain
tindakan pelaksanaan RUPS PT. 3BU (BL) yany dilaksanakan jauh
setelah jangka waktu pelaksanaan likuidasi habis tanggal 24 Mei 2003
(vide butir 4 halaman 3 surat gugatan Penggugat), adanya laporan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No, 01/XI1/02/2006 tanggal &
Februari 2006 mengenai telah tefjadinya perbuatan melawan hukum

(vide butir 7 halaman 4 surat gugatannya) dan tindakan penyerahan dan
penjualan asset-asset PT. Sejahtera Bank Umum (DL} yang belum
dicairkan/dijual yang menurut Penggugat merupakan perbuatan
melawan hukum yang merugikan Penggugat (vide butir 8 dan 9
halaman 4 dan 5 gugatan Fenggugat).

3.4. Bahwa tindakan atau perbuatan yang disebutkan dan dikualifikasi oleh
Penggugat dalam surat gugatannya sebagai perbuatan melawan
hukum terbukti merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang
berbeda-beda dan dilakukan oleh subyek hukum yang berbeda pula.
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Oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat yang hanya memintakan
agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan
hukum tanpa memerinci terhadap perbuatan mana masing-masing para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan
ketidakjelasan yang pada akhirava dapat mengakibatkan ketidakpastian
hukum karena jika nantinya ternyata dalam putusannya Majelis Hakim
menerima gugatan Penggugat maka dengan adanya Petitum tersebut
dapat menimbulkan pengertian seakan-akan seluruh para Tergugat
telah melakukan perbuatan meiawan hukum atas semua findakan-
tindakan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada posita
gugatannya padahal tidak semua Tergugat terlibat atau ikut serta dalam
perbuatan-perbuatan melawan hukum yang disebutkan oleh Penggugat
dalam posita gugatannya. Hal mana tenturiya akan menimbulkan suatu
ketidakpastian hukum yang akan merugikan para Tergugat.

MAKA berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut dj atas, Tergugat | mohaon

agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan yang
diajukan oleh Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat
' ' diterima,

% . DALAM POKOK PERKARA

s 1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat | mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ni agar segala sesuaty yang telah diuraikan oleh
Tergugat | pada baglan Eksepsi dimasukkan sebagai bagian Dalam Pokok

" Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat | menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan
oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mel 2009 sepanjang
menyangkut Tergugat | kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas
kebenarannya oleh Tergugat 1.

3. Bahwa | terlebih  dahulu  Tergugat | menyampaikan keberatan atas
penyampaian Perbaikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui
suratnya Momer @ 03618 VIIL.OWISLETS tertanggal 18 Agustus 2009 yang
diterima oleh Tergugat | pada persidangan tertanggal 9 September 2009
karena perbalkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam
persidangan penyampaian jawaban dan para Tergugat telah tidak sesuai
dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan telah merugikan
kepentingan Tergugat | sebagal berikut ;
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3.1. Bahwa surat perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat
tersebut terbukti diterima oleh Fenggugat dalam persidangan tanggal
9 September 2008 yang sebagaimana telah tercatat dalam berita
acara parsidangan adalah merupakan acara penyampaian Jawaban
darl para Tergugat,

3.2, Bahwa terbukti dalam persidangan sebelumnya vaitu dalam
persidangan  sebelum tanggal 26 Agustus 2009 sesuai dengan
prosedur acara persidangan yang berlaku Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini sudah memberikan kesempatan dan
menanyakan kepada Penggugat apakah akan memperbaiki dan/atau
merubah dan/atau menambah gugatan yang diajukannya. Dan
sebagaimana dapat dilihat dalam berita acara persidangan, pihak
Penggugat telah menyampaikan secara tegas bahwa mereka tetap
pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas
gugatan yang telah diajukannya,

3.3. Bahwa olah karena dalam persidangan pihak Penggugat sudah
menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak mempunyal perbaikan
atau perubahan atas gugatannya, maka sesuai prosedur acara yang
berlaku Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para

- Tergugat unfuk menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan

' sesual kesepakatan acara penyampaian jawaban dari para Tergugat
dijadwalkan akan dilakukan pada persidangan tanggal 9 September
2009,

3.4. Bahwa sesual dengan acara yang telah ditentukan, maka dalam
persidangan tanggal @ September 2009, Tergugat | telah
mempersiapkan jawabannya dalam perkara tersebut. Akan tetapi
ternyata dalam persidangan tanggal 9 September 2609 yang sesuai
dengan  berita acara persidangan seharusnya adalah acara
penyampaian jawaban dari  para Tergugat, pihak Penggugat
menyampaikan mengenai adanya perbaikan gugatan dalam perkara
tersebut.

3.5. Bahwa pengajuan perbaikan gugatan oleh Penggugat dalam
persidangan yang sesuai dengan jadwal berita acara persidangan
merupakan acara penyvampaian Jawaban dari para Tergugat jelas
telah merugikan para Tergugat khususnya Tergugat | karena keadaan
tersebut menyebabkan pihak Tergugat | memperbaiki kembalj
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Jawaban yang telah disusun dan dipersiapkannya untuk diserahkan
pada tanggal 9 September 2009 dan sekaligus menyebabkan
pemeriksaan dalam perkara inj menjadi semakin berarutdarut vang
tentunya merugikan kepentingan Tergugat . Oleh karenanya wajar
dan beralasan jika Tergugat | merasa keberstan atas perbaikan
gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai atau manyimpang
dari jadwal acara persidangan ¥ang telah ditentukan sehingga adalah
adil dan beralasan hukum jika Majelis Hakim menclak dan/atau tidak
menerima perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut,

4. Bahwa sebelum memberian tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat,
Tergugat | bermaksud memberikan gambaran dan informasi yang lebih
lengkap dan jelas kepada Majelis Hakim yang terhormat berkaitan dengan
likuidasi atas PT. SBU (DL) sebagai berikut :

41.  Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Penggugat pada butir 2
halaman 2 gugatannya, PT, SBU (DL) adalah merupakan salah

satu dari 16 {enam belas) bank swasta nasional yang dilikuidasi
ﬁ atau dicabut fjin usahanya oleh Pemerintah akibal kesulitan

likuiditas pada tanggal 1 November 2007 berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomar - S31/KMK.017/1897
tertanggal 1 Nevember 1997 tentang Pencabutan lzfin Usaha PT.
Sejahtera Bank Umum (Buktj TI-4).

4.2, Bahwa guna menindakianjuti Keputusan Menteri Keuangan
Fepublik Indonesia Ne. 531/KMK 0174997 tertanggal 1 November
1987 (vide Bukti TI-3) tersebut, maka Bank Indonesia yang pada
saat itu berperan sebagal pengawas proses pelaksanaan lkuidasi
bank sesuai dengan ketentuan yang beriaku telah mengeluarkan
Surat Keputusan No, 30M123/Kep/Dir tanggal 1 Nopember 1997
tentang penunjukkan Care Taker PT. SBU {DL) yang tugasn:,fa
antara lain |

—  Melakukan pembayaran semua nasabah penyimpan dana girg,
tabungan dan deposito sebesar jumlah saldo simpanan untuk
simpanan dana di bawah Rp. 20.000.000,- per rekening dan
maksimal sebesar Rp. 20.000.G00,- untuk simpanan nasabah
yang Jumiahnya di atas Rp. 20.000.000,-
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= Melakukan verifikasi asset dan kewajiban bank sesuai dengan
pembukuan dan adrninistrasi bank :

— Menyelenggarakan RUPS datam rangka pembubaran badan
hukum bank dan untuk membentuk Tim Likuidasi :

= Melakukan halhal lain yang dianggap perlu dalam rangka
persiapan likuidasi bank.

4.3 Bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Care Taker,
maka Care Taker PT. SBU (DL} telah melakukan persiapan-
persiapan vang diperlukan untuk menyelenggarakan RUPS dan
melakukan pembubaran badan hukum bank dan membentuk Tim
Likuidasi PT. SBU ( CL)

4.4, Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2007 dilakukan RUPS

PT. SBU (DL) vang dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT.

SBU (DL} termasuk Penggugat dan selanjutnya telah pula disetujui

pembentukan Tim Likuidasi PT. sBU {OL) ya}lg susunan

keanggotaannya disebutkan dalam Surat Bark Indonesia Mo,

J0/346/UPB2/AdB2/Rahasia tertanggal 24 November 1997 (Bukti

TI-8). Adapun putusan RUPS tercebut dituangkan dalam Akte

Risalah Rapat No. 16 terlanggal 24 November 1897 yang dibuat

e oleh dan dihadapan Ny. Hartati Marsono, Sarfara Hukum, Notaris
di Jakarta (Bukti T|-8).

4.5, Bahwa sebagalmana disebutkan dalam Akte Risalah Rapat No. 16
- “tertanggal 24 November 1857 (vide Bukti TI-6), pada RUPS PT.
SBU (DL) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 1897
telah dibentuk Tim Likuidasi PT. SBU (DL} dengan susunan
keanggotaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Bank
Indonesia No, 30/346/UPB2/AdB2/Rahasia tertanggal 24 November

1997 (Bukti TI-7).

4.6.  Bahwa dengan demikian Tim Likuidasi PT. SBU (DL) sekarang
Térgugat I baru mulal efektif terbentuk dan bertugas sejak tanggal
24 November 1987 yang sesuaj dengan ketentuan yang berlakuy
akan menjalankan tugas dan pekerjaannya melaksanakan proses
likuidasi atas PT. SBU (DL) dengan berpedoman pada :

— Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang ketentuan dan
Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi
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Bank yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 401
Tahun 1997 dan untuk terakhir kalinya telah diubah lagi dengan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 disingkat "PP 25/1959"
(Bukti TI-8);

— Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK,017/1997 tanggal
22 Agustus 1957 lentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara
Pencabutan ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. S0/83Kep/Dir
tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Likuidasi Bank yang untuk terakfir kalinya telah diubah dan
diganti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
32/53/KEPIDIR tertanggal 14 Mei 1998 tenfang Tata Cara
Pencabutan ljin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umurmn
disingkat "SK Dir Bl No, 32/53" (Bukti TI-8),

7, Bahwa menurut ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 25
Tahun 1983 (vide Bukfi TI-8) jo. Pasal 25 Surat Keputusan Direksi
Bank indonesia No. 32/53/KEP/DIR (vide Bukti TI-9), antara lain
disgbutkan tugas dan wewenang Tim Likuvidasi PT. SBU (OL)
antara lain adalah melakukan pemberesan ferhadap proses

- £ likuidasi bank, melakukan pencairan asset (harta tetap) milik bank
" danfatau melakukan penagihan kredit kenada plhak debitur yang
hasilnya akan digunakan uniuk membayar kembali kewajiban-
kewajiban  PT. SBU (DL) termasuk kepada pihak ketiga dan
Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan dana
talangan terlebih dahuly kepada PT. SBU (DL.

4.8, Bahwa cleh karena pencabutan lin usaha atau likuidasi PT. SBU
(DL)adalah akibat terjadinya kesulitan likuidas| dimana pada tanggal
31 Oktober 1997, Saldo Giro PT. SBU (DL) yang ada di Bank
Indonesia telan bersalde negatif sehingga tidak dimungkinkan bagi
PT. SBU (DL) untuk melakukan penarikan dana darl Bank
Indonesia dan mengingat pada saat itu belum ferdapat system
penjaminan dana masyarakat oleh pemerintah, maka untuk
mengantisipasi gejolak nasabah penyimpan dana di bank,
Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia memberikan kucuran
dana talangan kepada PT, SBU (DL) yang betjumiah total sebesar
Rp. 1.687.349.515,372,53 - {satu triliun enam ratus delapan puluh
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tujuh miliar tiga ratus empat pulul sembilan juta lima ratus lema
belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tiga Dollar
Amerika Serikat) dengan perincian sebagal berikut:

— Dana talangan dalam Rupiah sebesar Rp. 1.402,875.000.000,00
(satu triliun empat ratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima
Juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Surat Bank Indonesia
No. 30/433/UK tanggal 4 Maret 1998 (Bukti TI-10), dengan realisasi
penggunaan dana talangan sebesar Rp. 1.297.121.000,000,00 (satu
triliun dua ratus sembilan puluh tujub miliar seratus dua puluh satu
juta rupiah) dimana selisin sisa dana yang tidak dipergunakan
sebesar Rp, 105.754.000.000,00 (seratus lima miliar tujuh ratus lima
puluh empat juta rupiah) sé;lah dikembalikan Tergugat [ kepada
Bank Indenesia pada tanggal 22 Nopember 1998:

— Dana talangan dalam valuta asing sebesar US § 25_24?.026,39 {dua
puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh dua pulub enam koma
defapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Akta
Pengakuan Hutang dan Femherian Jaminan Nomor 164 tertanggal
27 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH, Notaris di
Jakarta (Bukti TI-11) dengan realisasi penggunaar dana sebesar US
$ 20.837.611,85 (dua puluh juta delapan ratus tlga puluh tujuh ribu
enam ratus sebelas koma delapan puluh lima Dollar Amerika
Serikat) atau equivalent Rp. 186.486.626,147.00 (seratus delapan
puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus
dua puluh enam ribu seratus emapat puluh tujuh rupiah) dengan
periitungan kurs Rp, 8.950,00 per 1 USD,

— Selain dana talangan, pada saat dieabut ijin usahanya {dilikuidasi)
rekening PT. SBU (DL) yang ada di Bank Indonesia juga mempunyai
‘saldo debet (overdraffcerukan) sebesar Rp. 203,731,880.225,53
(dua ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus
delapan pulub sembilan ribu dua ratus dua puluh lima kema lima
puluh tiga rupiah).

4.9. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan
Hak (Cessie) Nomor : 58 tertanggal 22 Februari 1989 yang dibuat
oleh Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta {Bukti TI-12), vang
ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Pemerintah gq. BPPN,
hak atas piutang Bank Indonesia kepada PT. SBU (DL) sebesar
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Rp. 1.687.349.515,372,53 - (satu triliun enam ratus delapan puluh
tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lema
belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tiga Dollar
Amerika Serikat) telah dialibkan aleh Bapk Indonesia kepada
Pemerintah. Dengan demikian sejak ditandatanganinya Akia
Cessie Mo, 58 tertanggal 22 Februar 1999 tersebut. hak atas
tagihan Bank Indonesia kepada PT, SBU (DL} telah berada pada
Pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu diwakili aleh
BPPN dan saat ini diwakili cleh Departemen Keuangan.

5. Bahwa Tergugat | sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil
pada butr 4 halaman 3 posita gugatan Penggugat yang pada intinya
menyatakan bahwa penyelenggaraan PT, SBU (DL) yang diselenggarakan
pada tanggal 26 Mopember 2008 adalah perbuatan melawan hukum karena
penyelenggaraan RUPS PT. SBU (DL) pada tanggal 26 Nepember 2008
tersebut terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
dan didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum sebagal berikut :

Rups PT, §BU (DL) Yany Dilaksanakan Pada Tanggal 26 Nopember 2008

Bukanlah Merupakan - Perbuatan  Melawan Hukum Karena Tidak

Bertentangan Dengan Ketentuan Yang Berlaku Dan Didasarkan Pada
; Alasan Yang Sah Menurut Hukum

Oy 5. Bahwa terbukti mengenal pelaksanaan RUPS PT. 88U (DL) pada

kN L akhir proses likuidasi diatur pada pasal 19 ayat 1 dan 2 PP
25/1998 jo. Pasal 36 ayat 1 huruf a SK Dir Bl No. 32/53 yang pada
intinya antara lain berbunyi sebagal berikut :

Pasal 19 PP 25/1599

{1} Dalam hal likuidasi dibentuk berdasarkan pasal 5 ayat (1), Tim Likuidasi
wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan kepada Bank
Indenesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham,

(2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan Rapat
Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi
rmaka Rapat Umum Pemegang Saham:”

Pasal 36 pasal 1 huruf a SK Dir El No. 32/53

Hal 23.dari 78, Put. Hal Nomor : 275/ PdtrG/I009/PN. Tkt Bar,

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



| SALINANY

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25 ayat (1) huruf k, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.  Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluryh tugas dan kewajibannya;”

52 Berdasarkan ketentuan pasal 18 PP 25/1939 jo. Pasal 36 ayat 1
huruf a SK Dir Bl No, 32/53 tersebut diatas terbukli secara sah
menurut hukum bakwa RUPS PT. SEU (DL) pada akhir likuidasi
dilakukan apabila Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh tugas
dan kewajibannya dan Tim Likuidasi telal; menyusun Neraca Akhir
Likuidasi (disingkat “NAL") dan NAL yang telah disusun oleh Tim
Likuidasi tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.

5.3, Bahwa dengan demikian berarti Jika sekiranya pun quod non
jangka waktu pelaksanaan likuidasi PT. SBU (DL) sudah berakhir
pada tanggal 24 Mei 2003, namun sesuai dengan ketentuan pasal
9 PP 25/1989 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf a SK Dir Bl No. 32/35,
RUFS PT. 8BU {DL) pada akhir likuidasi barulah dapat dilakukan
setelah NAL yang disusun eleh Tim Likuidasi/T, ergugat | disetujui
oleh Bank Indonesia,

5.4, Bahwa terbukti berdasarkan Surat Bank indonesia tertanggal 28
- Desember 2006 No, 8/2062/DEIP/ladmpP (vide Bukti TI-3) yang
diterima efeh Tim LikuidasiT ergigat | pada fanggal 3 Januari
2007, Bank Indonesia baru memberikan persetujuan atas NAL
yang disusun oleh Tim LikuidasiTergugat | pada tanggal 28
Desember 200G, Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku baru setelah adanya persetujuan tersebutlah Tim
LikuidasiTergugat | dapat menyelenggarakan RUPS FT. SBU
(DL) pada akhir proses likuidas],

8:5. Bahwa meskipun NAL telah disetujui oleh Bank Indonesia, namun
melalui  suratnya  fertanggal 28 Desember 2008 Ma.
8/2062/DPIPfladmP (vide Bukti Ti-3), Bank Indonesia terbukti
telah meminta agar Tergugat | menunda dulu pelaksanaan RUPS
berkaitan dengan adanya upaya penyelesaian  asset dan
kewafiban bank kepada Departemen Keuangan sebagaimana
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
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9.8,

"Namun  demikian mengingat upaya penyslesaian asset dan
kewajiban Bank Dalam Likuidasi saat Ini dalam proses
penyusunan Berita Acara Serzh Terima (BAST) dengan pihak
Pemerintah/Depkeu, maka RUPS PT. Sejahtera Bank Umum {DL}
baru dapat dilaksanakan setelah ada pemberitahuan lehih lanjut
dari kami.”

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2008, Tergugat |
yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tim Likuidasi BDL telah
menerima surat darf Bank Indonesia No. 8/2083/DPIF/ladmP
tertanggal 29 Desember 2008 (Bukti T1-13) yang pada intinya
meminta agar Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi termasuk
Tergugat | menverahkan seluruh asset-asset Bank Dalam
Likuidasi yang belum dicairkan kepada pemerintah sebagai
pembayaran untuk mengurangl kewajiban Bank Dalam Likuidasi
kepada Pemerintah vang sesual dengan Akta Cessie {vide Bukt
TI12) berfumlah Rp. 1.687.349.515.872,53 - {safu triliun enam
ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan
juta lima ratus lema belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma
lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat).

Eaﬁwa lermyata  persiapan-persiapan  untuk melakukan
penyerahan asset-asset PT. SBU (DL} yang belum dijual atau
dicairkan kep_ada Pemerinta qq. Departemen revangan sesuaj
dengan perintah Bank Indonesia ternyata membutuhkan waktu
yang relalif cukup lama sehingga penyerahan asset-asset tersebut
kepada Pemerintah qq. Departemen Keuangan baru dapat
dilaksanakan paca tanggal 8 Maret 2007 dengan
ditandatanganinya BAST antara Tergugat | dan Tergugat Il
sabadai pihak dan Menter Keuangan dan Deputi Gubernur Bank
Indonesia sebagai pihak yang mengetahui (vide Bukti TI-1),

Bahwa kemudian setelah penandatanganan BAST tertanggal 8
Maret 2007 vide Bukti T|-1 dilaksanakan, Tim Likuidasi/Ti ergugat |
masih harus pula melaksanakan proses penyershan fisik dan/atau
dokumen atas asset-zsset yang diserahkan yang ternyata juga
memakan waktu yang relatif cukup lama. Dan setelah seluruh
proses penyerahan asset-asset PT, SBU (DL} yang belum dijual
atau dicairkan kepada Pemerintah 4g. Departernen Keuangan
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selesal  dilakukan, barulah Tergugat | kemudian dapat
melaksanakan RUPS PT, SBEU (DL) pada proses akhir likuidasi
pada tanggai 26 Nopember 2008. Dengan demikian pelaksanaan
RUPS PT. SBU (DL} pada akhir likuidasi vang kemudian baru
dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2008 adalah
dikarenakan alasan yang sah dan demi untuk melaksanakan
perintah dan  ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
selaku Pengawas dari Tergugat .

5.9, Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan RUPS PT.
SBU (DL) pada proses akhir likuidasi tersebut, Tergugat | terbukti
telah melaksanakan semua prosedur yang ditentukan menurut
ketentuan hukum yang berlaku antars lain dengan telah
melakukan pemanggiian kepada seluruh pemegang sabam PT.
SBU (DL)melalui dua surat kabar harian nasional yaitu pada
harian Media Indonesia dan harian Terbit tanggal 27 Oktober 2008
(Buktl 'Ti-14a dan Bukti T1-14b) sebagaimana yang disyaratkan
pada pasal 36 ayat (1) huruf b sampal dengan & SK Dir Bl No. 32
yang berbunyi sebagai berikut

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Rapat

i Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf k, berlaku
ketentuan sebagai berikut :

b, Tim  Likuidasi  melakukan pemanggilan  dan/atau
pengumuman kepada seluruh pemegang saham sekurang-
Kurangnya 2 (dug) kali dalam tenggang waktu 15 (lima
belas) hari dalam 2 (dua) surat kabar harian vyang
mempunyal peredaran luas:

C. Apabila  setelah  dilakukan pemanggilan  dan/atau
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam  huruf b,
pemegang saham fidak hadir atau hadir namun tidak
memenuhl  korum, Rapat Umum Pernegang Saham
dianggap tidak berhasil dila ksanakan;

d. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak
berhasil dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf
¢, Tim Likuidasi wajib melaporkannya kepada Bank
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Indonesia selambat-lambatnya 3 {tiga) hari setelah tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan:

B Apabila Rapat Umum Pemegang Saham telah berhasil
dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib menyampaikan hasil
Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud kepada Bank
Indonesia selambat-iambatnya 3 (tiga) hari setelah Rapat
Urmum Pemegang Saham selesai dilaksanakan.”

5.10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 26 ayat 2 huruf a 3K
Dir Bl No. 32/53, RUPS PT.SBU pada akhir pelaksanaan lkuidasi
dilaksanakan anatara  lain  adalah  uniuk menerima
peitanggungjawaban Tim Likuidasi sebagaimana laporannya telah
dituangkan dalam NAL vang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
Akan tetapi oleh karena RUPS PT. SBU yang dilaksanakan pada
tanggal 26 Nopember 2008 tidak menerima pertanggungjawaban
Tergugat | sehingga Tergugat | sehingga Tergugat | yang telah
selesal melaksanakan semua tugas dan kewajibannya tidak dapat
dibubarkan dan ketentuan yang ada dalam PP NO. 5/1999
matpun SK Dir Bl No. 32/63 tidak ada yang menagtur lebih lanjut
mengenat keadaan bilamana pertanggungiawaban Tim Likuidasi

fidak diterima sehingga tidak jelas status dad Tergugat |
“ ) . selanjutnya, maka Tergugat | teiah mengajukan permohonan
T penetapan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
membubarkan Tim Likuidasi/ Tergugat |. Dan terhadap perkara
permahonan penetapan tersebut pada saat ini proses tersebut
telah memasuki tahap pemeriksaan tingkat kasasi. Dan me'ngl'ngat
proses perkara tersebut masih dalam perneriksaan di tingkat
kasasi, maka sesuaj dengan prinsip hukum acara yang berlaku
mengenai perkara tersebut tentunya tidak relevan untuk dijadikan
dasar atau bahan perimbangan dalam perkara ini.

T bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah kami jelaskan
diatas, jelaslah telah terbukti bahwa pelaksanzan RUPS PT. SBU
(DL) pada tanggal 26 Nopember 2008 bukanlah merupakan
perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada alasan yang
sah dan pelaksanaannya pun telah sesuai dengan ketentuan dan
prosedur hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam PP MNo.
251999 maupun SK Dir Bl No, 32/53. Oleh sebab itu gugatan
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Penggugat yang menyatakan Tergugat | telah melakukan
perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan RUPS PT.

SBU (DL) pada akhir fikuidasi tanggal 26 Nopember 2008 harus
pula ditolak,

6. Bahwa Tergugat | sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil
Penggugat pada butir 7 halaman 4 nosita gugatannya yang pada intinya
telah menyatakan Tergugat | melakukan perbuatan melawan hukum
berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 01/XI1102/2008
tertanggal 6 Februar 2006 (Bukti TI-15) karena dalii tersehut tidak benar
dan tidak berdasar sebagaimana  dibuktikan pada faktafakta sebagai
berikut;

Laporan BPK No. 01/X11102/2006 Tertanggal 6 Februarl 2006 Tidak
Dapat Dijadikan Dasar Untuk Menyatakan Tergugat | Telah Melakukan
Perbuatan Melawan Hukum

68.1. Bahwa terbukti dalam Resums Hasil Pemeriksaan BPK (vide
halaman 1 dan 2 Laporan BPK No. 01/XH/02/2008 tertanggal 6
Februari 2008} terbukti tidak ada disebutican bahwa keberadaan Tim
Likuidasi PT. SBU (DL) setelah tanggal 24 Mel 2003 tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana vang didalitkan oleh Penggugat
pada butir 7 point ketiga posita gugatannya. Oleh sebab ity sudah

seharusnya dalil Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan,

6.2,  Bahwa berkaitan dengan adanya Resume Hasil Pemeriksaan BPK
yang menyatakan bahwa tidak ada piak yang efekiif menjadi
pengawas dan regulator BDL dalam melakukan fungsinya baik itu
Bank Indonesia dan Departemen Keuangan dan tidak adanya
PEngawasan yang memadai terhadap akuntabilitas dan kinera Tim
Likuidasi selama periode kerjanya sebagaimana didalilkan Penggugat
Pada butir 7 halaman 4 surat gugatannya terbukti tidak dapat
dijadikan dasar menyatakan Tergugat | telah melakukan perbuatan
melawan hukum karena masalah pengawasan terhadap kinerja Tim
Likuidasi/Tergugat | sudah diatur secara tegas pada ketentuan pasal
8 PP 25/1999 jo. pasal 19 5K Di Bl No. 32/53 yang pada intinya
menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan pembubaran
badan hukum dan likuidasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan
selama masa tugasnya melakukan proses likuidasi PT. SBU (DL),
Tergugat | secara berkala terbukti selalu menyampaikan laporan
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6.3,

6.4,
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kinerjanya kepada Bank Indonesia selaku Pengav.'ras sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Oleh sebab ity sekiranya pun —quod non-
benar Resume Hasil Pemeriksaan BPK yang rmenyatakan tidak ada
pihak yang efektif melakukan pengawasan terhadap kinerja Tergugat
| maka hal itu tentunya bukan merupakan tanggungjawab dan/atau

perbuatan melawan hukum dari Tergugat 1.

Bahwa terbukti dari Resume Hasil Pemeriksaan BPK {virje' butir 1
halaman 1 dan 2 Laperan BPK No. 01/XI1/02/2006 tertanggal &
Februari 2008 vide Bukf Tl-15) justru diketemukan fakta bahwa
posisi para pemegang saham utama PT. SBU (DL) (dalam hal ini
tentunya termasuk Penggugat selaku pemegang saham mayoaritas
PT. SBU) wang telah menyulitkan  pengelola  yaitt  Tim
Likuidasi/Tergugat | dalam melakukan tugasnya sebagaimana antara
lain selengkapnya berbunyl sebagal berikut :

1, Dengan status Bank yang telah dalam proses likuidasi, secara
umum pengendalian intern (SPI) pada BT, 28U {DL) tidak dapat
diandalkan karena beberapa hal, Pertama lingkungan pengendalian
yang ada tidak dapat berjalan secara memadai, diantaranya posisi
pemegang saham utama menyulitkan pengelola yaitu Tim Likuidasi
(TL) dalam melakukan tugasnya.”

Bahwa dengan faktafakta tersebut terbuiti bahwa dalam Resume
Hasil Pemeriksaan BPK No, 01/XII/02/2006 tertanggal 6 Februari
2006 vide Bukti TI-15 sama sekall tidak ada disebutkan bahwa Tim
Likuidasi/Tergugat | telah melakukan perbuatan melawan hukum
sehingga sudah sehamisnya dalll Penggugat vang telah menjadikan
Resume Hasil Pemeriksaan BRK sebagai dasar untuk menyatakan
Tergugat | telah melakukan perbuatan melawan hukum ditolak dan
dikesampingkan. Bahkan justru resume Hasil Pemeriksaan BPK
menyatakan posisi para pemegang saham utama PT, SBU (DL} yang
notabene tentunya termasuk Penggugat selaku pemegang saham
mayoritas yang telah menyulitkan Tergugat | dalam melakukan
tugasnya. Disamping itu pada butir 2 halaman 1 Resume Hasil
Femeriksaan BPK vide Bukti TI-15 disebutkan Kejaksaan Agung Rl
sendiri sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tim

' Likuidasi PT. SBU (DL) bukan merupakan tindak pidana. Dengan
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demikian berarli justru dari Resume Hasil Pemeriksaan BPK
diketahui bahwa Tim Likuidasi/T ergugat | tidak melakukan perbuatan
melawan hukum dan/atau pidana dalam melaksanakan tugasnya
melakukan proses likuidas| atas PT. SBU {DL).

7. Bahwa Tergugat | berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil
Penggugat butir 8 dan ¢ posita qugatannya yang pada intinya menyatakan
penyerahan asset-asset FT. SBU (DL) yang belum dicairtkan kepada
Tergugat ||| adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena dalil
tersebut tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana dibuktikan pada fakta-
fakta sebagai berikut :

Tergugat | Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Sehubungari
Dengan Penyerahan Assct-Asset PT. SBU Kepada Departemen
Keuangan/Tergugat fil.

T, Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat | pada bagian
awal jawabannya dalam perkara ini (vide butir 3) bahwa akibat
saldo debet PT. SBU (DL) di Bank Indonesia sudah negatif
sehingga PT. SBU (DL) tidak lagi mempunyai dana untuk
membayar kewajibar-kewajiban termasuk untuk membayar dana-
dana nasabah penyimpan dana, maka pada saat pencabutan ijin
usahanya dilakukan PT. SBU (DL) telah menerima dana talangan
dari- Pernerintabh. melalui Bank Indonesia yang berjumlah total
sebesar Rp, 1.687.349,515.372,53,- (satu tdliun enam ratus
delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta
lima ratus lema belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma lima
puluh tiga Dollar Amerika Serikat) yang antara lain dipergunakan
untuk memhbayarkan kewajiban membayarkan kewajiban PT, SBU
(DL) kepada debitur deposan dan pihak ketiga lainnya.

i Bahwa berdasarkan Akta Cessie Mo. 58 tertanggal 22 Februari
1998 (vide Bukti TI-11), hak atas tagihan Bank Indonesia PT, SBU
(DL) telah beralih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang
pada saat itu diwakili nleh BPPN dan saat ini diwakili aleh
Departemen Keuangan/Tergugat I1],

7.3, Bahwa terbukti pasal 17 PP No. 25/1999 pada intinya menyatakan
bahwa kedudukan Pemerintah g. Departemen Keuangan selaku
lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu
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sebagian  atau  seluruh  hak nasabah penyimpan dan;
menggantkan  kedudukan nasabah penyimpan dana dalam
menerima pembayaran dar hasil pencarian hara dan penagihan

piutang kepada debitur sebagaimana selengkapnya berbunyi
sebagai berikut |

Pasal 17 PP 25/1599

1) Pembayaran kewaiiban kepada para  kredit ur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan
gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya
lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak
bank  dan pajak yang dipungut oleh bank selaku
pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor,

(2} Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutany
kepada debitur setelah dikurangi  dengan pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} dibayarkan secara
berurutan kepada kreditur -

o e a.nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya
= ditetapkan oleh Tim Likuidasi:

b.lainnya,

(3) Dalam hal terdapat lembaga vyang dalam kedudukannya
membayar teriebih dahulu gebagian atau selurth hak nasabah
penyimpan dana, maka kedudukan lembaga  tersebut
menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana,”

7.4, Bahwa dari total sebedar Rp, 1.402.875.000.000,00 dan US $
20.837.611,85 dana talangan yang diperoleh oleh PT, SBU (DL),
sampai dengan tanggal pembuatan NAL, dana yang telah berhasil
dibayarkan Tergugat | kepada Pemerintah melalul Bank Indonesia
adalah masing-masing untuk rupiah sebesar Rp. 850.362.267.303 85
(60,6 %) dan untuk valuta asing sebesar US $ 12.601.000 (60,4 %).
Sedangkan sisanya masih belum dapat dibayarkan oleh Tergugat |
karena sampai dengan berakhimya jangka wakfu yeng diberikan oleh
undang-undang kepada Tergugat | untuk melaksanakan penjualan
asset-asset secara lelang, Tim LikuidasiTergugat 1 tidak dapat
mencairkan seluruh asset-asset PT. SBU (DL) akibat banyaknya

Hal 31.dari 78 Put, Hal Nomar : 375/ PdrGe2 00PN Skt Bar,

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



kendala yang dialami oleh Tergugat | termasuk akibat banyak dari
asset-asset PT. SBU (DL) yang terkait sengketa perkara.

7.5. Bahwa dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, melalui suratnya No.
8/2063/DP1P/ladmP tertanggal 28 Desember 2006 (vide Bukti TI-13), Bank
Indonesia yvang menurut ketentuan hukum yang berlaku merupakan
Pengawas Tergugat | terbukti telah mengirimkan surat kepada Forum
Komunikasi Tim Likuidasi BDOL termasuk Tergugat | yang pada intinya
meminta agar Tim Likuidasi termasuk Tergugat | menyerahkan seluruh
asset-asset Bank Dalam Likuidasi yang belum dicairkan kepada
Pemerintah sebagai pembayaran untuk mengurangi kewajiban Bank Dalam
Likuidasi kepada Pemerintah yang sesuai dengan Akta Cessie vide Bukti
Tl-12 berjumlah Rp. 1.687.349.515.372,63,- (satu trillun enam ratus
delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus
lema belas ribl tiga ratus tujuh puleh dua koma lima puluh tiga Dollar
Amerika Serikat)

7.6. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 17 PP No. 25/1899 yang
menyatakan bahwa Pamerintah ¢q. Deparlemen Keuangan selaku
lermbaga vang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian
tau selureh hak nasabah penyimpan dana dalam menggantikan kKedudukan
nasabah penyimpan dana dalam menerima pembayaran dari hasil
pencairan harta dan penagihan pittang kepada debitur dan mengingat
sesual dengan ketentuan pasal 9 PP 25/1989 jo. pasal 19 SK Dir Bl 32/53
Bank Indonesia adalah pengawas Tergugat | dalam melaksanakan proses
likuidasi, maka akhimya sesual dengan perintah dan permintaan Bank
Indonesia, Tergugat | melakukan penyerahan assel-assst PT. SBU (DL)
yang belum dicairkan dan/atau dijual termasuk gedung kantor di Jalan K.H.
Wahid Hasyim dan di Jalan Tiang Bendera kepada Pemerintah qq.
Departemen Keuangan uriuk mengurangi kewajiban PT. SBU (DL) kepada
Pemerintah yang ditandai dengan penandatanganan BAST antara Tim
Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Depaitemen Keuangan
Republik Indonesia tertanggal 8 Maret 2007 {vide Bukti T1-1).

7.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas terbukli
secara sah menurut hukum penyerahan assei-asset PT. SEU (DL) yang
belum dicaitkan danfatau termasuk gedung kantor di Jalan K.H, Wahid
Hasyim dan di Jalan Tiang Bendera kepada Pemerintah gg. Departemen

Keuangan sesuai dengan permintaan dan perintah Bank Indonesia melalul
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penandatanganan BAST tertanggal 8 Maret 2007 (vide Bukti TI-1)
bukanlzh merupakan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut
dilakukan aleh Tergugat | sesuai dengan perintah Bank rn_donesia selaku
Pengawas Tergugat | dafam melaksanakan tugasnya melakukan proses
likuidasi atas PT. SBU {OL) dan dengan berpedoman pada ketentuan
pasal 17 PP Mo, 251959,

7.8. Bahwa selain itu dall Fenggugat pada butir 8 halaman 4 posita gugatannya
yang menyatakan bahwa penyerahan asset-asset PT. 8BU (DL) kepada
Tergugat Il dilakukan setelah penclakan pertanggungjawahan pada RUPS
PT. SBU (DL} adalah tidak benar sehingga harusiah ditolak dan
dikesampingkan karena telah terbukli secara sah menurut hukum
penyerahan ascet-asset PT. SBUJ {DOL) yang belum dijual atau dicairkan
termasuk gedung di Jalan K H. Wahid Hasyirn dan di Jalan Tiang Bendera
kepada P'eme;intah q9. Departernen Keuangan sesuai dengan perintah
Bank Indonesia dilakukar pada tanggal & Maret 2007 vaitu dengan
c!]tandatanganinya BAST tertanggal 8 Maret 2007 {vide Buldi TI-1). Dengan
demikian berarti terbukti cecara sah bahwa penyerahan asset-asset ET.
SBU (DL) kepada Pemerintah 99. Departemen Keuangan dilakukan
sebelum RUPS PT. 3ELI (OL) pada akhir likuidas) yang dilaksanakan pada
tanggal 26 Nopember 2008,

8. Bahwa disamping ity dalil Penggugat pada butir 9 halaman 5 surat
gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat | telah
melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyerahkan asset-
asset Penggugal tanpa seizin Fenggugat dengan alasan penjualan asset-
asset Penggugat tersebit harusiah dengan seizin dari Pengqugat karena
dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak
sebagai berikut ;

8.1. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku terbukti asset-asset
yang diserahkan ocleh Tergugat | kepada Pemerintah 9. Departemean
Keuangan berdasarkan BAST tertanggal 8 Maret 2007 vide Bukti T|-1
adalah asset-asset milik PT. SBL (DL) dan bukannya milik Penggugat
sebagaimana didalilkan oleh Fenggugat karena sesual dengan
ketentuan pasal 21 PP No. 5/1959 dapat dilihat bahwa meskipun pada
saat ini PT, SBU (DL) telah dilikuidasi atau dicabut ffin usahanya,
namun status badan hukum PT. SBU (DL) belumiah hapus karena
hapusnya status badan hukum PT. SBU (DL) barulah terjadi setelah
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8.2,
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dilakukannya pengumuman dalam Berita Acara Republik Indonesia
mengenai telah berakhirnya proses fikuidasi PT. SBU {DL)
sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Status badan hukum bank vang dilikuidasi hapus sejak
tanggal pengumuman borakhirnya likuldasi dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat {2) dan Pasal 20 ayat (2)."

Dan terbuiti sampal dengan saat ini, Tergugat | belum
mengumumkan berakhirnya prose likuidasi PT. SBU (DL} di Berita
Acara Negara Rl sehingga meskipun jangka waktu pelaksanaan
likuidasi PT. SBU (DL) telah habis atau berakhir, maka sesuai
dengan ketentuan yang berlaku status hukura PT. SBU {OL) belum
hapus atau berakhir, Oleh karenanya selurub asset-asset yang
tercatat atas nama PT. SBU (DL) sebagai suatu badan hukum
termasuk gedung di Jalan Wahid Hasyim dan di Jalan Tiang
Bendera adalah merupakan hak milik darf PT. SBU {DL) dan
bukannya milik dari para Femegang saham PT, SBU (DL) termasuk
Penggugat meskipun notabene Penggueat merupakan salah satu
pemegang sahlam mayaritas PT, SBU (DL).

Bahwa terbukti harus puta ditalak dali Penggugat yang menyatakan
bahwa penyerahan asset-asset PT. SBU (DL) haruslah dengan
persetujuan darl Penggugat karena dalil tersebut tidak benar dan
tidak sesuai dengan ketentuan hukum vang berdaky sebagai berikut :

— Bahwa sasuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah
No. 25 tahun 1999 (vide Bukti Ti-8) jo. pasal 25 Surat Keputusan
Direksi Bark Indonesia No. 32/53/KEP/DIR (vide Bukti TI-9),
antara lain disebutkan tugas dan wewenang Tin1 Likuidasl PT.
SBU (DL) antara lain adalah melakukan pembesaran terhadap
proses likuidasi bank, melakukan pencairan asset (hata tetap)
milik bank danfatau melakukan penagihan kredit kepada pihak
debitur yang hasilnya akan digunakan untuk membayar kembali
kewajlban kewajiban PT, SBU (DL} termasuk kepada pihak ketiga
dan Pemerintah Republik Indonesia yang telah membarikan dana
talangan terlebih dahulu kepada PT. SBU (DL},

Hal. 34, dari 78 Put Hal Nomor : 275/Pdt/G/2009/PN Tkt Bar,
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= Bahwa terbuktl menurut ketentuan pasal 10 ayat (2) PP No.

25/1999, antara [ain juga telah disebutkan bahwa dengan

terbentuknya Tim Likuidasi, tanggungfawab dan kepengurusan

bank dalam likuidas| dilakukan oleh Tim Likuidasi, Dengan

demikian berarti, selama PT. SBU {DL) masih dalam status bank

dalam likuidasi (BDL), maka Tim Likuidasilah yang berhak untuk

melakukan tindakan-tindakan pengurusan dan penyelesalan hak

dan kewajiban PT. SBU (BL). Ban mengingat penyarahan asset-

asset PT. SBU | DL} yang belum dicairkan termasuk gedung di

Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Tiang Bendera dilakukan pads

saat FT, SBU (DL) masih berstatus Bank dalam Likuidasi, maka

tindakan Tergugat | sehubungan dengan pelaksanaan likuidasi

termasuk untuk menyerahkan asset-asset PT, SBU (DL) sebagai

bagian dari pembayaran kewajiban PT. SEU (OL) kepada

Pemerintah gg. Departemen Keuangan melalui BAST (vide

S e terbukti Tl-1) menurut ketentuan yang berlaku adalah merupakan

' : _ wewenang Tergugat | dan Tergugat | tidak membutuhkan

L ; persetujuan dari Penggugat yang notabene memipakan pemegang

' saham PT. SBU (DL). Terlebih lagi- penyerahan asset-asset

':?i v : tersebut dilakukan oleh Tergugat | berdasarkan perintah dan

% P permintaan Bank Indonesia yang sesuaj dengan ketentuan yang
berlaku merupakan Pengawan Tergugat 1.

8.3. Bahwa ol'gh karena terbukti secara sah asset-asset yang diserahkan
cleh Tergugat | kepada Pemerintah qq. Departemen Keuangan
termasuk gedung di Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Tlang Bendera
adalah asset-asset PT. SEU (BL} dan dilakukan cleh Tergugat | dalam
tugasnya melakukan pelunasan pembayaran kewajiban PT. SBU (DL)
kepada Pemerintah qq. Bank Indoriesia sesual dengan tugas dan
kewenangan yang diberikan pada pasal 10 jo. Pasal 17 PP No,
25/1999 dan Pasal 25 SK Dir Bl No. 32153, maka dengan demikian
felaslah bahwa tindakan Tergugat | yang telah menyerahkan asset-
asset PT. SBU (DL) yang belum dicairkan dan/atau dijual guna
mengurangl pembayaran kewajiban PT. SBU (DL) kepada Pemerintah
aq. Departemen Keuangan bukanlah merupakan perbuatan melawan
hukum karena hal tersebut ditakukan dengan mengacu dan
berpedoman pada ketentuan tentang likuidasi bank yang berlaku. Oleh

Hal 35, dari 78, Put. Fal Nowmor =27 NPatGI2009/PN. Jkt. Bar.
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sebab itu sudah seharusnya dajil Penggugal pada butir 9 gugatannya
ditolak dan dikesampinglan.

8. Bahwa dalj| Penggugat pada but; 12 halaman 6 dan butir keempat Petitym
surat gugatan Penggugat Yang meminta agar Pengadilan Menyatakan
Penggugat merupakan pemilik asset dj Jalan KH. Wahid Hasyim dan Jalan
Tiang Bendera haruslah ditelak dan dikesampingkan karena berdasar
sebagaimana dibuktikan pada fakta-fakts sebagai berikut -

9.1, Bahwa telah ferbuki; secara sah, asset-asset berupa gedung Jalan KH.
Wahid Hasyim Mo, 185, Jakarta Pusat dan Jalan Tiang Bendera No, 15
Jakarta Barat adalah asset-asset yang tercatat dan merupakan milik
dari PT. SBU (DL sehingga asset-asset tersebut telah disurahkan

Kepada Tergugat JIl berdasarkan BAST tertanggal & Maret 2007 {vide
Bukti T1-1),

9.2. Bahwa dengan demikian fidak ada dasar hukum Untuk menyatakan
Penggugat merupakan pemilik asset-asset tersabyt sehingga sudsh

seharusnya dalil Penggugat pada butir 12 halaman 6 butir keempat
Petitum surat gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan,

10. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh
Penggugat tidak berdasar, maka sudah seyogyanya pula Majelis Hakim
menolak permintaan denda keferlambatan renyerahan asset sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harj sebagaimana dimintakan oleh
Fenggugat pada butir 12 posita  gugatannya dan butir 7 Petitum
qugatannya,

berkenan memberikan Putusannys sebagai berikut -

DALAM EKSEPS)
= Menvatakan Ekseps[Tergugat | tepat dan beralasan:

— Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atay setidak-tidaknya
menyatakan {idak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya  atay setidak-tidaknya
menyatakan tidak dapat diterima;

Had 36 dars 78 Pur | vl Momaor : 275/, PdiiG2009 PN JEE Bap,
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— Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari
perkara ini,

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ||
mengajukan jawaban tertulis tertariggal 30 Septembar 2008  yang pada
pokoknya sebagai barkut

DALAN EKSEPS| (Error in Persona)
1. Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak selaku Direktur Utama dari
FT. ABAD ANDAL ASRI sebagal salah satu pemegang Saham darl PT.
SEJAHTERA BANK UMUM yang dilikuidasi oleh Menteri Keuangan Rl dan
dicabut jjin usahanya oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1997;

Bahwa Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang MNo. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan menyatakan "Direks! mewakili Perseroan baik di dalam maupun
di luar Pengadilan®. Bahwa yang dilikuidasi oleh Mentenr Keuangan Rl dan
e dicabut ijin usaharya dalam perkara aguo adalah PT. SEJAHTERA BANK
3 UMUM bukan PT. ABAD ANDAL ASRI, sehingga secara hukum, yang
berhak menggugat dalam perkara aquo  adalah  Direksi dafi PT,
SEJAHTERA BANK UMUM bukan Direksi PT. ABAD ANDAL ASRI. Qleh
karena itu Penggugat dalam perkara ague {dak memiliki persona standi in
i Judicio sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (niet
onvantkelijke verklaard) karena Penggugat bukanlah orang/pihak yang
berhak dan mempunyai kekuatan hukurmn untuk mengaugat (diskualifikas! in

persona);

2. Exeption Plurium Litis Consertium

Bahwa PT, SEJAHTERA BANK UMUM dilikuidasi oleh Menteri Keuangan RI
dan dicabut ijin usahanya oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Nopember
1887, kemudian Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM dibentuk pada
tanggal 24 Nopember yang anggota-anggotanya ditetapkan oleh Bank
Indonesia (Vide poin 2 gugatan Penggugat). Bahwa dalam melakukan
tugasnya, Tim Likuidasi berkoordinasi dan melaporkan hasil pekerjaannya
kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

Hal 37.dari 78, Put, Hal Nowor :275/PdtGa200%/ PN it Bar.
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25 Tahun 1999 tentang Pencabumn liin Usaha, Pembubaran dan Likuidas
Bank;

Bahwa dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa Bank Indonesia sangat
berperan besar dalam proses likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM
sebagaimana yang mernjadi dasar gugatan Penggugat dan seharusnya
dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo agar perkara aquo dapat
diselesalkan secara tuntas dan menyeluruh. Bahwa berhubung dalam
gugatannya Penggugat fidak menyertakan Bank Indonesia sebagai pihak
maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena kurang para pihak
aleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.Para Pihak yang digugat Tidak Tepat

Bahwa penyebutan Badan Ueaha Piutang dan Lelang Megara sebagai
Tergugat IV dalam gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak tepat karena
ketika Penggugat mengajukan gugatannya, Badan Urusan Piutang dan
Lelang Negara (EUPLN) sebagal Tergugat |V sudah tidak ada lagi dan
diganti menjadi Kanter Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang {KPKMNL)
sehingga dengan menyebut Baden Urysan Fiutang dan Lelang Negara
sebagai Tergugat IV, gugatan Penggugat menjadi tidak jeias karena salah
dalam menyebutkan pihak sebagal Tergugat, Di samping itu, Panggugat juga

tidek secara tegas menyatakan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
mana yang dimaksud dan hanya menyebut beralamat di Jalan Frapatan No.
10 Jakarta Pusat.

Bahwa di alamat Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, terdapat 4 (empat)
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang terdiri dari
KPKNL Jakarta | sfd ICPKNL Jakarta IV dimana setiap KPKNL mempunyai
wilayah kerja masing-masing sehingga gugatan Perggugat yang tidak
menyebut KPKNL Jakarta mana yang menjadi Tergugat menjadi tidak jelas
dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,
Mengenal hal ini, perkara aguo dapat dirujuk kepada Yurisprudensi
Mahkarmah ﬂ'gung Rl pada putusan perkara No. 601 K/Sip/1975.

DALAM PROVISI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diuralkan juga
pada Provisi ini dan berlaku secara mutatis sehingga tidak perlu diuraikan
lagi.

Hal 38.davi 78 Pur. Hal Nomor LATHPAVG2009% PN Ikt Bar.
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saitic ) il

2. Bahwa pada tanggal 26 Junl 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah
mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan No. 275/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR
terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat Il yang merupakan salah
satu dari 2 {dua) objek perkara aguo yaitu ;

Tanah dan Bangunan vang berdiri diatasnya yang terletak di JI. Tiang
Bendera |V Mo. 18 Jakarta Barat;

3. Bahwa Tergugat || adalab pemilik sah dan satu-satunya secara hukum atas
tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di JI. Tiang
Bendera IV MNo. 16 Jakarta Bara! yang diperoleh melalui proses lelang yang
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1l
sebagaiman Risalah Lelang Ne. D40/2008 tanggal 27 Agustus 2008 (Bukti
TA-1);

Bahwa kelika lelang dilaksanakan terhadap Tanah dan Bangunan di atasnya
yang terletak di JI. Tiang Bendera |V No. 15 Jakarta Barat yang menjadi
objek lelang tercatat atas nama PT. SEJAHTERA BANK UMUM bukan atas
nama Penggugat sehingga secara hukum Penggugat fidak  memiliki
kapasitas untuk meminta sita atas objek perkara aquo.

i . 4. Bahwa penetapan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas
T  adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam

U Yurisprudensi MA tahun 1975, pada putisan perkara No. 476 KISip/1974
'  tanggal 14 Nopember 1974 menyatakan bahwa Sita Jaminan fidak dapat
dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga;

§..Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Ne. 1 Tahun 2008 mensyaratkan
bahwa setiap perkara, sebelum diperiksa di Pengadilan Neger wajib melalui
tahap Mediasi selama 40 (empat puluh) hari oleh searang Hakim Mediator.
Konsekwensi hukum dari SEMA Inl adalaby bahwa tanggungjawab hukum
selama tenggang wakiu proses Mediasi terhadap perkara yang sedang
diproses, sepenuhnya berada pada Hakim Mediator. Majelis Hakim perkara
tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap perkara yang
sedang dalam proses Mediasi.

Bahwa Mediasi Pertama terhadap perkara aquo baru dilaksanakan pada
tanggal 16 Juli 2002 dan Mediasi bar berakhir pada tanggal 24 Agustus
2009, sehingga Penetapan Sita Jaminan No. 275/Pdt. Gf2009/PNJKT.BAR
vang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2009 jelas-jelas bertentangan dengan Surat

ITal 39 dari 78, Put. Hal Nomor 275/ Pd/G2009/ PN S Bar,

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011




S

SALINAN ¢

Edaran Mahkamah Agung tersebut karena penetapan dikeluarkan sebelum
proses Mediasi selesai dilaksanakan.

6. Bahwa dari kelima Jraizn di atas, sangat jelas bahwa Sita Jaminan yang
telah dijatuhkan terhadap Tanah dan Bangunan yang berdiri dj aiasnya yang
terletak di JI, Tiang Bendera IV No. 15 Jakarta Barat adalah tidak sah dan
bertentangan dengan aturan dan ketentuan hukum yang Dberlaku, oleh
karena itu sita tersebut harys diangkat,

DALAM POKOK PERKARA
Terhadap pokok perkara Terglgat || member! Jawaban sebagai berikut ;

1 Bahwa apa vang telah diuraikan dalam =keepsl dan Provisi dianggap
diuraikan juga pada pakok perkara ini dan beraku secara mutatis mutandis
sehingga tidak perly diurzikan lagi:

2 Bahwa Tergugat [ menelak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan
akan diuraikan oleh Tergugat |1 pada pein-poin jawabar selanjutnya, kecuali
bagian yang s=cara tegas diakui oleh Tergugat |I;

3 Bahwa Tergugat Il adalah pemilix sah secara hukum dan satu-satunya atas
tanah berikut bangunan yang terletak di JI. Tiang Bendera IV N, 15 Jakarta
Barat (Bukti T.!l-2a sfd 2d) yang dipercleh melalyi lelang sesual Risalah
Lelang No. 04072008 tanggal 27 Agustus 2008

4 Bahwa Tergugal Il memiliki tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan
pada poin (3) adalah melalui proses lelang yang dilakukan oleh Kantor
FPelayanan Kekayaan MNegara dan Lelang Jakarta 1l dimana sebelumnya
telah dilakukan Pengumuman Lelang tertanggal 19 Agustus 2008 oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Repartemen Keuangan Ri-Tergugat
1 (Bukdi T.11-3);

5 Bahwa sebagai pihak ¥ang memenangkan lelang, Tergugat 1l telah
membayar [unas harga lelang sebesar Rp. 3.743.100.000,- (tiga milyar tujuh
ratus empat puluh tiga juta seratus riby rupiah) sebelum lewat batas wakty
pembayaran sebagaimana Kwitansi Nomor + KW-20/040/2008 (Buikti T, l-4);

6 Bahwa Tergugat !/ sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi
sesuai dengan prinsip hukum yanyg berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal
948 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang
beritkad baik, memberi kepada si yang memangkunya hak—hal-: atas
kebendaan yang dikuasai sebagai berikut - '
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1. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka
Hakim, sementara harus dianggap sebagal pemilik kebendaan;

2. Bahwa ia karena daluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan
itu;

3. Bahwa ia sampai pada saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di
muka Hakim, berhak menikmati segala hasilnya;

4. Bahwa ia harus dipertahankan dalam kedudukannya bilamana diganggu
dalam memangkunya ataupun dipulihkan kembali dalam ity bilamana
kehilangan kedudukannya,

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1986, prinsip hukum
bahwa pembeli vang beritikad baik harus dilindungi dan patut mendapatkan
perlindungan hukum juga menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim
Mahkamah Agung dalani putusan perkara No. 3201 K/Pdt/1981 tanggal 50
Januari 1996:

7. Bahwa Tergugat Il menolzk dalil-dalil Penggugat pada poin (3) sid (6)
gugatannya dengan dasar-dasar penalakan sebagal berikut ;

7.1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 19
Peraturan Pemerintah No, 25 tahun 1999 sebagaimana yang didalilkan

oleh Penggugat semata-mata hanyalah merupakan prosedur kerja yang
harus ditaksanakan oleh Tim Likuidasi sebuah Bank yang dibentuk
untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bank indonesia sehingga dalam
halini bukaniah kapasitas Penggugat untuk.mampermaaalahkann}ra;

7.2. Bahwa kalaupun quad non dimungkinkan untuk mempermasalahkan
hubungan kinerja sebagaimana dimaksud pada uraian poin 7.1. diatas,
seharusnya yang mempermasalahkannya adalah Direksl dari PT.
SEJAHTERA BANK UMUM sebagaimana Bank terlikuidasi, bukan
Penggugat sebagai Direktur Utama BT, ABAD ANDAL ASRI yang
hanya merupakan salah satu pemilik saham di PT. SEJAHTERA BANK
UMUM;

7.3. Bahwa kalaupun benar bahwa RUPS sebagaimana yang dimaksud oleh
Penggugat dalam poin (5) gugatannya menolak pertanggungjawaban
Tim Likuidasi PT. SEJAHTERA BANK UMUM (Tergugat 1), maka
tentunya RUPS yang dimaksud pastinya adalah RUPS dari PT.
SEJAHTERA BANK UMUM sebagai Bank dalam Likuidasi, bukan

Hal 41 dari 78 Put. Hal Nomor 2T PG00/ DN Tt Bar.
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RUPS dari PT. ABAD ANDAL ASR! dimana Penggugat duduk sebagai
Direktur Utama;

"SALINAJ

8. Bahwa Tergugat Il menaolak dalil-dalil Penggugat pada poin {7) sid (9)
gugatannya dengan dasar-dasar penolakan sebagal berikut

8.1. Bahwa apa yanyg didalilkan aleh Penggugat sebagal laporan dari Badan
Pemeriksa Keuangan Ne. 01/xIl/02/2008 semata-mata merupakan
pandangna sescara umum darl Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
mengenai pengembalian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI) dan tidak dipertanggungjawabkan kepada Penggugat untuk
mempermasalahkannya serta tidak ada hubungan hukumnya dengan
gugatan Penggugat

8.2, Bahwa dalil Penggugat yang antara fain menyatakan ... satelah
Penggugat menolak pertanggungjawaban dari Tergugat | ............. dsi".
Adalah pernyataan yang sangat keliry karena Tim Likuidasi PT.
SEJAHTERA BANK UMUM (Tergugat I} member pertanggungjawabarn
kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SEJAHTERA
BANK UMUNM bukan kepada Penggugat:

8.3. Bahwa Penggugat bukan pemilik atas objek perkara aquo sehingga

: segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat | terhadap objek perkara

e aquo tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat sebagaimana yang
didalilkan cleh Penggugat;

8.4. Bahwa apa vang ditakukan oleh Targugat I, Tergugat 11l dan Tergugat
IV atas objek perkara aguo adalah dalam rangka pelaksanaan
ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999
yang mana pada Pasal 12 ayat (2} darf Peraturan Pemerintah tersebut
menyatakan "Dalam hai likuldasi Bank tidak dapat diselesalkan dalam
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta
Bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang”, sehingga dari ketentuan
tersebut terlihat dengan Jelas tidak ada unsur perbuatan melanggar
hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Fenggugat;

9. Bahwa Tergugat || menclak dalii-dalil Penggugat pada poin (10) s/d (15)
gugatannya dengan dasar-dasar penolakan sebagai berikut :

9.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas Tanah
dan Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di JI. Tiang
Bendera |V No. 15 Jakarta Barat adalah suatu pernyataan yang tidak

Hal 42.dari 78 Put, Hal Nowmor :275/PdvG/2009/PN.Jkt Bar. |.

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



3 ‘t.
ré‘* ﬁ I@EN A‘}‘Iﬁ

berdasar sama sekali karena Fengyugat tidak dapat membuktikan
sebagai pemilik atas Tanah dan Hangunan dimaksud yang menjadi
objek perkara aquo;

9.2, Bahwa sebelum tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tiang Bendera
I No. 15 Jakarta Barat (yang sekarang menjadl milik Tergugat 1)
dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta
Ill, tanah dan bangunan ssbagaimana dimaksud tercatat sebagai milik
PT. SEJAHTERA BANK UMUM bukan milik Penggugat sehingga dalil
FPenggugat yang menyatakan tarah dan Langunan tersbut sebagai milik
Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;

9.3. Bahwa Tergugat || adalah pemilik sah secara hukum dan satu-satunya
atas Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl.
Tiang Bendera IV Ne. 15 Jakarta Barat, diperoleh melalui lelang yang
dilaksanakan oleh Kantor Palayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jakarta !l berdasarkan Risalah Lelang No. 040/2008 tanggal 27
Agustus 2008 sebagaimana yang telah Tergugat Il uraikan pada bagian
e Zear i T, PROVISI dan jawaban ini:

9.4. Bahwa lelang vang dilaksanakan terhadap Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada poin (9.2.) adalah sesual dengan proses

hukum yang benar sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya
“ perbuatan melanggar hukum  dalam proses [elang tersebut adalah
mengada-ada dan tidak berdasar sama sckali,

iD.Bahwa sebégai pihak yang dikalahkan dalam perkara inl, sudah selayaknya
apabila biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, cukuplah kiranya alasan hukum bagi Majelis
Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memperiimbangkan
dan memberi putusan ;

DALAM EKSEPSI
1. Mengabulkan Eksepsi dari Terqugat Il untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet
Ontvankelijk Verklaard),

DALAM PROVIS

1. Mengabulkan permohonan Provisi Tergugat |l untuk seluruhnya;
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2. Menyatakan Penggugat tidak memiiliki kepentingan hukum  untuk
mengajukan Permohonan Sita terhadap Tanah dan Bangunan yang berdiri

di atasnya yang terletak di JI. Tiang Bendera [V No. 15 Jakarta Barat;

3. Menyatakan sita yang lelzh diletakkan terhadap Tanah dan Bangunan yang
berdiri di atasnya yang terletak di JI. Tiang Bendera |V No. 15 Jakarta Barat
bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku,

4. Menyatakan sita yang telah diletakkan terhadap Tanah dan Bangunan yang
berdiri di atasnya yand terletak di JI. Tiang Bendera IV No. 15 Jakarta Barat
adalah tidak sah dan karena itu sita tersebut diangkat.

DALAM POKOK PERKARA,

1. Meneclak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menyatakan sah secara hukum lelang yang dilaksanakan atas Tanah dan
Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di JI. Tiang Bendera IV No.
15 Jakarta Barat;

3. Menyatakan Tergugat || sebagal pembeli yang baik atas Tanah dan
Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di JI, Tiang Bendera IV No.
15 Jakarta Barat dan demi hukum harus dilindungi;

4. Menyatakan Tergugat || sebagal pemilik yang sah secara hukum dan satu-
satunya atas Tanah dan Barigunan yang berdiri di atasnya yang terletak di
JI. Tiang Bendera IV No. 15 Jakarta Barat;

5, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
asquo et bono).

Menimbang, bahwa atas dali gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ||
mengajukan jawaban tertulls tertanggal 14 Oktober 2008 yang pada pokoknya
sebagal berikut :

1. Bahwa sebelum menyampaikan jawaban, perlu kiranya dikemukakan dan
dijelaskan kepada Majelis Hakim tentang keterkaitan dan kepentingan
Tergugat Il ¢.q. Departemen Keuangan Republik Indonesia ¢.q. Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara dengan Tim Likuidasi PT. Sefahtera Bank
Umum (Dalzm Likuidasi) guna memperkuat pengetahuan Majelis Hakim
tentang posisi hukum Tergugat /1.

A. Tentang Posisi Hukum
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Kedudukan Departemen Keuangan R.| c.q. Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dalam haf mewakili PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam
Likuidasi) dalam gugatan a quo adalah sesuai dengan Berita Acara
Serah Terima acara asset PT, Sejahtera Bank Umum (DL) antara Tim
Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Departemen
Keuangan Republix Indonesia tanggal 8 Maret 2007 yang antara lain
menyatakan :

1) Bahwa PT. Sejahtera Bank Umum (DL} telah dicabut izin usahanya
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Namor

SI6/KMK.017/1997 tanggal 1 Nopember 1897, yang dilanjutkan
dengan proses (ikuidasi,

2) Bahwa PT, Sejahtera Bank Umum {DL) adalah penerima dana

talangan sebesar Rp. 1.402.875.000.000,00 (satu triliun empat ratus
dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk
pembayaran kewajiban PT, Sejahtera Bank Umum (DL) kepada
nasabah penyimpan dana atau kreditur berdasarkan Surat Perjanjian
Kredit (SPK) antara Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT, Sejahtera
Bank Umum (DL) Nomor 30/936/UK tanggat 4 Maret 1998, perihal
penyediaan kredil talangan dalam rangka likuidasi bank dan saldo
debet sebesar Rp. 203.731.:889.225 23 (dua ratus tiga miliar tujuh
ratus t|ga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembitan ribu
dua ratus dua puluh lima koma lima puluh tiga rupiah) sehingga total
kewajiban PT..Sejahtera Bank Urum (DL} adalah sebesar Rp,
1.687.349.515.872,63 (satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh
miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu
tiga ratus tujuh puluh dua kema lima puluh tiga rupiah).

3) Bahwa bantuan dana falangan pembayaran kewajiban kepada
nasabah penyimpan dan atau kreditur serta saldo debet tersebut
merupakan utang PT. Sejahtera Bank Urnum (DL) kepada Bank
Indonesia yang harus dilunasi oleh PT. Sejahtera Bank Umum {DL).

4) Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie)
oleh Notaris Mudofir Hadi, SH Nemor 58 tanggal 22 Februari 1999
antara Bank Indonesia dan Pemerintah 9.q. Badan Penyehatan
Perbankan Negara (BPPN), hak atas piutang Bank Indonesia kepada
PT. Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dari Bank Indonesia
kepada Pemerintah sehesar Rp. 1.687.349.515.372,53, - (satu triliun
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enam ratus delapan pulub fujuh miliar tiga ratus empat pu[uh
sembilan juta lima rats lema belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua
koma lima puluh tiga rupiah).

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemenntﬁh MNemor 25
Tahun 1989 tentang Pencabutan |zin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi Bank, pemerintah merupakan lembaga yang kedudukannya
telah membayar terlebin dahuly sebagian atau seluruh hak nasabah
penyimpan dana sehingga dengan demikian kedudukan Femerintah
menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1999 fentang Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan
Likuidasi Bank, J.0. Pasal 22 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomar : 32/83/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1868 tentang Tata Cara
Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank,
pelaksanaan likuidasi bank diselesaikan dalam jangka waktu paling
lambat lima tahun dan 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung
sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi.

Bahwa karena berbagai kendala yang dihadapl PT. Sejahtera Bank
Umum (DL), sampai dengan selesainya jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam angka 8 dan pada saat ditandatangani berita acara
ini, masih terdapat kewajiban PT, Sejahtera Bank Umum {DL) kepada
pemerintah yang belum dapat dilunasi dan asset PT. Sejahtera Bank
Umum {OL) yang belum dapat dicairkan.

Bahwa dalam rangka penvelesaian proses likuidasi PT. Sejahtera
Bank Umum (DL) dan mengingat masih adanva aset vang belum
dicairkan serta masih adanya kewajiban kenada Pemerintah yang
belum diselesaikan dipandang perlu untuk melakukan penyerahan
aset PT. Sejahtera Bank Umum (DL) kepada Pemerintah sebagai
bagian dari pembayaran kewajiban PT, Sejahtera Bank Umum {DL)
kepada Pemerintah. '

Bahwa upaya penyelesaian program likuidasi tersebut telah melalui
proses pertimbangan dan pembahasan antara Bank I[ndonesia
dengan pemerintah cq. Departemen Keuangan dan Tim Likuidasi PT.
Sejahtera Bank Umum (DL} yang antara lain sebagai berikut -
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a) Surat Gubernur Bank indonesia kepada Menteri Keuangan Nemar
: BM/GBIDPIP tanggal 6 Juni 2004 tentang Penyelesaian Akhir
Likuidasi 18 Bank Dalam Likuidasi dan Surat Menter Keuangan
kepada Gubernur Bank [ndonesia Nemor - S-J19/MK.06/2004
tanggal 18 Oktober 2004 tentang FPenyelesaian 16 Bank Dalam
Likuidasi, yang pada intinya sisa aset bank dalam [likuidasi
diserahkan kepada Pemerintah selaku Kreditur mayoritas bank
dalam likuidasi sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan cessie
berdasarkan Akta Cessie yang ditandatangani Pemerirtah q.q.
BPPN dan Bank Indonesia pada tanggal 22 Febrari 1999
sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur
Bank Indonesia Nemor : 204/KMK.08/2005 tanggal 29 April 2005

TI23/KRP.GBIf2005
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Panyelesaian Beberapa
Pemasalahan Dibidang Keuangan Departemen Keuangan Dan
Bank Indonesia. Dengan SKEB tersebut telah dibentuk Sub Tim
Pelaksana Penyelesaian 16 Bank Dalam Likuidasi yang bertugas
mempersiapkan serah terima aset 15 Bank Dalam Likuidasi
kepada Pemerintah c.q, Departemen Ieuangan,

¢} Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Eadan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terhadap Pengembalian Dana Bantuan Likuidasi Bank
Indonesia (BLBI) pada 15 Bank Dalam Likuidasi Nomor -
O1/KI/02/2008 tanggal 6 Februari 2006, yang salah satu
fekomendasinya menyarankan Pemerintah dan Bank Indonesia
mengambil langkah-langkah kengkrit mengenal penyelesaian
tugas Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidas| termasuk kemungkinan
mengambil alih sisa aset yang masih tersisa di Bank Dalam
Likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban dalam rangka
meminimalkan keruglan negara.

B. Tugas Menyelamatkan Keuangan Megara

Departemen Keuangan berkewajiban untuk bertindak melakukan
Penyelamatan Keuangan MNegara {erkait dengan pemberian dana
talangan kepada PT. Sejahtera Bank Umum (Dalam  Likuidasi)
berdasarkan hal-hal sebagai berikur :
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1) Bahwa pada saat PT, Sejahtera Bank Umum (DL} mengalami krisis
likuiditas dan akhirmya dilikuidasi/dicabut izin usahanya, pemerintah
telah memberikan fasilitas saldo debet dan dana talangan untuk
pembayaran kepada para nasabah penyimpan dana yang dibayarkan

>

i

i {;}"

[
b

baik sebelum maupun setelaly Bank dicabut izin usahanya. Hal ini
dilakukan oleh pemerintab untuk menjaga stabilitas moneter dan
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional oleh
karena ju guna mengembalikan dana talangan yang telah
dikeluarkan tersebut, maka pe;merintah mempunyai hak diutamakan
atas pemenuhan kewajiban dari hasil pencairan aset yang dilakukan
oleh Tim Likuidasi?Pemegang Saham PT, Sejahtera Bank Umum
(DL} karena pemerintah mempunyal kedudukan sebagai kreditur
terbesar dan mempunyal kedudukan yang diutamakan.

2} Mengingat masih banyaknya jumlah kewajiban PT. Sejahtera Bank

Umum (DL} kepada pemerintah,  maka  pemerintah  harus

mengoptimalkan penerimaannya yang bersumber dar aset yang

dimilii ofeh Bank Dalam Likuidasi, Oleh _karena itu apabila

optimalisasi pengembalian penerimaan tersebut terganggu maka

akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi Keuangan

negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . hal

- inl disebabkan karena dana tersebut berasal dari masyarakat yang

pada akhimya akan merugikan rakyat Indonesia. Selain itu,

pencapalan hasll pencairan aset yang dilakukan oleh Tim Likuidas

yang telah disetorkan kepada pemerintah masih jauh darf Jjurnlah

kewajiban PT. Sefahtera Bank Umum (DL) kepada pemerintah yang

harus dipenuhi. Oleh karana jtu sungguh menjadi tidak masuk akal

dan sangat tidak beralasan apabila Penggugat rnasih merasa berhak

atas objek gugatan a que dengan bsranggapan bahwa FPenggugat

sudah  tidak mempunyai  kewajiban membayar lagi kepada
pemerintah dan sudah tidak ada tanggung jawab lagi.

Dengan demikian berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas
jelas bahwa pemerintak mempunyai hak atas obyek sengketa dalam
rangka pengembalian uang negara yang telah terpakal untuk
membayar dana talangan dan pemberian fasilitas saldo debet pada
perusahaan milik Penggugat. Oleh karena itu, sangat jelas sekali
Penggugat melaiui gugatan a quo mempunyai ifikad buruk/tikad tidak
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baik yang dengan sengaja telah berusaha menghalangi  dan
menghambat langkah pemerintah in casu Tergugat Il dalam rangka
mengembalikan dan menyelamatkan uang negara dar usaha licik
Penggugat, -

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat 11l menclak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal
yang diakui secara tegas kebenarannya,

A. Mengenai Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugst dalam gugatannya
pada halaman 2 angka 2, yana intinya menyatakan bahwa karena
masalah krisis moneter terjadilah kesulitan likuiditas PT Sejahtera Bank
Urmum sehingga PT. Sejahtera Bank Umum dicabut izinnya oleh Mentar
Keuangan. Selanjutnya RUPS membentuk Tim Likuidasi PT. Sejahtera
Bank Umum (DL} yang anggotanva ditetapkan oleh Bank Indonesis dan
kemudian pada halaman 3 angka 4 yarg intinya menyatakan bahwa Tim

g Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi (NAL}) untuk dilaporkan
- ke Bank Indonesia dan Tim Likuidasi wajib mempertanggungjawabkan
kepada para pemegang saham mefalui RUPS.

2. Bahwa ditariknya dan dijadikanrya Departemen i{euangan sebagal
pihak Tergugat Ill tanpa menarik 8ank Indonesia untuk dijadikan sebagai
pihak baik Tergugal maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo
merupaxan kekeliruan yang sangat fatal, Hal ini disebabkan karena
senyalanya terhadap gugatan a quo kedudukan Bank Indanesia selaku
otaritas tertinggi di bidang pengawasan dan pelaksanaan likuidas
terhadap PT Sejahtera Bank Umum (DL) sangat menentukan bahkan
peran tersebut dengan tegas disebut Penggugat dalam halaman 2 angka
2 gugatan a quo. Dengan tidak ditariknya Bank Indonesia sebagai pihak
dalam perkara @ quo, sungguh merupakan kesalahan yang sangat
mendasar dan fatal. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi
Tergugat Il untuk menyangkal dan menyatakan secara tegas bahwa
gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan tidak memenuhi
syarat formal gugatan. Oleh karena itu, ternadap gugatan
Penggugat a quo, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
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B. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas {obscuur libel)

1. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 4, halaman 4
angka 8 dan halaman 9 angka @ dan 10, Penggugat menyatakan yang
intinya bahwa jangka waktu masa kerja Tergugat Tim Likuidasi ini telah
habis waktu terhitung sejak 24 Me] 2003, sehingga seluruh tindakan
pengurusan PT. Sejahtera Bank Urnum (DL) baik terkait meliputi tetapi
tidak terbatas pada penyerahan, pelepasan serta peniualan oleh
Tergugat I/Tim Likuidasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum
karena dilakukan tanpa seizin pemilit/Penggugat.

2. Terhadap pesita diatas Targugat il| menyatakan menegaskan bahwa

Penggugat dalam petitum gugatannya menunjukkan kebingungan,

keraguan dan ketidakpahaman aturan hukum yang sangat nyata

sehingga Penggugat gagal untuk dapat membadakan dan memisahkan

kualifikasi suatu findakan hukum antara Kualifikasi hukum pidana

ataupun kualifikasi hukum perdata pada saat mengetahui bahwa

keberadaan Tergugat [/Tim Likuidasi sudah habis wakty sehingga

Penggugat mendalikan bahwa Tindakan Tergugat I/Tim Likuidasi

sz merugikan secara materiil karena tidak sesual aturan dan melawan
L hukum,

3. Selain alasan ftersebut diatas, Penggugat telah dengan nyata

mencampuradukkan antara posita/dasar gugatan yang merupakan
Y g iy kualifikasi hukum pidana dengan petitum yang merupakan kualifikasi
St hukum perdata dengan tidak memperhatikan hukum materiil dan hukum
formil yang berlaku sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat
menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena gagalnya Penggugat
menempatkan gugatan a quo dalam lingkup pengaturan wilayah hukum
perdata dan pidana, sudah eepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadilt perkara a quo menolak gugatan Penggugat,

4. Selain itu dalildalil antara posita dan petitum gugatan Penggugat
sungguh kabur, tidak jelas dan tidak ada keterkaitan sama sekali.
Penagugat tidak dapat membuktikan dan menunjukkan balk hubungan
Aukum maupun peristiwa hukum yang jelas dan secara periodik serta
fakta-fakta hukum yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi
penyebab timbulnya peristiva hukum seperti yang didalilkan oleh
Penggugat. Oleh karena itu Penggugat gagal membuktikan adanya hak
dan peristiwa sesual maksud pasal 1865 KUH Perdata Jo pasal 163 HIR
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maka gugatan Penggugat tidak Jelas atau kabur sehingga oleh
karenanya atas gugatan FPenggugat tersebut, sudah sepatutnya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan
Penggugat.

5. Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, maka sebelum Majelis
Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini maka Tergugat [l mohan
kepada Majelis Hakim Pengadilan Megeri Jakarta Barat agar:

1. Menerma Eksepsi darl Tergugat 1] seluruhnya;

2. Menyatakan Eksepsi Tergugat Il adalah tepat dan beralasan hukum;
DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam cksepsi tersebut di atas, mohan juga
dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta
Tergugat 11l menclak selureh dalil-datil Penggugat, kecuall terhadap apa
yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 dan halaman 2
angka 1, menerangkan dirinya adalah Direktur Utama PT. Abad Andal
Asri, selaku Pemegang Saham PT. Sejahtera Bank Umum {DL), yang
didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Mo, 47 tanggal 0B
Nopember 1852 dihadapan Motaris Meester Raden Soedja, Notaris di

Bandung yang bergerak di hidang perbankan dan termasuk bank vang
cukup sehat.

3. Bahwa berdasarkan pada dalil angka 2 tersebut di atas, Tergugat |II,
justru ingin mempertanyakan kepada Penggugat roengensi maksud dan
tujran Penggugat dalam mengajukan Gugatan a guo kepada Tim
Likuidasi. Bukankah segala tindakan hukum Tim Likuidasi yang
dilakukan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kaitan
dengan Bank Dalam Likuidasi.

4. Justru sebaliknya, Tim Likuidasilah yang seharusnya berhak untuk
Menggugat Pemegang Saham PT, SBU (DL). Bahwa berdasarkan
Peraturan Pemerintah Mo. 25 Tahun 1999 Tentang Peneabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, disebutkan dalam penjelasan
Pasal 24 bahwa Tim Likuidasi dapat mengajukan gugatan kepada
anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham

dalam Hhal organ perseroan tersebut turut serta menjadi  penyebab
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kegagalan bank atau penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank
dan mereka bertanggung jawab penuh secara pribadi dan turut serta
memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditur lainnya.

5. Bahwa untuk memperkuat dan memperielas peran dan kedudukan
RUPS, Tergugat 1l perly untuk menyampaikan uralan tugas pokok
danfungsl Organ Perseroan berdasarkan Undang-Undang MNomor 1
Tahun 19895 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi dan diganti oleh
Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
bBahwa 'terhadap kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang
sama yaitu bahwa hakikat dar perseroan terbatas adalah wadah
perwujudan kerjasama para pemegang saham. Untuk itu dibutuhkan
organ perseroan yaiu :

A, RUPS ; yaill organ perseroan yang mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada Direksi dan atay Dewan
Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh
anggaran dasar/UU P.T. Didalam RUPS [nilah para
pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan
barwanang  sepenuhnya  dalam ' pengurusan
persergan.

B. Direksi: yaitu organ perseroan vang berwenang dan
bertanggungjawab  penuh  atas pengurusan

perseroan untuk kepentingan perseroan. Selain jtu
mewakili persercan baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.

C. Dewan Komisaris waitl organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara unum danfatau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada direksi.

6. Darl varaian tersebut jelas walaupun PT. Sejahtera Bank Umum (DL)
telah dilikuidasi namun tetap tidak mengganti dan merubah fungsi RUFPS
sebagai alat dan wadah bagi pemegang saham dalam menjalankan
kewenangan dan mempertahankan haknya. Dengan demikian sangat
tegas dan jelas bahwa secara yuridids Penggugat tidak memiliki
kapasitas dan kewenangan untuk mengajukan gugatan a quo sehingga
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sudah sepantasnyalah yang mulia Maielis Hakim untuk menalak gugatan
a8 guo.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2,
mengakui dengan tegas bahwa PT, Sejahtera Bank Umum {OL)
mengalami kesulitan likuiditas setelzh dirush nasabahnya dan pada
akhirnya izin usaha PT, Sejantera Bank Umum {DL) dicabut oleh Menteri
Keuangan. Berdasarkan hasil RUPS tanggal 24 Nepember 1997 telah
dibentuk Tim Likuidasi yang anggotanya ditetapkan Bank Indonesia.
Kemudian Penggugat pada halaman 2 angka 4, mendellkan bahwa
masa kerja Tim Likuidasi seharusnya berakhir pada tanggal 24 Mei 2003
akan tetapi temyata RUPS baru dilakukan Tim Likuidasi pada tanggal 26
Nopember 2008, Terhadap RUPS Penggugat renyatakan meanolak
pertanggungjawaban Tim LikuidasiiTergugat I,

8. Bahwa pada halaman 4 angka 7 Fenggugat juga mendalilkan
gugatannya berdasarkan laporan dari BRPK No. 01/XiI/02/2006 tertangqal
06 Februari 2008 yang intinya keheradaan dan finerja dari Tergugat
ITirm Likuicasi tidak sesuai ketentuan,

' 9. Bahwa Tergugat il menyangksl keras dan.menolak dengan tegas
semua  dalil Penggugat tersebut, sebab Penggugat berusaha
mengaburkan dan menghilangkan fakta nyata dengan hanya

mengungkapkan fakta hukum yang menguntungkan pasisi Fenggugat
dengan tidak menjelaskan fakta hukum vyang sebenarmya terjadi,
khususnya dalam pengutipan laporan hasil pemeriksaan BPK. Jika
memang Tim Likuidasi melakukan perbuatan melanggar hukum
Tergugat (Il mempertanyakan kepada Penggugat mengapa baru pada
saat ini dilakukan upaya hukum padahal apabila Penggugat memang
dapat membuktikan bahwa Tim Likuidasi/Tergugat | melakukan
pelanggaran maka bukankah sesuai ketentuan Tim Likuidasi/T ergugat |
dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabkan secara pribadi?

10. 8elanjutnya terhadap masa kerja Tim Likuidasi telah habis waktu dan
keberadaan Tim Likuidasi tidak sesuai dengan ketentuan maka dapat
ditanggapi bahwa dalam kenyataannya pada saat Tim Likuidasi dibentuk
dan melaksanakan tugasnya, Tim Likuidasi menhadapi berbagai kendala
yang mehghambat kinerjanya dan hambatan tersebut muncul salah
satunya dari itikad buruk pemegang saham yang selalu menghambat

pelaksanaan tugas Tim Likuidasi dengan menggunakan pengaruhnya

Hal 33.dari 78 Put Hal. Nomor :275/Pdt/G/2009/PN Jet. Bar.
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yang bertujuan menghambat optimalisasi kerja Tim Likvidasi, Hal
tersebut dapat dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK
MNo. 01/XI1/02/2006 tertanggal 08 Februari 2006 pada halaman 12 angka
1 bagian {a), tentang lingkungan pengendalian dinyatakan bahwa :
"Pemegang Saham Utama masih besar pengaruhnya terhadap
pelaksanaan tugas TL sehari-hari yang dapat mangakibatkan tidak
maksimalnya pengembalian harta P.T. SBU (DL) kepada negara."

11.Berdasarkan. laporan BPK tersebut diketahul bahwa masih banyak

terdapat aset milik PT. Sejahtera Bank Umum (DL} yang belum diurus
dan dikelola guna dicairkan dan dibayarkan sebagal kewajiban kepada
pemerintah, maka Karena alasan itu RUPS terlambat untuk dilaksanakan
sehingga keberadaan Tim Likuidasi melewatl batas waktu. Namun
demikian keberadaan Tim Likuidasi pasca berakhimya masa kerja bukan
sma sekall tanpa ketentuan, sebab berdasarkan :

a, Undang-undang Norner 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor
3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Namor 23
Tahun 19899 tentang Bank Indenesia yang berlaku pada saat itu dan
sampal sekarang, diatur sebagai berikut :

Pasal4 ayat (1) Jo.Pasal 8 huruf (g) :
"Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia”

Penielasan : Intinya bank seniral adalah jembaga Negara yang

mempunyal Wewenang antara lain mengatur dan mengawasi bank.

Pasal 24 sampai dengan Pasal 23 intinya adalah Bank Indonesia
berfungsi mengawasi bank.

b. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1888 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1892 Tentang
Perbankan diatur sebagal berikut :

Pasal 29 Jo. Pasal 37 Intinya pembinaan dan pengawasan bank
dilakukan oleh Bank Indonesia.

c. Terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1888 Tentang
Pencabutan lzin Usahz dan Pembubaran dan Likuidasi Bank diatur
sebagal berikut :

"Pengawasan atas pelaksanaan pembubarab badan hukum dan

likuldasi bank dilakukan oleh Bank Indonesia”

Hal 54.dart 78, Put. Hal Nomor :275/Pdt/G2000/PN Jkt. Bar.
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Penjelasan :

Fungsi pengawasan lkuidasi oleh Bank Indonesia dimaksudkan
untuk memantau pelaksanaan likuidasi agar tidak menyimpang dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

12, Dari seluruh ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah
tersebut di atas tidak salu pun ketentuan yang mengatur berbeda bahwa
Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki
otaritas tertinggi dalam pengawasan banl; baik yang masih aktf maupun
non aktif, Dalam kaitannya dengan keberadaan Tim Likuldasi pasca
berakhirya masa kerja, bahwa pelaksanaan likuidasi aset PT . Sejahtera
Bank Umum (DL) oleh Tim Likuidasi guna membayar kewajiban kepada
pemerintah masih tetap berada di dalam pengawasan Bank Indonesia
Hal tersebut mengingat masil) banyak aset yang belum dicairkan akibat
dari salah satupya adalah upaya liclk pemegang saham dalam
menghambat tugas Tim Likuidasi, Dengan demikian selaku otoritas
tertinggl Bank |ndonesia tetap mengakui keberadaan Tim Likuidasi
dalam pelaksanaan fikuidasi PT. Sefahtera Bank Urum (DL}

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam augatan & quo dapat
terbantahkan karena fakta Hukum menunjukkan bahwa keberadaan
Tim Likuidasi dan seluruh tindakannya dalam rangka pelaksanaan
likuidasi tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia dan tetap

sah sesual Ketentuan,

13.Penggugat dalam gugstannya pada halaman 4 angka & dan halaman 5
angka 8§ infinya mendalitkan bahwa Tin Likuidasi¥Tergugat | telah
melakukan pelanggaran hukum berupa menyerah-terimakan kepada
Tergugat Il aset PT. Sejahtera Bank Umum (DL) pada tanggal 8 Maret
2007 tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dar Penggugat dan
Tergugat Ill menjual aset Penggugat pada Tergugat li melalul Tergugat
IV padahal masa kerja Tim Likuidasi sudah berakhir,

14.Bahwa dalil Penggugat tersebut sungguh tidak masuk akal dan sangat
tidak berdasar sama sekali. Dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
sengaja hanya upaya mengulur-ulur waktu supaya dapat lebih lama
menduduki aset PT. Sejahtera Bank Umum (DL) yang sudah diserahkan
kepada Tergugat [I| cleh Tergugat I/Tim Likuidasi. Adalah sesuatu yang .
sangat naif dan mustahil bagi Penggugat dalam mendalilkan gugatannya
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dengan berdasarkan LHP BPK No. 01/XI1/02/2006 tertanggal 06 Februari
2006 jika Penggugat tidak membaca sulurun  hasil laporan BPK
dimaksud dan bukankah dalam laporan tersebut BPK menyatakan
bahwa intinya aset milik Pemegang Saham tidak cukup untuk memenuh

kewajiban pembayaran kepada pemerintah zehingga pemerintah |ebih
berhak mendapatkannya. Hak Tergugat |1l tersebut diatur sesuai Pasal
17 ayat (3) Peratwran Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, yang berburnyi
: pemerintah merupakan lsmbaga vang kedudukannya telah membavyar
terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana
sehingga  dengan  demilkian kedudukan  Pemarintsh menggantikan
kedudukan nasabah penvimpan dana,

15.3elanjutanya dapat Tergugat 11| sampaikan bahwa terhadap aset-aset
yang telah diserahkan oleh Tergugat | akan ditindaklanjuti dengan
pelelangan guna mendanatkan dana tunai sesuai FPasal 12 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nemor 25 Tahun 1989 tentang Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, lengkapnya berbunyi sebagai
berikut |

Pasal 12 ayat (2), yang bunyinya :

‘Tralam hal likuldasi bank tidak’dapat diselesaikan dalam jangka waktu
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank
dalam likuidasi dilakukan secara lelang."

Mengingat kedudukan Teraugat IIf berdasarkan Berit:_a Acara Serah
Terima asset PT. Sejahtera Bank Umum (DL) antara Tim Likuidasi PT.
Sejahtera Bank Umum (DL) dengan Depaitemen Keuangan Republik
Indonesia tanggal 8 Marel 2007 adalah hanya menerima aset yang
berasal dari pengelolaan Tergugat I/Tim Likuidasl dan buka kewajiban
kepada pihak lain maka terkait dengan pengembalian dana talangan
pemerintah, Tergugat Il harus mergaoptimalkan penerimaannya yang
bersumber dari aset yang dimiliki oleh PT. Sejahtera Bank Umum (DL),
dengan konsekuensi apahila optimalisasi pengembalian penerimaan
tersebut terganggu maka akan sangat berdampak kerugian pada
keuangan negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), yang berasal dari dana masyarakat yang pada akhirnya akan
merugikan rakyat Indonesia.

Hal S6.dari 78 Put. Hal Nomor 2 5EPA G000 PN it Bar
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16.Dengan demikian dafil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo yang
mendalilkan telah terjadi pelanggaran hukum atas penyarahan aset PT.
Sejahtera Bank Umum (DL) oleh Tim LikuidasiT ergugat | kepada
Tergugat lll, adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak ada
satupun fakta hukum yang mendukung dalil-dalil tersebut. Gugatan
Penggugat hanya berdasarkan sangkaan belaka sebab fakta hukum
membuktikan tidak ada pelanggaran sama sekali.

17.Bahwa Tergugat IIl dengan tegas menolak petitum Panggugat mengenaij
tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan teriebih dahulu (Uttvoerbaar
Bij Vooraad) atas rencana Tindakan Tergugat Il melakukan penjualan
dimuka umumflelang atas tanah dan bangunan aguo, walaupun ada
upaya hukum banding dan kasasi, karena sesuai dengan pasal 180 HIR
Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000
tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij
Vooraad) Dan Provisionil, tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa
didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat,
karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat hanya
mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan daryatau bertentangan
e . dengan Surat Edaran Mahkamnah Agung (SEMAY Rl Mo, 8 Tahun 2000
Pl e tanggal 21 Juli 2000 fentang Putusan Serta WMerta (Uitvoerbaar Bij
Vooraad) dan Provisionil, vang memberikan petunjuk kepada Ketua
Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan

i, ST Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK
MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagal
berikut ;

a. Gugatan didasarkan buki] surat autentik atau surat tulisan tangan
(handscrift) yang tidak dibantan kebenarannya..... dst;

b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan
tidak dibantah;

¢. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,
dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau.,... dst;

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
{gono-gint)... dst:

e. Dikabulkan tuntutan provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas
serta memenuhi pasal 332 Ry,

Hal 57.dari 75.Put. Hal Nomor : 275/ Pdi/G/2000 PN Jit Rar.
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f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.... dst;

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht,

Dikarenakan tidak ada satupun kelentuan dalam SEMA Rl tersebut Yang
dipenuhl oleh Pengyugat dalam dalil qugatannya, maka {untutan
Penggugat mengenai Uitveerbaar Bij Vooraad supaya dinyatakan
ditolak,

18. Bahwa selai ilu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tanggal
20 Agustus 2001 tentang Permasalahan  Putusan Serta Merta
{Uitvoerbaar Bjj Vaaraad) Dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan
melaksanakan Putusan Serta Merta {Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus
disertai penetapan sesuai butir 7 SEMA RI Tahun 2000 dan adanya
pemberian jaminan vang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi
sehingga fidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata
dikemudian  hari  dijatubkan  putusan yang membatalkan putusan
Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jarrinan tersebut, tidak béleh ada
pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim
akan mengabulkan pemmchonan putusan serta merta, terlebih dahulu
memberitahiukan kepada Ketua Pengaditan,

o e g ; Dikarenakan tidak ada satupun ketenfuan SEMA RI tersebut yang
A dipenuhi- oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan
. Penggugat mengenai Uitvoerbaar Bil Vooraad supaya dinyatakan
ditclak,

19.Bahwa Tergugat Il menclak dalil-dalil Penggugat selain dan karena
disamping sangat tidak beralasan juga fidak Dberdasarkan hukum
selebihnya.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat 1l mechon
<epada Majells Hakim vang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk
menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi :
* Menyatakan Eksepsi Tergugat ||| beralasan dan dapat dilerima;

= Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau selidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijk Verlaard).

Dalam Pokok Perkara :

Hal, 58.dari 78.Put Hal Nowor :275/Pdt/G/2009/PN.Jit Bar.
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* Menclak gugatan Fenggugat unfuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijk
Werlaard);

= Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat [V
mengajukan jawaban tertulis tertanggal September 2009 yang pada pokaoknya
sebagal berikut ;

A. DALAM EKSEPSI
1. EKSEPSI PERSONA STUNDI NON YUDISIO

Bahwa gugaian Penggugat khususnya yang ditujukan kepaca Tergugat 1V tidak

tepat. Berdasarlan struktur organisasi yang diatur dalam Keputusan Presiden

No. 84 Tahun 2001 tanggal 2 Jull 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan

Departemen Keuangan, tata Lrutan dan  hierarki vang benar adalah
. Pemerintahan Republik Indonesia ¢q. Depariemen Keuangan Republik
i iy Indonesia cq. Direktorat Jenderak Kekayaan Negara ¢, Kantor Wilayah VI
DJKN cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Megara dan lelang Jakarta IIl. Disini
terlihat bahwa Penggugat tidak tepat dalam menyebutkan subyek dari Tergugat
IV. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengandurg kesalahan formil dan
seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak tapat diterima (Niet
Onvanlijk Verklaard),

2. GUGATAN KAEUR (OBSCUR LIEBEL})

= Bahwa Tergugat IV tidak seharusnya dimasukkan sebagai pihal
dalam perkara aquo sebab antara Tergugat IV dan Penggugat tidak
ada hubungan hukum apapun. Kedudukan Tergugat IV disini
hanyalah sebagai institus yang bertugas melaksanakan penjualan
secara lalang, apabila ada permintaan dari pihak lain, Hal tersebut
telah sesuai dengan :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4K/RUP/1958 menyebutkan
bahwa untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat
mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang
berperkara,

Hal.59.dari 78 Put. Hal Nowor :275/ Pat/GI2009/BN Jit Bar
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b. Keputusan Mahkamah Agung Ne, 204K/S| 197+ tanggal 07-07-
1871 "mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang
yang mempunyai hubungar hukum,"

Berdasarkan hal-hal diatas maka Tergugat IV seharusnya dikeluarkan sebagali
pihak dalam perkara aquo.

= Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara
jelas dan pasti terhadap batas-batas dari obyek yang menjadi
sengketa dalam perkara aguo ini, sehingga atas hal tersebut di atas
mengakibatkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh sebab
fu Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan
Penggugat ditolak atau setidak-tidakrya tidak dapat diterima.

B. DALAM POIKOK PERKARA.,

1. Bahwa terhadap halhal yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon
dianggap termasuk dalam pokok perkara inl.

2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat,
kecual terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

3. Bahwa kedudukan Tergugat IV dalam hal ini adalah sebagal institusi
perantara penjualan lelang atas permintaan lelang dari pihak Direktorat
Kekayaan Negara Lain-lain cg. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
Departemen Keuangan Republik Indonesia, melalui suratnya nomor : S-
ST99/KN/2008 tanggal 13 Agustus 2008,

4. Bahwa gugatan Penggugat point 18, yang menyatakan penjualan aset
Bank Dalam Likuidasi (BDL) oleh Tergugat Il kepada Tergugat Il melalul
Tergugat IV bataldemi hukupi adalah keliru, karena pelaksanaan
penjualan melalui lelang oleh Tergugat 1V telah sesua dengan prosedur
dan telah disertai dengan surat-surat dan dokumen yang dipersyaratkan,
sehingga Tergugal IV harus melaksanakan lelang tersebut. Datam
Vendureglement pasal 7 disebutkan : "Juru Lelang (in casu Tergugat IV)
tidak berwenang menoclak permintaan akan perantaraanya mengadakan

perjualan dalam daerahnya.

o. Bahwa penjualan melalui lelang atas obyek lelang berupa Tanah dan
Bangunan Kantor yang terletak di Jalan Tiang Bendera IV No. 15 Jakarta
Barat, telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2008 dan ditunjuk
sebagai pemenang adalah PT. Widya Raharja Dharma dengan harga
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lelang Rp. 3.743.100.000,- (tiga miliar twjuh ratus empat puluh tiga juta
seratus ribu rupiah} yang kemudian dituangkan dalam Risalah Lelang
No. 040/2008 tanggal 27 Agustus 2008.

6. Bahwa terhadap PT. Widya Raharja Dharma Selaku pembeli yang sah
dalam pelaksanaan lelang telah diberikan salinan Risalah Lelang No.
040/2008 tanggal 27 Agustus 2008 sebagai buktl pembelian dalam
lelang.

7. Bahwa berdasarian fakta-fakia diaias, maka peiaksanaan lelang vang
dilakukan oleh Tergugat IV telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, sehingga perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum
dan tidak bisa dibatalkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku I
Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa suatu pelelangan
yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan vang berlaku
tidak dapat dibatalkan,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat iV mohon kepada Majelis
Hakim memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

_DALAM EKSEPSI

! ' Menerima Eksepsi Tergugat i/
ol DALAM POKOK PERKARA

a. Menyatakan bahwa penjualan secara lelang yang dilakukan oleh
Tergugat [V adalah sah menurut hukum:

b, Menyatakan sah Risalah Lelang Nomor 040/2008 tanggal 27 Agustus
2008,

¢. Apabila Majells Hakim berpendapat lain, mohon putitsan yang seadil-
adilnya {ax aequo et bono),

Menimbang, bahwa atas jawaban perama Para Tergugat tersebut,
penggugat mengajukan replik terfanggal 18 Oktobar 2009 selanjutnya
Tergugat LILILIV menanggapi dengan mengajukan duplik tertanggal 02
Desember 2009 selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat

dipersidangan mengajukan bukti surat yang berupa:
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Foto copy Akta Pendirian Perusahaan No 47 tanggal 8 Nopember 1952,
dibuat dihadapan Messter Raden Soedja, Notaris di Bandung, bukti P-1 :

Foto copy Neraca Penutupan PT.SBU per 31 Oktober 1997, bukti P-2 -

Foto copy Penghargaan kepada PT.SEU sebagai pembayaran Pajak
Penghasilan Badan Berperingkat, bukti p- Z

Foto copy Risalah RUPS PT.SEU Mo.1G tanggal 24 Nopember 1897 oleh
Ny Hartati Narsono, SH Nataris di jakarta, mengenai pembentukan Tim
Likuidasi PT.SBEU, bukii P-4 1

Foto copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham
PT.SBU MNo.27 tanggal 26 November 2008 oleh Notaris Risbert, SH, bukt|
P-5;

Folo copy Penetapan No.38/Pdt P/200S/IPNJKT.PST tanggal 4 4 Mei 2009
darl Pengadilam Negeri Jakarta Pusat, bukti P-6 ¢

Fote copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas
pengembalian dana bantuan Lukuidasi Bank Indenesia Mo.01.B/X11/02/2006
tanggal 6 Februarl 2008, buktj P-7

Foto copy Berita acara Serah Tefima Aset PT.8BU antara Tim Likuidasi
PT.58U dengan Departemen Keuangan RI tangyal 8 Marat 2007, bukti P-8;

Faoto copy Penjualan Asset PT.SBU di jalan Tiang Bendera IV No.15
Jakarta Barat, bukti P-g :

Menimbang, bahwa selzin mengajukan  bukti surat-surat tersebut,

Penggugat Juga mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah
sumpah atau janji sebagai berilut -

1.

Saksi, TONI SUHERMAN. menerangkan pada pokokivya sebagaiberikut -

Bahwa sebelum PT.BankUmuM Sejahtera dilikuidasi saks! adalah salah
satu Direktur Operasionalnya

Bahwa saksi menjadi Direktur Operasional PT.Bank Umum Sejahtera sejak
tahun 1993 sampal PT.Bank Sejahtera Umum dilikuidas :

Bahwa saksi mengetahui pendiri atay pengurus PT.Bank Umum Sejahtera
Yaitu :1.Bapak Gunawan Basuli 2.Tony Suherman,3. Dr.Tampobolon,
4.Bapak Easuki dan §. Bapak Dr.Pengestu.

Bahwa berdrnnya PT.Bark Umnum Sejahtera dasarnya dar[ SK Menteri
Keuangan pada tahun 1960,
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| samm;

— Bahwa saksi tahu daftar pemegang saham PT.Bank Unium Sejahtera yaltu
Bapak [smail Marsuki sebanyak 483.800,lembar saham dan PTABAD
AMDAL ASRI sebanyak 103.238.412 lembar saham,

— Bahwa saksi mengetahui dafiar pemegang saham tersebut berdasarkan
RUPS berdasartkan Penutupan PT.Bank Sejahtera Umum berdasarkan
akta Notaris No.16 tanggal 24 Nopember 1997 dihadapan Notaris Marsono,
kemudian setelah ditutupnya PT.Bank Sejantera Umum tanggal 24
Nopember 1897 rmaka dibentuklah Tim Likuidasi dan saya ditunjuk sebagai
anggota Tim ,

— Bahwa saksi menjadi anggota Tim Likuidasi dasarnya adalah akta Notaris
Mo.16 .

= Bahwa langkah-langkah Tim Likuidasi Yaitu sesual ketentuan PP,
pelaksana Tim Likuidasi berdasarkan PP No.18 tahun 19896 tentang
ketentuan dan tata cara'pencabutan izin usaha pembubaran likuidasi
sebagaimana diubah dengan PP MNo.25 tahun 1999 tentang_;nya sama lalu

; dasar berikutnya SK.Direksi Bank Irdonesiz No.32/53/T, op.46.Pitanggal 14
Mei 1999 tentang tata cara Bank jadi langkah-langkah tim likuidasi adalah

e ™ Prases Pembayaran Nasabah dan Penagihan-Panagihan.

Bahwa untuk ketertiban pemegang saham mayoritas, langkah-langkah dari
tim yaitu Direksi jadi Mon Aktip lalu menyusun Neraca akhir Likuidasi dan

i mempetanggung Jawabkan laporan tim tersebut,

— Bahwa didalam 8K keputusan hasil rapat yang terakhir diberi masa kerja
mengacu pada SK PP tersehut,

~ Bahwa masa kerjanya 5, {lima) Tahun dengan perpanjangan 6.(enam)
bulan untui pelaksanaannya .

— Bahwa pada waktu itu saksi menjadi anggota tim selama 1 tahun sampai
tahun 1888 cleh tim likuidasi saya diberhentikan,

- Bahwa saksi Tidak tahu diberhentikan, jadi waktu itv sesudah masa kerja
selesai mereka menyusun Neraca akhir likuidasi aleh tim likuidasi, disusun
akan diadakan rapat untuk pemegang saham pada walktu ity tahun 2008
belum pernah ada rapat umum pemegang saham.

- Bahwa pada tahun 1997 dibentuk fagi tapi hanya 1 tahun, sedangkan
peristiwa yang saksi terangkan sampai dengan tanggal 24 Mei 2003 belum
pernah diadakan Rapat Umum Pemegang saham :
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— Bahwa Rapat Umum Pemegang saham 2003 mengundang tim likuidasi
walaupun tim tidak aktip lagi waktu itu saya sebagal Direksi, beberapa kall
diadakan rapat akan tetapi tim tidak hadir, ferakhir pemegang saham
mengajukan permohonan pentapan di Pengadiian Negeri Jakarta Pusat
uniuk me:'zfl-csanakan rapat urnum pemegang saham.

- Bahwa waktu itu dikabulkan Permchonannya, lalu  berdasarkan
pemmeheonan ilu Tim likuidasi mengadakan rapat luar biasa, tetapi
tanggainya saks lupa:

—  Bahwa nama-nama  Timnya Yaitu Metua Tim RBapak
Siswantojayadiningrat, 2. Wakil Ketua Makdarmawan Setiadi, 3.Anggota
Bapak: Suharto, 4. Anggota Ridwan Hakim samaludin, S.Anggota Tony

Suherman, G.Anggola Jasa Eka budiante, 7. Anggota Prastina
Jayadiningrat,

- Bahwa yang hadir pemegang saham mayoritas, ditambah mantan
Direksinya, yang lain saksi lupa .

: % - Bahwa dar Tim Likuidasiwaktu iu tidak ada yang hadir

I:' - Bahwa Risalah rapatnya adalah tim likuidasi tidak benar dalam

memutuskan dan memperanggunglawabkannya.
] e Bahwa ketidak hadiran atau faktor Titn tidak hadir saks! tidak fahu g
— Bahwa sebagai Notaris Notulen saksi lupa -
— Bahwa saksi punya Risalah Rapat, tetapi tidak dibawa ;

— Bahwa selain dari RUPS yang gagal tidak dihadiri oleh Tim dan saksi
mengikutl perkembangannya ;

=~ Masih mengikuii.

Bahwa pada tahun 2008 Tim likuidasi mengadakan rapat umum pemegang
saham, tetapi waktu itu saksi tidak hadir,

~ Bahwa diadakan rapat di Jakarta di Kantor Departemen Keuangan.

— Bahwa saksi tidak hadir berati saksi tidak tahu apa yang terjadi dalam rapat
tersebut ; ’

~ Bahwa Risalah Rapat tersebut saksi Pernah baca isiriya ¢
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-  Bahwa keputusan Tim likuidasi di tolak oleh FPemegang saham karena ada
beberapa alasan dan adanya Penyimpangan-penyimpangan dari tim lalu
tidak diterima oleh pemegang saham.

- Bahwa kalau ferjadi penolakkan oleh pemegang saham akibatnya
pemegang saham mengalami kerugian ;

- Bahwa pada wakiu rapat pemegang saham ditolak karena ada
penyimpangan- penyimpangan yaitu Pencairan Dana Pihak ketiga yang
sipatnya masih ada kewajiban pada Bank .

- Bahwa yang lidak sesuai dengan PT, karena Jdangka waktunya 5 Tahun
dan B8 bulan .

- Bahwa saksi diangkat jadi anggota tim likuidasi oleh rapat umum
pemegang saham :

- Kemudian saksi berhentl dari tim likuidasi Oktober 1988 :

—~ Bahwa szake] bacakan isi Fasal 28 ayat 1 dalam hal tim likuidasi dibentuk
berdasarkan pasal 7 ayat 1 tim likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Tim
likuidasi guna dilaperkan pada bank [ndonesia,serta pertangung jawaban
kepada BUPS.

i - Bahwa pekerfaan tim [lkuidasi dalam rangka pemberesan,
- menagih,membayarkan uang pihak kefiga sudah pemah dipertanggung
jawabkan didepan RURPS ;

- Bahwa tadi sudah saks| katakan bahwa pernah dilzkukan pertanggung
jawaban pada tabun 2008 ;

= Bahwa saksi tahu kendalanya hingga tim {lkuidasi tidak membarikan
laporan kepada RUPS pada waktu berakhirnya masa berlaku tahun 2007 :

Bahwa saksi tahu diberhentikan dari tim llkuidasi pada bulan Oktober 2008

— Bahwa sakiu saksi di berhentikan masih menduduki sebagal Direksi di
PT.Bank Sejahtera Umum sampal sekarang |

Bahwa sebagal Direksi saksi mengikuti perkembangan tim Likuidasi ;

i

Bahwa saksi mangikuti dari tahun 2003 szmpai dengan tahun 2007 tim
likuidasi melakukan penyerahan kepada Departemen Keuangan.

Bahwa Penyerahan tim likuidasi kepada Departemen keuangan penyerahan
Penyerahan sisa-sisa aset berdasarkan Berita Acara termasuk aset-asetnya
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pada tanggal 20 Pebruari 2007, sementara jabatan mereka berakhir tahun
2003,

Bahwa saksi mengetahui ada dua aset bekas kantor FT.Bank sejahtera
umum 1. {satu} gedung di Jalan Tiang bendera ada gedung di Jalan Wakid
Hasym penyerahan aset kepada Departemen Keuangan dilaksanakan
lefang ;

- Bahwa aseat etrsebutdilelang cleh kantor lelang Departemen Keuangan.

- Bahwa Departemen Keuangan mensrima dari  Tim Likuldas) pada tahun

2007 ¢

Bahwa setahu saks| gedung yang di JLwahid Hasym belum pernah
diajual tapi diserahkan pada Departeman Keuangan tahun 2007 pada saat
berakhirnya masa jabatannya.

Bahwa Neraca Akhir Likuidasi diserahkan oleh Tim likuidasi pada wakiu
akan mengadakan rapat umum pemegang saham tahun 2008 tentang
pertangungjawabannya.

Bahwa Rapat tahun 2008 setelah melampaui masa tenggang waktunya

Bahwa laparan tersebut ditolak

- Bahwa alasannya karena fim likuidasi menyerahkan Neraca Akhir likuidasi

tahun 1998 dan jangka wakty sudah berakhir dan yang kedua karena
meneural  pemegang saham hakhal yang adanya penyimpangan-
penyimpangan,

Bahwa berdasarkan Neraca yang diserafikan oleh tim likuidasi ada 2 Neraca
yang diserahkan satu Neraca Alkhir likuldasi dan kedua Beraca Berita Acara
serah teriman kepada Departemen Keuangan.

Bahwa karena masih ada Akliva dan Pasiva bararti masih ada aktifitas tim
likuidasi.
Bahwa yang saksi tahu sesudah itu berdasarkan surat yang sava terima dari

ketua Tim yang intinya bahwa RUPS menolak lalu tim menjawab surat
kemudian Bank Indonesia meminta laporan tim fikuidasi,

Bahwa saksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ; -
Bahwa Rapat umum pemegang saham mengangkat saksi berdasarkan

Berdasarkan rekomendasi.
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- Bahwa saksi pernah lihat surat rekomendasi ini

- Berarti saksi mengstahui bahwa kekuasaan penunjukkan maupun

pencopotan daripada anggota tim  likuidasi berdasarkan kesepakatan
bersama.

- Bahwa sebagai Tim Likuidasi saksi dicopot sebagai anggota tim berdasarkan
surat ketua Tim Likuidasai,

- Bahwa suratnya tidak saksi bawa :
- Bahwa skasi dicopot berdasarkan apg tidak tahu

- Bahwa saksi mengetahul alasan-alasan Tim Likuidasi masih terbentuk
mengetahui data-data dari tim liluidasi.

- Bahwa Kuasa Tergugat | memberi perianyaan yang perinsipnya berupa
kesimpulan, maka Majelis menyarankan keberatannya dituangkan dalam
kesimpulannya.

- Bahwa Tergugat | menyimpulkan sangat keberatan atas keterangan saudara
saksi,

- Bahwa tanggal 24 Nopember 1997 sehingga rapat umum pemegang saham
o memutuskan saya menjadi Direksi.
wv . ~-Bahwa nonaktip berarti saksi tidak menjadi lagi sebagai Direksinya.
- Bahwa Pada waktu diadakan rapat tahun 2008 aleh tim likuidasi, tim likuidasi

- Inenerangkan Neraca penutupan, Neraca akhir tim likuidasi dan Neraca
Berita acara penutupan .

- Bahwa saksi diberikan oleh saudara Joni, dari itu saya pelajari.

- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Likuidasi dan menerangkan hahwa masa
kerja saksi selama satu tahun diberhentikan oleh tim alasan diberhantikan
saksi tidak tahu,

- Bahwa waktu [ty saksi ditugaskan oleh  Tim  lkuidasai  untuk
penagihan,setelah saksi diberhentikan tidak melakukan penagihan lagi.

- Bahwa tindakan Pemegang saham ketika mengetahui hal ity tidak ada

reaisi,

- Bahwa mengenai Pembubaran Tim Likuidasi berdasarkan Penetapan
Fengadilan,

- Bahwa Apa yang diketahui tentang perjalanan aset-aset Bank umum .
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0

Bahwa kalau tidak salzh tim likuidas penyerahan aset-aset didaerah kwitang
pada tahun 2008 ;

. Saksi. MAGDALENA, menarangkan pada pokoknya sehagai berikuf -

Bahwa saksi pernah menjad| anggeta tim llkuidasi di Bank Asteria :
Bahwa saksi Pernah menjadi anggota tim likuidasi selama 5 Tahun ;
Bahwa masa jabatan saksi akan berakhir selama 5.{lima) Tahun :
Bahwa saksi di Bank Asterfa sebagai kepala cabang ;

Bahwa sepengetahuan saksi aset-aset yang akan dijual oleh Tim Likidasi
harus diketahul oleh pemegang saham kecuali barang yang tidak bergerak :

Bahwa saksi sebagai anggota tim likuidasi selaly memberikan laporan
kepada pemeagang saham :

Eahwa saksi berkewaliban memberitahukan laporan kepada RUPS setiap
bulan ;

Bahwa setelah sclesal twgas Tim Likuidasi Bank Astia mereka
mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham ;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat |

dipersidangan mengajukan bulti surat yang berupa :

g 1.

Foto copy surat dari Departemen Keuangan R| Direktorat Jenderal
Kekayaan Megara Ma.§-0293/KN/2007, tertanggal 12 Maret 2007, bukti
T.l-1a ;

Foto copy Berita Acara Serah Terima Asset PT.Sejahtera Bank Umum,
tanggal 8 Maret 2007, buktl T.l-1b -

Foto copy Surat Bank Indenesia kepada Forum Komunikasi Tim Likuidasi
BDL No.8/2083/0PIP/LAImp tedanggal 29 Desember 20086, bukti T.1-2 ;

Foto copy Surat Bank Indonesia kepada Tim Likuidasi PT.Sejahtera Bank
Umum No.8/2062/0PIP/iAdmp tertanggal 28 Desemebr 2008, bukt T.1-3 :

Foto copy Keputusan Menter Keuangan R.| No.531/KMK.017/1997
efrtanggal 1 Bovember 1997, bukti T.1<4 :

Foto copy Surat Bank Indenesia No.30/UPB2/AdB2/Rahasia tertanggal 24
November 1997, bukti T.1-5 ;
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7. Foto copy Akte Risalah Rapat P.Sejahtera Bank Umum No.18 tertanggal 24
Nopember 1897, dibuat oleh Ny.Hartati Marsono, SH, Notaris di jakarta,
bukti T.1-8 :

8. Foto copy Surat Bank Indonesia kepada Tim Likuidasi PT.Sejahtera Bank
Urmum No.8/1446/0PIP/ Admp, tertanggal 7 Nopember 2008, bukti T.I-7 :

9. Foto copy Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1059 tentang pencabutan
Izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank, bukti T.1-8

10. Foto eopy Surat Keputusan Direks Bank Indonesia Mo, 32/53/KEP/DIR
tertanggal 14 Mej 1999, lentang tatacara pencabutan izin usaha, bukti T.1-g:

11. Foto copy Surat Rank Indoresia kepada PT.Sejahtera’ Bank Umum
No.30/933/UK Maret 1988, bukti T.1-10 -

12. Foto copy Akta Pergakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nec. 164,
tanggal 27 Juni 1998, bukl T./- 11

13. Foto copy Akta Fenyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) No.58, tanggal
22 Pebruari 1999 dibuat dibadapan Mudofir Hadi, SH, Notaris d| Jakarta,
'ﬁ'-"":j‘.h*'-?.-'-_“}:___ bukti T.1-12

: A4, Foto copy surat panggilan Kedua Rapat Umum Psmegang Saham Luar
i . Biasa PT.Sejahtera Bank Umum, tanggal 12 November 2008, bukti T.I-13a:

6 '*'%5. Foto copy surat panggilan Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar
o, Biasa PT.Sejahtera Bank Umum, tanggal 12 Nevermber 2008, bukti T.|-13b;

16. Foto copy surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT.Sejahtera Bank Umum tanggal 27 Chlober 2008, bukti T.I-14a -

T7. Foto eopy swat panggilam kedua Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT.Sejahtara Bank Umum, tanggal 27 Oktober 2008, bukti T.1-14b -

18. Foto copy Laporan Hasil Pemeariksaan dari Badan Pemerlksa Keuangan R.|
No.01.B/X11/02/2008, bukti T.I- 15

19. Foto copy Surat Bank Indonesia kepada Tim Likuidasi T.Sejahtera Bank
Umum No.1/21/DPIPADPIP, tanggal 5 Oktober 1999, bukti T.I-16 :

20. Foto  copy Penetapan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan
NU.‘]G4IPdt.PIEDD4!PN.JE{T.SEL tanggal 30 April 2004, bukti T.1- T

Menimbang, bahwa selain mengajukan buktl surat-surat tersebut,

Tergugat | tidak mengajukan saksi-saksi _

Hal. 69, dari 78, Pt Hal Nomor :275/Pdv G/ QOKPN.Jkt. Bar,

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



Menimbang,bahwa untuk menguatkan dali sangkalannya Tergugat [I
dipersidangan mengajukan bukti surat yang berupa |

1. Foto copy Akta Kuasa Menjual No.054, tertanggal 01 September 2007,
dikeluarkan oleh Vera Dawi Rochyati, SH, bukti T.ll-1a:

2. Foto copy Akta Kuasa Penjual No.055, tertanggal 01 September 2007,
dikeluarkan oleh Vera Dewi Rochyati, SH, bulkti T.ll-1h :

3. Foto copy Akta Kuasa Penjual No.058, tertanggal 01 September 2007,
dikeluarkan oleh Vera Dewi Rochyati, SH, bukti T.II-1¢ :

4. Fote copy Akta Kuasa Penjual No.057, tertanggal 01 September 2007,
dikeluarkan olel Vera Dewi Rochyati, SH, bukti T li-1c;

5. Foto copy Pengumuman Lelang tertanggal 19 Agustus 2008, bukti T.|1-2:

6. Foto copy Surat keterangan NJOP No.158/11.772, tanggal 30 Juni 2008,
bulti T.1-3 ;

7. Foto copy Risalah Lelang Nomor @ 040/2008, tangoal 27 Agustus 2008,
bukti T 14 ;

8 Foto copy kwitansi Ma,KW-20.040/2008, menganai- pembayaran lunas
" harga lelang jumiah keseluruhan sebesar Rp.3.780.631.000,-buktl T.11-5:

, 9. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.817 atas nama pemagang hak
% g PT.Widya Raharja Dharma, buii T,|I-6a ;

10, Foto copy Sertifikat Hak Guna Eangunan Ne.813 atas name pemegang hak
" PT.Widya Raharja Dharma, bukli T.11-6b :

11. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.814 atas nama pemegang hak
PT.Widya Raharja Dharma, bukti T.I-6¢ :

12. Foto eopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.929 atas nama pemegang hak
PT.Widya Raharja Dharma, bukti T.il-6d d

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat-surat tersebut,
Tergugat [l tidak mengajukan saksi-saksi.

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat |||
dipersidangan mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Surat Gubernur Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan R.I
No.6/4/GBIDPIP, tanggal 9 Juni 2004, bukti T.I11-1 ;
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2. Foto copy Kepuiusan Bereama Menteri Keuvangan R.| dan Gubernur Bank
Indonesia No.208/KMH.06/20085, tanggal 23 April 2005, bukti T.lll-2 .

3. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan
R.1 No.01.B/XI1/02/2008, tanggal 6 Februari 2008 bukti T II1-3 ;

4. Foto copy rekapitulasi Aktiva tetap dan Inventaris FT.Sejahtera Bank
Umum, tanggal 29 Desember 2008, buldi T.ill-4 -

5. Laporan Keuangan PT.Sgjahtera Bank Umum, tanggal 20 Februari 2007,
bkt T.11-5 ;

6. Foto copy Berita Acara Serah Terima Aset PT. EJahiera Bank Umum
antara Tim Likuidasi PT.Sejahtera Bank Umum dengan Deparlemen
Keuangan R.| tanggal 8 Maret 2007, bukti T.Hi-6 *

7. Foto copy Berita Acara Serah fesima antara. Tif Likuidasi PT.8ejahtera
Bank Umum dengan Dirckiur Kekayaan Negara lain-lzin, tanggal 8 Mei
2008, bukdi T.I11-T ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan buidi surat-surat tersebut,
Tergugat Il tidak mengajukan saksi-saksi :

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat IV
dlpermdangan mengajusan bukli surat yang berupa ;

1. Foto ccpy Surat Permohonan Lelang dari Tergugat [[I Mo S-5109/KN/2008,
_tanggal 13 Agustus 2008, bukti T,IV-9 ;

2. Foto copy Risalah Lelang Namor : D40/2008 tanggal 27 Agustus 2003,
bukti T, V-2 -

3. Foto copy Akta Kuasa Menjual No.054,085 056, 057, tertanggal
September 2007, dibuat dihadapan Motaris Vera Dewi Rochyati, SH.MKn,
bukti T.IV-3

4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Asset PT.Sejahtera Bank Umum dari
Tim Likuidasi PT.Sejahtera Bank Umum kepada Departemen Keuangan,
tanggal 08 Maret 2007, bukli T,IV-4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan

masing-masing tertanggal 03 Maret 2010 dan akhimnya mohon putusan;

Hul. 71, dari 78.FPur fal Nowmor 1275/ Pdt/G000PN. Tkt Bar,
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Sita jaminan ...,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uaraian dalam putusan ini
maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap
termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan FPenggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas:

DALAM EKSEPS] :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalil eksepsi Tergugat adalash
sebagal mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama
ternyata dalil eksepsi Tergugat tidak mernpermasalahkan tentang kewenangan
mengadill baik kewenangan absciut ataupun kewenangan relative, maka
berdasarkan ketantuan pasal 136 HIR terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut
dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok petkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai pihak yang ditarik

_ -'"ﬂ": . Sebagai tergugat tidak engkap(Exeptio plurium litie consurium)sebagalmana

"'d!"naksud dalam jawaban pertama Tergugat | pada halaman 3 yang pada
pﬁkﬂkn}ra agar Penggugat menarik seluruh pihak-pihak yang terkait dengan
© penyerahan aset-aset lersebut sebagai pihak dalam perkara ini termasuk Bank
Indenesia;

Menimbang, bahwa bedasarkan ketantuzn pasal 9 Peraturan
Pemerintah No. 25 tahun 1995 tentang Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran
dan Likuidasi Bank Jo pasal 19 ayat {1) Surat Keputusan Direksi Bank
Indenesia Mo, 32/53/KEP/DIR tentang Tata Cara Pencabutan lzin
Usaha,Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, bahwa Kapasitas Bank
Indonesia adalah sebagal Pengawas atas pelaksanaan pembubaran badan
hukum dan likuidasi Bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil
eksepsi tersebut harus ditolak:

Menimbang, bahwa terhadap dali Eksepsi mengenal telah terjadinya
penggabungan (kumulasi) gugatan yang tidak dibenarkan menurut prinsip
hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalfi eksepsinya tergugat | memdalilkan
bahwa penggugat telah menggabungkan beberapa perbuatan melawan hukum

Hai. 72.dari 78, Pus. Hal Nomor :275/Pdu'G/2009/PN Jks. Bar.
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dalam satu gugatan diamana dalil yang disebutkan oleh Penggugat sebagai
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat | dan para Tergugat

lainnya merupakan tindakan yang berbeda dan dilakukan oleh subyek huku
yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut menurut pendapat
Majelis Hakim bahwa antara Tergugat | dengan Terguoat Il dan Tergugat [l
serta Tergugat IV terdapat hubungan hukum yang erat dan kait mengkail,

sehingga oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus ditolak:

Menimbang bahwa selanjulnya terhadap dalil eksepsi tentang gugatan
kabur dan eksepsi diskwalifikasl, kedua dalil eksepsi tersebut menurut
pendapat Majelis Hakim telah rasuk dalil gugatan pokok yang mermerukan
pembuktian lebih lanjut, maka terhadap dalil eksepsi tersebut harus ditolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka seluruh dalil eksepsi Tergugat I.iI,I!I.I"ur harus ditolak:

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berrdasarkan  dalil-dali gugatan Penggugat
YA g ' . dihubungkan dengan jawaban pertama Tergugat 1ILILIV, serta replik dan
% duplik  dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam dalil gugatan Penggugat
peciis adalah sebagai berikut |

1. Apakah dengan berakhir waktu Rapat Umum Pemegang Saham
(RUFS) PT. SEJAHTERAH BANK UMUM (DL) yang harus
dilaksanakan oleh Tergugat | yaitu tanggal 24 Mei 2003 adalah
imefupakan perbuatan melawan hukum 7:

2. Apakah peayerahan aset-aset PT. SEJAHTERA BANK UMUM
(DL) Kepada Bank Indonesia melalui Departemen Keuangan Rl
(tergugat I} tanpa mendapat persetujuan dari pemilik
(Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum 7:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatakan dalil gugatannya
dipersidangan mengajukan bukti surat yang bertanda bukti PV yang berupa
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT, SEJAHTERA BANK UMUM
{OL) No. 27 tanggal 26 Nopember 2008 oleh Notaris Risbert, SH. Dan bukti
yang bertanda bukti P-Vl yang berupa Penetapan No. 39%/PDT.P/2009

|
Hal. 73.dart 78 Put, Hal Nomor :275/PdiyG/200%PN. Jit. Bar.
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/PN.JKT.PST tanggal 14 Mei 2009 dari Pengaditan Negeri Jakarta Pusat | yang
menolak Permohonar Penetapan darl Tim Likuidasi FT SEJAHTERAH BAMK
UMUM (DL) mendapat pengesahan atas kinerjanya, serta bukti vang bertanda
P-VIl yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemerjksa Keuangan
atas Pengembalian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) No.
01.B/AXI1/02/2006 tanggal 08 Pebruari 20086,

Menimbang, bahwa Tergugat | untuk menyangkali dalil gugatan
Penggugat tersebut diatas di persidangan mengajukan bukti surat berupa bukti
T.I-3 berupa Surat Bank Indonesia kepada Tim Likuidasi PT. Sejahtera Bank
Umum(Dalam Likuidasi) No. 8/2082/DPIPAAdmMP tettanggal 28 Desember
2006, bukti T.-4 berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indenesia No.
DIUKMK.017/1997 tanggal 1 Nopember 1987, bukti T.-5 berupa Surat Bank
indonesia No. 30/346/UPE2/AGR2 tanggal 24 Nepember 1997 tentang
persetujuannya atas susunan anggota Tim Likuidasi PT Sejahtera Bank
Umum, bukti T.I-7 berupa Strat Bank indoresia kepada Tim Likuidasi PT.
Sejahtera Bank Umum (DL} No.8/1446/DPIPAAMP tertanggal Nopember
. 2008, bukti T.-9 berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
32/53/KEP/DIR tertanggal 14 Nei 1999 tenlang Tata cara Pencabutan |zin
: Usaha,Pembubaran dan Likuidasi Bank Urnum;

L i (- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan poliok tersebut Majelis Hakim

il berpendapat bahwa apakah tugas dan tanggung jawab Tergugat | sebagai Tim
Likuidasi PT. Sejahtera Bank Umum telah dilaksanakan sesual dengan
ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan |

Menimbang.bahwa berdasarkan Peraturan Permerintah Mo.25 tahun
1889 tentang Pencabutan liin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Tim
Likvidasi PT. Sejahtera Bank Umum { Tergugat 1) dibentuk berdasarkan
prosedur dan  Keteniuan perundang-undangan yang beraku dan telah
menjalankan tugas-tugasnya sesual dengan prosedur sebagaiman bukti T.I-7.
Surat Bank Indonesia | bahwa Tim Likuidasi diwajibkan menyusun Neraca Akhir
Likuidasi (NAL) yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Bank Indonesia dan
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam
Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan Pasal 35
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Na. 32/53KERP/DIR

Menimbang, bahwa herdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No, 25
tahun 1889 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank,
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS} pada akhir likuidasi

el 74 dari 78 Pur Hal Nomor :275/PdvG/2000/PN JEt, Bar,
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dilaksanakan setelah Neraca Akhir Likuidasi (MAL) vang disusun aleh Tim
Likuidasi dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa herdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah
No. 25 tahun 1999 tentang Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi
Bank, bahwa jangka waktu pelaksanaan Likuidasi tidak mutlak harus dilakukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka tindakan Tergugat | terambat dalam melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh
karenanya dalil gugatan Penggugat harus ditolak:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penysrahan aset-aset PT.
SEJAHTERA BANK UMUM (DL Kepada Bank Indonesia maelalui Departemen
Keuangan Rl (tergugat |II) tanpa mendapal persetujuan dari  pemilik
(Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum Majelis Hakirn
bependapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (2) huruf a Peraturan
Pemerintal Mo, 25 tahun 1559 teatang Pencabutan lzin Usaha, Pembubaran
o dan Likuidasi Bank, Bahwa wewenang Tim Likuidasi adalah melakukan

(s e perundingan dan tindakan lainnya dalam rangke penjualan haria kekayaan dan
% = .+ penagihan terhadap para debitur dan melakukan pemundingan dan
pembayaaran kewajiban kegada Kreditur

Menimbang, bahwa berdasarkan buktl T.=40 dan T.-11, bahwa PT
SEJAHTERA BANK UNMUM (DL) telah menerima pinjaman berupa dana
talangan sebesar US$.26247.026,89 dari Bank Indonesia untuk melunasi
kewajiban Bank yang telah jatuh tempo kepada kreditur Luar Negeri dan untuk
pinjaman kembali dana talangan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1-12 berupa Akta Penyerahan
dan Pengalihan Hak (Cessie) nomor 58 tanggal 22 Pebruari 1999 yang dibuat
dihadapan Mudofir Hadi , SH. Notaris di Jakarta.bahwa Bank Indonesia sebagai
pemegang hak tagih atas pembayaran kembali dana talangan yang dikenal
dengan fasilitas Bantuan Batuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas maka penyerahan asset PT.SEJAHTERA BANK
UMUM telah dilaksanakan oleh Tergugat | telah sesual dengan ketentuan

Hal 73 duri 78, Put Hal Nomor 1275/ PdyGr2009PN JE Bar,
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peraturan perundangan yang berfaku sehingga oleh karenanya dalil gugatan
FPenggugat harus ditolak;

Fl_"—u._
]

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan pokok Penggugat ditolak
sedangkan Majelis Hakim telah menetapkan sita jaminan atas tanah dan
bangunan sebagai  mana  berita dcara Sita Jaminan  No.
A77IPOT.GI2009/PN JKT BAR tanggal 18 Jumi 2ppo dan  berita acara
Sitadaminan No.D132010. Del/PN. JKT.PST. Je No. 275 / PDT.G 2008
/PNLJKT.BAR, tanggal 21 April 2010, maks terhadap Sita Jaminan yang telah
diletakan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahws oleh karena Sita [aminan sebagaimana berita Acara
tersebut diatas telah dinyatakan tidak sah dan fidak betharga, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barst atay pejabat
yang ditunjuk untuk ity Lntuk fmengankal Sita jaminan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan
Penggugat berada Pada pihak yang kalsh, maka Penggugat harus dihukum
untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, Undang Undang Nemor 13 tahun 1868 tentang Bank Sentral,
Undang Undang Neror 7 tahun 1952  tentang Perbankan, Peraturan

Pemerintah RI No. 25 tahun 1899 tentang Pencabutan [zin Usaha, Pembubaran
" Dan Likuidasi Bank, serta ketentuan dan ceraturan lain ¥ang bersangkutan:

_ MENGADI(L1
DALAM EKSEPSI :

1. Menolak dali-dalil eksepsi Tergugat |,11,11,1V, Untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA -

1. Menolak gugatan Pengguaat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminar yang dilaksanakan aleh Jury Sita Pengadilan
Negeri Jakartz Barat berdasarkan penetapan No.275/ PDT.G/ 2000/
PN.JKT.BAR, tanggal 31 Juli 2009 tidak sah dan tidalk berharga:

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau
Pejabat yang ditunjuk untuk mengangkat sita jaminan Berita Acara Mo,
2TS5IPDT.G/2000/ PN JKT.BAR, tanggal 2 September 2009:

4. Menyatakan sita jaminan yang ditaksanakan cleb Juru Sita Pengadilan
Negeri jakarta Pusat berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Haf, 76 dari 78.Pur Heal Womear -2 TP A GI2000/ PN Jig Bar,
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Jakarta Pusat No, 10 /2010/0el/PN.JKT PST Jo No.275/ PDT.G/ 2000/
PN.JKT.BAR, tanggal 13 April 2010 tidak sah dan tidak berharga;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk
meminta bantuan kepada Panilera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau
Pejabat vang ditunjuk untuk mengangkat sitz jaminan Berita Acara
No.010/2010.Del/PN.JKT PST.Jo No, 275 / POT.G f 2008 (PN.JKT BAR,
tanggal 2.1 April 2010,

6. Menghukum Pengqugat untuk membayar biaya perkara Rp. 7.661.000,-
{tuju juta enam ratus enam puluh satu riby rupiah};

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim pada
hari Senen tangoal 17 Mei 2010 dengan susunan majelis MOESTOFA, SH.MH.
sebagai Ketua Majelis Hakim, MADE SUWEDA, SH.MH. dan SUP E N O, SH.
M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersbut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggata, dengan
dibantu oleh CIK AKIP, SH.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta
Barat dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat.LILIV tanpa dihadiri cleh kuasa

".".'.'_F'enggugat dan Tergugat I!l atau kuasanya:

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS HAKIM

ttd. tid.
1. MADE SUWEDA, SH.MH.

MOESTOF A, SH.MH.
ttd.
Z.SUPEN O, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

tid.
CIK AKIP,SH,

Hal 7 duri 78 Prt Hal Nowmior 1275/ PdiGra00W BN Skt B,
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CPNBP o RO 30000,
PABGEIIAT ..o Rp. 620,000,
RedalkSi oo Rp 5000,
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PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
JALAN LETJEN.S.PARMAN NO. 71 SLIPI
JAKARTA BARAT,
e CILTRIAIR S =
BERITA ACARA SITA JAMINAN
Nomor : 2T5/PdL.G/2009/PN.JKT.BAR.

Fada bariine: _'/_8,4_@'!1-_; - Tﬁng;ﬂ.'c-‘?/@dﬁﬁ_gé{{ 2009, P=.|Icul/_£_._2_‘;§ Wil

Sav ; - A | SRR .. ...

Jurusita Fengadilan Negeri Jakarta Eara[, bertempal tinggal di JaKarta, atas perintah dan ditunjui
cleh  Panitera Pengiu:'iilan Negeri  Jakarta - Bapat berdasarkan  Surat  Perinalh Tupgas
tertanggal 25 Agustus 2009 Nomer [21/P AN 2009, vang dalam hal ini unisk
melaksanakan Penetapan Majelis Hakim Penpadilan Negeri Iakarts Barat tertanggal 31 Juii 20049
Nomot : 275/Pdt. G/2009/PN JIK T BAR. |

Dengan disertai oleh duz orang saksi yang masing-masing bernama -

1. /-“J'L-"E"l /".‘:""-J(Cf"?"'l.;‘-‘- S dan TGQ&Udii

Hedui-duanya adalah Pegavan? Peg padilan Neper lalkarts Barat dan bestermpat tigesal di | alkarra,
2 3 {o it |

D { ~Lglah pergi ke |
T".;-_." w$ ﬁﬁ?c ?—fﬂﬁg /gl'-ﬂ, c;/{:_/ﬂ'__h LV AT E /\r-' A/.&:.,C:J J"Q_S)J{D_"L_ -

Ly Pl Ay . )
i Koo e lns | SOy ansh o Fotte. SRS Ao

Disana sava bertermu dan berbicara dengan

[

Yanp' kepadanya sava perlihatkan dan serahkan tururanfaocopy Penetapan Majelis Hakim
Peppadilan Meger Jakarta Haral tertangeal il duli 2009 Nomor

275/PdLGA2O09PN JK T BAR. ;

Dan diberitahukan pula Kepadanya bahwa maksed kedatangan kami tersebur adalah AL

melaksanakan Sita Jaminan, terhadap |

— Tanah dan bangunan kantor yang terdivi diatasnya yvang terletay di lalan Tiang Benders 1V

Moo 15 Jakarts Barat, .
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Selanjutnya oleh sava Jurusita dengan disertai oleh kedua nrang saksi
tersebul diatas lalu melakukan Sita Jaminan, atas :

V.M?c/u 743@( éve'xw% /é’e. wAna. e e
é&&ﬁﬂgfg Cﬁ}g\/, - o sm /J-?ﬂc.a ;’L“{v_/:f
C By acs ./UL“%Z ‘51“?"“'\ "’f%d’t“'a “‘41&/5&3"

AAoce o6y o ALGa

'Qﬁ gt ’51"17451'-"‘ é—fa'bf' dQG“n./-mc' ’é’t_,-'t}ftif){ ?
< c’dl(. U?‘%@ & /fﬂyum._, -(..r“f/l

Rhe G RG : Bopuans & Gz g
REGLh s o Thdon dosso sy Hn fdn
Rb& &g Po—e 2 C Pfﬂy Henslra (T
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FRCAL 3 (F5e / Aefount HuGartrn oo
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Barang-barang mana setelah kam; sita lalu kami tinggalkan dan diseralban untuk dijags

kepada :

_—

Dengan memberitahukan kepadan

nantinya tidak baleh i dipindah
tangankan dengan jalan apapun juga, dan g

va bahwa atas barang-barang yang sudah disita terselut
tangankan, diperjual belikan, digelapkan, atau dipindah
pabila nantinya dikemudian hari BaYa atan patuges

lain dari Pengadilan Negeri Jakarta Bagat meminta kembalj barang-barang sitaan tersebul, maka
harus dapat mengembalikan seperti dalam keadaan semula,

Demikian Berita Acara Sita Jaminan ini dibuat dan ditandatangani oleh sava Jurusita Pengadilan
Negeri Jakarta Barar serta kedua ordng saksi tersebut diatas dan penyimpan/penjaga barang

sitaan tersebut,

SAKST 1

15 /Mo_q},ﬁ

A & '?/hv‘??l'

Telah diberitahukan tentan i
Sita tersebut kepada Kepala
Kelurahan setempat untuk

e e WA K[,
NIP.470050774/NRE. 117318
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.?PMUNDARU.

NIP. 040044980,

Penjaga/Peyimpan barang Sitaan terschu

Telah diberitaliukan lentang
Sita tersebut kepada Kepala
Kantor Pertanahan Knotq madva
Jakarta Barat. i
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DERPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KIEKAYAAN NEGARA

Laedung Byaniludin Prawsranegara LLE2 Talepan AT REISEZE RH 48T
Jatan Lapsngan Banleng Timur Bomar @24 Faksuiuie [N EEEURRTR]
Jakaria 10710

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah DJKN
2, Para Kepala KPKNL |
di selurub Indanesia

SURAT EDARAN
NOMOR : SE- 09 jikniz010
TENTANG
LELANG ASET TETAP DAN BARANG JAMINAN DIAMEIL ALIH (BJDA)

EKS BANK DALAM LIKUIDAS! (BOL)

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Lelang Asel Tetep dan Barang

Jaminan Diambil Alih (EJDA) Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) vang telah diserahkan kepada
Menten Keuangan cg. Birektorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan ini perlu diberikan petunjuk
sebagai berikut | . A

1. Lelang Asel Tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) Eks Bank Dalam Likuidasi (BGL)
dikategerikan sebagal Lelang Non Eksekusi Wajib,

2. Pelaksanaan lelang dimaksud harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut

.

Bertindak sebagai pemohon lelang Direkiur Kekayaan Negara Lam-lain a.n. Direktur

Jenderal.

Felaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang Kelas |

Pengumuman Lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 40/FPMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana

tefah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK No. B81/PMK.06/2008.

Harga Limit bersifal terbukaltidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman

Lelang.

Dokumen persyaratan lelang yvang bersifat umum: antara lain :

1) salinan/ffotokopi Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Fenjuatl;

2} daftar barang yang akan dilelang,

3) syarat lelang tambahan dan Penjual/Femilis Barang (apabila ada),

Dokumen persyaralan lelang yang bersilat khusus, antara lain |

1) fotokopi bukti kepemilikan; '

2} fotokopi Dokumen Pelepasan Hak Alas Tanah baik notaril maupun-di bawah tangan
dari pemegang hak Kepada BDL danfatau fotokopl Akta Kuasa Menjual dari Fermilik
Asal kepada Tim Likuidasi BDL;

3) Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BOL kepada Menten Keuangan (apabila ada):

4) Berila Acara Serah Terima aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan;

&) Daftar Aset Bank dalam Meraca Akhir Likuidasi.
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3. Dengan ditetapkannya Sural Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-17/KN/ 2008 tanggal 12
Agustus 2008 tentang Lelang Aset Tetap, Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) dan Aset Lain-
lain Eks Bank Dalam Likuidasi (BOL) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Para Kepala Kantor Wilayah DJEN, diminta untuk melakul-gan pembinaan, pengawasan, dan
pemantavan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini. .

Demikian uniuk dilaksanakan sebagaimana meslinya.

Ditetapkan di Jakarla
pada tanggal 14 April 2010

. ~5?Fal§tur Jenderal
*‘¢
yrcsp

=N

E
/ =277

Igfﬁ nto

Tembusan
1, Sekraetaris DJKN;
2, Para Direkturdi Lingkungan DJKN.
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Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd

lraningsih, S H
MIP. 120143628

KUTIPAN
RISALAH LELANG
Nomor 1 040/2008

——-Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu delapan
(27-08-2008), dimulai pukul sepuluh lewat ima Puluf menit (10.50) Wakty Indonesia
Barat (WIB) di hadapan saya -
- ~Iraningsih, Sarjana Hukum — NIP.120143628- e
Pejabat Lelang Kelas | vang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menter;
Keuangan MNomor 04/KM.09/UP.11/2008 tanggal 13 Maret 2008 dan  Surat
Keputusan Menteri Keuangan Momor : 02/KM.06/UP.11/2007 tanggal 02 Maret 2007,
berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1l
dan berdasarkan Surat Tugas dar Kepala KPKNL Jakarta Il Nemor © ST-
208/\WKN.07/KP.03/2008 tanggal 18 Agustus 2008 dilaksanakan Lelang Noneksekusi
Wajib  Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) atas barang tidak bergerak bertempat di
Pendopo IKanwil ViI DJKN Jakarta, Jalan Prapatan Momeor 10 Jakarta Pusat yang
akan diuraikan lebih lanjut di bawah inj.—-. ;
-—-Pelaksanaan lelang ini dilakukan alas permintaan Saudara Soepoma-hIP
UB00S7208, Direktur Kekayaan Negara Lain-lain, berkedudukan d Jakarta, sesuaj
Surat Permohonan Lelang Nomor ¢ S-5199/KN/2008 tanggal 13 Agustus 2008, guna

melaksanakan Syrat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara MNomaor
37KNI2008 tanggal 12 Agustus 2008---

------ Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara - e e
R Tri Intiaswati-NIP 060055903 dan Anton Listyanto-NIP OFm0s /a1y
Masing-masing selaku Kepala sub Direktorat Kekayaan Negara | ain-lain I, Direktorat
Kekayaan Negara Lain-Lain Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kepala Seksi
Kekayaan Negara Lain-Lain | A, Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain Direktorat
Jenderal Kekayaan Megara - :
bertindak dalam jabatannya untuk dan atgs nama Direktur Kekayaan MNegara Lain-
Lain, berdasarkan Surat Tugas Momor ST-40/KN.4/2008 tanggal 05 Agustus 2008,
melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Jakarta I}, -
----- Barang vang dilelang apa Sufinya badlipades S
4 {empat) tidang tanah dijual dalam salu paket, Sertifikat Hak Guna Bangunan
MNo.812/Malaka tanggal 25 Oktober 1980 alas nama Persercan Terbatas BT
SEDJAHTERA BANK UMUM", luas 100 m2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya,
terletak di Jalan Tiang Bendera No 34, Kelurahan Malaka, Kecamatan Tambora, Kota
Jakarta Barat, Sertifilkat Hak Guna Bangunan No.B13/Malaka tanggal 25 Oktober 1980
atas nama Perseroan Terbatas “P T SEDJAHTERA BANK UMUM", luas 99 mg2,
berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Tiang Bendera Mo.34,
Kelurahan Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Sertifikat Hak Guna
Bangunan Mo.814/Malaka tanggal 25 Oktober 1980 atas nama Perseroan Terbatas
"PT. SEDJAHTERA BANK UMURM®", luas 99 m2. berikut bangunan yang berdiri dj
atashya, terletak di Jalan Tiang Bendera Ne.34, Kelurahan Malaka, Kecamatan
Tambora, Kota Jakaria Barat dan  Serifikat Hak Guna Bangunan Ne.829/Malaka
tanggal 25 Oktober 1980 atas nama Perseroan Terbatas “P.T. SEJAHTERA BANK
UMUM", luas 328 m2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan
Tiang Bendera N2 15, Kelurahan Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat
dan sesuai dengan; Sura Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan Kotamadya
Jakarta Barat Nomor - 1387/09-03/2008, tanggal 19 Juni 2008, ¥ang menerangkan’ —-

Kepala : . JLembar Kedua =

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



Lembar Kedua dari Risalah Lelang Nomor : 040/2008 tanggal 27 Agustus 2008
Pejabat Lelang

Tid

Iraningsih,S.H
NIP. 120143628

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat menerangkan bahwa :

Jalan : Tiang BenderaNes84 oo~ " ¥ THE z
RT/ Rw e .
Kelurahan  ©  Malaka.-<-- I

Kecamatan : Tambora,
Kotamadya : Jakarta Barat
Luas ¢ 100 m2, (Seratus Meter Persegi)
MNIB Thooe,
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah ¥ang ada pada Kantor kami, sampai dengan

tanggal 02 Juni 2008, bidang tanah tersebut sesuaj Buky Tanah yang ada pada kantor
Kami pemegang hak terakhir tercatat |

Afas nama Perseroan terbatas "PT. Sejahtera Bank Umurn', berkedudukan di
Jakana e L - .

Momor Hak :  Hak Guna Bangunan No. 812/Malaka.—--u e

Luas . 100 m2. (Seratus Meter Persegi)---- -

Catatan :  Hak Guna Bangunan Mo, 812/Malaka, berakhir haknya tanggatl 30

September 2020 .-
dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dar Kantor Pertanahan Katamadya
Jakarta Barat Nomor - 1386709-03/2008, tanggal 19 Juni 2008, yang menerangkan: -—
Kepala Kantor Perianahan Kotamadya Jakarta Barat menerangkan bahwa S

Jalan - Tiang BEREnce S UEREE i S0 T C 7 N "
RT/ Rw :

Kelurahar | Malaka. . L RS SR
Kecamatan Tamiingo sestey’ SRt i B W

Kotamadya . Jakarta Baral, inal — o
Luas i 99mZ, (Sembilan Puluh Sembilan Meter W =
MNIB £ ok S

Berdasarkan dukume__r]' pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, sampai dengan
tanggal 02 Juni 2008, bidang tanah tersebut sesyai Buku Tanah Yang ada pada kantor
kami pemegang hak terakhir tercatat «

Alas nama | Perseroan terbatas "PT Sejahtera Bank Umum', berkedudukan di
Jakerte. . RS e L olGuMan @
Nomor Hak : Hak Guna Bangunan No. 813/Malaka,
Luas . 99 m2. (Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi}--rmeemee
Catatan + Hak Guna Bangunan No. B13/Malaka, berakhir haknya tanggal 30
September 2020, —recscmmeee T "TWE TENGGE o
! dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan Kotamadya
s Jakarta Barat Nomor - 1385/09-03/2008, tanggal 19 Jun| 2008, yang menerangkan: —

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat menerangkan bahwa -

lalan . Tiang Bendera No. 34 - =
AT/ RW : i
“elurahan Malaka, -

recamatan Tambaora,
Kotamadya : Jakarta Barat - e

Luas - 98'm2. (Sembilan Puluh Sembilan Meter Perseqi)
MNIB s e , s
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, sampai dengan

tanggal 02 Juni 2008, bidang tanah tersebut sesuai Buku Tanah vang ada pada kantor
kami pemegang hak terakhir tercatat | --—-

Alas : ../Lembar Ketiga?;,

}
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Lembar Ketiga dari Risalah Lelang Nomor -040/2008 tanggal 27 Agustus 2008
FPejabat Lelang

Tid

Iraningsih,5.H
MIP. 120143625

Atas nama Perseroan terbatas "PT. Sejahtera Bank Umum', berkedudukan di
Jakarta, -—-- -

Nomor Hak :  Hak Guna Bangunan No. 814/Malaka -

Luas - 99 mz2. (Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi)

Catatan . Hak Guna Bangunan No. 814/Malaka, berakhir haknya tanggal 30
September 2020,

dan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor

Jakarta Barat Nomor 1381/08-03/2008, tanggal 19 Juni 2008,
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta B

Jalan i Tiang Bendera No, 15
RT/ RW Do

Kelurahan : Malaka, -
Kecamatan : Tambora.--- : : -
Kotamadya : .Jakarta Barat.

Luas © 32Bm2 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi)
NIB T o

Berdasarkan dokumen pendafiaran tanah
tanggal 02 Juni 2008, bidang tanah terseb
kami pemegang hak terakhir tercatat -

Pertanahan Kotamadya

yang menerangkan: —
arat menerangkan bahwa ——--wea—-

yang ada pada Kantor kami, sampal dengar
ut sesuai Buku Tanah yang ada pada kantor

Atas nama . Perseroan terbatas "PT. Sejahtera Bank Umum', berkedudukan di
Jakarta, - —ame i MRS
Momor Hak @ Hak Guna Bangunan No. 929/Malaka,
Luas ' 328 mZ. (Tiga Ratus Dua Pulub Delapan Meter T T ) e —
_Catatan : Hak Guna Bangunan No. 929/Malaka, berakhir haknya tanggal 30
September 2020, o « :
2

————— Sesudah......../.Lembar Keempat T
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Pejabat h&lang

Iraningsih, & H.
NIP. 120143628

~--Sesudah apa yang -

penjuslan letang dihadapan umum, maka
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Lembar Kelima dari Risalah Lelang Nomor -040/2008 tanggal 27 Agustus 2008

Fejabat Lelang

Ttd

Iraningsih,5.H
MIP. 120143628

------ Peserta lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah

dalam pelaksanaan lelang ini berjurmiah 1 (satu) peserta, yaitu sebagai berikut -

1. Budi Widyadi, Swasta, Jalan Kemurnian Utara RT.012/001, Kelurahan Glodok,
Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Kuasa darj PT Widya Raharja Dharma,
Jalan Tiang Bendera Il Mo 26-28-30, Kelurahan Malaka, Kecarmatan Tambora,
Kota Jakarta Barat, menawar 4 {empat) bidang tanah dijual dalam satu paket,
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.812/Malaka tanggal 25 Oktober 1980 atas nama
Perseroan Terbatas “P.T. SEDJAHTERA BANK UMUM®, luas 100 m2, berikut
bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Tiang Bendera MNo.3d,
Kelurahan Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakaria Barat, Sertifikat Hak Guna
Bangunan No.813/Malaka tanggal 25 Okicber 1980 atas nama Perseroan Terbatas
'P.T. SEDJAHTERA BANK UMUM®", luas 99 m2, berikut bangunan yang berdiri di
atasnya, terletak di Jalan Tiang Bendera No.34, Kelurahan Malaka, Kecamatan
Tambora, Kota Jakaria Barat, Serfifikat Hak Guna Bangunan No.814/Malaka
tanggal 25 Okiober 1980 atas narma Perseroan Terbatas “P.T. SEDJAHTERA
BANK_UMUM", luas 99 m2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak dj
Jalan Tiang Bendera No.34. Kelurahan Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta
Barat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.929/Malaka tanggal 25 Oktober 1980
atas nama Perseroan Terbatas "P T SEJAHTERA BANK UMUM", luas 328 m3,
-berikut bangunan.yang berdiri di-atasnya, terletak di Jalan Tiang Bendera Mo, 15,
Kelurahan Malaks, Kecamatan Tambora, Kota Jakara Barat, dengan harga
peEnawaran sebhasar Rp3.743.100.000,00 (Tiga Milvar Tujuh Ratus Empat Puluh
Tiga Juta Seratus-Riby Fupiah) - - -

—-0leh karena penawaran tertinggi terakhir untuk masing-masing Barang tersebut

telah mencapai/melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, maka penawar

terlinggl disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lefang ini, 7 /

S

Nomor Urut __/Lembar Keenamg.
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Lembar Keenam dari Risalah Lelang Momer : 040/2008 tanggal 27 Agustus 2008

Pejabat Lelang

Ttd

Iraningsih,S.H
MIP. 120143628

Barang-Barang yang
Dilelang

Mama,
FPekerjaan dan
Tempat tinggal

Fembeli

Harga Barang-Barang

Laku

et

Ditahan

4 (empat) bidang tanah
dijual dalam satu paket,

Sertifikat Hak Gung

Bangunan No_B'szMaFakal
tanggal 25 Okicber 1980

atas
Terbatas
SEDJAHTERA,
unaum”,
berikut

nama
"
BANK,
100 m2
bangunan

luss

berdiri di atasnya, terletak
di- Jalan Tiang Bendera

Mo.34, Keluraharn IMalaka, j

Kecamatan Tambora, Kota
Jakarta  Barat, Serfifikat
Hak Bangunan
No.B13/Malaka tanggal 25
Oktober 1980 atas nama

Guna

Ferseroan Terbatas ‘BT,

SEDJAHTERA, BANK
UMUM"  luas @9 - ma,
berikut  bangunan yang

berdiri di atasnya, terletak
di Jalan Tiang Béndera
No.34, Kelurahan Malaka,
Kecamatan Tambora Kota
Jakarta Barat, ~--=-c-ieeeee..

Perseroan

[ Helurahan-v-—

yang

Budi Widyadi--
cBwasta e
Jalan--ae . --

Kermurmign-——- .
Utara No.3---- |
RT.012/001,---

Tarman Sarl -——
Kotamadya-—---
Jakarta Barat,-
Kuasa Darj--—

Mo 26-28-30---
Kelurahan-—---
/0= = = B—
Kecamatan-----
Tambora,—w---
Kotamadya----- |
Jakarta Barat--

Rp3.743.100.000,00

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011
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Lembar Ketujuh dari Risalah L.elang Nomor - 040/2008 tanggal 27 Agustus 2008
Pejabat Lelang

Tid
Iraningsin,S . H
MIP, 120143628
Nama, Harga Barang-Barang |
Mo, Barang-Barang yang Fekerjaan dan Ket
L — —| el
rut Dilelan Tempat tinggal (
g 5 gg Laku Ditahan
Fembeli
Sertifikat Hak  Guna

Bangunan Mo.814/Malaka
tanggai 25 Okilober 1980
atas  nama Perseroan '
Terbatas SEERE
SEDJAHTERA, BANK
UMUM", luas 99 mZ;

berikut bangunan yang
berdiri di atasnya, terlotak |
di Jalan Tiang Bendera
Mo.34, Kelurahan Malaka,

Keeamatan Tambora, Kota |

Jakarta Barat dan
Sertifikat ~ Hak  'Guna
Bangunan MNo.928/Malaka
(tanggal 25 Oktober 1980
Iatas nama  Perseroan
Terbatas BT,
SEJAHTERA BANK
UMUM", luas 328 m2,
berikut  bangunan yang

berdiri di atasnya, terletak !
di Jalan Tiang Benders
No.15, Kelurahan 'Malaka.

' Kecamatan Tambora, Kota
Jakara Barat - —eamecmmenn

Jumiah Rp3.743.100.000,00
Banyaknya..../Lembar Terakhir 7
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Lembar Terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 040 /2008 tanggal 27 Agustus 2008

Banyaknya Barang yang dilelang : 2 (dua) paket,——eeees

Banyaknya Barang yang laku/terjual : 1 (satu) paket —---

Jumlah harga Barang vang telah terjual : Rp3.743.100.000,00 (Tiga Milyar Tujuh
Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).——---- e 2

Jumlah harga Barang yang ditahan : tidak ada, -

Banyaknya lampiran Risalah Lelang ini : 27 {dua puluh tujuh).

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan.

Fenjual Fembeli Pejabat Lelang
Tid Tt Tid

Tri Intiaswati .y Budi Widyadi Iraningsih, S.H

MIP.080055003 1 Kuasa Dari NIF, 120143625

Anton Listyanto. PT. Widya Raharja Dharma

NIF 060087512

CATATAN : Dalam pelaksanaan lelang ini, terhadap pembayaran Hasil Lelang tidak
ada yang mengajukan sanggahaniverzet
Pejabat Lelang

Ttd

Iraningsih,S.H
NIP. 120143628

Diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagal akla jual beli

“dakarta,
'.’/{‘95*.*‘ 4

Zuwan Bachtiar 7x
“ NIP.060051742

Sita jaminan ..., Oloando Kristi, FH Ul, 2011



	Halaman Judul
	Daftar Isi
	Abstrak
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Lampiran

